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MOTTO 

*:* Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman 

diantaramu clan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

(Qur'an Al Mujadalah 1 1) 

*' Hai orang-orang yang beriman, Jadikaulah sabar dan shalatmu Sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Al- 

Baqarah: l 53) 

*:* Tuntutlah ilmu clan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, 

clan bersikaplah redah hati kepada orang yang mengajar kamu. (HR. Ath- 

Thabrani). 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu 'alaiRum Wr. Wb. 

Puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, 
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kita Muhammad SAW sang pemimpin sejati dan suri tauladan terbaik. Penulis 

mengucapkan rasa syukur yang talc terkira, karena atas kehendak Allah SWT, upaya 

dan do'anya telah dilakukan dan Allah telah menentukan hasilnya dengan Maha 

Bijak-Nya. Dengan segala penuh ketulusan, rasa hormat dan kerendahan hati penulis 

menghaturkan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya 

kepada kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama 

menghti pendidikan sampai penyelesaian tesis ini. 

Walau tidak semuanya dapat kami sebutkan, namun s e e  khusus dan tulus 

ucapan terima kasih itu penulis didedikasikan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberi hamba nikmat dan tepat hamba mengadu keluh 

kesah. Tesis ini tidak akan selesai tanpa ada kehendak dan kuasa-Mu. 
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2. Kedua orang tua penulis yang mendidik, memberikan pelajaran hidup yang sangat 

berharga, memberikan kasih sayang serta doa yang mengiringi anak-anaknya 

tanpa henti untuk menuju kesuksesan. 

3. Kakak penulis, yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

4. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid M.Ec selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia. 
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Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan banyak waktu dan sabar dalam 
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tugas akhir ini, serta terimaksih atas nasehat-nasehat yang sangat berharga yang 

bapak berikan. 

7. Segenap Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukurn Unversitas Islam 

Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis memalui proses 

belajar mengajar dalam berbagai mata kuliah. 
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satu persatu banyak diucapkan terima kasih. 



Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan 

yang diberikan, selain untaian doa dan harapan kiranya uluran tangan yang tulus dari 

bapak/ ibu dan saudaral saudari, semoga mendapat balasan pahala dari Allah SWT. 

A'miin ya rabbal a'lamin. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan penulis sendiri, 

untuk dapat menyelesaikan tesis yang penulis sadari masih banyak kekurangan ini 

tidak akan ada hasilnya tanpa usaha dan doa dari para pihak. Menyadari kekwangan 

yang ada dalam tesis ini, penulis sangat menghargai masukan dm koreksi yang 

konstrutif demi penyempurnaan tesis ini. 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, 2 Maret 2014 

Penulis 
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Peraturan Derah Kabupated Kota merupakan p e r a m  perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupated Kota dengan 

persetujuan bersama Bupati/Waliiota. Keabsahan suatu Perda dilihat dari segi forrnil 

dan materiil, yaitu pada materi muatan dalam Perda tersebut, dalam melihat 

keabsahan tersebut, maka juga terkait dengan suatu Perda tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut hierarki peraturan 

pemdang-undangan , maka kedudukan Perda berada di bawah undang-undang. 

Sesuai dengan teori hierarki, menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah 

tingakatannya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau sesuai dengan 

asas lex superiori derogate lex inferirory. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005 

tentang Transparasi dan Partisipasi Publik dalarn penyelenggaraan pemerintahan di 

Kabupaten Bantul dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang K e t e r b h  

Informasi Publik, keduanya mengatur tentang transparansi publik, namun substansi 

pada Perda banyak yang bertentangan atau tidak sinkron dan sesuai dengan undang- 

undang, dikarenakan Perda ini lahir terlebih dahulu daripada undang-undang. Padahal 

sah atau tidaknya suatu Perda dinilai dari bagaimana tata cara atau prosedur 

kewenangan yang dari segi formil dan isi atau substansinya dari segi materiilnya yang 

dapat mengacu pada materi muatannya. Dimana dalam segi materiil, isi atau 

substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belalutng Masalah 

Akses untuk publik &lam mendapatkan infonnasi yang diinginkan dan adanya 

jaminan keterbukaan publik bagi masyarakat masih menuai permasalahan di daerah, 

salah satunya adalah Kabupaten Bantul. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Kelerbukaan Informasi Publik yang berjalan hingga saat dinilai belum 

m e m m  keterbukaan akses informasi publii dari pemerintah Kabupaten Bantul 

bagi masyarakat di Kabupaten Bantul. Lemahnya akses informasi publik clan 

tertutupnya akses idormasi publik menjadikan pertanyaan tentang kesiapan dm 

konsistemi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam adanya jaminan transparansi 

informasi publik dan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 ini.' 

Pertnasalahan yang paling terkait tentang kesiapan dan konsistensi tersebut 

dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bantu1 masih memberlakukan Perda Nomor 7 

Tahun 2005 tentang Transparansi clan Partisipasi Publik dalam penyelenggaraan 

Pemerintah di Kabubupaten Bantul, dimana substansi pada Perda tersebut banyak 

yang bertentangan dcngan Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Infonnasi Publik. Beberapa saat ldu perkumpulan Lembaga Swadaya 

Masyarakat lDEA menemukan bahwa di Kabupaten Bantu1 pelaksanaan pemenuhan 

hak rnasyarakat atas keterbukaan informasi publik masih belum terealisasikan dengan 

- - 

' Pelaksanaan Undang-Undang KTP No. 14 Tahun 2008 ini berdasarkan PP No.61 Tahun 2010. 



baik, misalnya saja sampai akhir tahun 2012 warga mas& sangat susah untuk 

mengakses informasi, dimana untuk mendapatkan akses informasi dari badan publik 

hams mendapat surat dari Bappeda Kabupaten atau provinsi.2 

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Bantul sudah punya Perda Nomor 7 Tahun 

2005 tentang Transparasi dan Partisipasi Publik dalam penyelenggarctan 

pemerintahan di Kabupaten Bantul, namun hingga saat ini pengelolaan inforrnasi di 

instmi pemerintah, termasuk di Kabupaten Bantul dinilai masih rendak3 

Pemerintah Kabupaten Bantul menganggap telah memiliki Perahran Daerah Nomor 

7 Tahun 2005 tenlang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Bantul yang seprinsip dcngan Undang-Undang Nomor 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, psdahal60% lebih dari 

pasal-pasal dalarn Perda itu berbcda dengm Undang-Undang Nomor Nomor 14 

Tahun 2008 tersebut! Adanya hasil diskusi kelompok terarah prospek pemajuan hak 

atas informasi di Bantu1 yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarabat IDEA 

beberapa &u lalu juga menemukan sejumlah perbedaan antara Perda Nomor 7 

Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008.' 

Perlcumpulan IDEA, Hasil Seri Dbkusi Kelompok Terarah Prospek Pemajuan Hak Atas 
informasi di Kabupaten Bantul: Antara Perda No. 7 Tahun 2005 dun UU. No. 14 Tahun 2008, Rumah 
Budaya Tembi 28 September 201 1,27 Januari 201 2,16 Maret 2012,20 Maret 2012. 

3 Dinda, Leo, Listy, http://Harian Jogja.com, Penerapan UU KIP di Banlul Payah, alcses Selasa 3 
Juli 20 12 

http://combine.or.id, Hafangi Keterbukaan Informmi Publik Perda Bantul No 7 Tahun 2005 
Hmus-dicabut, akses 3 Januari 20 13. 

lbid 



Poin-poin yang berbeda antara Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan substansi pada Perda yang bertentangan dengan 

undang-undang tersebut menyangkut 4 hal, yaitu tentang hak dan kewajiban 

pmohon informasi publik dan badan publik, yang mana pada Undang-undang 

Keterbukaan Informasi Publik ( KIP) ada di pasal4 sampai dengan pasal8 dan dalam 

Perda No 7 Tahun 2005 diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, substansi 

mengenai hak dan kewajiban i n f o m i  yang ada pada Perda tersebut berbeda dengan 

yang ada pada undangundang KIP. Kemudian ha1 yang kedua tentang alasan 

penolakan pemberian informasi, dalam Undang-undang KIP ada pada pasal 17 

sampai dengan pasal 20, yakni mengenai infomasi yang dikecual'ikan, kemudian 

dalam Perda terdapat pada Pasal 6 ayat (3) dan penejalasanannya, yang mana pada 

Pasal 6 ayat (3) dm penjelasannya ini tidak jelas dan tidak rinci seperti yang ada 

dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang perihal apa saja Sormasi yang dikecualikan 

tersebut. Kemudian ha1 yang ketiga mengenai penyelesaian sengketa infonnasi, yang 

dalam undang-undang KIP ada diatur pada pasal 37 sampai dengan pasal 39, dan 

dalam Perda diaiur pada pasal 12, dintana dalam ha1 penyelesaian sengketa idormasi 

ini terjadi dualisme, yang mana dalam mdang-undang KIP sudah jelas diatur oleh 

badan Komisi Informasi, namun berbeda halnya di Perda tidak rnelalui Komisi 

Infomasi melainkan mclalui pejabat yang berwenang yang telah diatur oleh undang- 

undang, maka ha1 scperti memberikan kebingungan bagi masyarakat atau publik 

apabila ada permasalahan mengenai pengajuan sengketa, apabila ada sengketa dengan 

badan publik sehammya disclesaikan dahulu rnelalui komisi informasi sesuai dengan 



apa yang diamanatkan dalam undang-undang KIP (lex specialis derogate legi 

generalis) . Hal yang keempat adalah mengenai sanksi, undang-undang keterbukaan 

informasi publik mengatur perihal sanksi pada pasal5 1 sampai dengan 57 , kemudian 

Mam Perda diatur pada pasal 13, yang mana pada undang-undang dikenakan sanksi 

pidana, namun dalam Perda hanya diberlakukan sanksi administratif. Selain itu 

seharusnya substansi atau pasal tentang transparami dm partisipasi tidak boleh I 

I 
dijadikan satu, harus ada pemisahannya. 

Selain itu masih banyak substansi dari Perda yang bertentangan dengan 

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan tentang Transparami clan 

Partisipasi Publik dalam penyelenggaraan Panmintah di Kabubupaten Bantul. 

Apabila dilihat dari banyaknya Perda No 7 Tahun 2005 yang bertentangan dengan 

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten 

B a n d  belurn mempunyai keputusan secara tegas bagaimma kedudukan Perda 

tersebut setelah adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Pemerintah masih 

memberlakukan Perda hingga saat ini, padahal banyak substansi Perda yang 

abem- dcngan U n d a g - U h g  tentag K e t d a n  hformasi Publik tersebut, 

dan menghambat akses publik untuk mendapat informasi di Kabupaten Bantul. 

Adanya keterbukaan infonnasi publik ini sangat penting bagi penyelenggataan 

, yaitu terka1.a den- balm p&ik bi &rah yang 

bertanggungjawab atas masyarakat publik, slain itu juga sebagai pengontrol 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Maka kewenangan yang ada di daerah, 



sep& hev~maagan pm&h &F& &dam ~~~~ Per&. Wan mgka 

mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan pada aspirasi masyarakat, 

pemerintah daerah yang berdasarkan pada aspirasi masyarakat, pemerintahan daerah 

dikri m w  jawah yang ksar p& peza6~w p e ~ ~ f 2 ~ ~ ~ n  dakn 

penyelenggaraan pemerintahan clan pembangunan untuk kepentingan masyarakat 

daerahnya sendiri, maka sernestinya peraturan daerah dibual berdasarkan aspirasi 

m y & & &  & &g jjr&& si~9ptg&~ & &dqW6 p& &h 

bertentangan dengan kepentingan umurn dad peraturan perundang-undangan ymg 

lebih tinggi, dan hams mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan 

& i t  a k+=uaa -&.' w ICZC:~  i b  P - E T ~  S G ~ ~ I S P F ~  rSilma 

bcrdasarkan landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang baik dan benar agar nantinya ti& terjadi tumpang tindih serta dapat 

neduInmg pelaksmsan &onorni &exah. 

&r~nek~t  dari krkgai p r f j m h n g ~ n  .seb~,opdrnsrn;! ysng dikmlrkak~n dl &a$, 

maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul "Keabsahan 

Peratmn I?wrah No, ? T'aFatt 2005 Tenteng ' F m p i  dan Partiipssi 

dalarn Penyelcnggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantu1 Pasca Berlakunya 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik" 

' Utang Rosidin, Otonomi tlaerah dun DesenfraIisasi, Pustaka Setia, Bandung, 2010,hh 85. 
' Ibid, hlm. 122. 



R, R~*mrr.qsn Miawlah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan 

ditelidi dalm pnelitian ini dsrp* rtit.rml*ckar, wbazai k r i k l t -  

1. Bagaimana keabsahan Perda No.7 Tahun 2005 yang tidak sinkron dengan 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 ditinjau dari teori hierarki? 

2. &gairn*n~ impjiksi buktm ter_h+ Peds No.'? Ta?m 2005 yag tida!! Gtt4rm 

dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008? 

C. Tgjwn Pendi+$ara 

Tujuan objektif dari penelitian pada penulisan tesis ini adalah : 

1. Untuk mertgetabui keabsahm Perda No. 7 Tahun 2005 P a m  Berlakunya 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 ditinjau dari teori hierarki. 

2. Untuk implikasi hukurn terhadap Perda N0.7 Tahun 2005 yang tidak sinkron 

degan Undang-Undang No. I4 Tahun 2008. 

Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu 

Hukurn Tata Negara penulis, masyarakat umum, serta pihak - pihak yang 

membaca tesis ini. 



2. Manfaat pkt is ,  adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pemcrintah daerah Kabupatcn Bantul, instansi-instansi pemerintahan atau lembaga 

eksekutif di berbagai daerah khususnya di Bantul maupun lembaga legislatif di 

daerah. 

E. Orishalitas Penelitiaa 

Penelitian tentang Kedudukan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005 Tentang 

Transparmsi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggiraan Pemerintahan di 

Kabupaten Bantul Terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik sejauh yang penulis ketahui belurn pernah ditulis oleh 

pjhak lain, untulc itu maka penelitian ini merupakan hmil pemikim smdiri dam akan 

diteliti lebih lanjut oleh peneliti sendiri. 

F.Kcrrtngkm Pemikitrtn Teori 

Menurut Bagir manan d m  Kuantana Magnar, peraturan perundang-undangan 

ialah setiap peratunn tertulis y q  dibuat, diterapkan dan dikelwkan oleh lembaga 

dan pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan 

tata cara yang berlaku. Kemudian TJ Buys mengartikan praturan perundang- 

undangm yang rnengikat w a n  urnurn (dgemeen bindende voorschrij?en)). Pendapat 

tersebut oleh Prof. JHA Logemann ditambah dengan "naar buiten werkende 

voorschriflen", sehingga menmtnya peratman pemndang-undangan addah 

peratman-peraturan yang mcngikat semm mum dm berdaya laku keluar (algemen 



hindende en m a r  biulen werkende voorschrrJ2en). Pengertian "berdaya laku keluar" 

adalah bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat (urnum) tidak diajukan 

(ke dalam) pembentukannya.8 

Dapat djientifikasikan sifat-sjfat atau ciri-ciri dari suatu perahan perundang- 

a. P e r a i m  perundang-undangan berupa keputusaa terlulis, jadi mempunyai bentuk 
atau format tertentu; 

b. Dibentuk, di tetaph dan riieluarkan oleh pejabat yang berwenang, naik di 
tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Yang dimaksud dengan pejabat yang 
benvenang adalah pejabat ymg ditetapkan berdasarkan ketentuan ymg bmlaku, 
baik berdasarkan atribusi rnaupun delegasi; 

c. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan, pola tingkah laku. Jadi, 
pcraturan perun-undangan bersifslt rnengatur (regulerend), tidak bersifat 
sekdi jalan (einmahlig); 

d. Peratutan perundang-undangan mengikat secara umum (karena ditujukan kepada 
umwn), artinya ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bemifat 
individual). 

tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk beharkan  kewenangan 

perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun baifat  delegasi. Kemudian 

dalarn d i n y a ,  Attarnimi rnernbcdcaa batam mengenai peraturan penmdaug- 

undangan 4 a h  semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga 

dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku 

umwn serta mengikat rakyat. Menurut Pasal I UU N0.10 Tahun 2004 peratman 

a Kosjidi Kanggawidjaja, Pmgmtm ilmu Pmdang-Undangan Indonesia, Mandar Maju, 
Bandung, 1998,hlm. 18-19. 

Ibi4 hlm. 19-20. 



perundang-undmgan addah peratman tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara 

atau pejabat yang benvenang dan mengikat secara umurn.1° 

Menurut S.J. Fockema Andrea, dalam bukunya "Rechtsgeleerd Handwoorden 

BoeK', peraturan perundang-undangan atau diistilahkan dengan legislation. 

Wetgeving/gezetgebung mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu'': 

1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukanl proses membentuk 
pcmhran pmundmg-undangan ncgara, baik di Pusat maupun di Daerah; dan 

2) Pefimdang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan h i 1  
pembentukan peratwan perundang-undangan, baik di Pusat maupun di Daerah. 

Dalam Pandangan Jimly Asshidiqie , pengertian penmdang-undangan adalah: 

".. .keseiuruhan susunan hierarkis peraturan perundang wdangan yang 
berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang 
melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bebersama-sarna dcngan 
pemerina ataupun ymg xneffbatkm peran pzrnain+hh ksena ke.idukm 
politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh 
lembaga pcmakilan rakyat bersama-sama dengan pernerjntah menurut 
tingkahmya ~naslmg-mas-ing." 

Terkait pembentukan peraturan perundaag-undangan, Pengertian 

Pembentukan Perundang-undangan terdapat pada Pasal 1 butir 1 UU No. 12 Tahun 

20 1 1 tentang Pembenhrkan Peraturan Pemdang-undangan, yaitu : 

"Pembcntukan Peratwan Perunhg-undangan ahlah pembuatan Peratwan 
Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, clan pengundangan." 

lo Ni'matul Huda dan Nazriyah, Teori dun Pengujian Perduran Perundang-undangan, Nusa 
Media, Baldung, 201 I, h h .  1 1.  

'' Ihid, hlrn.11-12. 



Adapun dalam pcmbmtukan peraturn penmdang-undangan tadapt asas- 

asas dan landasan pembentukan peratman pcrundang-undangan yang baik. Asas-asas 

pembentukan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan 

pedornan, bimbingan b@ penuar1gan isi peraturn, ke dalam twtltuk dan susunan 

yang sesuai, tepat dalam penggunaan merodenya, serta rnengikuti proses dan 

prosedur pembentkan yang telah ditentukan.12 Dalam hubungannya dengan h g s i  

asas-asas pemhtukan peratman paundang-undanw yang baik., Philipus M. 

Hadjon menjdaskan bahwa, asas-asas umum pembentukan aturan hukum yang baik 

berfungi sebagai dasar pengujiaa dalam pembentukan aturan hukum (uji formal) 

maupun seb@ dasar pengujian terhitdap aturrn hukum yang berlaku (uji materii1).l3 

Dalam No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratman Perundang-undangan, 

asas-asas dan landasasan tersebut terdapat pada Pasal5 beserta penjelasannya'4 

Ualam pembentukan pcraturan pcnradang-undangan tersebut juga dikenal 

tentang materi muatan yang sangat penting dalam pembentukan peratwan pemdang- 

undangan. Materi muatan pada Pasal I angka 13 UU No.12 Tahun 201 1 tentang 

P e r n b e d n  Peratrvan Penmdang-Undangan diterangkan bahwa: 

22 Yuliandri, Asas-Asas Pembentuh Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Rajawali P a ,  
Jakarta, 2009, hlm.23. 

l3 IbiOlm.14. 
l4 Ladasan Pembcnkkan P e r a t m  Pentnhg-undangan &pat &libat pula dalam BAD N 

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis pa& Lampiran I Undaq-Undang Republik Indonesia 
N omor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Pcraturan Permclang-mdangan 



"Matmi Muatan Pemturan Pcmdang-undangan addah materi yang dimuat 
dalam Peratwan Perundang-11ndangan sesuai dengan jenis, hgsi,dan hierarki 
Peraturan Perundang- undangan." 

Kemudian menurut UU No. 12 Tahun 20 1 1 P a d  14, matcri muatan Pcmturan 

Daerah Provinsi dan Peratman Daerah Kabupatcd Kota berisi materi muatan dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan m t a  mempung 

kondisi khusus daerah dad atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- 

undnagan yang lebih tinggi. Pasal 1 butir 2 UU Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 

Pembcntukm Peraturan Perundang-Llndmgan menyatakan M w a  yang dimakslad 

dengan Peraturan Pemndang-undangan adalah peratman tertulis yang clibentuk oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang clan mengikat secara umum. Dilihat 

dari sisi materi muatannya, peraturan pemdang-undmgan basifat rnengatur 

(regelling) secara umum dan abstrak, tidak koakrit dm individual seperti keputusan 

penetapan. Acfapun kaidah h u b  atau norma h u h  yang membedakan antara 

peraturan perundang-undangan dengan ketetapan,yaitu kaidah hukum &pat pula 

dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract n o m )  dan 

yang bersifitt konkret d a .  individual (concrete and individual norms). Kaidah urnurn 

selalu bemifat absirak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkzit tanpa 

menunjuk atau mengaitkannya dengan subjek konkret, pihak atau individu tertentu. 

Kaidah hukum yang bersifat umum clan a b s a  inilah yang biasanya menjadi materi 

peraturan huku~n yang k l a k u  bagi setiap orang atau siapa saja ymg dikmai 

penunusan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. 



Semcntara itu, kddab hukum individual selaiu bersifat konkret. Kaidah konkret ini 

ditujukan kepada orang tertentu, pihak, atau subjek-subjek hukum tertentu, atau 

peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.15 

Norma-norma hukum yang hersifat mengatur (regeling) derigan isi norma 

yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract norms) itu dituangkan dalan 

bentuk tertulis tertentu yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Diseht 

peratwan (regels) karena prduk hukum tersebut memang merupakan hasil atau 

"outcome" dari suatu mgkaiau aktivitas pengaturan (regeling). Produk hukum yang 

bersifat mengatur (regeling) disebut sebagai peraturan ini hams dibedakan dari 

produk hukum yang tidak W f a t  mengatw; melainkan hanya meffetapkan atau 

penetapan (beshickking) yang karena ti& dapat disebut sebagai peratman. Produk 

yang bersifat penetapan (beschikking) itu dapat disebut sebagai Ketekpan atau 

K e p ~ r a n  p g  tidak berisi aturan, Isinya ti& boleh mengaudung materi nomatif 

yang bersifat pengaturan (regeling) dm karena itu, tidak dapat disebut sebagai 

peraturn (regels, regulations, legi~lations).~~ Maka peraturan peraturan penmdang- 

unctangan mempunyai mrma hukum yang rnengikat secara urnurn, s&g keputusan 

mengikat secara individual. 

Dalam pembahasan tentang teori perundang-undangan d iked  pula tentang 

tata urubn norma atau hierarki norma hukurn. Dimana teori tentang hjerarki norma 

l5 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, ltajawaii Pers, Jakarta, 201 I .,hlm.4. 
l6 hid, hlm. 14. 



h u b  dikemukakan olch Hans Kel-sen, dimana adanya teori hierarki hukum. Dalam 

kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori 

mengenai jenjang norma hukum (Stufentheorie). Hans Kelsen berpendapai bahwa 

norma-nma h&um itu berjenjang-jeqiang dm krlapis-lapis dalam suatu hierarki 

(tab susunan), dalam arti,suatu yang lebih rendah berlaku, bersumber dan b e r k  

pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi Iperlaku, bersumber dan 

berdasar pada wrma yang kbih tinggi lagi, d e d i a n  s tewnya  sampai pada suatu 

norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotcsis dan fiktif yaitu 

Norma Dasar (~rundnorrn).'~ Dapat dikatakan juga, semua peraturan hukum 

diturunkan dari norma &w (grmdmrrn) yang berada di puncak piramid sehingga 

semakin ke bawah semakin luas dm beragam keberadaan perahuan hukum. Norma 

dasar (grundnom) bersifat abstraW mengikat mum, semakin ke bawah semakin 

konkretr mengikat orang tertentu yang sebelumnya tidak clapat d i l a k d a n ,  menjadi 

dapat dilaksanakan. '* 

Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh Hans Nawisky. Hans 

Nawisky &lam bukunya yang berjudul 'Allgenteine Rechislehre' mengemukakan 

bahwa sesd  dengan teori Hans Kelsen, maka suatu nonna hukum dari negara 

manapm selalu berlapis-lapis dan be jenjang-jenjang. Norma yang dibawah berlaku, 

bersumk dan berdasar pada mrma yang lebih tinggi, nonna yang lebih tinggi 

2'1 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Pemndang-undangan Jenis, Fungsi,dan Mnteri Muatun, 
Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.41. 

Ishaq, Dasar-Dasar llmu Hukwn, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,hlm. 21 1 



berlaku, hrsumkr dan hdasar pada nonna yang lebih tinggi lagi, sampai pada 

suahu norma yang tertinggi yang disebut Norma ~ a s a r . ' ~  Teori tata urutan pcraturan 

perundang-undangan sebagaimana dilansir oleh Adolf Merkel dan I I m  Kelsen serta 

Hans Nawisky tersebut, kemudian "menjalar" ke berbagai ncgara yang ada di Eropa 

Kontinentd, dm kemudian "menjalar" lagi ke ncgara-negara lain di luar benua Eropa. 

Hal tersebut sebelwn sampai ke Indonesia diserap oleh pakar dan negarawan Belanda 

dm kemudian dibawa ke Zndortesia, Saat ini dalam sistem hukum Indonesia teori 

hirivki hukum tersebut ada dalam tataurutan peratman pcrundang-undangan di 

Indonesia, y a k  dalarn instrumen hukum UU No. 12 Tahun 20 1 1 yang menggantikm 

Undang-Undang No Tlndar~g Nomor 10 Tabun 2004. Adapun jenis hiemki 

perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang 12 Tahun 201 1 ini 

a) I Jndang-IJndang I)aw Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c) Undmg-Undang/Pemturan Pemerintah Pengganti Undang-Undaug; 
d) Peratman Pemerin*, 
e) Peratma. Presiden; 
f) Peraturan Daerah Provinsi; cian 
g) Peratutm D d  KslbupatedKota. 

Dalatn pasal Pasd 8, dijelaskan ayat ( 2 )  dijelaskan bahwa, " Jenis Pemturan 

Perundang-undangan selain sebagaimana dirnaksud dalam Pasal7 ayat (1) mencakup 

peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Pamusyawaratan Rakyat, Dewan Pewakilan 

Jbjd, hlm 44 



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkarnah Agung, Mahkarnah Konstitusi, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Kornisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah 

atas perinlah IJndang-IJndang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, 

Dewan Perwakilan Rakyat Dacmh Kabupaten/Kota, BupatVWalikota, Kqala Desa 

atau yang setingkat.'Xemudian pada pasal 8 ayai (2) dijelaskan," Pwdturan 

Perundang-undangau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui kcberadaannya dan 

mcmpunyai kekuatan hukwn mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih linggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan." 

Didam suatu sistem hukum, peratman-peratmn hukum dikehendaki tidak ada 

yang bertentangan saiu sama lain. Peratwan perundang-undangan yang tersusun 

secara hierarkis tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu W u r a n  pemdang- 

unclangan yang lehih rendah tingkatanya tidak boleh batentangan dengan peraturan 

yang lebih tinggi tingkatannya Hal ini selaras dengau mas h k u m  lex superior 

derogate infieriori ( hukum yang lebih tinggi mengalahkan h u h  yang tingkatmnya 

diba~ahn~a).~O Hd hi terkait juga dcngm dalm teori hierarhi hukum yang 

dikemu- Hans Kelsen, bahwa kesatuan sistern h&um yang disusun secara 

hierarkis kelihatannya dipersoalkan ketika norma hukum di tingkat Iebih rendah gaga1 

rne~iyestiahn (baik pzniptaannya atau muatannya) dengan norma di tirlgkat lebih 

tinggi yang mcngatumya, dengan kata lain, ketika norma di tingkat lebih rendah 

berlawanan dengan detaminasi yang mendasari urutan hierarkis norma-norrna- 

20 Ni'matul Huda, Hukwn ITata Negara lndonesia,hjawali Press, hkarta, 2009, hlm 46. 



Madah yang diajukan di sini adalah masalah noma Wentangan dengan norma, 

yaitu undang-undang yang ti& konstitusional, pcraturan tidak sah (peraiman yang 

bertentangan dengan undang-undang), keputusan hakim alau iindakm administratif 

yang bcftentangm dengin undmg-wdang atau peraturan.21 

'Terkait dengan pmturan perundang-undangan yang lebii rendah ti& boleh 

bertentangan dengan peraturan pemdang-undangan yang lebih tinggi s e s 6  dengan 

hiaarki peraturan pemndang-unbgan yang ada pada UU No. 12 Tahun 20 1 1 dan 

terhadap berbagai bentuk norma hukum dapat dilakukan kontcol atau pengawasan 

melalui apa yang biasa disebut sebagai mekanisme kontrol noma h u h  (legal norm 

control mechanism). Kontrol terhadap norma hukum itu dapat dilakukan melalui 

pengawasan atau pengendalian politik, pengendalian administratif, abu melalui 

kontrol hukum (judicial). Kontrol politik dilakukan oleh lmbaga politik, misdnya 

oleh Itmrbagi pefwakjlan rakyat atau parelernen. Dalam ha1 ini, mekanise kmtrolnya 

disebut sebagai "legislatif control" atau "legislatfreview". Misalnya, revisi terhadap 

sesuatu undang-undang dapat dilahkan melalui dan ol& lembaga pmakilan rakyat 

scndiri sebagiai lembaga ymg mcmang berwemang rnembentuk clan mengubah 

udang-undang yang bersanghtan. Jika dalam perjalanan waktu ternyata Dewan 

Perwakilan Rakyat menganggap bahwa suatu undang-undang yang telah k l a k u  

mcngikat untuk umum hams diprhaiki, maka dcngan sendirinya DPR smdiri 

berwenang wtuk mengambil inisiatif rnengadakan perbaikan terhadap undang- 

undang tersebut melalui mekanisme pembentukan undang-undang yang berlaku. 

2 Hans Kelsen, Pengmtcu Teori Hukurn, Nusa Media, Bandung, 2009,hlm. 1 15. 



Demikian pula, apbila upya kontrol terhadap norma hukum dirnaksud dapat pua 

dilakukan oleh lembaga administmi yang menjalankan fungsi "bestuur7' di bidang 

eksekutif. Badan-badan yang memang secara langsung diberi delegasi kewtmangan 

olch unOang-undang untuk melalcsarrakan undang-undang yang bersangkutan dapat 

saja mcngambil prakarsa untuk mengevaluasi dan apabila diperlukan mernprakarsai 

usaha untuk mengadakan perbaikan atau perubahan atas undang-undang yang 

bersaagkan. Jika upaya yang dimaksud berujung pada kcbuiuhan untuk rnm~gubah 

atau mercvisi isi undang-mdang, maka tmtunya lembaga eksekutif dimaksud 

berwemg melakukan lstngkah-langkah sehingga perubahan itu &pat dilakukan 

,sesuai &ngm ketmtuan yang krlaku. Mekanisme kontPol yang dilakukan oleh 

lembaga e k s e W  semacam inilah yang dapat kita sebut sebagai "administrative 

control" atau "executive r rn ia~ ' ' .~~  

Tcrkait &ngan kontrol (hukum) atau judicial review, Muhammad Ridwan 

hdra memk&an suatu pengertim tentang hak menguji (judicial review), yang mana 

hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundangan itu bertentangan yang 

tiugkatan lebih ti&. Darj pengertian tersebut, maka qabiia pengertian itu 

dihubungkan ckngan peraturan perundang-undangm tentunya hak mcnguji materiil, 

dapat diberi pengertian sebagai berikut, hak menguji materiil adalah swtu hak ymg 

dimiliki olch Mahkam& Agung UR* menilai suatu pcratumn perundang-undangan 

--- - -. . - - -..-- 
22 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, ... op,cit,hlmAd. 



itu dari segi iskya, bertcntangan dengan atau tidak dengar, Fratwan di atasnya.23 

Dalarn UU No 12 Tahun 20 1 1 Pasal 9 ayat (2) maka terdapat pula ha1 mengenai 

judicial review ini, ystitu: 

"Dalam ha1 suatu P a r a n  Penmdang-undangan di bawah LJndang-Undang 
diduga bertentangan dengan Undang-Undaug, pengujiannya dilakukan oleh 
Mahkamah Agung." 

Kedudukan Perda No. 7 Tahun 2005 terhadap Undang-Undang Undang- 

Undang No. 14 Tahun 2008 

2. Subyek Penelitian 

a. Wiji dan Isna, Anggota L.mbga Swadaya Masyarakat IDEA 

b. Tunik Wusri Arliani, Kasubag Penermgan dm Promosi Bagian I-lwnas 

Sekertariat Daerah Kabupaten Banal 

c. Batman Sebayang, Ketua Komisi A DPRTI Kabupaten Bantu1 

d. Agus Surnartono, Anggota Komisi A DPRD Porvinsi Dm/ Anggota Pansus 

23 fhhlan Thaih, Ketatwegnrann Indonesia Perspekrif Konsttitusionc~l, 'i'otal Media, Yoayrtkam, 
2009, hlm. 179-180. 



3. Jenis Data 

Jenis Data yang digunakan adalah: 

a. Sumber data primer, yaitu datadata ystng diperoleh melalui penelitian 

langsung di lapangan. 

b. Surnber data sekunder, yaitu data.-data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang dapat berupa : 

i. Bahan hukurn primer yaitu berupa perahuan perundang-undangan yang 

berlaku dan sesuai dengan pwmasalahan yang diteliti. 

ii. Babn hukum sekunder yaih bithan-bahan yang a a t  hubuagannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu mcnganalisa dan memahami 

hahan hukum primer seperti Peraturan Pemerintah serta hasil pmelitian. 

iii. B A n  hukum tersier yaiiu bahan-bahan yang dapat r n e m ~ a n  infomasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti bibliografi yang bt~kaitan 

dengan pemasalahn yang diteliti. 

4. Tebik pengumplan data 

a. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan mengggunakm rnetode 

menanyakan langsung masalah yang sedang diteliti terhadap subyek atau 

orang yang bersangkutan l a ~ s u n g  

b. Studi Pustaka, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 

pewlaahan terhadap buku-buku, literatur, catatanetatan dan lapran yang 

ada hubungannya dengan penelitian yang s-g dilakukan. 



5. Metode Pcndekatan 

Yuridis NormatLf, yaitu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau 

dan membahas obyek penyelcidikim dan menitik bemtkan pa& aspek-aspek ywidis, 

yaitu menjelaskan suatu masalah dcngan uraian-uraian hukum yang berlaku saat ini, 

s b g  aspek non yuridis hanya digunakan sebgai penunjang, 

6. Analisa Data 

Diperoleh dari data primer yang didapat dilapangan berupa wawancara dm 

data se-r yaitu data yang diperoleh dari bahan kcpustakaan bafian kepustakaan 

dm peraturan perundang-mdangan serta dianalisis secara halitatif yaitu dengan 

menganalisis dari bahan-bahan hukurn kmudian disusun secara sistematis dan 

sefanjutnya dimpkmentasikan untuk menjawab pamadahan yang diteliti. Adapun 

langkah-fan@ da3am menganalisis pe rmasa lb  yang diteliti: 

1. Memahami clan mengkaji substansi Peraturan Daerah Nomor 7 'l'ahun 2005, 

2. Mmahami clan mngkaji s u h m i  IJndang-TJndang No 14 Tahm 2008. 

3. Mmpetbmdingkan substansi Peraturan Daerah Nomor 7 l'ahun 2005 dan 

Undang-XJndang No 1 4 Tahun 2008. 

4. Menarik kesimpdan atas perbandingan Peraturan Oaerah Nomor 7 Tabun 2005 

dan Undang-Undang No 14 Wun 2008. 



5. Metode Pendekatan 

Yuridis Normatif, yaitu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau 

clan membahas obyek penyeleidikan dan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis, 

yaitu menjelaskan suatu masalah dengan uraian-uraian hukurn yang berlaku saat ini, 

sedang aspek non yuridis hanya digunakan sebgai penunjang. 

6. Analisa Data 

Diperoleh dari data primer yang didapat dilapangan berupa wawancara clan 

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan kepustakaan 

dan peraturan perundang-undangan serta dianalisis secara kualitatif yaitu dengan 

menganalisis dari bahan-bahan hukurn kemudian disusun secara sistematis dan 

selanjutnya diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun 

langkah-langkah dalam menganalisis permasalahan yang diteliti: 

1. Memaharni dan mengkaji substansi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005. 

2. Memahami dan mengkaji substansi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. 

3. Memperbandingkan substansi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005 dm Undang- 

Undang No 14 Tahun 2008. 

4. Menarik kesimpulan atas perbandingan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2005 dan 

Undang-Undang No 14 Tahun 2008. 



BAB I1 

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH YANG 

BAIK DI INDONESU 

A. Norma Hukum dan Macam-Macam Produk Hukum 

A.1. Pengertian dan Sifat Norma Hukum 

Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan 

buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. 

Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau 

negatif sehingga mencakup norrna anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk 

tidak mengerjakan sesuatu, clan norma perintah untuk melakukan atau perintah 

untuk tidak melakukan sesuatu." Jika pengertian norma atau kaidah sebagai 

pelembagaan nilai itu dirinci, kaidah atau norma yang dimaksud dapat b e r i ~ i ~ ~ :  

1. Kebolehan atau yang dalam bahasa Arab disebut ibahah, mubah 
(permittere); 

2. Anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu atau dalam bahasa Arab disebut 
sunnah; 

3. Anjuran negative untuk tidak mengerjakan sesuatu atau dalam bahasa Arab 
disebut "makruh"; 

4. Perintah positif untuk melakukan sesuatu atau kewajiban (obligattere); dm 
5. Perintah negative untuk tidak melakukan sesuatu atau yang dalam bahasa 

Arab disebut "haram" atau larangan (prohibere). 

24 Jirnly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, , ... Op,cit,hlm. 1. 
25 Ibid,hlm. 1-2. 



Dalam teori yang dikenal di dunia Barat, norma-norma tersebut biasanya 

hanya digambarkan atas tiga macam, yaitu26: 

a. Obligattere 
b. Prohibere; dan 
c. Permittere. 

Akan tetapi di Indonesia, dengan meminjam teori hukurn fiqh, menurut 

Profesor Hazairin, norma terdiri dari lima macam, yaitu: 

1. Hahal atau mubah (permittere); 
2. sunnah; 
3. Makruh, 
4. Wajib (obligattere); dan 
5. Haram (prohibere). 

Dalam sistem ajaran Islam, kelima kaidah tersbeut sama-sama disebut 

sebagai kaidah agama. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, ketiga sistem norma 

agama (dalam arti sempit), sistem norma hukum, dan sistem norma etika 

(kesusilaan) dapat dibedakan satu sama lain. Norma etika atau norma 

kesusilaan dapar dikatakan hanya menyangkut kaidah mubah (permittere), 

sunnah, dan makruh saja; sedangkan norma hukurn berkaitan dengan kaidah 

mubah (permitrere, mogen), kewajiban atau suruhan (obligattere, gebod), dm 

larangan (prohibere, ~erbod).~' 

26 Ibid,hlm.2. 
27 Ibid. 



Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata "norrna" dijelaskan sebagai 

'W (untuk menentukan sesuatu); ugeran". Kata lain dalam bahasa 

Indonesia yang sering dianggap seakan-akan sebagai sinonirn kata "norrna" 

adalah "kaidah". Akan tetapi dalam kamus tersebut penjelasan kata "kaidah", 

tidak dikaitkan sama sekali. Kata "kaidah" diberi arti sebagai perumusan dari 

asas-asas yang menjadi hukum; aturan yang tentu; Patokan, dalil (dalam ilmu 

pasti)". Beberapa ahli hukum ada yang menggunakan istilah nonna dan ada 

pula yang menggunakim istilah kaidah.28 Apabila ditinjau dari segi 

etimologinya, kata norma itu sendiri berasal dari bahasa Latin, sedangkan 

kaidah dan kaedah berasal dari bahasa Arab.29 Norma berasal dari kata nomos 

yang artinya nilai dan kemudian dipersempit rnaknanya menjadi norma 

h~kurn.~' Karya Plato yang berjudul Nomoi biasa diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggris dengan istilah The Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab, 

qo'idah berarti ukuran atau nilai pengukur. Norma atau kaidah (kaidah) 

merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan 

yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah 

dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma 

anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan 

norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. 

28 Ni'matul Huda dan Naaiyah, Teori dun Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Nusa 
Media, Bandung, 201 1 ,  hlm. 14-15. 

29 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, ... Loc,cit. 
30 Ni 'rnatul Huda dm Nazniyah, . . . Loc, oil. 
31 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, . .. Loc. cit. 



Menurut Harnid Attamimi, noma adalah aturan, pola, atau standar yang perlu 

d i i c i .  Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, nonna atau 

kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam 

berperilaku atau bertindak dalam hidupnya. Menurut Kelsen, yang dimaksud 

dengan "nonnayy adalah "...that something ough to be or ought to happen, 

especially that a human being ought to behave in a specijic way". (sesuatu 

yang seharusnya ada atau sehamnya terjadi, khususnya bahwa manusia 

sehmnya berperilaku dengan cara tertent~).~~ 

Norma adalah suatu ukuran yang hams dipatuhi oleh seseorang dalam 

hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkmgannya. Istilah norma 

berasal dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasa Arab, sedangkan dalam 

bahasa Indonesia sering juga disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan. 

Norma mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang 

menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang 

dikehendaki. Dalarn perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu 

ukuran atau patokan bagi seseorang dalarn bertindak atau bertingkah laku 

dalam masyarakat, jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus 

dipatuhi. Sampai saat ini, baik pengertian kaidah maupun norma dipakai secara 

bersamaan oleh para sarjana di Indonesia. Dalam bukunya "Perihal Kaidah 

Hukum", Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan bahwa, 



kaedah adalah patokan atau ukutan ataupun pedoman untuk berperilaku atau 

bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk hakekatnya, maka 

kaedah merupakan suatu pandangan ("oordeel") mengenai perikelakuan atau 

sikap t in~lak.~~ 

Ditinjau dari segi isinya kaidah hukum dapat dibagi menjadi tiga. 

Pertama, kaidah hukum yang berisi perintah, yang mau tidak mau harus 

dijalankan atau ditaati. Kedua, kaidah hukum yang berisi latangan, dan ketiga, 

kaidah hukum yang berisi perkenan. Kaidah hukum yang berisi perkenan 

hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan 

lain dalam perjanjian. Fungsi kaidah hukum ini adalah untuk kekosongan 

dalam peraturan yang dibuat oleh para pihak. Ditinjau dari sifatnya ada dua 

macam kaidah hukum, yaitu kaidah hukum yang imperatif dm fakultatif. 

Kaidah hukum itu imperatif apabila kaidah hukurn itu bersifat a priori hams 

ditaati, bersifat mengikat atau memaksa. Kaidah hukurn itu fakultatif apabila 

kaidah h u h  itu tidak secara apriori mengikat. Kaidah hukum fakultatif ini 

sifatnya melengkapi, subsidair atau diposistif. Kaidah hukum yang isinya 

perintah dan larangan bersifat irnperatif, sedangkan yang isinya perkenan 

bersifat fakultatif. Untuk kaidah-kaidah irnperatif biasa disebut juga dengan 

hukurn yang memaksa (dwingendrecht), sedangkan yang bersifat fakultatif 

dibedakan antara norma hukum yang mengatur (regelendrecht) dan norrna 

33 Maria Farida Indrati Soeprapto, . . . Op, cit,hlm. 1 8. 



hukurn yang menambah (aamllendrecht). Istilah-istilah tersebut sebenarnya 

tidak dengan tepat menggambarkan apa yang dimaksudkan, oleh karena antara 

lain, setiap kaidah hukum dapat bersifat sekaligus memaksa (dwingende) dan 

mangatur (regelende). Norma hukum dapat pula dibedakan antara yang bersifat 

umum dan abstrak (general and abstract norm) clan yang bersifat konkrit 

individual (concrete and individual norms). Kaidah umum selalu selalu 

bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subyek yang terkait tanpa 

menun.uk atau mengkaitkannya dengan subyek konkrit, pihak, atau individu 

tertentu. Norma hukum yang bersifat urnurn clan abstrak inilah yang biasanya 

menjadi materi peraturan hukum yang berlaku bagi setiap orang atau siapa saja 

dikenai perumusan kaidah hukum yang te-g dalam peratwan perundang- 

undangan yang terk~ti t .~~ Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya, (i) 

kaidah hukum yang ditentukan oleh pemgadilan dalam bentuk putusan (vonis) 

selalu berisi hal-hal dan subjek hukum yang bersifat individual da. konkret, 

misalnya si A dipidana 10 tahun; (ii) kaidah hukum yang ditentukan oleh 

pejabat pemerintahan (bestuur), misalnya si B diberi izin untuk mengimpor 

mobil bekas, atau si X diangkat menjadi Direktur Jendral suatu departemen; 

(iii) kaidah hukum yang dilakukan oleh kepolisian, misalnya si A ditangkap 

dan ditahan untuk tujuan penyidikan; atau (iv) kaidah hukwn yang ditentukan 

dalam perjanjian perdata, misalnya si X berjanji akan membayar sewa rumah 

yang ditempatinya kepada pemilik rumah. Keempat contoh di atas jelas 

34 Ni'matul Huda dan Nazriyah,. . .Up, cit, hlm. 16- 17. 



menggambarkan sifat kaidah hukum yang bersifat konkret dan individual 

(concrete and individual norms) yang sangat berbeda dari sifat kaidah hukum 

yang urnum dan abstrak (general and abstract  norm^)?^ 

Ditinjau dari bentuknya, kaidah hukum ada yang berbentuk tidak tertulis 

dan tertulis. Kaidah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalarn dan 

bersama masyarakat secara sopntan dan mudah menyesuaikan dengan 

perkembangan masyarakat. Karena tidak dituangkan dalam bentuk yang 

tertulis, maka seringkali tidak mudah untuk diketahui. Kaidah hukum yang 

tertulis, yaitu yang dituangkan dalam bentuk tulisan pada dam lontar, dalam 

bentuk undang-undang dan sebagainya, mudah diketahui dan lebih menjamin 

kepastian h ~ k u m ? ~  Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu 

orang, oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku 

seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya, atau dengan kata 

lain suatu norma baru dijurnpai dalam suatu pergaulan hidup manusia. Setiap 

norma itu mengandung suruhan-suruhan (penyuruhan-penyuruhan). Yang 

sering disebut dengan "& sollen" (ought to be/ ought to do) dan di dalam 

bahasa Indonesia sering dirumuskan dengan istilah "hendaknya" (contoh: 

Hendaknya engkau menghormati orang tua). Norma hukum itu dapat dibentuk 

secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang 

membentuknya, sedangkan norma-norma moral, adat, agama dan lainnya, 

3s Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Unhng, . . . hlm, 4. 
36 [bid, him. 17- 18. 



terjadi secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkernbang dari kebiasaan- 

kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, 

mengenai sesuatu yang baik dan buruk, yang berulang kali terjadi, akan selalu 

sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut, berbeda dengan 

norma-norma hukum negara yang kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan 

rasa keadilanl pendapat rna~~arakat.~' Antara norma hukum negara dan norma- 

norma lainnya (norma moral, norma adat, norma agama) terdapat persamaan 

dan perbedaanya. Persamaan antara norma hukum dan norma-norma lainnya 

adalah bahwa norma-norma itu merupakan pedoman bagaimana seseorang 

harus bertindak, bertingkah laku, clan selain itu norma-norma itu berlaku, 

bersumber dan berdasar pada suatu norma yang lebih tinggi, norma yang lebih 

tinggi ini berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, 

demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar yang disebut Grundnorm. 

Norma-norma hukum dan norma-norma lainnya yang berjenjang-jenjang dan 

berlapis-lapis, serta membentuk suatu l~ierarki.~~ 

Menurut Hadjon dalam ilmu hukurn, dikenal empat norma hukum yaitu39 

1. Norma umurn abstrak, rnisalnya undang-undang; 
2. Norma individual konkret, misalnya KTLN, 

37 Maria Farida Indrati Soeprapto, . . . Op, cit, hlm. 18-1 9. 
38 Zbid, hlm. 25. 
39 W.Riawan Tjandra, Hukum A&b-mi Negma, Universitas Atma Jaya Yogyakarh, 

Yogyakarta, 2008.hlm.25-26. 



3. Norma umum konkret, rnisalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di 
suatu tempat tertentu (rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan, namun 
hanya berlaku untuk tempat itu); 

4. Norma individual abstrak, rnisalnya Gin gangguan. 

Maria Farida mengemukakan ada beberapa kategori norma hukurn, 

dengan melihat pada pelbagai bentuk dan sifatnYa4O: 

a. Norma hukum umum dan norma h u b  individual, kalau dilihat dari 
alamat yang dituju (addressat); 

b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit, kalau dilihat dari ha1 
yang diatur; 

c. Norma hukurn yang einmahlig dan norma h u h  yang dauerhaflg, dilihat 
dari hal yang diatur; 

d Norma hukurn tunggal dan norma hukum berpasangan, dilihat dari 
wujudnya. 

Adapun norma hukum mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan norma- 

norma lainnya, seperti4' : 

1. Adanya paksaan dari luar yang bemjud ancaman hukum bagi 
pelanggarnya (biasanya berupa sanksi fisik yang dapat dipaksakan oleh alat 
negara) ; 

2. Bersifat umum, yaitu berlaku bagi siapa saja. 

Adapun Perbedaan antara norma hukum dan norma-nom lainnya adalah 

a. Suatu norma hukum itu bersifat heteronom, dalam arti bahwa norma 
hukum itu datangnya dari l w  diri seseorang. Norma-norma lainnya 
bersifat otonom, dalam arti norma itu datangnya dalam diri seseorang, 
contohnya apabila seseorang akan menghormati orang tua atau seseorang 
akan berdoa, maka ha1 ini dilakukan karena kehendak clan keyakinan 

40 Ni'matul Huda clan Nazriyah,. . .Op,cit, hlm. 18. 
41 Rosjidi Ranggawidjaja,. . . Op,cit, hlm. 23. 
42 Maria Farida Indrati Soeprapto, . . . Op.citJllm.25-26. 



seseorang tersebut, seseorang yang menjalankan norma-norma tersebut 
karena kesadarannya sendiri, sehingga tindakan tersebut tidak dipaksakan 
dari luar. 

b. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi 
pemaksa secara fisik, sedangkan nonna lainnya tidak dapat dilekati oleh 
sanksi pidana rnaupun sanksi pernkasa secara fisik. 

c. Dalam suatu norma hukum sanksi pidana dan sanksi pemaksa itu 
dilaksanakan oleh aparat negara (misalnya: polisi, jaksa hakim) sedangkan 
terhadap pelanggaran norma-nonna lainnya sanksi iu datangnya dari diri 
sendiri, rnisalnya adanya perasaan bersalah, perasaan berdosa, atau 
terhadap pelanggaran norma-norma moral atau dalam norma adat tertentu 
maka para pelanggaranya akan dikucilkan dari masyarakatnya. 

Dengan dernikian jelas terlihat, bahwa norma hukum dan norma-norma 

lainnya itu mempunyai persarnaan yaitu merupakan suatu pedoman dalam ha1 

bertingkah laku tetapi keduanya juga mempunyai perbedaan-perbedaan.43 

Sejalan dengan itu menurut A.Hamid S Attamimi, norma-norma (hukum) 

mengandung sifat-sifat4? 

1. Perintah (gebod); 
2. Larangan (verbod); 
3. Pengizinan (toestemming); 
4. Pembebasan (wijstelling). 

Pendapat lain mengenai sifat kaedah hukum dikemukakan pula oleh 

Purnadi Purbacarakan clan Soerjono Soekanto. Mereka menyatakan bahwa 

kaedah hukum merniliki sifat-sifat antara lain4': 

a. Imperatif, yaitu berupa perintah yang secara apriori harus ditaati, baik 
berupa suruhan maupun larangan; 

43 lbidJdm.26. 
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b. Fakultatif yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi. 

Selain memiliki sifat-sifat tersebut di atas, menurut A Hamid S Attamirni 

norma hukum (khususnya pemdang-undangan) adalah berlaku keluar (naar 

buiten werken), yaitu bahwa norma hukum perundang-undangan ditujukan 

kepada masyarakat, baik dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu 

(sebagai individu maupun sebagai kelompok) dan atau dalam hubungannya 

dengan negara (pemerintah). Norma juga dibedakan antara norma umurn 

(algemeen) dan norma individual (individueel) serta yang bersifat dan konkrit. 

Pembedaan antara urnurn-individual didasarkan pada mereka yang terkena 

aturan norma tersebut. Jika ditujukan kepada orang atau kelompok orang 

tertentu maka tergolong norma yang individual, dan jika ditujukan kepada 

orang atau kelompok yang tidak tertentu maka tergolong norma urnurn. 

Pembedaan antara abstrak dan konkrit didasarkan pada ha1 yang diatur dalam 

norma tersebut. Jika yang diaturnya peristiwa-peristiwa tidak tertentu maka 

tergolong norma abstrak. Sebaliknya jika diaturnya peristiwa-peristiwa tertentu 

maka termasuk yang konkxit. Peratwan Perundang-undangan seyogiayanya 

mengandung norma hukurn yang mum- abastrak atau sekurang-kurangnya 

urnurn-kongkrit .46 

Fungsi norma hukum menurut Hans Kelsen ialah antara kain memerintah 

( Gebieten), melarang (Verbieten), menguasakan (Ermachtigen), membolehkan 

46 Zbid. 



(Erlauben), clan menyimpangkandari ketentuan (Derogieren). Sedangkan 

mengenai sifat mengaturnya sebuah norma hukum, Hans Nawiasky 

mengemukakan dapat ein Konnen (pada norma fundamental negara, 

umpamanya), dapat ein Sollen (inilah sifat pada umumnya), dan dapat ein 

Mussen (yang menghar~skan).~' Dari segi tujuannya, kaidah hukurn atau norma 

hukum itu tertuju kepada citra kedamaian hidup antarpribadi (het recht wil de 

vrede). Karena itu, sering dikatakan bahwa penegakan hukurn itu bekerja "to 

preserve peace". Dalam kedamaian atau keadaan damai selalu terdapat "or& 

en rust'. "Orde" menyangkut ketertiban dan keamanan, sedan- "rust" 

berkenaan dengan ketentraman dan ketenangan. "Orde" terkait dengan dimensi 

lahiriah, sedangakan "rust" menyangkut dimensi "batiniah". Keadaan damai 

yang terjadi tujuan akhir norma hukurn terletak pada keseimbangan antara 

"rust" dan "orde" itu, yang antara dirnensi lahiriah dan batiniah yang 

menghasilkan keseirnbangan antara ketertiban dan ketentraman, antara 

keamanan dan ketenangan. Tujuan kedamaian hidup bersama tersebut biasanya 

dikatkan pula dengan perurnusan tugas kaidah hukum, yaitu untuk mewujudkan 

kepastian, keadilan dan kebergunaan. Artiiya, setiap norrna hukum itu haruslah 

menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian (certainly, zeekerheid), 

keadilan (equity, bilijkheid, evenredigheid), dan kebergunaan (utility). Ada pula 

47 Ni'matul Huda da.  Nazriyah,. . . Op,cit, hlm. 19. 



sarjan yang hanya menyebut pentingnya tugas dwitunggal kaidah hukum, yaitu 

kepastian hukum (rechtzekerheid) dan keadilan hukum (rechtsbillijkheid)?' 

A.2. Keputusan dan Peraturan 

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang 

ditetapkan oleh fungsi-fimgsi kekuasaan negara yang rnengikat subjek hukurn 

dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (prohibere), atau 

kehasusan (obligatere), ataupun kebolehan (permittere). Hukum negara adalah 

hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaa negara sebagai hasil 

tindakan pengaturan, penetapan dan pengadilan. Karena itu, dapat dikatakan 

bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam 

keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait 

dengan keputusan-keputusan itu. Kadang-kadang, subjek hukurn yang terkena 

adalah subjek-subjek yang tertentu saja Kadang-kadang, yang terkena itu 

adalah subjek h u b  pada umumnya, karena sifat penunusan subjek hukum itu 

masih bersifat umum dan abstrak. Jika subjek yang terkena akibat keputusan 

organisasi negara itu bersifat konkret dan individual, maka dikatakan bahwa 

norma atau kaidah hukurn yang terkandung di dalam keputusan itu merupakan 

norma hukum yang bersifat individual-konkret ( individual and concret norms). 

Tetapi, apabila subjek hukum yang terkait itu bersifat umum clan abstrak atau 

48 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, ,. . . op,cit, hlrn. 3. 



belum tertentu secara konkret, maka norma hukum yang terkandung di dalam 

keputusan itu disebut sebagai norma hukum yang bersifat abstrak dan umum 

(abstract and general norms).49 

Keputusan-keputusan yang bersifat mum dan abstrak (general and 

abstract) tersebut biasanya bersifat mengatur (regeling), sedangkan yang 

bersifat individual clan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau 

berisi penetapan administrative (beschikking) ataupun keputusan yang berupa 

"vonnis" hakirn yang lazimnya disebut dengan istilah putusan.sO Oleh karena 

itu, ketiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan tersebut, dapat dibedakan 

dengan istilah5': 

1. Pengaturan menghasilkan pertauran (regels). Hasil kegiatan pengaturan itu 
sudah seharusnya ti& disebut dengan istilah lain kecuali b'peraturan"; 

2. Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (beschikkin@. Hasil 
kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif ini sebaiknya 
hanya dimungkinkan untuk disebut "Keputusan" atau "Ketetapan", bukan 
dengan istilah lain, seperti misalnya kebiasaan di lingkungan pengadilan 
yang menggunakan istilah "penetapan" untuk sebutan bagi keputusan- 
keputusan administrasi di bidang yudisial. Istilah yang dipakai sebaliknya, 
bukan penetapan tetapi "ketetapan" yang sepadan dengan istilah 
"Keputusan". Sedangkan penetapan adalah bentuk "gerund' atau kata 
benda kegiatannya, bukan sebutan untuk hasilnya; dan 

3. Penghakiman atau pengadilan menghasilkan putusan (vonnis). Istilah ini 
sebenarnya tidak jelas bagairnana tebentuknya. Jika kata putusan dianggap 
benar secara gramatikal, maka seharusnya dapat dipadadcan dengan 
"tetapan" yang berasal dari kata 'Yetap", clan "atumn" yang berasal dari 
"atur". Namun, karena istilah ini sudah diterima umum dalam praktik, telah 
menjadi konvensi bahwa keputusan yudisial hakirn atas perkara yang 
diadili disebut putusan. 

49 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang,.. .Op,cit, hlm. 7 .  
Ibid 
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Adapun hubungannya dengan kontrol, maka kaidah hukum yang bersifat 

umum dan abstrak (general and abstract norms) hanya dapat dikontrol melalui 

mekanisme hukum yaitu, "judicial review" oleh pengadilan. Indonesia 

termasuk negara yang menganut sistem tersentralisasi, yaitu untuk undang- 

undang terpusat di Mabkamah Konstitusi, sedangkan untuk pengujian atas 

peratruan perundang-undnagan di bawah undang-undang dipusatkan di 

Mahkarnah Agung. Sementara itu, kaidah yang bersifat konkrit individual juga 

dapat dikontrol melalui secara hukum oleh pengadilan. Dalam ha1 ini, jika 

norma hukum berupa keputusan atau ketetapan dilakukan oleh pengadilan tata 

usaha negara (administrative-rechtspraak). Sedangkan norma hukum konkret 

individual lainnya, yaitu yang berupa vonnis atau putusan pengadilan dapat 

diawasi oleh pengadilan yang lebih tinggLS2 

Kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan (regeling) pada 

dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga legislatif yang berdasarkan 

prinsip kedaulatan merupakan kewenangan eksklusif para wakil rakyat yang 

berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan membatasi 

kebebasan setiap individu warga negara (presumption of liberty of the 

sowereign people). Namun dernikian, cabang-cabang kekuasaan lainnya dapat 

pula memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetapakan peraturan yang 

juga mengikat untuk urnurn, apabila para wakil rakyat itu sendiri telah 



memberikan pendelegasian kesenangan, cabang kekuasaan eksekutif dan 

yudikatif juga dapat membuat peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

kewenangan mengatur itu juga dimiliki baik oleh cabang kekuasaan legislatif, 

cabang kekuasaan eksekutif, maupun cabang kekuasaan yudikatif. Oleh karena 

itu, di samping menetapkan keputusan (vonnis), pengadilan juga memiliki 

kewenangan regulasi yang dapat juga disebut sebagai "judicial legislation". 

Judicial legislation" dapat diartikan dengan pernyataan, "It is the rule-making 

power of the superior courts for the regulation of their own procedure. It is a 

true fiom of legislation except that it cannot create new law by way of 

precedent". Dernikian pula cabang kekuasaan eksekutif juga mempunyai 

kewenangan regulasi yang dapat pula disebut sebagai "executive legislation" 

yang menurut Mian Khurshid, "it is the legislation by the executive for 

conducting the administrative depatements of a state". " Executive legislation" 

itu merupakan peratmu yang dibuat oleh eksekutif untuk menjalankan roda 

pemerintahan negara. Sudah menjadi kebiasaan umum di dunia bahwa undang- 

undang yang dibuat oleh parlemen hanya mengatur garis besar ketentuan yang 

diperlukan, sedangkan rincian operasionalnya diatur lebih lanjut oleh pihak 

eksekutif sendiri yang lebih mengetahui rincian persoalan yang perlu diatur. 

Dalam sistem preseden (common law), putusan hakim (vonnis) menjadi surnber 

hukum yang utama. Sesuai dengan doktrin "stare decisis", putusan hakim 

terdahulu secara otomatis langsung mengikat bagi hakirn yang terkemudian. 

Narnun, dalam sistem "civil law" yang dianut oleh negara-negara Eropa Barat, 



termasuk Indonesia, yang lebih diutamakan adalah "statutory law" atau 

undang-undang tertulis. Namun demikian, karena perkembangan m a n ,  baik di 

lingkungan negara-negara yang menganut "civil law" maupun common law", 

dewasa ini, bentuk perahran tertulis berkembang semakin penting. Bahkan 

dikatakan, "Legislation or law-making by the formal declaration in statutory 

from of rules by a competent authority is the most prwerfil and yet the latest of 

the law-making instruments. Statute law is today the principle source of law 

and is a very convenient method of making law". Betapapun, antara undang- 

undang tertulis atau "statute law" (legislative act) dan putusan hakirn sebagai 

"judge-made law" atau "judiciary law" memang berbeda satu sama lain. 

Menurut John Austin, " statute law" itu adalah setiap hukum yang dibuat secara 

langsung atau melalui proses legislasi sebagaimana mestinya (any law which is 

made directly or in the way of proper legislation). Sedangkan 'yudiciary law" 

merupakan hukum yang dibuat secara tidak langsung atau melalui peradilan 

atau legislasi yang tidak semestinya (any law which is made indirectly or in the 

way judicial or improper legi~lation).~~ Adapun kelebihan "Statutory Law" 

Peraturan tertulis dalam bentuk "statutory laws" atau "statutory legislations" 

dapat dibedakan antara yang utarna (primary legislations) dan yang sekunder 

(secondary legislations). Yang utama disebut sebagai "legislative acts", 

sedangkan yang kedua dikenal juga dengan istilah "executive acts", "delegated 

legislations", atau "subordinate legislations". Peraturan yang berbentuk tertulis 



yang disebut "statutory laws" itu pada pokoknya mempunai beberapa kelebihan 

utama apabila dibandingkan dengan hukurn buatan hakim atau "judiciary law" 

sesuai dengan asas preseden (precedent). Sedangkan kelebihan "Case-Law" 

Narnun demikian, "judge-made law" atau "case-law" juga mempunyai 

kelebihan-kelebihan tersendiri apabila dibandingkan dengan " statutory law" 

atau undang-undang tertulis (statutory legislation). Kelebihan-kelebihan sistem 

"case-law" (judge-made law) yang dapat dikemukakan di sini adal~ih~~: 

a. Moralitas pengadilan, menurut A.V.Dicey, jauh lebih tinggi daripada 
moralitas para politisi di parlemen untuk menetapkan suatu hukum. Karena 
itu, hukum buatan hakim dianggap lebih mencerminkan keadilan dan 
kebenaran daripada hukum buatan politisi. 

b. Undang-undang sebagai huukum tertulis pada umumnya cenderung 
bersifat "rigjfl, "straitly bound within the limits of authoritative 
formulate". Sebaliknya, "case-law" dengan segala tidak kesempurnaanya 
bersifat lebih lentur Vleksibel) dan tetap meiliki hubungan yang hidup 
dengan (remaim in living contact) dengan penalaran dm keadilan ymg 
melatarinya. 

c. Dalam "statute law", perumusan kata hukum (the letter of the law) 
mendahului "the true spirit of the law". Sedangkan dalam case-law, tidak 
ada "authoritative verbal expression", sehingga dikatahn oleh Sir John 
Salmond, "the is no barrier between the Courts of justice and the very 
spirit andpurpose of the law which they are called to administer". 

Semua statute dapat disebut sebagai enactment, tetapi kata "enactment" 

itu juga dapat dipakai untuk menyebut "a particular provision in a statute". 

Dengan demikian, "enactment" itu dapat a public statute diterjemahkan 

sebagai ketentuan undang-undang, sedangkan "statute" adalah undang-undang. 

"Statute" dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok, yaitu general, local, 

54 Ibid 



personal, public and private. "General statute" berlaku bagi segenap warga 

(the whole community) atau dalam bahasa Belanda biasa disebut sebagai 

"algemen verbindende voorschzjien" ; "Local Statute" berlaku untuk individu 

tertentu meskipun di m a n  modern sekarang hal ini sudah sangat jarang. 

Sementara itu, " is one of which judicial notice is taken, while a '3rivate 

statute" is one of which judicial notice of taken, while a 'brivate statute" is 

required to be pleaded and proved by the party seeking to take the advantage 

of it"." 

Mengenai kelompok keempat dan kelima, yaitu "public statute" dan 

'private statute" dapat dijelaskan dengan mengaitkannya dengan materinya, 

yaitu mengatur norma hukum publik (public law) atau norma hukum privat 

(private law). Undang-Undang tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi 

jelas merupakan hukum publik, sedangkan Undang-Undang tentang 

Perbankan, Undang-Undang tentang Perdagangan, ataupun Undang-Undang 

tentang Perkawinan jelas merupakan hukurn perdata (private law). Undang- 

undang itu dapat diiatakan bersifat publik atau perdata tergantung hubungan 

huku yang diatur di dalamnya. Jika hubungan hukum yang diatur adalah 

hubungan hukum yang tirnbul dalarn lalu lintas publik, maka undang-undang 

itu dapat dikatakan sebagai "public statute". Sebaliknya, jika hubungan hukum 

yang diaturnya berada dalam lalu lintas privat, maka undang-undang demikian 



termasuk undang-undang hukum perdata. Oleh karena itu, yang penting dari 

kelirna klasifikasi tersebut adalah kelompok "general statute", "personal 

statute", dan "local statute". Di sarnping ketiga kelompok ini ada pula kategori 

lain yang penting, yaitu peraturan yang bersifat internal atau "interne regeling" 

(internal regu~ation).'~ Karena itu, ada empat kategori peraturan tertulis yang 

penting mendapat perhatian di sini, yaitus7: 

a. Peratwan perundang-undangan yang bersifat unum, yaitu berlaku umum 
bagi siapa saja dan bersifat abstrak karena tidak menunjuk kepada ha1 atau 
peristiwa atau kasus konkret yang sudah ada sebelum peraturan itu 
ditetapkan; 

b. Peratman perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan 
subjek yang diatumya, yaitu hanya berlaku bagi subjek hukum tertentu; 

c. Peraturan perundang-mdnagan yang besifat khusus karena kekhususan 
wilayah berlakunya, yaitu hanya berlaku di dalam wilayah lokal tertentu. 

d. Peratwan perundang-mdangan yang bersifat khusus karena kekhususan 
daya ikat materinya, yaitu hanya berlaku internal. 

P e r a m  tertulis kelompok pertama, yaitu peraturan yang bersifat umum 

atau yang biasa disebut juga dengan "algemene verbindende voorschiJten" 

biasanya berisi norma hukum yang menurut Hans Kelsen bersifat umum dan 

abstrak (general and abstract norms). Suatu norma hukum disebut bersifat 

abstrak jika perumusannya berisi nilai-nilai baik-buruk sehingga hams dilarang 

(prohibere), d i s h  (obligatere), ataupun dibolehkan (premittere) yang tidak 

secara langsung dikaitkan dengan subjek-subjek, keadaan, atau peristiwa 

konkret tertentu. Misalnya, dalam penunusan kalirnat "Barangsiapa yang 



dengan sengaja mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuarn pemiliknya 

yang sah, dihukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun". 

Ketentuan di atas sama sekali ti& terkait dengan kasus tertentu, peristiwa 

atau keadaan tertentu yang sudah ada sebelumnya (retrospekz3, sehingga 

dapat disebut bersifat konkret (concrete norms).58 Di sarnping itu, subjek yang 

ditunjuk dalam kalimat tersebut juga bersifat urnurn atau abstrak, yaitu dengan 

menggunakan perkataan "barangsiapa". Artinya, subjek yang terrnasuk dalam 

ketentuan itu adalah siapa saja yang memenuhi kualifikasi sebagaimana yang 

dirnaksudkan dalam ketentuan tersebut, yaitu " siapa saja yang dengan sengaja 

mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya yang sah." Oleh 

karena itu, rumusan ketentuan normative dalam kalimat di atas dikatakan berisi 

kaidah hukum yang bersifat urnurn umum (general norms), karena daya 

ikatnya ti& terkait dengan subjek-subjek hukum tertentu saja, melainkan 

kepada siapa saja yang karena kesengajaan atau ketidaksengajaan memenuhi 

kualifikasi yang dimaksud. Norma-norma hukurn yang bersifat mengatur 

(regeling) dengan isi norrna yang bersifat umum dan abstrak (general and 

abstract norms) itu dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut 

sebagai pengaturan pemdang-undangan. Disebut peraturan (regels) karena 

produk hukurn tersebut memang mempakan hasil atau outcome dari suatu 

rangkaian aktivitas pengaturan (regeling). Produk hukum yang bersifat 

mengatur (regeling) disebut sebagai peraturan ini hams dibedakan dari produk 



hukum yang bersifat mengatur, melainkan hanya menetapkan atau penetapan 

(beschikking) yang karenanya tidak dapat disebut sebagai peraturan. Produk 

yang bersifat penetapan (beschikking) itu dapat disebut sebagai Ketetapan atau 

Keputusan yang tidak berisi aturan. Isinya tidak boleh mengandung normative 

yang bersifat pengaturan (regeling) dan karena itu, tidak dapat disebut sebagai 

peraturan (regels, regulations, legislations). Jenis-jenis dan bentuk peraturan 

tertulis yang b ias  disebut sebagai perahwan atau regels, regulation, 

legislation, dan bentuk-bentuk statutory instruments lainnya sangat 

beranekaragam. Bahkan, ada pula bentuk-bentuk khusus yang biasa disebut 

sebagai policy rules atau beleidregels yang merupakan bentuk peraturan 

kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peratwan perundang- 

undangan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang- 

undangan yang biasa. Misalnya, Instmksi Preside- surat-surat edaran yang 

berisi kebijakan tertentu, rancangan-rancangan program, kerangka acuan 

proyek, action plan yang tertulis dan sebagainya adalah contoh-contoh 

mengenai apa yang disebut sebagai policy rules yang bukan merupakan 

peraturan perundang-undangan. Keanekaragaman peraturan-peraturan itu &pat 

dikatakan sangat tergantung kepada tingkat kepentingan dan relevansi materi 

muatan yang hendak diaturnya, serta lembaga atau organ jabatan kenegaraan 

dan pemerintahan yang diberi wewenang untuk menetapkannya menjadi 

peraturan yang mengikat untuk ~murn.~' 

59 Ibid, hlm. 14-1 6. 



Pads kelompok kedua, yaitu peraturan yang bersifat khusus karena 

kekhuswan subjek yang diaturnya. Dapat pula te jadi, adanya undang-undang 

yang secara khusus mengatur mengenai subjek hukurn tertentu saja. Sementara 

itu, undang-undang dapat pula bersifat nasional atau bersifat lokal. Undang- 

undang yang bersifat lokal biasanya adalah undang-undang yang berlaku di 

tingkat provinsi saja. Pada Undang-undang tentang pembentukan kabupaten, 

meskipun hanya mengatur pemerintahan lokal di suatu daerah saja, tetapi 

kekuatan berlakunya tetap bersifat nasional. Undang-undang tersebut, seperti 

halnya undang-undang pada umumnya juga dimaksud berlaku mengikat semua 

subjek hukum dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Artinya, undang- 

undang tentang pembentukan kabupaten tersebut juga mengikat Presiden, 

DPR, Mahkamah Agung, Mabkamah Konstitusi, dan semua subjek hukum 

dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Karena itu, undang-undang 

diiaksud tidak dapat disebut sebagai "local wet" hanya karena ia mengatur 

materi yang bersifat lokal. Sebaliknya, peraturan daerah sebagai salah satu 

bentuk peraturan peruodang-undangan berdasarkan UUD 1945 juga tidak dapat 

dikatakan hanya berlaku mengikat daerah. Presiden dan menteri serta lembaga- 

lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

DPR, DPD , BPK, dan sebagainya juga terikat kepada ketentuan kepada 

ketentuan yang diatur dalam Peratwan Daerah. Misalnya meskipun BPK 

adalah lembaga (tinggi) negara yang bersifat independen, tetapi BPK tidak 

boleh semena-mena membangun kantor di suatu ibukota kabupaten dengan 



mengindahlcan Peraturan Daerah yang berlaku di daerah itu. Artinya, dalam ha1 

ini, BPK juga terikat untuk tunduk kepada norma yang terkandung di dalam 

Peraturan Daerah tersebut6' 

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan undang-undang lokal atau "locale 

wet" (local legislation) itu adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga 

legisltaif lokal dengan kekuatan berlaku hanya dalam lingkup wilayah satuan 

pemerintahan lokal tertentu saja. Dengan demikian, "locale wet' yang 

dimaksud itu dapat dikatakan setara dengan pengertian peraturan daerah. Di 

lingkungan negara-negara federal, undang-undang lokal itu adalah undang- 

undang yang dibentuk dan berlaku di negara bagian sebagai bentuk "local 

legislation" (locale wet). Tentu saja, di lingkungan negara-negara kesatuan 

seperti di Indonesia, peraturan daerah tingkat provinsi ataupun tingkat 

kabupaten dan kota memang tidak lazirn disebut formal sebagai "wet" atau 

undang-undang. Karena, di dalam ketentuan UUD 1945, istilah undang-undang 

itu sendiri sudah tegas merupakan istilah yang hanya terkait dengan produk 

legislatif yang dibentuk merupakan istilah yang hanya terkait dengan produk 

legislatif yang dibentuk oleh DPR setelah dibahas dan disetujui bersama oleh 

DPR bersama dengan Presiden, dan kemudian disahkan oleh Presiden 

sebagaimana mestinya. Sementara itu, ada pula peraturan perundang-undangan 

pada kelompok keempat, yaitu yang biasa disebut sebagai peraturan yang 



bersifat internal atau "internal regulation" (interne regeling). Sebenarnya, 

peraturan kategori keempat ini, bukdah perahran perundang-undangan 

menurut U L T  No. 10 Tahun 2004 juncto U L T  No. 12 Tahun 20 1 1. Dalam Pasall 

angka 2 undang-undang ini, "peraturan perundang-undangan" diartikan 

sebagai aturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 

benvenang clan mengikat secara umum. Karena itu, peraturan dalam kategori 

keempat ini tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertian peratwan perundang- 

undangan menurut ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 201 1 .61 

Namu. demikian, untuk beberapa kasus, kadang-kadang kriteria yang 

dapat diterapkan untuk norma-norma hukum yang dianggap berlaku mengikat 

ke l w  atau ke dalam, juga sangat tipis perbedaannya. Di dalam norma hukum 

yang dianggap mengikat hanya ke dalam, ternyata terkandung juga unsur-unsur 

daya ikat yang bersifat ke luar. Apalagi, sesuai dengan prinsip persamaan di 

hadapan hukum (equality before the law), setiap peraturan perundang- 

undangan yang berlaku ke l w ,  pasti juga berlaku mengikat ke dalam. Artinya, 

semua norma hukum yang berlaku ke l w  pasti berlaku juga ke dalam, 

sedangkan semua yang berlaku ke dalam belum tentu otomatis juga berlaku ke 

luar. Akan tetapi, mana peraturan dan norma hukum yang hanya berlaku ke 

dalam dan mana yang berlaku ke l w  dan ke dalam, sering tidak mudah 

ditentukan. Misalnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diberi 



kewenangan mengatur secara internal dengan menetapkan Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 

untuk tujuan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut UUD 

1945. Meskipun secara teoritis sering dikatakan bahwa sifat regulasi yang 

ditetapkan dalam bentuk PERMA dan PMK itu hanya bersifat internal tetapi 

norma yang terkandung di dalam kedua bentuk peraturan itu sedikit banyak 

bersentuhan dengan subjek-subjek hukum (legal subjects) di luar Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, meskipun disana-sini 

tetap terdapat pengecualian-pengecualian (exceptions) ataupun kekhususan di 

samping adanya peraturan yang bersifat umum dan abstrak seperti yang sudah 

diuraikan di atas memang terdapat pula peraturan-pertauran tertentu yang 

bersifat khusus. Kekhususan-kekhususan normative suatu peraturan tersebut 

dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu: kekhususan karena subjek hukum 

yang diaturnya, kekhususan karena lokalitas wilayah berlakunya, atau 

kekhususan karena sifat internal daya ikatnya secara hukum. Ketiga macam 

alasan ini dapat menimbulkan bentuk-bentuk pengecualian. Selain itu, dari segi 

hgsinya, terutama dalam konteks pengertian peraturan perundang-undangan 

sebagai "subordinate legislation" seperti yang diklasifikasikan dalam undang- 

undang federal Arnerika Serikat, yaitu Administrative Procedure Act Tahun 

1964 (APA), bentuk-bentuk peraturan itu dapat pula dibedakan antara 



legislative rules atau substantive rules, interpretive rules, dan procedural 

rules." 

Setiap undang-undang (statute) dapat berisi ketentuan (provisions) yang 

bersifat mandatory (mandatory provisions) atau bersifat direktori (directory 

provisions). Jika suatu undang-undang disahkam untuk memungkinkan sesuatu 

dilaksanakan, maka norma yang terdapat di dalamnya dapat bersifat mandatory 

atau di dalamnya dapat bersifat mandatory atau directory. Bedanya adalah 

bahwa ketentuan yang bersifat mandatory hams ditaati atau terpenuhi secara 

tepat dan mutlak, tetapi ketentuan yang bersifat directory dipandang sudah 

cukup jika ditaati atau terpenuhi secara substantif saja. Jika ketentuan yang 

bersifat mandatory tidak terpenuhi secara tepat, maka hal-hal yang dilakukan 

menjadi tidak sah. Sebaliknya, jika suatu ketentuan hanya bersifat directory, ia 

bersifat immaterial sepanjang terkait dengan keabsahan sesuatu yang telah 

dilakukan, apakah ketentuan itu dipenuhi secara mutlak atau tidak. Prinsipnya, 

ketentuan yang bersifat madtory  hams ditaati secara mutlak, sedangkan 

ketentuan yang bersifat directory cukup dipenuhi secara substansial 

(Mandatory or absolute provisions must be obeyed strictly. Directory 

provisions may be complied with substantively). Dalam hal suatu undang- 

undang berkaitan dengan pelaksaan suatu tugas pejabat publik tertentu, 

pelanggaran terhadapnya, sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan yang 



nyata, tidak menyebabkan batalnya perbuatan yang dilakukan berdasarkan 

undang-undang yang bersangkutan, dan karenanya ketentuan yang demikian 

itu dapat dikatakan besifat directory. Dalam ha1 pelanggaran terhadap 

ketentuan yang bersifat directory itu, tidak menimbulkan efek pembatalan, 

maka pelanggarannya dapat diancam dengan hukum karena kelalaian. 

Beberapa ciri yang dapat dipakai membedakan kedua jenis ketentuan yang 

besifat mandatory atau directory itu adalah the creation of rights and 

obligation. Jika suatu undang-undang melahirkan hak dan kewajiban dengan 

menentukan cara keduanya dilaksanakan (enforcement), maka ketentuan yang 

demikian dianggap bersifat mandatory, dan pembentuknya menginginkan agar 

pemenuhan atas ketentuan demikian dijadikan sebagai ha1 yang pokok dalam 

rangka pemberalakuan undang-undang yang bersangkutan, kemudian jika 

undaug-undang menentukan waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan suatu 

ketentuan atau dalarn rangka pelaksanaan suatu tugas tertentu atau dalam 

rangka pelaksanaan suatu tugas tertentu, maka undang-undang itu dikatakan 

bersifat directory yang pemenuhannya tidak perlu bersifat formal clan mutlak, 

tetapi cukup bersifat substantif atau mate~-iil.~~ 

Apabila disimpulkan antara keputusan dan pengaturan maka antara lain: 

63 Zbid, hlm. 19-20. 



TabeL2.1. Perbedaan Keputusan dan Peraturan 

Sumber : Jimly Asshiddiqie, PerihaI Undang-Undmg, PerihaI Undang Undang, 
Rajawali Pers, Jakarta, 201 1, hlm. 5-8. 

A.3. Macam-Macam Produk Hukum 

Peraturan (regelina) 

Selalu bersifat umum d m  abstrak 

(general and abstract) 

Untuk undang-undang diuji ke 

Mahkarnah Konstitusi sedangakan 

pengujiannya untuk peraturan di 

bawah undang-undang (judicial 

review) ke Mahkamah Agung. 

No 

1 

2 

Produk hukum adaIah ketentuan yang dibuat oleh Iembaga atau 

pejabat berwenang clan bersifat mengikat. Bersifat mengikat ini berarti bahwa 

produk hukum mempunyai kekuatan hukum mengdcat clan mempunyai akibat 

hukum. Produk Hukum ada yang bersifat pengaturan ada pula yang bersifat 

penetapan atau terbagi dengan produk keputusan atau produk pengaturan. 

Dirnana Produk Hukum yang bersifat keputusan atau penetapan ini adalah 

produk hukum yang dibuat oleh lembagalpejabat berwenang di daerah maupun 

di pusat yang mengikat secara secara konkrit dan individual, sedangkan 

produk hukum yang bersifat pengaturan adalah produk hukum yang mengikat 

secara umum dan abstrak. Dalam hal produk hukum yang bersifat penetapan, 

Keputusan (beschikking) 

Selalu bersifat individual dan 

konlnit (individual and 

concrete). 

Pengujiannya melalui gugatan 

di peradilan tata usaha negara. 



misalnya dapat berupa Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, dan 

sebagainya. Sedangkan Produk Hukum yang bersifat pengaturan dapat 

dicontohkan, seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan sebagainya yang 

mana kesemuanya itu disebut dengan Peraturan Perundang-undangan, 

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma 

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang ~ n d a n ~ a n . ~ ~  Maka dapat dikatakan peraturan 

perundang-undangan yang memuat hal-hal yang bersifat regeling tersebut 

merupakan produk hukum yang bersifat bersifat pengaturan, yang mengikat 

secara umum dan abstrak. Macam-macam produk hukum, terbagi menjadi 

produk hukum pusat dan daerah. Produk hukum pusat, dalam hal ini peraturan 

perundang-undangan, terdapat banyak macamnya, mulai dari hierarkinya yang 

diatur menurut TAP MPR No.XXIMPRSl1966, TAP MPR No.III/2000, 

UU.No. 10 Tahun 2004, dan terakhir UU No. 12 Tahun 201 1. Dalam Pasal7 

ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 201 1 terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar merupakan kontitusi 

yang tertulis. Adapun batas-batasnya dapat dirurnuskan ke dalam 

pengertian sebagai berikut, yaitu: (1) suatu kumpulan kaidah-kaidah yang 

64 Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-uudangan. 



memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa; 

(2) suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari 

suatu sistem politik; (3) suatu deskripsi dari lemba-lembaga negara; (4) 

suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi rnanu~ia.~' 

Dalam Pasal 3 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa Majelis 

Perrnusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapakan UUD. 

Narnun UUD 1945 ti& dapat dikategorikan sebagai peraturan 

perundang-undangan oleh karena alasan sebagai berikd6: 

1. Undang-Undang Dasar 19455 itu terdiri dari dua kelompok norma 
hukum yaitu: Pembukaan UUD 1945 merupakan 
Staasts&ndamentalnonn atau Norma Fundamental Negara. Norma 
Fundamental Negara ini merupakan norma hukum tertinggi yang 
bersifat "pre-supposed" dan merupakan landasan dasar filosofis yang 
mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebii lanjut. 

2. Batang Tubuh UUD 1945 merupakan Staatsgrundgesetz atau Aturan 
Dasar N e g d  Aturan Pokok Negara yang merupakan garis-garis besar 
atau pokok-pokok kebijaksanaan negara untuk menggariskan tata cara 
membentuk Peraturan Perundang-undangan yang mengikat umum. 
Sifat dari norrna hukurnnya masih bersifat garis besar dan pokok dan 
merupakan norma hukum tunggal, jadi belum dilekati oleh norma 
sanksi, oleh karena itu menempatkan Batang Tubuh UCTD 1945 ke 
dalam jenis Peratura Perundang-undangan adalah ti& tepat, oleh 
karena menempatkannya terlalu rendah. 

3. Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan, 
sehingga ti& benar apabila UUD 1945 dimasukkan dalam jenis 
Peraturan Perundang-undangan. 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

65 Ni'matul Huda, W D  1945 dun Gagasan Amandemen Ulang, op,cit.,bJm. 22. 
Maria Farida Indrati Soeprapto,. . . Op, citJh.99- 100. 



Di dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 201 1 huruf b 

dijelaskan yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih 

berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/ MPRJ 2003 

tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, 

tanggal 7 Agustur 2003 .67 

c. Undang-UndangIPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Pada Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 201 1, dikatakan bahwa Undang- 

Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam Pasal20 

ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang," kemudian Pada Pasal 

5 ayat (1) UUD 1945, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang- 

undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Pasal20 ayat (2) UUD 1945 

menyatakan bahwa, "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama." Pasal9 ayat (1) Undang-Undang mengatakan bahwa. Dalarn hal 

67 Ni'matul Huda clan Nazriyah,. . . Op,cit,hlm.87. 



suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan 

oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 Undang- 

Undang No. 12 Tahun 20 1 1, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal 

ihwal kegentingan yang memaksa. 

d. Peraturan Pemerintah 

Pada pasall ayat (5), menyatakan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan 

Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan 

Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pasal 5 ayat (2) UI.D 1945, 

menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk 

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 

e. Peraturan Presiden 

Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 201 1, menyatakan bahwa Peraturan 

Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang 

lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 

Selain yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 201 1, 

terdapat produk hukum pusat lainnya, yang terdapat pada Pada P a d  8 ayat 

(1) UU No.12 Tahun 201 1, yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 



Majelis Permusyawatatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, 

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang 

atau Pemerintah atas perintah Undang-Undaag, pada Pasal 8 ayat (2) 

dinyatakan bahwa : 

"Peraturan Perundang-undangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukurn mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peratutan Perundaag-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan." 

Sedangkan, yang dhaksud dengan kekuatan hukum peraturan 

perundang-undnagan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan 

adalah pe jenj angan setiap j enis peraturan perundang-undangan yang 

didasarkan pada asas peraturan perundang-undaagan yang lebih rendah tidak 

boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.68 

Berkaitan dengan beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh lembaga negara lain selain DPR dan Presiden sebgaai 

dihentiikan dalam Pasal 8 ayat (1) di atas, dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa jenis peraturan per~ndan~-und.an~an~~: 

a. Peraturan lembaga yang mernpunyai daya ikat hanya internal saja 
mengikat organisasi di antaranya peraturan tata tertib lembaga, peraturan 
mengenai susunan organisasi dan yang sejenis. 

Yuliandri, Asm-Asas Pembenhrkan Pwaturan Penmdang-Undangan yang Baik, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2009,hlm.67-68. 
69 Ibidhlm.90-91. 



b. Peraturan lembaga yang sebenarnya mengdcat internal, namun dalam 
pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subjek-subjek lain di luar 
organisasi yang akan terkait bila hendak melakukan perbuatan hukum 
tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut, di antaranya Peraturan 
Mahkamah Agung, terutama untuk berbagai peraturan mengenai pedoman 
beracara. 

c. Peraturan lembaga yang mempunyai kekuatan mengikat umum yang lebih 
luas, misalnya Peraturan Bank Indonesia tentang Mata Uang. 

Kemudian pada Pasal 97 UU No.11 Tahun 2011, disebutkan pula 

Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua 

Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan 

Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, 

Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat. 

Keputusan dalam pasal 100 UU No.11 Tahun 201 1 dimaknai sebagai 

peraturan, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, semua Keputusan 

Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubemur, Keputusan 

BupatiTWalikota, atau keputusan pejabat laimya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang- 

Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang- Undang ini. 

Menurut Jimly, ada pejaba-pejabat setingkat Menteri seperti Gubemur 

Bank Indonesia, Kepala Kepolisian RI, Panglima Tentara Nasional Indonesia 

dan Jaksa Agung yang dapat pula diberikan kewenangan regulasi yang 



berisfat independen seperti Komisi P e m i l i i  Umum Komisi Hak Asasi 

Manusia, Komisi Penyiaran Indonesiadan sebagainya. Badan atau lernbaga 

seperti ini dapat mengeluarkan peratur& tersendiri, asallran kewenangan 

regulative itu diberikan oleh undang-undang. Jika lembaga-lembaga itu diberi 

kewenangan regulative, rnaka nama produk regulative yang dihasilkan 

sebaiknya disebut sebagai peraturan. Dengan begitu, Gubemur Bank 

Indonesia tidak perlu mengeluarkan peraturan perbankan dengan nama Surat 

Edaran seperi selama ini. Namanya diubah menjadi Peraturan Gubernur Bank 

Indonesia yang sifatnya melaksanakan perintah Peraturan Presiden. Begitu 

pula dengan Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Kepala Kepolisian dan 

seterusnya, yang kesemuanya bersifat melaksanakan materi peraturan yang 

lebih tinggi, yaitu Peraturan ~residen."' 

Seringkali bentuk-bentuk p e r a m  yang ditetapkan lembaga-lembaga 

yang bersifat khusus atau independen tersebut tidak dapat dikategorikan 

sebagai peraturan umum yang tunduk kepada prinsip hierarki hukum 

b e r h k a n  tata urutan peraturan perundang-undangan yang lazim. Produk 

hukum pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat tertentu yang secara 

protokoler sederajat dengan Menteri. Akan tetapi, produk peraturan yang 

ditetapkannya sama seperti Peraturan Pemerintah, yaitu menjalankan Undang- 

Undnag. Karena itu, kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 

lembaga-lembaga khusus itu lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang 

70 Jimly Assihiddiqie, Konstitusi dan Konstisuonalisme di Indonesia.. . ,Op, cit. hIm.287-288. 



bersifat khusus itu lebih tepat disebut juga sebagai peraturan lembaga khusus 

(lex specialis). Semua peraturan yang ditetapkan oleh lembaga khusus dan 

independen itu dapat diperlukan sebagai bentuk peraturan khusus yang tunduk 

pada prinsip lex specialis derogat lex generalis. Termasuk kategori ini, 

misalnya, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, 

Peraturan Bank Indonesia, Peraturan KPU, Peraturan KPI, Peraturan Komnas 

HAM, Peraturan PPATK, dan ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ ~  Selain produk hukum pusat yang 

telah disebutkan di atas, maka terdapat pula instruksi presiden, surat-surat 

edaran, berisi kebijakan tertentu, rancangan-rancangan program, kerangka 

acuan proyek, "action plan" yang tertulis, dan sebagainya adalah contoh- 

contoh mengenai apa yang disebut sebagai "policy rules" sebagai bentuk 

peraturan kebijakan yang bukan peraturan pemdang-undangan?* 

Adapun produk hukum daerah menurut Pasal 1 ayat (1) Permendagri 

Nomor 53 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah , maka 

yang dirnaksud dengan pembentukan produk hukum daerah adalah proses 

pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dirnulai dari tahap 

perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan 

dan penyebarluasan. Kemudian dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 

Permendagri No.53 Tahun 20 1 1, bahwa produk hukurn daerah adalah Perda 

atau namanya lainnya, Perkada, PB KDH dm Keputusan Kepala Daerah, 

" lbid,hlm.288. 
* J i y  Assihiddiqie, Perihal Undang-Undang, ... Loc,cit. 



kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa produk hukurn daerah bersifat 

pengaturan dan penetapan. Apabila dijabarkan produk hukurn daerah ynag 

bersifat pengaturan seperti yang terdapat dalam Pasal3, yaitu adalah: 

1. Perda 

Dalam Pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa, Pemerintah Daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian dalam Pasal 1 

angka 5 Permendagri No.53 Tahun 2011, disebutkan bahwa Peraturan 

Daerah Provinsi atau narna lainnya dan Peraturan Daerah Kabupatenl Kota 

atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda, adalah peraturan 

perundang-undnagan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah. Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 2011, 

disebutkan bahwa, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan 

Pemdang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, sedangkan dalam 

Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 201 1, Peraturan Daerah Kabupatd 

Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenlKota dengan persetujuan bersama 

BupatiJWalikota. Pada Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan 

bahwa: 

(1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan 
bersarna DPRD. 



(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonorni daerah 
provinsi/ kubupaten/kota dan tugas pembantuau. 

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
dengan memperhatikan ciri &as masing-masing daerah. 

(4) Perda sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan 
dengan kepentingan umum danlatau perahrim perundangundangan 
yang lebih tinggi. 

(5) Perda sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), berlaku setelah 
diundangkan dalam lembaran daerah. 

2. Perkada 

Peraturan Gubemd Kepala Daerah Provinsi adalah peraturan perundang- 

undangan di daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan 

Daerah ~ rov ins i .~~  Pasal 1 angka 6 Permendagri No.53 Tahun 2011, 

menyatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 

sebagai perkada adalah Peraturan Gubemur clan/ atau Peraturan Bupatil 

Walikota. Pada Pasal146 W No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: 

(1)Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan 
perundangundangan, kepala daerah menetapkan p e r a m  kepala 
daerah dan atau keputusan kepala daerah. 

(2) Peraturan kepala daerah clan atau keputusan kepala daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilarang bertentangan dengan 
kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang undangan yang 
lebih tinggi. 

3. PBKDH 

Pasal 1 angka 7 Permendagri No. 53 Tahun 2011, menyebutkan bahwa 

Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH 

adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah. 
- -  - - - - 

73 Maria Farida Indruati Soeprapto,. . . Op, cit,hlm,202. 



Kemudia dalam Pasal 6, PBKDH terdiri atas peraturan bersama gubernur 

dan peratman bersama bupati atau walikota. 

Adapun produk hukurn daerah yang bersifat penetapan adalah 

Keputusan Kepala Daerah. Dalam Pasal 1 angka 9 Permendagri No. 53 

Tahun 201 1, yang dirnaksud Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan 

yang bersifat konkrit, individual dan final. Ketentuan tentang Keputusan 

Kepala Daerah dalam W No. 32 Tahun 2004 terdapat pada Pasal 146, 

seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam membahas tentang 

Peraturan Kepala Daerah. Selain itu terdapat pula Peraturan Desa sebagai 

produk hukurn daerah, Peraturan Desa masih terdapat dalam Pasal 209 

W No. 32 Tahun 2004, dimana dalam pasal tersebut disebut Badan 

Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 

kepala desa, menampung clan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan 

Desa ini sudah di hapus dalam hierarki peraturan perundang-undangan di 

dalam UU No. 12 Tahun 201 1, Peaturan Desa ini ditemukan di UU No. 

10 Tahun 2004 yang telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 12 

Tahun 201 1, UU No 10 Tahun 2004 ini menjadi dasar hukum UCT No. 32 

Tahun 2004, diiana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c menetapkan bahwa 

Peratura.n Desal peraturan yang setingkat yang dibuat oleh badan 

perwakilan desa atau nama Iainnya bersama kepala desa, ke dalam jenis 

dan hierarki peratura.n perundang-undangan. 



B. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Perundang-undangan dan 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

B.1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan 

Baik dalam naskah peraturan perundang-undangan maupun dalam 

berbagai literatur yang berkaitan dengan Hukurn Tata Negara Indonesia dikenal 

berbagai istilah yaitu perundangan, perundang-undangan, peraturan perundang- 

undangan, dan peraturan negara. Dalam bahasan Belanda dikenal istilah wet, 

wetgeving, wettelijke regels atau wettelijk regeling (en). Pengertian wet sendiri 

dibedakan antara wet in forrnele zin ahn wet materiele zir1.7~ Peraturan 

perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan terjemahkan dari 

wettelijke regeling. Kata wettelijk berarti sesuai dengan wet atau berdasar wet. 

Kata wet pada umumnya ditejemahkan dengan undang-undang dan bukan 

dengan undang. Sehubungan dengan kata dasar undang-undang, maka 

terjemahan wettelijke regeling. Ialah peraturan perundang-undangan.75 Adapun 

yang dimaksud dengan "peratwan negara" adalah peraturan-peratwan tertulis 

yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau 

pejabat tertentu. Peraturan yang dimaksud meliputi Undang-undang. Peraturan 

Pemerintah pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan 

74 Ni'matul Huda dan Nazriyah,. . . Op, cit, hlm.2-3. 
7 %uliandri,. . . oP, cit,hlm.25. 



dan Instruksi. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan paundangan adalah 

peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara?6 

P e r a m  merupakan hukum in abstract0 atau general norm yang 

sifatnya mengikat umurn (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-ha1 

yang bersifat mum (general)?7 Secara teoritis istilah "perundang-undangan" 

(legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian, yaitu 

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan proses membentuk 
peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat rnaupun di tingkat daerah. 

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil 
pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
daerah. Berkenaan dengan perundang-undangan, A.Hamid S. Attamimi 
menulis .sebagai berikut: 

" Istilah perundang-undangan (wettelijkeregels) secara harfiah dapat 
diartikan perahran yang berkaitan dengan undang-undang, baik peratman 
itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan l e b i  rendah yang 
merupakan atribusian atau delegasian undang-udang. Atas dasar atribusi 
dan delegasi kewenangan pemdang-undangan, maka yang tergolong 
peraturan perundang-undangan di negara kita ialah undang-undang dan 
peratwan perundang-undangan yang lebih rendah daripadanya seperti 
peraturan pemerintah, keputusan presiden yang berisi p e r a m ,  
kcputusan menteri yang bersifat peraturan, keputusan lembaga 
pemerintah nondepartemen yang berisi peraturan, keputusan direlctur 
jenderal departemen yang dibentuk dengan undang-undang yang berisi 
peraturan, peraturan daerah tingkat I, keputusan gubernur kepala daerah 
yang berisi perahran yang melaksanakan ketentuan peraturan daerah 
tingkat I, pertauran daerah tingkat 11, dan keputusan bupati/ wali kota 
madya kepala daerah berisi p e r a t m  yang melaksanakan ketentuan 
peraturan daerah tingkat 11." 

76 Rosjidi Ranggawidjaja,. . . Op, cit, Mm. 16. 
" Ridwan HR, Administrasi Negara, Rajawali Pres, Jakarta, 2008, hlm. 133. 
'' Ibid. 



Hamid S Attamimi memberikan batasan peraturan perundang-undangan 

adalah peraturan negara, di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang dibentuk 

berdasar kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun 

bersifat delegasi. Pada bagian lain A. Hamid S Attamimi memberikan batasan 

mengenai peraturan perundang-undangan, yaitu semua aturan hukum yang 

dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalarn bentuk tertentu, dengan prosedur 

tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku wnum serta mengikat 

Batasan dan pengertian perundang-undangan sebagaimana yang telah 

disebutkan di atas, dapat diidentifikasi sifat-sifat atau ciri-ciri dari suatu 

peraturan perundang-undangan, yaitu80: 

a. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai 
bentulc atau format tertentu. 

b. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di 
tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Yang dimaksud dengan pejabat 
yang berwenang adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku, baik berdasarkan atribusi maupun delegasi. 

c. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, 
peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (regulerend), tidak bersfiat 
sekali jalan (einmahlig). 

d. Perahran perundang-undangan mengikat secara urnum (karena ditujukan 
kepada umum), artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu 
tertentu (tidak bersifat individual). 

Kemudian dapat pula disebutkan ciri-ciri perundang-undangan, yaitu81 : 

"~osjidi Ranggawidjaja,. . .Op,cit, hlm. 19. 
Ibidhlm. 19-20. 

*'~idwanHR, ... Op,citW.l35.  



1. Peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif, yang 
dengan dernikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan 
terbatas. 

2. Peraturan perundang-undangan bersifat universal, ia diciptakan untuk 
menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belurn jelas bentuk 
konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak &pat dirumuskan untuk mengatasi 
peristiwa-peristiwa tertentu saja. 

3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. 
Pencantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan 
kembali. 

P e r a m  perundang-undangan, yaitu hukum positif tertulis yang dibuat, 

ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang 

menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan tertentu dalarn bentuk 

tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat (secara) 

~ r n u m . ~ ~  Ditinjau dari wewenang pembentukannya peraturan perundang- 

undangan &pat dibedakan antara yang bersifat kenegaraan dan yang bersifat 

administrasi negara. Selanjutnya ditinjau dari administrasi negara. Selanjutnya 

ditinjau dari dayaa ikatnya ada yang bersifat ketatanegaraan (staatsrechtelijk) 

dan ada yang bersifat administrasi negara (adminitratiefiechttelijk). Ditinjau dari 

lingkungan tempat berlaku, &pat dibedakan antara peraturan perundang- 

undangan tingkat nasional dan dt~erah.*~ Menurut PJP Tak, peraturan perundang- 

undangan (wet in materiele zin) adalahS4: 

" . . .als een besluit van een organ met wetgevende bevoegheidalgemen, 
burgers bindene regeles bevat. Eiet begrip algemeenin deze omschirijving 

82 Bagir Manan, Hukum PositifIndonesia (Suatu Kajian Teorik), FH UII Press, Yogyakarta, 2004, 
hlm.14. 

83 Nif matd Huda dm Nazriyah,. . . Op, cit.hlm.9- 10. 
* Ibid. 10. 



wil niet zeggen dat rnateriele wetten allen die wetten zijn die alle burgers 
binden, maar van toepassing zijn in een onbepaald aantal gevallen en 
voor een onbepaald aantal personen". 

Pengertian dan pendiskripsian yang dikemukakan oleh P.J.P Tak di atas, 

menurut Bagir Manan dan Kuantam, menggambarkan bahwa unsur-unsur yang 

termuat dalam perturan perundang-undangan adalah sebagai berikuts5: 

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, karena 
merupakan keputusan tertulis, maka peraturan itu perundang-undangan 
sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis (geschreven recht, 
written law); 

2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan 
jabatan (badan, organ), yang mempunyai wewenang membuat peraturan " 
peraturan" yang berlaku mum atau mengikat umum (algemeen); dan 

3. Peratwan perundang-undangan bersifat mengikat mum, tidak 
dimaksudkan hams selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya 
menunjukkan bahwa peraturan perundang-udnangan tidak berlaku terhadap 
peristiwa konkrit atau individu tertentu. Karena dimaksudkan sebagai 
ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa konkrit tertentu atau individu 
tertentu, maka lebih tepat disebbut sebagai sesuatu yang mengikat secara 
(bersifat) umum dan mengikat umum. 

Pendapat P.J.P Tak di atas jika dirumuskan lebih sederhana, yang 

dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan 

tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi atauran tingka laku 

yang bsifat dan rnengikat secara  mum.*^ Menurut Bagir Manan, pengertian 

peraturan perundang-undangan adalahS7: 



1. Setiap Keputusan tertulis dikeluarkan pejabat dan lingkungan jabatan yang 
berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. 

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan 
mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan. 

3. Merupakan peratman yang mempunyai ciri-ciri umum abstrak dan abstrak- 
umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa 
atau gejda konkrit tertentu. 

4. Dengan mengambil pemahaman dalam Kepustakaan Belanda, peraturan 
perundang-undangan lazim disebut dengan wet in materiil zin, atau sering 
juga disebut dengan algemeen verbidencle voorschrzfl yang meliputi antara 
lain: de supranationale algemeen verbidende voorschri_fi. Wet A&B, de 
Minisferiele verordening, de gemeentelijke radserordeningen, de 
provinciale staten verordeningen. 

Menurut D.W.P. Ruiter, dalam kepustakaan di Eropa Kontinental, yang 

dimaksud peraturan perundang-undangan atau wet in materiele zin 

mengandung tiga unsur, yaid8: 

a. Norma hukun? (rechtsnorm); 
b. Berlaku ke luar (naar buiten werken); dan 
c. Bersifat urnurn dalam arti luas (algemeenheid in ruime zin). 

Ketiga unsur norma tersebut &pat diuraikan lebih lanjut sebagai 
berikutg9: 

1. Norma Hukum 
Sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa: 
a. perintah (gebod); 
b. larangan (verbod); 
c. pengizinan (toestemming); dan 
d. pembebasan (wijstelling) 

2. Norma berlaku keluar 
Ruiter berpendapat bahwa, di dalam peraturan perundang-undangan 
terdapat terdapat tradisi yang hendak membatasi b e r l h y a  noma hanya 
bagi mereka yang tidak termasuk dalam organisasi pemerintah. Norma 
hanya ditujukan kepada rakyat, baik dalam hubungan antar sesamanya, 
maupun antara rakyat dan pemerintah. Norma yang mengatur hubungan 
antar bagian-bagian organsisasi pemerintah dianggap bukan nonna yang 

88 Maria Farida lndrati Soeprapto7 . . . Op, cit7hlm.35. 
89 Zbid,hlrn. 35-36. 



sebenarnya, dan hanya dianggap norma organisasi. Oleh karena itu, norma 
hukum dalam peraturan perundang-undangan selalu disebut "berlaku ke 
luar". 

3. Norma bersifat mum dalam arti luas 
Dalam hal ini terdapat pembedaan antara norma yang umum (algemeen) 
dan yang individual (individueel), hal ini diliat dari adressat (alarnat) yang 
dituju, yaitu ditujukan kepada "Setiap orang" atau kepada "orang tertentu", 
serta antara norma yang abstrak (abstract) dan yang konkret (concrete) jika 
dilihat dari ha1 yang diatur, apakah mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak 
tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwa yang tertentu. 

Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (algemeen 

verbindend voorschrzj?) disebut juga dengan istilah undang-undang dalam arti 

material ( wet in materiele zin), yaitu ieder rechtsvoorschrijl van de overhead 

met algemeen streeking, (semua hukum tertulis dari pemerintah yang mengikut 

umum). Berdasarkan kualiflmi nonna hukum di atas, peraturan perundang- 

undangan itu bersifat umum-abstrak?' Perkataan bersifat umum-abstrak 

dicirikan oleh unsur-unsur di antaranya: 

a. Tijd (een regel geldt niet slechts op een moment); Waktu (tidak hanya 
berlaku pada saat tertentu); 

b. Plaats (een regels geldt niet slechts op een plaats); Tempat (tidak hanya 
berlaku pada tempat tertentu); 

c. Pesoon (een regel geldt niet voor slechts voor een enkel rechtsfeit, maar 
voor rechtsfiten die herhaalbar zijn, &t wil zeggen zich telkens voor 
kunnen doen). Fakta h u b  (tidak hanya ditunjukkan pada fakta hukum 
tertentu, tetapi untuk berbagai fakta hukurn yang dapat berulang-ulang, 
dengan kata lain untuk perbuatan yang berulang-ulang). 

Ciri-chi yang disebutkan ten Berge ini hampir senada dengan hasil 

penelitian dari de Commissie Wetgevingsvraagstukken bahwa, "Om algemeen 

~idwan HR, .. .Op,cit,hlm 136. 



verbindend voorschriJt te zijn moet een regel een algemeen karakter hebben. 

Een voorschrijf dat slecht voor een of enkele concerte gevallen geldt of tot met 

naam en toenaam ganoemde personen gericht is, voldoet aan die voorwaarde 

niet. Of een voorschrz~ algemeen is, laat zich aan de hand van een aantal 

gezichtspunten beoordelen." (peratwan yang mengikat umum haruslah suatu 

peraturan yang memiliki sifat urnurn. Peraturan yang hanya berlaku untuk 

peristiwa konkret atau yang ditujukan pada pada orang-orang yang disebutkan 

satu per satu, tidak memenuhi syarat sebagai peraturan perundang-undangan, 

atau peraturan umum, yang lahir atas dasar sudut pandang penilaian ( peraturan 

kebijaksanaan, pen)?1 Lebih lanjut disebutkan sebagai berikut : 

"De algemeenheid kan betrekking hebben op het gebeid waarvoor de 
regel geldt. Een ideal- misch algemeen verbindend voorschn~ geldt niet 
slecht op een plaats, maar voor een groter gebied of "overal". De 
algemeenheid van het voorschrQ7 ka nook slaan up het tvbbestek 
waarvoor de regel geldt. Een ideal-wisch algerneen verbindend 
voorschrift geldt niet slechts op een tijdvtip, maw voor een Iangere 
periode of voor onbepaalde tijd, Een regel Ran voorrs algemeen zijn naar 
personen. Een ideal-typisch algemeen verbindend voorschr@ geld niei 
slechts voor een rechtssubject, maar richt zich tot een grotere groep van 
personen of tot een ieder. Algameenheid ziet ook op de herhaalbaarheid 
van de toepassing van het voorschrijf. Een ideal-typisch algemeen 
verbinded voorschr@ verbindt niet slechts voor een enkel, unieke situatie, 
maar voor een onbepaald aantal gevallen waarin het voorschrv van 
toepassing is. " 

"(keumuman (peraturan perundang-undangan, pen.) berkenaan dengan 
wilayah di mana pertauran itu berlaku, Tipe ideal suatu peraturan 
pemdang-undangan yang mengikat umum tidak hanya berlaku pada 
ternpat tertentu, tatapi berlaku pada lingkungan yang lebih l w  atau "di 
mana-mana". Keurnuman peraturan berkaitan dengan waktu di mana 



peraturan itu berlaku. Tipe ideal peraturan perundang-undangan tidak 
hanya berlaku untuk waktu tertentu, tetapi berlaku untuk masa yang lebih 
panjang atau berlaku untuk waktu yang tidak tertentu. Selanjutnya 
peraturan adalah umum untuk setiap orang. Tipe ideal peraturan 
perundang-undangan tidak hanya berlaku pada subjek tertentu, tetapi 
ditujukan pada kelompok yang lebih besar orang atau pada setiap orang. 
Sifat umum (peratman perundang-undangan, pen) tampak pula pada 
berulang-ulangnya penerapan peraturan. Tipe ideal peraturan perundang- 
undangan tidak hanya diterapkan pada satu situasi khusus, tetapi pada 
sejurnlah keadaan yang tidak tertentu). 

Mengenai istilah peraturan perundang-undangan, maka istilah yang di 

pergunakan dalam ketetapan MPR No.III/MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum 

dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana nama dari 

Ketetapan MPR tersebut adalah peraturan perundang-undang juga dipakai 

dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan. 92 Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2004, Peraturan 

Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan 

t d i s  yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan 

mengikat secara umum, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 

20 1 1, tentang Pembentukan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan 

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma 

hukum yang mengikat secara urnum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan. 

92 Ni'matul clan Nazriyah,. . . Op, cit, hlm.2-3. 



B.2. Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan 

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 menyebutkan 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan 

Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan 

peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma- 

norma hukum yang berlaku keluar dan sifat urnurn dalam arti luas. Peraturan 

perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang 

berisi petunjuk atau tingkah laku yang bersifat mengikat secara mum. Bersifat 

clan berlaku secam urnurn, maksudnya tidak mengidentifikasikan individu 

tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur- 

unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. 

Pada kenyataanya, terdapat juga peraturan perundang-undangan seperti undang- 

undang yang berlaku untuk kelompok orang-orang tertentu, mengikat secam 

mum pada saat ini sekadar menunjukkan tidak menentukan secara konkret 

(nyata) identitas individu atau objeknya. Menurut S.J. Fockema Andrea dalam 

bukunya "Rechtsgeleerd hundwoordenboek," perundang-undangan atau 

legislation1 wetgevingl gezetgebung mempunyai dua pengertian yang berbeda, 

yaitu93 : 



"Perundang-undangan merupakan proses pembentukd proses 
pembentukd proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di 
tingkat pusat maupun di tingkat daerah, Perundang-undangan adalah 
segala peraturan-peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan 
peraturan-peratwan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah." 

Pembentukan undang-undang, merupakan rangkaian kata yang diartikan 

sebagai proses pembuatan undang-undang, yang kerangkanya dimulai dari 

perencanaan, persiapan, tekhnik penyusunan, perurnusan, pembahasan, 

pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Secara terpisah, kata 

pembentukan juga diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan membentuk. 

Dalarn pengertian lain, pembentukan undang-undang merupakan sebuah proses 

(legislation as a process). Woodrow Wilson dalarn bulcunya Congressional 

Government mengatakan bahwa, legislation is an aggregate, not a simple 

production. Kemudian, Jeremy Bentha, dan Jhon Austin mengatakan bahwa, 

legislation sebagai "anyfiom of law-making". "The term is, however, restricted 

to a particular form of law-making, viz". The declaration in statutory fiom of 

rules of laws by the legislature of the State. The law that has its source in 

legislation is called enacted law or statute or writtem law". Dengan demikian, 

bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dengan maksud 

mengikat urnurn, dapat dikaitkan dengan pengertian "enacted law", "statute", 



atau undang-undang dalam arti luas. Dalarn pengertian itu, legislasi merupakan 

proses pembentukan ~ n d a n ~ - u n d a n ~ ? ~  

Lazimnya, pembentukan peraturan perundang-undangan, bersumber pada 

suatu kewenangan, baik yang bersifat atribusi maupun yang bersifat delegasi. 

Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar clad atau undang-undang kepada 

lembaga negara dalam ha1 ini presiden, akan melekat secara tern menerus. 

Dengan kewenangan ini, presiden dapat berprakarsa secara mandiri untuk 

mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu 

diperlukan, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan UUD clan/ 

atau UU. Hal ini sebagaimana dijelaskan, dengan mengacu pada ketentuan 

Pasal5 ayat (1) UUD 1945, disebutkan: 

"... Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang Dewan 
Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, ada delegasi kewenangan, yaitu 
pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan 
yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
kepada peraturan perundang-undangan yang lebii rendah, baik 
pelimpahan itu dinyatakan dengan tegas dan tidak. Delegasi kewenangan 
tidak diberikan, melainkan "diwakilkan". Selain itu, kewenangan delegasi 
ini bersifat sementara, dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan 
sepanjang pelimpahan tersebut masih adacontoh delegasi ini adalah 
kewenangan pemerintah menetapkan peraturan pemerintah untuk 
menjalankan undang-udanga sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2) 
urJD 1945)." 



Sedangkan usulan pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

bersumber pada kewenangan legislatif yang bersifat: 

"(1) mum; (2) abstrak; dan (3) terus menerus. Peraturan perundang- 
undangan bersifat urnum, dalam arti ditujukan untuk masyarakat pada 
umumnya, bukan hanya untuk pribadi tertentu atau kalangan internal 
suatu lembaga. Oleh karena itu, surat edaran secara teori tidak dapat 
dirnasukkan dalam kelompok peraturan perundang-undangan. Isinya juga 
harus abstrak, bukan mengatur hal konkret atau kasuistik. Sifat lain dari 
peraturan pmdang-undangan adalah berlaku terus menerus 
(dauerhafig)." 

Dengan memahami prinsip-prinsip tentang peraturan perundang- 

undangangan khususnya pada fungsi, dasar kewenangan, dan materi muatan 

(substansi), terlihat bahwa: 

"fungsi peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah untuk 
menyelenggarakan h g s i  legislatif. Kemudian, dilihat dari cha r  
kewenangannya bersumber dari atribusi dan delegasi. Sedangkan 
dilihat dari materi muatan (substansi), peraturan perundang-undangan 
berisi ketentuan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang 
mendasar, yang dapat mengurangi, membatasi hak asasi warga n e g d  
penduduk, berisi norma suruhan/ larangan, serta dapat memuat sanksi 
pidana dan sanksi lainnya." 

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto 12 

tahun 201 1, tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan, jika ditelaah 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pengertian 

dari istilah peraturan perundang-undangan yang dipakai dalarn undang-undang 

tersebut telah memunculkan pelbagai kritik dari banyak pihak. Philipus M. 

Hadjon, mengemukakan, bahwa istilah perahran perundang-undangan 



digunakan dalam pengertian yang sangat luas, meliputi: UUD, legislasi dan 

regulasi (delegated regulation). Hal tersebut &pat dibaca dalam Pasal 8 UU 

Nomor 12 Tahun 20 1 1 ?5 Dalam panadangan Philipus M.HBdjon, penyebutan 

istilah peraturan perundang-undangan, dilihat dari perkembangannya perlu 

dikaji kembali karenag6: 

"...penggunaan istilah peraturan perundang-undangan dalam pengertian 
yang begitu luas bukan baru pertama kali (TAP MPRS Nomor XX. 
MPRSI 1966). Dalam perjalanan waktu yang sekian lama, sulit kiranya 
untuk mengubah istilah itu dengan suatu istilah yang lebih tepat. Namun 
demikian, istilah peraturan perundang-undangan perlu dikaji kembali." 

Diuraikan lebih lanjut: 

"...istilah peraturan lebih jelas meru..uk pada aturan hukurn namun istilah 
perundang-undangan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 juncto 12 Tahun 
2011 jelas tidak merujuk sitilah undang-undang. Istilah undang-undang 
dalam dalam hukum tata negara kita mengandung makna khas 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. DPR 
memegaug kekuasaan membentuk undang-undang. Dikitkan dengan 
Pasal 20 A UUD 1945: DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran 
dan h g s i  pengawasan, undang-undang merupakan produk legislasi." 

Terkait dengan peristilahan wet, dijelaskan oleh Philipus M Hadjon, bahwag7: 

"...konsep undang-undang dalam hukum tata negara kita janganlah 
disamaican dengan konsep wet dalam hukum tata negara Belanda sebelum 
Perang dunia 11. Konsep wet sebelum perang dunia dibedakan: wet in 
formele dan wet in materiele zin. Konsep undang-undang dalam hukum 
tata negara kita, sejajar dengan konsep wet in formele zin. Hukum tata 
negara kita tidak membedakan konsep undang-undang dalam arti formasi 
dan undang-undang dalam arti materiil." 

95 Zbiayllm. 44-45. 
% Ibid, hlm. 45. 

97 Ibid, hlm. 46. 



Dengan uraian dernikian Philipus M. Hadjon kemudian menyatakan bahwaP8: 

"...istilah perundang-undangan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 
juncto 12 Tahun 2011 tidak tepat, karena ruang lingkup pen~~dang- 
undangan begitu luas. Di samping itu dengan jangkauan yang begitu 
luas dalam Pasal8 dalam UU No. 12 Tahun 201 1, maka istilah ahuan 
hukum adalah lebih tepat karena dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 
tidak hanya meliputi wetgeving seperti halnya AB (Algemene 
bepalingen van wetgeving voor Indonesie-S 1847-23) yang hanya 
mengatur pembentukan wet (undang-undang). Kalau dimaksud 
menjangkau semua aturan hukum (tidak hanya undang-undanga) 
istilah yang lebih tepat adalah aturan hukum (regelgeving)" 

Dengan alasan yang demikian, selanjutnya Philipus M. Hadjon 

mengusulkan alternatif lain, agar judul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1, 

dapat diganti dengan Undang-Undang tentang pembentukan aturan huku~n.~~ 

UU No. 12 Tahun 2011 merupakan dasar hukum atau landasan dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UU No. 12 Tahun 

201 1 ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelutnnya, yaitu UU 

No. 10 Tahun 2004. Adapun kelemahan-kelemahan dalam Undang Undang 

Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lainloo: 

a materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang 
menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu 
kepastian hukum; 

b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten; 
c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau 

kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraiman Perundangundangan; clan 
d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan 

sistematika. 

98 Ibid 
99 Ibid. 
loo Lihat Penjelasan BAB I Umum UU No. 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Perundang- 

undangan. 



Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat 

materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara 

a penambahan Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat sebagai salah satu 
jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya diternpatkan setelah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak 
hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan 
Pemerintah, Perahran Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan 
lainnya; 

c. pengaturan mekanisme pernbahasan Rancangan Undang-Undang tentang 
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; 

d. pengaturan Naskah Akadernik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan 
Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan 
Rancangan Peraturan Daerah KabupatenKota; 

e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan 
Perundangundangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; dan penambahan teknik penyusunan 
Naskah Akadernik dalam Lampiran I Undang-Undang ini. 

Selain penambahan materi baru yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

pula dijelaskan perbandingkan perbedaan antara UU No. 10 Tahun 2004 clan 

UU No. 12 Tahun 20 1 1, maka antara lain: 

Tabe1.2.2. Perbedaan UU No.10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011 

Perihal Perbedaan - 
UU NO.10 TAIflJN 
2004 

UU NO. 12 TAHUN 201 1 



a. Perubahan 
kalirnat (pengu 
rangan dan 
penambahan 
kata) pasal 

1. Pasall angka 1 : 
Pembentukan 
Peraturan 
Perundang-undangan 
adalah proses 
pembuatan Peraturan 
Perundang-undangan 
yang ~ a d a  dasamva 
dimulai dari 
perencanaan, 
persia~an, teknik 
Penyus~an, 
perumusaq, 
pembahasan, 
~engesahan, 
pengundangan, dan 
penvebarluasan. 

2. Pasal 1 angka 2: 
Peraturan 
Perundang-undangan 
adalah peraturan 
tertulis yang 
dibentuk oleh 
lembaga negara atau 
pejabat yang 
berwenang dan 
mengikat secara 
umum. 

3. Pasal 5: Dalam 
membentuk 
peraturan 
perundang-undangan 
harus berdasarkan 
~ a d a  asas 
pembentukan 
peraturan 
perundang-undangan 

4. Pasal 5 huruf b: 
Kelembagaan atau 
organ pembentuk 
yang tepat 

5. Pasal 5 huruf c: 

1. Pasall angkal: 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan 
adalah pembuatan 
Peraturan Perundang- 
undangan yang 
mencaku~ tahapan 
perencanaan, 
penyusunan, 
pembahasan, 
pengesahan atau 
penetapan, dan 
pengundangan. 

2. Pasall angka 2: 
Peraturan Perundang- 
undangan adalah 
peraturan tertulis yang 
memuat norma bukum 
yang mengikat secara 
umum & dibentuk 
atau ditetapkan oleh 
lembaga negara atau 
pejabat yang berwenang 
melaiui D ~ O S ~ U ~  vang 
diteta~kan dalam 
Peraturan Perundang- 
undangan 

3. Pasal 5 : Dalarn 
membentuk peraturan 
perundang-undangan 
harus dllakukan 
berdasarkan pada asas 
pembentukan peraturan 
perundang-undangan 

4. Pasal 5 huruf b: 
Kelembagaan atau 
peiabat pembentuk 
yang tepat 

5. Pasal 5 huruf c: 
Kesesuaian antara jenis, 
hirarki dan materi 
muatan 



6. Pasal6 ayat (1): 
materi muatan peraturan 
perundang-undangan 
harus mencerminkan 

1. Pasal 10 ayat (1) : 
Materi muatan yang 
hams diatur dengan W 
berisi 

a. Pengaturan lebih lanjut 
mengenai ketentuan 
UUD RI 1945 

b. Perintah suatu UU untuk 
diatur dengan UU 

c. p e n g e s w  pedan!ian 
internasional tertentu 

d. Tindak lanjut atas 
putusan MK dan/atau 

e. Pemenuhan kebutuhan 
hukum dalam 
masyarakat 

b. Pergeseran 
pasal dan 
perubahan isi 
P& 

Kesesuaian antara 
jenis dan materi 
muatan 

6. Pasal6 ayat (1) : 
materi muatan 

peraturan perundang- 
undangan 
men~andung asas 

1. Pasal8: 
Materi muatan yg hams 
diatur dengan uu 
hal-ha1 yang : 
a. Mengatur lebih 

lanj ut ketentuan 
UUD RI 1945 yang 
meliputi : 

1. HAM 
2. Hak dan kewajiban 

warga negara 
3. Pelaksanaan dan 

penegakan 
kedaulatan negara 
serta pembagian 
kekuasaan negara 

4. Wilayah negara dan 
pembagian daerah 

5. Kewarganegaraan 
dan kependudukan 

6. Keuangan negara 

Diperintahkan oleh 
suatu UU untuk diatur 
dengan UU 



Pasal 10 ayat (2) : Tindak 
lanjut atas putusan MK 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dilakukan 
oleh DPR atau Presiden. 
Kemudian pada Pasal 10 
ayat (3): Perda prov dan 
Perda Kabkota dapat 
memuat ancaman pidana 
kurungan atau pidana denda 
selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
sesuai dengan yang diatur 
dalam peraturan perundang- 
undangan lainnya 

Pasall5: 
Ayat (1) materi muatan 
mengenai ketentuan pidana 
hanya dapat dimuat dalam: 
a. UU 
b. Peraturan daerah 
Provinsi; atau 
c. peraturan daerah kabkota 
Ayat (2) ketentuan pidana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 huruf b dan c berupa 
ancarnan pidana kurungan 
paling lama 6 bulan atau 
pidana denda paling bsnyak 
Rp.50.000.000 (lima puluh 
juta rupiah) 

c. Penggantian 
dan 
penambahan 
materi 

Pasal 14 : materi muatan 
mengenai ketentuan 
pidana hanya dapat 
dirnuat dalam UU dan 
Perda 



1. Pasal 1 angka (1 1): 
Naskah Akademik 
adalah naskah hasil 
penelitian atau 
pengkajian hukum dan 
hasil penelitian lainnya 
terhadap suatu masalah 
tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan 
secara ilrniah mengenai 
pengaturan masalah 
tersebut dalam 
suatuRancangan 
Undang-Undang, 
Rancangan 
PeraturanDaerah 
Provinsi, atau 
Rancangan Peraturan 
DaerahKabupatenl 

Kota sebagai solusi 
terhadap permasalahan 
dan kebutuhan hukum 
masyarakat. 

2. Pasall angka 12: 
Pengundangan adalah 
penempatan Peraturan 
Perundang-undangan 
dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia, 
Tambahan Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia, Berita Negara 
Republik Indonesia, 
Tambahan Berita 
Negara Republik 
Indonesia, Lembaran 
Daerah, Tambahan 
Lembaran Daerah, atau 
Berita Daerah. 

3. Pasall angka 13: 
Materi Muatan 

d. Penambahan 
ayat 

1. Pasal 1 angka (1 1): 
Pengundangan 
adalah penempatan 
Peraturan 
Perandang-undangan 
dalam Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia, 
Tambahan Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia, Berita 
Negara Republik 
Indonesia, 
Tambahan Berita 
Negara Republik 
Indonesia, Lembaran 
Daerab, atau Berita 
Daerah. 

2. Pasall angka 12: 
Materi Muatan 
Peraturan 
Perundang-undangan 
adalah materi yang 
dimuat dalam 
Peraturan 
Perundang-undangan 
sesuai dengan jenis, 
fimgsi, dan hierarki 
Peratwan 
Perundang- 
mdangan. 

Selanjutnya Pasal 1 
angka 13 sampai 16 
belum diatur dalam 
pasal ini 



Peraturan Perundang- 
undangan adalah materi 
yang dimuat dalam 
Peraturan Perundang- 
unclangan sesuai dengan 
jenis, fimgsi, dan 
hierarki Peraturan 
Perundang-undangan. 

4. Pasall angka 14: 
Dewan Perwakilan 
Rakyat yang selanjutnya 
disingkat DPR adalah 
Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagaimana 
dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

5. Pasall angka15: 
Dewan Perwakilan 
Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPD adalah 
Dewan Perwakilan 
Daerah sebagaimana 
dirnaksud dalam 
Undang-Undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

6. Pasall angka 16: 
Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam 
Undang- Undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 1 945. 



e. Penggolongan 
pasal atau 
BAB pada 

f. Penambahan 
materi 

g. Penghapusan 
pasal 

h. Penambahan 
p a d  baru dan 
pemindahan 
~asa l  

Pasal7 tentang jenis dan 
h k i  peraturan 
perundang-undangan 
masuk pada BAB I1 dan 
materi muatan pada 
BAB I11 

Pasal7 ayat (1) : 
Jenis dan hirarki 
peraturan perundang- 
undangan adalah 
sebagai berikut : 
a. UUD RI 1945 
b. UUIPerpu 
c. PP 
d. Perpres 
e. Perda 

P a d 7  ayat 2 dan 3 

P a d 8  dalam BAB 111 
mengatur tentang materi 
muatan 

Pasal7 jenis dan hirarki 
peraturan perundang- 
undangan dan materi 
muatan pada BAB 111 

Pasal7 ayat (1) : 
Jenis dan h k k i  peraturan 
perundang-undangan adalah 
sebagai berikut: 

a. UUD RI 1945 
b. TAPMPR 
c. UUiPerpu 
d. PP 
e. Perpres 
f. Perda Provinsi 
g. Perda Kabupatenf 

Kota 
P a d 7  hanya terdapat ayat 
1 dan ayat 2. 

P a d 8  merupakan pasal 
baru, terdapat dua ayat dan 
ayat yang kedua merupakan 
ayat 4 dalam pasal7 pada 
UU No. 10 tahun 2004. 



i. Pergeseran 
Pasal dm ayat 

1. Pasal9 
2. Pasall0 
3. Pasalll 
4. Pasal7 ayat (5) 
5. Pasal7 ayat (4) 

1. Menjadi berada di 
Pasall1 

2. Menjadi berada di 
Pasal12 

3. Menjadi berada di 
P a d 1 3  

4. Menjadi berada di 
Pasal7 ayat (2) 

5. Menjadi berada di 
Pasal8 ayat (2) 

1. Ayat (1) dalam ha1 
suatu UU diduga 
bertentangan dg 
UUD 45, 
penguj iann ya 
dilakukan oleh MK 

2. Ayat (2) dalam hal 
suatu peraturan 
perundang-undangan 
di bawah UU diduga 
bertentangan dg UU, 
penguj iann ya 
dilakukan oleh MA 

I I I I 

Sumber : UU No. 10 Tahun 2004 dm UU No.12 Tahun 201 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 



B3.  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Pusat dan Daerab 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kini diatur dengan Undang- 

Undang No. 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan P e r a m  Perundang- 

Undangan. Adapun sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang ada di 

Pasal7 ayat (1) W No. 12 Tahun 201 1, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-UndangDeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7. Peraturan Daerah KabupatenIKota 

Kemudian dinyatakan peraturan perundang-undangan lainnya pada Pasal 

8 ayat (1) , yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 

Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 

Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 

dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang- 

Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKota, BupatVWalikota, Kepala Desa atau 

yang setingkat, dimana pada Pasal 8 ayat (2) diiyatakan bahwa Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 



diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Apabila dijabarkan tentang pembentuk peraturan perundang-undangan di 

pusat : 

a. Undang-Undang 

Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa, "Presiden berhak mengajukan 

rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat ", kemudian 

Pasal20 ayat (1) dinyatakan bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang." Pasal 1 angka 3 W No. 12 Tahun 

201 1, dikatakan bahwa dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

persetujuan bersama Presiden. Maka yang berwenang membentuk undang- 

undang adalah DPR yang kemudian mendapat persetujuan Presiden. 

Perencanaan penyusunan Prolegnas di dalam W No. 12 Tahun 201 1 diatur 

lebih detail dari pada di W No. 10 Tahun 2004, prolegnas merupakan skala 

prioritas program pembentukan W dalam rangka merwujudkan sistem 

hukurn nasional yang integralistik, baik dalam konteks pembentukan UU 

Maupun peraturan di bawah W. Penyusunan Prolegnas memuat judul 

R W ,  materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang- 



undangan lainnya. Pada Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 

201 1, ditegaskan bahwal": 

(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. 
(2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD. 

Dalam mengajukan RUU harus disertai Naskah Akademik. UU No. 12 

Tahun 201 1 menjadikan Naskah Akademik sebagai persyaratan dalam 

pengajuan sebuah RUU, kecuali terhadap RUU mengenailo3: 

a. APBN; 
b. Penetapan Perpu; atau 
c. Pencabutan UU atau pencabutan Perpu; yang cukup disertai dengan 

keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. 

Kemudian hal yang penting mengenai Naskah Akademik dinyatakan dalam 

Pasal44, yang mana: 

(1) Penpunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang dilakukan 
sesuai dengan teknik penpunan Naskah Akademik 

(2) Ketentuan mengenai teknik penpunan Naskah Akademik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan 

kosepsi RUU di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU PPP diatur lebih jelas, 

terstruktur, dan masing-mamsing terintegrasi di dalam Peratwan DPR dan 

lo' Ahmad Yani Pembenhtkan Peraturan Perundang-undangan yang ResponsiJ; Konstitusi 
Press, Jakarta, 20 13,hlm.25. 



Perpres tentang tata cara mempersiapkan RUU. Pada Pasal 48 UU No. 12 

Tahun 201 1 dibuat ketentuan bahwa pengajuan RUU oleh DPD yang 

mempunyai tugas di bidang perancangan UU untuk membahas usul RUU 

tersebut. Setelah proses hannonisasi selesai, Badan Legislasi DPR 

mempunyai laporan tertulis kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya 

diumurnkan dalam rapat paripwin. l" 

41. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) menjelaskan bahwa pembagasan RUU 

dilaukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Sementara 

itu dalam Pasal66 hinga Pasal69 UU No. 12 Tahun 201 1 mengatur bahwa 

mekanisme pembagasan RUU dilakukan melalui dua tinkat pembicaraan. 

Ketentuan tentang pengesahan undang-undang terdapat pada Pasal 72 UU 

No.12 Tahun 201 1, dimana RUU yang telah disetujui bersama DPR dan 

Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan 

menjadi UU. Selain itu pada Pasal74 disebutkan bahwalo5: 

Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu 
penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai 
pelaksanaan Undang- Undang tersebut. 
Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang- 
Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 



Undang-Undang Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 diterangkan bahwa 

Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti 

undang-undang, dan dalam Pasal22 ayat (2) UUD 1945 diterangkan bahwa 

peraturan pemerintah tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR. Lalu 

Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 201 1, dinyatakan bahwa suatu 

peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal 

kegentingan yang memaksa. Maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang 

membentuk atau menetapkan Perpu adalah Presiden yang kemudia 

mendapat persetujuan DPR. Pasal 52 UU No. 12 Tahun 201 1, mengatur 

tentang lebih rinci dalam hal apa Perpu dikeluarkan, status kapan 

defhitifhya pencabutan sebuat Perpu, dan pengaturan segala akibat hukum 

dicabutnya sebuah Perpu. Adapun penyebarluasas Prolegnas UU, diatur 

dalam Pasal 89, dimana dikatakan bahwa penyebarluasan bukan hanya 

kewenangan pemerintah semata, melainkan penyebarluasan dilakukan 

secara bersama oleh DPR dan pemerintah. Kemudian Pasal90 UU No. 12 

Tahun 201 1 mengatur bahwa penyebarl-n UU yang telah diundangkan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama- 

sama oleh DPR dan pemerintah, dan Pasal 91 mengatur juga mengenai 

penerjemahan resrni peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. lo6 



c. Peraturan Pemerintah 

Dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, " Presiden menetapakan 

peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana 

mestinya. Kemudian Pasal 1 angka 5, Peraturan Pemerintah adalah 

Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk 

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.Maka yang berwenang 

membentuk dan menetapakan Peraturan Pemerintah adalah Presiden. 

Peraturan mengenai perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang- 

undangan, tidak hanya pada pembentukan UU clan Perda, melainkan penting 

juga diberlakukan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, seperti 

PP, Perpres dan peraturan l a i ~ ~ n ~ a . ' ~ ~  Perencanaan penyusunan peraturan 

perundang-undnagan dilakukan dengan mempertirnbangkan 

karakteristikkelembagaan atau pejabat yang membentuk, tetapi tetap dengan 

ketentuan jangka waktu (prioritas) tahunan yang jelas dan terukur. Dalam 

Pasal25 ayat (2) UU No. 12 diatur bahwalo8: 

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan 
Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang- Undang 
sebagaimana mestinya. 

(2) Perencanaan sebagaimana d i i s u d  pada ayat (1) ditetapkan untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

107~bid,hlm.27-28 
lo' Ibid 



Kemudian Pasal 38 W No. 12 Tahun 201 1, mengatur bahwa dalam 

penyusunan rancangan PP, pemrakarsa membentuk panitia antar kementrian 

dad  atau lembaga pemerintah non kementrian. Kemudian setelah panitia 

antar kementrian danl atau lembaga pemerintah non kementrian menyusun 

rancangan PP, panitia antar kementrian dad atau lembaga pemerintah non 

kementrian mengajukan rancangan PP Kepada Menteri Hukum dan HAM 

untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

rancangan PP. Selanjutnya rancangan PP yang telah dilakukan 

pengharmonisasian disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada 

Menteri Hukum dan HAM guna mendapat persetujuan.lOg 

d. Peraturan Presiden 

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 20 1 1 maka disebutkan bahwa 

suatu Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan 

perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam 

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Maka yang berwenang 

membentuk dan menetapakan Peraturan Presiden adalah Presiden. 

Perencanaan penyusunan Perpres dilakukan dalam suatu program 

penyusunan Perpres. Adapun ketentuan menganai perencanaan penyusunan 

Perpres mengikuti (mutadis mutandis) perencanaan penyusunan PP 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal24 samapai Pasal29 W No. 12 Tahun 



201 1 .' lo Penpunan Perpres sepenuhnya kewenangan Presiden, karena itu 

W No. 12 Tahun 20 1 1 tidak mengatur secara lebih rinci. Adapun tata cara 

penyusunau PP berlaku dis mutandis terhadap penyusunan ~erpres." ' 
e. Peraturan lainnya, seperti peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, maka peraturan tersebut dibentuk 

atau ditetapkan oleh masing-masing lembaga yang mengeluarkan peratwan 

tersebut. Misalnya Peraturan Menteri, yang dinyatakan dalam penjelesan 

Pasal 8 ayat (1) maka yang dirnaksud dengan "Peraturan Menteri" adalah 

peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam 

rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan, maka 

peraturan menteri tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri, kemudia 

seperti peraturan yang ditetapkan oleh MA, KY, BPK, BI maka yang 

membentuk adalah masing-masing lembaga tersebut. Maka selain dalam 

W No. 12 Tahun 201 1, ketentuan pembentukan peraturan perundang- 

undangan di pusat juga terdapat pada peraturan yang dibentuk oleh lembaga 

masing-masing, misalnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 



Kreatif No PM.011 HK.2011 MPEW2013 tentang Tata Cara Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M-01.HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan 

Penyebarluasasn Peraturan Perundang-undangan. Kelebihan lain dari 

perencanaan pernbentukan peraturan perundang-undangan sebagaiamna 

terdapat dalam Pasal42 UU No. 12 Tahun 20 1 1 adalah ketentuan mengenai 

perencanam penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12 Tahun 201 1, 

menyatakan bahwa perahan yang ditetapkan MPR, DPR, DPD, MK, KY, 

BI, mnteri lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU 

atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD provinsi, gubernur, DPRD 

kabupatenlkota, kepala desa atau nama lain yang setingkatt112 Pada Pasal97 

disebutkan bahwa teknik penyusunan dad atau bentuk yang diatur dalam 

UU No. 12 Tahun 20 1 1 berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik 

penyusunan dad atau bentuk keputusan Presiden, kepuutusan Pimpinan 

MPR, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan 

ketuan MA, keputusan ketua MK, keputusan ketua KY, keputusan ketuan 

BPK, keputusan gubernur BI, keputusan menteri, keputusan kepala badan, 

keputusan kepala lembaga, atau keputusan ketua komisi yang setingkat, 

keputusan pimpinan DPRD provinsi, keputusan gubernur, keputusan 



pimpinan DPRD kabupatenl kota, keputusan bupatil walikota, keputusan 

kepala desa atau yang setingkat.' l3 

Dalam hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Ketetapan MPR termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada 

UU No. 12 Tahun 201 1, namun Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan 

MPR merupakan Staatsgrundgesetz atau Aturan Dasar N e g d  Aturan Pokok 

Negasa, yang mana apabila menempatkannya dalam Peraturan Perundang- 

undangan adalah terlalu rendah.ll4 Dalam Pasal 3 ayat (I) UUD 1945 

menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang- 

Undang Dasar. Kemudian dalam Pasal 3 ayat 2 TAP MPR No.1111 MPRl2000 

disebutkan bahwa, Ketetapan Majelis Permusyawamtan Rakyat Republik 

Indonesia atau TAP MPR merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang- sidang 

Majelis Permusyawamtan Rakyat, yang mana TAP MPR adalah bersifat 

penetapan atau keputusan (beschikking), yang dibentuk oleh MPR. 

Pembentukan peratwan perundang-undangan di daerah selain berdasarkan 

pada peraturan UU No.12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, juga terdapat peraturan yang lain yaitu UU No. 32 Tahun 

20 1 1 tentang Pemerintahan Daerah clan peraturan yang lebih khusus, yaitu 

' I 3  Ibid,hlm.55. 
' l4 Maria Farida Indrati Soeprapto,. . . Op, cit,hlm.76. 



Peratwan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 53 Tahun 201 1 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam UU No. 12 Tahun 201 1, maka 

yang termasuk peraturan perundang-undangan di daerah adalah Peratwan 

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. 

Peraturan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, maka Pemerintah 

Daerah berhak menerapkan peraturan daerah, kemudian menurut Pasal 42 ayat 

1 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas 

dan wewenang: membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk 

mendapat persetujuan bersama. Dimana dalam ha1 ini yang berwenang 

membentuk Perda adalah DPRD dan Kepala Daerah. Kemudian menurut Pasal 

1 angka 7 UU No. 12 Tahun 201 1 maka yang disebut dengan Peraturan Daerah 

Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubemur. 

Kernudian menurut Pasal 1 angka 8 dalarn undang-undang yang sarna dijelakan 

bahwa Peraturan Daerah KabupatenKota adalah Peraturan Perundang- 

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

KabupatenKota dengan persetujuan bersama BupatilWalikota. Secara 

prosedural, proses pembentukan Raperda itu sendiri dapat diuraikan sebagai 

berikut. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda pada dasarnya 

dimulai dari perencanaan, pembahasan, tekhnik penyusunan, perumusan, 

pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam 



mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peratruan daerah 

menjadi peraturan daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang- 

undnagan. Perencanaan sebagai tahap awal dari keseluruhan proses 

pembentukan Perda, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 20 1 1 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikembangkan melalui Program 

Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai instrument perncanaan program 

pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan 

sistematis. Prolegda merupakan mekanisme untuk perencanaan yang sistematik 

program peraturan perundang-undangan di daerah. Di samping itu, peraturan 

daerah akan lebih operasional, jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat 

pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135-147 UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil 

penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukurn yang hendak 

diaturnya serta diawali dengan pembentukan Naskah Akademis terlebih 

dahulu. ' l5 

Dalam UU No. 12 Tahun 201 1, pembentukan Perda dan teknik 

penyusunannya diatur seperti pada Lampiran I mengenai Bentuk clan Tata Cara 

Pengisian Prolegda, Lampiran I1 mengenai Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Peraturan Daerah, dan Lampiran I11 mengenai bentuk Produk 

Daerah. Di dalam UU No. 12 Tahun 201 1 perencanaan penyusunan Perda 

115 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dun Retribusi Daerah, Sinar Grafika, 2012, 
Jakarta,hlm.239. 



dalam Prolegda, baik Prolegda provinsi maupun Prolegda kabupatenl kota 

diatur secara utuh sebagaimana Prolegnas. Hal penting mengingat bahwa 

Prolegda dan pembentukan Perda berada dalam satu kesatuan atau teritegrasi 

dalam sistem hukum nasional.l16 Dalam Pasal 34 UU No. 12 Tahun 2011 

dinyatakan bahwa: 

(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Provinsi. 

(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan 
skala prioritas pernbentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. 

(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun 
sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. 

Kemudian Pasal38 dinyatakan bahwa: 

(1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri 
atas: 
a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. 

(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: 
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana 

dam; 
b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dm 
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh 
alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang 
legislasi dan biro hukum. 

Penyusunan Raperda provinsi secara umum tidak jauh berbeda dengan 

tata cara penyusunan RUU. Penyusunan Raperda provinsi berasal dari DPRD 

provinsi atau gubernur berdasarkan daftar prioritas tahunan Program Legislasi 

16~hmad Yani . . . Op, cit, hlm.29. 



daerah provinsi. Raperda provinsi tersebut harus disertai penjelasan, keterangan 

dan 1 atau Naskah Akademik. Namun terkait dengan Raperda provinsi 

a APBD provinsi; 
b. Pembuatan Perda provinsi; atau 
c. Perubahan Perda provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, 

maka cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan 
materi muatan yang diatur. 

Penyusunan Naskah Akademik Raperda provinsi hams dilakukan sesuai 

teknik penyusunan yang tercantum dalam lampiran I W No. 12 Tahun 20 1 1, 

sehingga didapatkan suatu formula naskah akademik Raperda provinsi yang 

ma, baik dari sisi sistematika telcnis penyusunannya maupun kedalaman 

substansi yang akan diatur. Tata cara penyusunan Perda provinsi ini diatur 

dalarn Pasal 56 samapi dengan Pasal 62 W No. 12 Tahun 201 1. Dalam hal 

pembahasan R W ,  pembahasan Raperda provinsi dilakukan oleh DPRD 

provinsi bersama gubernur melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan 

dalam rapat kornisil panitial badanl Badan Legislasi DPRD provinsi dan rapat 

paripurna. Raperda yang berasal dari DPRD atau gubernur dibahas oleh DPRD 

dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Tata cam pembahasan 

Raperda Provinsi sebagaimana dijelaskan di atas, sesuai dengan ketentuan yang 



termaktub dalam Pasal75 dan Pasal76 UU No. 12. Tahun 20 1 1. l8 Penetapan 

Raperda Provinsi diatur dalam Pasal 78 dan 79 UU No. 12 Tahun 201 1, yaitu 

pada Pasal78 berbunyi : 

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh 
DPRD Provinsi dan Gubemur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi 
kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. 

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama 

Kemudian pada Pasal79 berbunyi : 

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan 
Gubemur. 

(2) Dalam ha1 Rancangan Peratwan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut 
disetujui bersatna, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah 
menjadi Peratwan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan. 

(3) Dalam ha1 sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah 
ini dinyatakan sah. 

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelwn 
pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah. 

Mengenai penyebarluasan Prolegda Perda provinsi maupun kabupatenl 

kota, diatur dalarn Pasal93, dimana penyebarluasan bukan hanya kewenangan 

pemerintah daerah semata, melainkan penyebarluasan dilakukan secara bersama 

oleh DPRD Provinsi atau kabupaten kota dan gubernur atau bupatil walikota. 

Kemudian pada ketentutan Pasal 94 UU No. 12 Tahun 2011, diatur bahwa 



penyebarluasan Perda provinsi atau kabupated kota yang telah diundangkan 

dalam Lembaran Daerah dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD provinsi 

atau kabupated kota dan gubernur atau bupatil walikota. 

Kemudian mengenai perencanaan penyusunan Perda kabupated kota 

dilakukan dalam Prolegda kabupated kota. Prolegda kabupated kota dapat 

memuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran clan 

penggabungan desa atau nama lainnya. Adapun ketentuan menganai 

perencanaan penyusunan prolegda Kabupated Kota sebagaimana dimaksud di 

atas dilakukan mengikuti (mutatis mutandis) perencanaan Prolegda provinsi 

sesuai ketentuan yang termaktub dalam Pasal 38 UU PPP sebagaimana 

dijelaskan di atas. Tata cara penyusunan Perda provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 UU PPP berlaku secara mutatis 

mutandis terhadap penyusunan Perda kabupated kota. Tata cara pembahasan 

Raperda Provinsi juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan 

Raperda kabupated kota. Penetapan rancangan Raperda kabupatenl kota ini 

sesu. yang termaktub dalam Pasal78 dan Pasal79 UU No. 12 Tahun 20 1 1 yang 

berlaku mutatis mutandis terhadap penetapan Perda kabupated kota. ' lg 
Kemudian dalam UU No. 12 Tahun 20 1 1, pada penjelasan Pasal7 ayat (1) 

huruf f clan g disebutkan adanya Qanun yang berlaku di Aceh, Peraturan Daerah 

Khusu (Ferdasus) dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Lalu dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g, kembali dijelaskan bahwa 



termasuk dalam Peraturan Daerah KabupatedKota adalah Qanun yang berlaku 

di KabupatedKota di Provinsi Aceh. Dalam ha1 Qanun, maka pembentukannya 

sama seperti Perda Provinsi maupun Perda Kabupatenl Kota begitu juga dengan 

Perdasus dan Perdasi, dimana terdapat dalam lempiran I1 tentang Teknik 

Penpunan Peraturan Perundang-undangan. Qanun di atur secara khusus 

menggunakan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pembentukan Qanun. Kemudian mengenai Perdasus dan Perdasi di Papua diatur 

secara khusus dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua, yang mana telah dilakukan perubahan sebgaiamana kemudian 

diatur dengan Perpu No. 1 Tahun 2008. Pada Pasal 29 sampai dengan 32 UU 

No. 21 Tahun 2001 tersebut datur mengenai Perdasus. Mengenai 

pembentukannya antara lain terdapat dalam Pasal29, yaitu : 

(1) Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan 
pertimbangan dan persetujuan MRP. 

(2) Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur. 
(3) Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi. 
(4) Tata cara pembuatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Adapun dalam UU No. 32 Tahun 2004, jenis peraturan perundang- 

undangan terdiri dari Perda, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa. Dalam hal pembentukan dan pelaksanaan Perda dan 

Peraturan Kepala Daerah, maka ketentuan yang mengaturnya secara khusus 



adalah pada UU No. 32 Tahun 2004 yang diatur pada Pasal 136 sampai dengan 

Pasal149. Pada Pasal136 ditentdcan bahwa : 

1. Perda ditetapkan oleh kepafa daerah setelah mendapat persetujuan b e r m a  
DI31W. 

2. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ 
kubupa~mkob dan tugas pembantuan. 

3. Per& sci-rasaim-ana dimaksud pada ayat ( i ) mcrupakan penj abaran lcbi h 
lanjut dari perduran penmdang-~mdangan yang lcbih tinggi dengan 
rnernperhatikan ciri Bas masing-n~acing &&. 

4. Pcrda scbeg&waa &r;.l&ud p-&A ~ y z t  ((1) di',=aEg ~ ~ & ~ 1 + ; 3 ; 1 g ~ ~  &aga~ 
kepe~1ingt.n mum ddatau peraturn pemndangundangt~~l yang lebih 
tinzgi 

5. Pa& sebagairuana dimakflld pa& ayat (I), beriaku setelah diundangkan 
dalarn lembaran daerah. 

Kerndim terkait dengan Peraturan Desa, pada Pasd 209 UU No. 32 

'i'ahun 2 0 4  disebukan bahwa Badan Permusyawamtan Desa k h g s i  

menetapkan peraturan desa bersma kepala desa, menampung dan mcnydurkan 

aspirasi. Kemudian Pasal 211 ayat (1) menyebutkan bahwa di desa clapat 

dengan berpedoman pada peraturan pemdangundmgm, dan Pad 21% ayai 

(5), menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dcsa sebagainiana dimaksud 

p3da ayat (2 )  ditakukan oleh ktyala cksa yang ciitu3ngk.m dalam pcraturan desa 

tentang anggaran pendapatan dan belanja deal2' 

----- ---....- 

Dalm tit! 790-12 'fallfm 201 1 Peraman Desa ataupm Peraturan Kepala Desa tidalr tennesuk 
:&Irn jenk k r i  hkrz~k! zcratjxdn peno&z~--aaaqm ddk~nnahn ketentuan mengcnai Perdes 
tembut hnya ada di UU &. 10 Tahm 2004 yang mana UU. 32 Tahun 2004 masih mengaturnya pula 
karena dasar hukum pembenhdm pmattmn pemndang-undangtn dalam IAJ No. 32 Tahun 2004 

"ij i u o , ~ ~  'l'dlW zt%4. 



Kemudian daiam Permendagri No. 53 Tahun 20 1 1, maka produk hukurn 

yang bersifat pengaturan yaitu, Yerda yang terdiri dari Perda Provinsi maupun 

P d a  kahupaten/ kota, peraturan gubcrnur clan geratrrran hupati/ walikota 

yeratwan bersama gubernur dan peratwan bersama bupatil wdikota (PB KDH). 

Mmgenai pembentukan Perda, Perkada dan PB KL)H diatur dalam BAB N 

tenwng Penyuslrnm Froduk Huktmr Hcrsifat Fengaturan yait~r Fasd i 5 sampai 

dcngan 42 mmgdtur tentang penyusunan Perda, Pasal 42 sampai dengan Pasal 

45 inengdtur tentang penpunan PB KDH. Kemudian BA3 VI tentang 

pengesahm, Penomoran, Yeng~ndangan, dart Anlcntrrfikasi diatur pada Pasal 

49 dm Pasal 55, selanjutnya Bt28 V11 tentang Evaluasi dan Klarifikasi Perda 

y a k  pada Pasal 61 sampai dengan l'asal 61 sampai Pasal 85, adapun 

penyebarhiasan Perda terdapat ddam RM3 V i i l  tcntang Penyebariuaszn jraits 

p d a  pasal86 sampai 89, dan Bdsipasi Masyarakat dalam pembentukan Perda 

yang diatur dalam BAR fX cnlang P i s ipas i  Masyarakat yaitu pada Pasal 90, 

dan Pasa! 9.3 ayat ( I )  dan (21 menyataknn bahwa pcmkntukan Peida 

tncngikutsertakan perancslng pentman perundang-undangan dan 

mengikutscrtakan penciiti dan tenaga ahli. Mengenai pembentukan Perda dalam 

Permendagri ini juga tidak terlepas dari T JlJ No. i 2 i'ahun 2 ~ l l  yang mcnjadi 

iandasan hukum pembentukan peratwan perundang-undangan sepcrti yang 

tertuang d a m  Pasal95 Permendagri No. 53 'Tahun 201 1 ini. 



Berkaitan dengan pengundangan peraturan di pusta maupun di daerah, 

diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 UU No. 12 Tahun 20 1 1 ,  dan 

dalarn ha1 prtrtisipasi masyardcat diatur dalam Pasd 96 Uli  No. 12 'E ahun 20i 1. 

Kemudian dalam ketentuan lain &lam UU No. 12 Tahun 2011 yang terkait 

dengan permlcang dan tenaga Ali  &lam pembentukan peraturan perundang- 

(I) Setiap tahapa' Pembentukan Peratwan Perundangundangan 
*31ei-,g*~L~T,&Aii FLca&wg FGz&i-;&fi ~ G m l ~ & i g - ~ & g ~ l .  

(2) Ketcntuan mengenai keikutscxtaan dan pembinaan Perancang Peraturan 
Perundang-unhgan sebagaimana dimaksud pada a p t  (1)  diatur dengan 
Peraturn Pemtrintah. 

Kemudian pada Pasal 955, disebutkan bahwa selain Yemcang Peraturan 

Pmdang-undangan sebagaimma dimaksud dalam Pasal 98 ayat (I) ,  tahapan 

Dacrah KabupatenKota rnengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. 

B.4. Asas-asas dan Landasan Pembentakant Peraantmfp Pembang- 

undangan yang Baik 

Menurut Van den Vlies, perumusan tentang asas pembcrrtukan peratmu 

prundang-undaugan yang baik (algemene begineselen van behoorlijke 

regeigming), dapat dibagi mcnjadi dua bagian, yaitu mas formal vbrrneic! 

beginselm) dan asas materiil (materiele beginselen). Asas formal meliputi: 



a. Het beginselen van duidelijke doelstelling (asas tujuan yang jelas), asas ini 

terdiri dari tiga tingkat, yaitu kerangka kebijakan umum bagi paaturan 

yang akan dibuat, tujuan tertentu &ri pmturan yang akan dibuat, dan 

tujuan dari pelbagai bagian dalam peraturan. Menurut A.Hamid S. 

Attarnimi, asas tujuan yang jelas, akan dapat diterima oleh semua sistem 

pemerintahan, termasuk sistcm pemainlaban Negara Indonesia yang 

b c r k  pada UUD 1945. Mengingat asas ini akan mengukur sampai 

seberapa jauh suatu per3turan p e r u n g - a n  diperlukan untuk 

dikntuk.'" Van der Viics, menyatakan hahwa dengan tujlm yang jclas, 

a h  &pat dicapai: 

"...pembuat undang-undang pertama-tama perlu memberikan uraian 
yang cukup mengenai keadm-keadaan nyata yang ingin diatasi 
oleh suatu pemturan. Seianj~rtnya, @I? &kem~~kaicm pcirbdia-n- 
perubahan apa yang melalui peraturan itu dikehendaki terjadi atas 
situasi nvata ymg ada serta b u s  ctiufaikan bagailnaua kctentuan- 
+ , j i  Pcr5b&illiP 
p t m m  tayebut. Dalam &an ihi &muat ikhtisar mcngenai 
kebaik? k & ~ y & ~ ~ .  > r f ~ e &  3-221 !>chw2 A- w g ~ J - : & p  ----,,* ~52rc4$*r9~v 

mengerm s i m i  yang -&a ymg ingin ciiuoahya" '" 

&Iam tekhnis prnbentukan pamndang-undangan, penggambaran tujuan 

yang jelas dari pembentukan peratman perundang-undangan, dicantumkan 

pefijdesan. Tujuan ini memberikan petunjuk bagi setiap orang yang 

tersangkut dalam pelaksmm suatu undang-undang, agar dapat 



mengetahui secara jauh lebih mudah tentang maksud membuat undang- 

undang. IIal ini penting, khususnya bilamana terdapat cacat di dalam 

p e r a m  yang bcrsangkatan. 123 

b. Asas Organl Lembaga yang Tepat (beginsel van het juiste orgaan). Asas 

ini menghendaki, agar suatu organ dapat memberi penjelasan, bahwa 

pcmbualan s~laiu peraturan tedentu memane hcrada dalam 

kewenangannya. Hal ini sekaljgus pula memberi alasan bagi organ 

pernbuat undang-undang untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada 

orang lain. r)alam Indonesia, kewenangan pcmbentuk.an undq-1-mdang 

berada di tangan Dewan Perwakilan Rayat bersama presiden, dan untuk 

ma&-materi tertentu juga mclibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Untuk 

melaksanakan undang-undang sebagajmana mcstjnya; presidm dapat 

mmbentuk perahran pemcrintah. Ddam hal kepentingan memaksa, 

presiden juga dapat membentuk peraturan pemerintah pengganti undang- 

undang ( ~ e r p u  j . 12'' 

c. Asas Perlunya Pengaturan (het noodiakelijkheidsbeginse). Asas ini 

tumbuh karma selalu terdapat alternatif-alternatif lain untuk 

menyelesaikan suatu masaiah pcmerintzhan. Prinisp dcregulasi yang 

tengah dikembangkan di Belanda, dan prinsip penyederhanaan serta 

kchematau (soberheid), dalam pembentukan peraturan perundang- 

Zbid hlm. 139. 
&id. hlm 140-141. 



undangan, menunjukkan kcmugkinan adanya alternatzlain dalam bidang 

pengaturan. Asas perlunya pengaturan juga merupakan salah satu ha1 yang 

hams dij a wab llntuk mcrencanakan pembentukan undang-zmdang. 

Perencanaan suatu undang-undang, lazirnnya didahului dengan menyusun 

naskah akademik. Mempersiapkan naskah akademik merupakan salah satu 

langkah pentine dalm proses legislasi, karena naskah ~.iiradm_nik bcqx.ran 

sebagai "quality control" yang sangat mencntukan kualitas suatu produk 

hukum. Naskah akademik memuat seluruh inforrnasi yang diperlukan 

untuk mcngetahui landasan pctnbuatu srratu pcraturan penmhg-  

undangan b a q  termasuk tujuan dan i ~ i n ~ a ' ~ ~  Menurut Pasal 1 angka 11 

UU No 12 Tahun 201 1 Naskab. Akademik adalah naskah basil penelitian 

atau pengbjian h u b  dan pcneEtian l h y a  tcrbadap r a t u  

masalah teitentu yang dapat diperkinggungjawabkan secara ilmiah 

mcngenai pcngdturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- 

Undang, Rancangan Perahlran Daerah Provinsi, ata.11 Fimc~igan Peraturan 

herah KabupatedKota sebagai solusi terhadap permasalahan dan 

kebutuhan hukum masyaralcat. NA ini diperlukan agar setiap peraturan 

penlnciang-undangm, dalam hd ini termanik Pmda y m g  &w. dikell~rkan 

+at memenuhi syarat filowfis, yuridis dm s o s i o ~ o ~ i s . ~ ~ ~  Tujuan Naskah 

- 4kaded  adalah untuk rnemperolch pandangan yang komprehensif atas 
- - . - - - . . - - - -. . - . -- - - - 

Ibid, hlm. 142-143. 
326 Moh., EviW MD, Konstitusi dun Iiukum &lam Konhoversi, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, 

h!m. 3 13-3 14.. 



RUU atau Raperda yang akan disusun. Naskah Akademik biasanya dibuat 

pada tahapan di legislative atau sebelum pengajuan RUU atau Raperda. 

Seidman dm kawan-kawan memperkenalkan cam mcngidm-tjfiicasi dan 

memecahkan n~asalah hukum yang terkait dengan penyusunan produk 

legislasi, s e p d  KUU atau Raperda, yang dirangkum dalam apa yang 

disehut dcngsn ROCCPI (Rules, (&por6unzly.), i.'upucity, C'ommunicntion, 

Interest, Process, Ideology). ROCCPI ini merupakan identifikasi tentang 

tujuh f&tor yang kcrapkali menimbulkan masalah berkaitan dengan 

berlahinya suatu pcraturan penmdxng-~~ndangm. K ~ I  juh talctor tmsebut 

dibagi menjadi dua kelompok, yakni f i o r  objektif. Termasuk dalam 

t'akor subjektif adalah Interest dan Ideologv, Interest terkait dengan 

pandangm tenttang mapfaat hag p 3 a . h  perm (pemhuat U l J /  B d a  

nlaupun yang terkena); scdangkan ideology terkait dengan masalah yang 

lebih luas dupannya yakni nilai, sikap, selera bahkan mitos-mitos dan 

as~~msi-asumsi tentang h i a j  agarna, kcpercayaan, p l j  tik, sosial , 

ekomrni.'" Sedan* yang termasuk indikator danl atau objektif adalah 

Rules, Opportunity, Capacity, Comunication, dan Process. Rules adalah 

faktor bahvr'a orang berperilaku tidal= hafiya dalafnu satu peratwan, teapi 

dalm kerangka peraturan pemdang-undangan yang scring kali saling 

tcrkait. Oleh sebab itu, perbuatannyi harm selalu mengingat peratwan 



perundang-undangan lain yang mungkin ada kaitannya baik vertical 

maupun horizontal. Pembuat perundang-undangan harus paharn apa yang 

telah diatur oleh peraturan pm~ndang-undangan lain baik sccara vertical 

maupun secara horizontal. Kalau ini diabaikan maka bisa timbul 

pcnolakan bahkan digugat sacara hukurn untuk dibatalkan melalui judicial 

review. Oplnortunity dadaiah faktor lingk~ mgan (ck sternaij dari pihak-pihaic 

yang akan dituju yang juga harm diketahui secara jelas sehingga 

mmungkhkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan 

peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Faktor ini mcnuntnt 

pen~bentuk peratwan perundang-undangm memahami tentang konfigurasi 

dan keadaan riil q a r a k a t  yang akan dikenakan peraturan yang aka- 

dibuat sehab htritum yang talc brrpijdc pada reditas sosial tak akm dapat 

bekerja secara efektif.12* Capacity addah faktor yang terkait dengan ciri- 

ciri pelaku (internal) yang mungkin punya rnasalah yang mugkin punya 

znasalah yang bisa rnendorong mereka abu mcny d i k  mercka ataii ildak 

memungkinkan mercka untuk menaati peratuan perundang- 

undangan.Communica~ion adalah faktor paan pihak yang berwenang atau 

apmt dalam mengarnhil lan~kab4m~kah; ap&ah sudah rnmadai atau 

beium, uneuk mengomunikasikan peratwan perundang-undangan kepada 

pihak yang dituju. Pihak yang dituju untuk krlakunya peraturan 

perudmg-tmdangan itu harus mcndapat infomasi yang jclas juga, btikan 

Ibid. h 3  16. 



hanya kita yang harus mendapat int'ormasi tentang mereka, tetapi juga 

mereka harus mendapat inforrnasi dari kita tentang peraturan perundang- 

undanzan yang akan dibuat. Oleh sebab itu, komunikasi dan publikasj 

melalui media massa menjadi sangat penting. Process adalah prosedur 

bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau tidak 

akan mcmatuhi tefhadap peraturan pemdang-undangan. Dari faktor ini 

terkandung juga keharusan agar pembentukan peraturan perundang- 

undangan d i h t u k  melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku untuk 

itu yang jika tidak diphatikan produknya dapat tetkena pengujjan 

yudisial (judicial review) secara f0rma1.l~~ 

d. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid). Tentang asas, 

orang melihatnya sebagai bentuk usaha untuk m e n e g h  peratmm 

pemdang-undangan bersanghtan. Ti& ada gunanya suatu peraturan 

perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan. Selain pemerintah, 

masy mkat j uga bcrhak ad a jaminan (grmrarztie) &an tercspainy a hasii 

atau &bat yang ditimbulkan dari suatu p e r a m  perundang-undangan. 

Mercka tentu kecewa jikalau temyata peraturan tersebut ti& dapat 

ditegakkan dengm sebaimana me~ t i i n~a . ?~~  

e. Asas konsensus (het beginsel van consensus). Menurut A. Hamid 

Attamimi, di lndonesia asas konsensus dapat diwujudkan dengan: 



" ... pcrencanaan yang baik, jelas, serta terbuka, diketahui rakyat mengenai 
&&ai-i.O& ydig d&in~ou~k~ l  sr;L1, i&a L & 3 h g  b-i ~juan-~ juan  
yang hendak dicapainya. IIal itu dapat juga dilakukan dengan 
menyebarkan rancangan peraturan perundtang-umdangm tersebut k@a 
masyarakst sebelum pmbmtukan. Tcnni saja serain 1n.1, qabila pralt~rnfi 
penmdang-undmgan itu yang dimaksud adalah undang-undang, 
pcmbahaatlnya di DPR @at saja difalrukan dengan mengikutscrtakan 
a=T . dymka:  .-. - sebalyak mG@~ rr;z!ahi Icmbzga dcugatr pzndapat yang 
sudah lama kita n13iki.'~' 

Seiain asas formal, maka dijelaskan pula tentang asas-asas yang basifat 

a. Asas terminologi dan sistematika yang jelas (het beginsel van duidelijke 

teminokogi en duidelyire syslarntieit). Van dcr Vlies membmi 

pertimbangan pentingnya asas ini adalah bahwa agar supaya peraturan 

perundangundangan dapat dimengerti masyarakat clan rakyat, baik 

mengenai kata-katanya mcngcnai strukmr atau siaunannya. Sedangkm 

menurut A. Hamid S. Atamimi, asas hi dapat digolongkan ke dalam asas- 

asas teknik prundang-undangan, meskipun sebagai suatu asas orang 

berpendapat seolah-olah sudah harus herlaku dengan scmestinya. 

krangkat dari asas terminologi dan sisternatika yang benar memberi 

pengertian bahwa menempatkan pilihan ierhadap pembentukan peratman 

perundang-unclmgan, merupakan had utama. yang mesti diperbatika.n. 

Menurut Bagir Manan, makin meningkatnya urgensi peranan peraturan 

perundang-undangan yang tidak jelas struktur dan sistematikanya 

13' Ibid. hlm.146-147. 



memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi formal 

maupun materi muatannya. 'j2 

b. Asas dapat dikenali (het heginsel van de kenbaarheid), aiasan pentinpya 

asas ini ialah, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali 

clan diketahui oleh setiap orang, kbih-lebi oleh yang berkepentingan, 

maka ia &an kehilangan tujuannya sebagai peraman. A.Hamid. S. 

Attamhi, setuju dengan asas ini, terlebih-lebih apabila peraturan 

perundang-undangan tasebut membebani masyarakatdan rakyat dengan 

pelbagai kewajiban. Asaq yang menyatakan, bahwa setiap o m g  di;meeag 

mengctahui peraturan perundang-undangan perlu diirnbangi dengan asas 

dapat dikena~i.'~' 

c. Asas Peiakuan yang sama &dam h u k ~ m  (equality before the Em/ her 

rechts gelijkheidsbeginsel). Asas kesamaan hukum menjadi dasar dari 

semua peraturan perundang-undangan. Sesuatu yang dianggap penting 

oleh keseluruhnn pibak yang lerkait, hams sedapat mungkin diatr~r 

bcrsatnzt-sama dcngan para pihak yang bersangkutan, melalui wakil- 

wakilnya, dart diatur sejauh materinya memungkinkan untuk itu dengan 

cara yang sama bag para pihak tersebut. Peraalran tidak boleh ditrljukan 

kcpada suatu kelompok tertentu yang dipilih semaunya, di dalam suatu 

peraturan tidak boleh ada pernkdaan semaunya, efek suatu peraturan 



tidak boleh mcnimbulkan ketidaksamaan (diskriminasi), dan dalarn 

hubungan antara suatu peraturan dan peraturan lainnya tidak boleh 

ketidaksmaan (kontradiksi). lialarn mcngemuicakan asas ini, para ahli 

mengemukakan ti&& boleh adanya peraturan perundang-undangan yang 

ditujukan hanya kepada sekelompok orang tertentu, karena ha1 ini akan 

mengakihatkan adanya ketidaksamaan cian kesewcnang-wcnangan di 

depan h~kurn.'~~ 

d. Asas kepastian hukum (her rechtszekerheidsbegimer), asas kepastian 

hukum menghendaki: 

"....agar harapan (eksepektasi) yang wajar hendaknya dihormati, . . - 1  h"lG-Giiya uli 'wiLu-b U . v V ; b  T*iiitc,.d'm irniiS uhTd rlGml a 

yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan 
yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh dikrlaktrkan wmt tanpa 
dasan yang mmdeszk. Asas ini m~dz-muia dibcri Earn.% iain, yaht  zsas 
harapan yang ada dasamya hamslab djpenuhi (he1 beginsel & 
gerechlvumdigde ~wwuchfirrffen gehonoreerd moeten worden), yrrng 
mrr:p&ac i;c~~gkfi-mwm asx zzwn tcntang kcpastian hukutll," 

Dalarn prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baa, prinsip 

kepastian hukum, juga menjadi dasw dalam pembuatan kebijakan publik 

yang &hat cia?? dilaksanakan. Karcnanya; setiq kehijakan publik dm 

peraturan perundang-undangan hams seialu dimmuskan, ditetapkm dan 

dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan 

Ibid. hlm. 150. 



diketahui oleh masyarakat mum, serta terdapat ruang untuk 

mengevaluasinya. "* 
e. Asas pclaksanaan h h ~ m  sesnai dengan keadaan individual (het beginsel 

van individuele rechtsbedeling). Asas ini bermaksud penyelesaian yang 

khusus bagi hal-hal, atau keadaan-keadaan tertentu sehingga dengan 

demikim pmturan perundang-undangan &pat juga rnernberikan jalan 

keIuar selain bagi masalah-samalah mum, juga bagi masalah-masalah 

yang krsiiat khusus. Menurut A.13amid S.Attamimi, meskipun asas ini 

memherikan kcdaan yang baik dalm mmghadapi maqalah dan p 5 s t . i ~  

individaal, namun demikian asas ini dapat menghilangkan asas kepastian 

di satu pihak dan asas persamaan di pihak Iain, apabila tidak dilakukan 

dengm pnuh kesinamb~mgm. Oleh karenanya, sehaiknya asas ini 

ditetslMcan pada pihak-pihak yang melaksanakd menegakkan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan itu ~end i r i . ' ~~  

Asss-asas urnurn pemerintahan yang baik (AAIJPS) dalam pench~s~rtan 

pustaka temyata merupakan akar dari asas-asas umum pcmbentukan peraturan 

pemdang-undangan.'j7 Asas-asas urnurn pemerintahan yang baik ini terdiri 

'jaril". 

13' Ibid, him. 150. 
"6 .!bid, hlm. 150-151. 
137 W.Riawan Tjandra,. . . O p . c i t , ~ . 3 0  
13' Muchsan, Pengantar Hukum Administimi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, 

hlm.75. Lihat juga Kidwan HR,. . . Up, tit? 257-2'78. 



Asas kepastian hukum (principle of legal security= rechtzsekerheid 
begiizseieiij; 
Asas keseimbangan (principle of proportionality= even radgheid 
beginselen); 
Asas kcsmaan dalarn rncngambil keputusan (principle oj' nzota'varinn== 
motivering beginseo; 
Asas bertindak cennat (principle of car&lness= 
zorgvuldigheidsbegingsel); 
h a s  motivasi untuk setiap kqutusan (principle of 
n?otivn~!:on-rnnti~~rritl,nhep'nse~~: 
Asas jangan mencapur adukkau kewenangan (principle of non misuse of 
competence); 

p~j--~~all yaLg !;-yrk (pfj;2c,ipje oJfJfair pJcy); 
Asas keadilan atau kewajaran (principle of ressonableness or prohibition 
of arbitrariness-redelijkhejds beginsel of verbod vun willekeur). 
AS= meiiiir~g~api pzng&abycm y ~ i ;  PE wiill ;C~.i?icipi'c ~ j r  i i i ~ i ~ i r ~ g  ~uistd 
expectation- begensil van o p e &  verwachtingen); 
Asw nreniadakan &ibat-&bat suatu keputusan yang batal (principle of 
G-=& ~ n g  ;he comf?quences oJt m anvr.tlik?d decr Flon-herste/heginn~e2'). 
Asas perlindu11~g-m atas panadangan hidup (cara hidup) pribadi (principle 
ofprotecting the personal wqv of l fe); 
Ass k c b i j h m . 1  (sapientiis); 
Asas penyekngg~vaan kepentingm umum (pri~tcipze ofpubZic service). 

Pendapat itu dapat d i lW dalam &an Mamid. S. Attammi yang 

"Di b i b g  hukW1 administrasi negara atau hukum tata pemerintahan, . . erag s-a, iG&i ~3eGgeiabdi&-d j-uga ~p yzig &s,.x3di 

hukum umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut (algemene 
beginselen van khoorlijk bestuus). Asas-asas ini tumbub ddam mngh 
rncncari cam-cam 11ntuk mrl&?xkm Imngsfilsar! atau k ~ ~ t r o f  ymc ses:lai 
hukum (rechr&ighej&conlroIe) terhadap tjndakan-tindakan 
panekrrtahm ... Asa-asas tersebut diaqakan akan krtambah pcnting 
qzbila dd-zm r r c c ~ ~ c ; - , ~ ~  k i i ~  k i ~ e l ~ ~ l g g m  kesejd~tcrw raky& 
diperlukan banyak p e r a m  prunhg-undmga yang m e m h h  
keleluasmn-kelel~iasam yang h m ~ r  kep& ~ p z ~ a t * ~  :wrncrin?ah MG- 
dapatlah diengerti, apabila dalarn mncari asasasas yang dapat 
cligunakan untnk mernbmikan bimbingan dan pedomm dalarn 

- , . - . - . -. , . - . . -- . - - . - - - - 
339 W.Riawan Tjandra,. . . Op, citJllm.30-3 1. 



pembentuh peraturan perundang-undangan yang patut, mengingat 
FEi~&iliUkhI eraiwan ~ ~ i i d a z l g - ~ & 1 g a  &Mi bagin daii 

penyelenggaraan pemerintahan." 

Sehuhungan dcngan kcperluan untuk mcnemuakan asas-asas 

pembentukau peraturan perundang-undangan yang baik tersebut, setelah 

membandingkan dengan berbagai pendapat mengenai asas-asas tersebut dari 

berhagai ahii di bidang penmrfane-~dangan.l''o Attamimi rncn~rn~~skan mas- 

asas pembentukan perahran perundang-undangan tersebut terdiri dari 141: 

a. Asas-asas formal, dengan perincian: 
1. Asas-asas tujuan yang jdas; 
2. Asas perlunya pengatizm; 
3. rlsas organ] lembaga yang tepat; 
4. Asas m.atmfffl mwikm yang tepat: 
5. Asas dapat dii-, dan 
6. Asas dapatnya dikcnali. . . b. hzw asas +aatesd, &aga 2cii2czm: 
1. Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma fundamental 

New-a; 
2. dcxigatk I I u h f i  I3asa.r N~gari  
3. Asas sesuai dengan prinsipprinsip Negara Berdasar Atas H u b ,  
4. Asas sesuai prinsip-prinsip Pemerintah Berdasar Sistem Konstitusi. 

Asas-asas yang diuraikm oleh Ilamid S. Attamimi tersebut sebagian 

ditampung dalam Asas-asas peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur 

dalam IJU No.12 T&lm 201 l."'"ada P a d  5 TTU No. 12 Tahun 201 J PasaT, 

dalam membentuk peratwan pemdang-undangan hams dilakukan berdasarkan 



pada asas pembentukan peratwan perundang-undangan yang baik, yang 

a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis. hierarki. dan mat& muatan: 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaim dan kehasilgunaan; 
f. kejelasa~ musac; &n 
g. keterbukaan. 

Pada penjelasannya Pasal 5 UU No 12 Tahun 201 1, diterangkan lebih 

rinci tentang asas pembentukan peraturan perundanggundanganl": 

1. Hurufa 
Ymg dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap 
Pembentukan Perdturan Pcrundaneundangan hams mcmpunyai tujuan 
y a g  jelas yang hendak dicqai. 

2. Huruf b 
Yang d!;maks~~d clengan "asas kel~mbsgaen at21.t pejabat -=rnbzntuk y???g 
repat" adalah bahwa setiap jenis Yera~uraa Perundang-undangan hants 
dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pemhtuk Peratumi Perundang- 
ai~wzi ysig kci-%\ :'GLata& ?cru>da2-3a&ga tczsG$ut hP2t 
dibatallian atau b d  demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau 
pejabat yang tidak bcrwenang. 

3. IIlir&c 
Yang dirnaksud dengan "asas kesesuaian antam jenis, hierarki, dan materi 
muatm" addah bahwa d h  Pembentukan Peratwan Perundang- 
~lnri,mzan ham. hhenar-hmx memprhatikan materi muatan yang tepat 
sesuai dengan jenis dan hierarki Peratutan Perundang-undangan. 

4. H m f d  
Yang dim&& dcngan "mas dapt  didi!aksz-&:" acLi1a.h b&wa sctiap 
P e m k n t u h  Pcraturan Perundang-undangan b u s  memperhitmgkm 
rftfIrti~i?as ?er&mn P e ~ i n d ~ ~ p ~ E m g a n  tereebrfi di da lm nlasyamkat, 
baik s & m  filosofis, sosioiogis, maupun yuridis. 

5. Huruf e 

14' PPaSal 5 Undang-Undang Pasal 12 T a b  201 1 tentang Pembenhrkan Peraturan Perundang- 
w~~ ?,;hzi:',jea Fsd 137 ck&, . I;;':&% p:G32 TAU 2004 ii;.nx&g Pemeijnaal Daef&. "%. 



Yang dimaksud dengan ''asas kedayagunaan dan kehasilgunaanff adalah . 
se &. ;iap cGraiwiill ~GrU-l~mgi&alBm &but kaeiLii mefiimlg haar 

benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

6. H t n f f  
Yang dimaksud dcngan "asas kejelasan r u m m f '  adalah bahwa setiap 
P e r a m  Pcmdang-undangau ham memenuhi pcrsyaratan telcnis 
p e i i ; E ~ w ~  ?cr&i;ur Pci-iildag-mbgary sistematika, pilihan kata ata;; 
istilah, s a t a  Wasa  h u h  yang jelas d m  mudah dimengerti ss.hingga 
tjdnk meniml?ulkm berbag~ii. mmsram interpretasi ddam pe1alrssnamn~7~. 

7. Huruf g 
Yang dim- d a g m  "asas keterbukaanyy adasah bahwa dalam 
l>e,& ,.& +&+; ~>.-.r.-,!~-;y,~= Liu&A-z . n ~ m .  wi uz&Lig,.w~~~;gdl ,;:. .-.. -. lrr& h' P* ~ - - i > s =  1 

penyusunan, pembahasan, pengesahau atau penetapan, clan pengunclangan 
bersifat transparan dan terbuka. Den- cfemikkan, selmh lapisan 
a s . , a  -- l,lclup~14~ ,.-'-- I F &  .... , , - -~-i;& 

memberikan masukan dalam Pembenthn Peraturan. 

Pada Pasal 137 Undaug-Unhg Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan 

bahwa Pcrda d i h t u k  berdasarkan pada asas pembentukan perundang- 

a. kejelasan tujuan; 
L 
v. k e i c r x i b ~ a  ahu 0ig;iS.i pzn~'~~ni& ymg 1cpat; 
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d. dapat d2ak~anakan; 
e. kecbyagunaan dan kchzsilg~nmn; 
f, kejelasan rumusan; dan 
g. k e t e r b h .  

Asas-asas pembentukan peraturan penmdang-undangan terdapat dalam 

UU No. 32 Tahun 2004 ini sama dalam asas-asas peraturan perundang- 

undangan pada UU No. 1 0  T a b  2004 Pasai 5,  ini karena davar hukum Pcrda 

UU No. 32 Tahun 2004 rneru.uk pada UU No. 10 Tahun 2004, nlaka penjelasan 

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 137 UU No. 



32 Tahun 2004 ini merujuk pada penjelasan pada Pasal 5 W No.10 'Tahu. 

2004, yaitu : 

1. Huruf a 
Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap 
Pcmbentukan Pcraturan Pewclang-undangan h a w  mempunyai tujuan yang 
jelas yang hendak dicapai. 

2. Hurufb 
Y a y  dimakstrd dengan asas ''ke!edmgtan ata~.~ orgar? p~rnkr?~?k p s g  
tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan hams 
dibuat oteh icmbagdpejabat Pembentuk Peraturan Pemdaug-undangan 
--- .- . . - .  - n,, ,,,,, L1gu9m8a ,.. tesebat j;pt ddibat&a: 
k* "-A .7wil&.sg. 1-'G: 

atau batal derni hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak 
berwenang. 

3. I I ~ i i f c  
Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" 
addab bahwa daEam Pembentukan Peratwan Penmdang-undangan harus 
har-hmar memprhaikan maten' muatan yang tepat dengm jenis 
Peratman Pmdang-undangannya, 

4. Huruf d 
Yang d imbad  dcfigan asas "&pit dilahanakm" addab bal\w~ x'iiai, 
P a b e n t d m  Peraturm P b g - m d a n g m  harus memperhitungkan 
efekifi.ti?s Pe%.tnrm ?c+!~ndanpdanga tersebut di ddam rnasya-.&atit, baik 
scam filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

5. Hurufe 
y g  & - &  . ' ..' j & '  uu&h .2J.-'I&. 

bahwa setiap Peratman Perundang-undangan dibuat karena memang benar- 
berar dibuhhkan clan bermanfaat dalarn mengatur kehidupan 
1 ~ f ~ l ~ ~ w ~ d & a i ,  -.. . - . . . . . - . '&jbagsa, t ~ ~ n q p a .  

6. Huruff 
Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" addah bah~va setiap 
Pcl~.~mm ~>el--mda3g-m&jjiga, tius rfic.B.iexj-&l g,elsyd alz.li i c ~ i s  . .. . 
penyusunan Peratwan Pemdang-undangan, sistcmatika dan pilihan kata 
atau terrminologi, serta bahasn hukumnya jelas dan mudah dimengerti, 
cehingga ~ l &  nenimhuikan herbasai m.acam inte.rprctasi cialam 
pel-ya, 

7. Hurufg 
Yang dimaksud dcxigan asas "ketcrb.&aan" addah b i w a  didam pr~scs 
Penbentukan P e m m  Perundang-undangm mulai dari perenCanaan, 
~ r s i a p m :  penyasncan, dm pernbafi~s?~. hrsif~t  tanspxm dm. -terb~.rka. 
h g d n  demikian seluruh lapisan masy~akdt mempunyai kesempatan yang 



seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan 
Fccat'iiiii P c m h g - i r r d n g i .  

Berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang merujuk pada UU No. 10 Tahun 2004, 

maka, sqerti yang telah dibahas sebeiumnya UU No. 12 Tahun 2u l  i dan u i  

No. 10 Tahun 2004 mempunyai perbedaan, dikarenakan UU No.12 M u n  

201 1 merupakan penyempurnaan dari UU No. 10 Tahun 2004, dimana dalam 

ha1 nqnq-mas pernbentujran perahran perundang-undangan dari kedua pasai 

tersebut ada ha1 yang diatur berbeda, yaitu : 

nndsngan dalan t1 U No. 10 'l'ahnn 2004 dan t J C J  No. 12 Tahun 201 1 
-- 

(&I 2004 --I UU No. 12 Tahun 201 1 ------l 
W - * T e x v l ~ a s a l S  Point b: 
Yang d~maksud dengan Yang dimaksud h g a n  asas / Kelen~bigam atau owm / Kcle~nbqam &u peiabrrt I 

Surnber: UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 l'ahun 20 1 1 ientang 
Peintventukm Paatirran Pei-iciarlg-tliidmgii.ii. 

Kemurtian terkait pasal tentang asas-asas pembenentukan peraturan 

perundang-undangan ini ada pula perbedaan yang terdapat pada pada UU No. 



12 T&un 201 1, UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 32 T&un 2004, yaitu 

tentang: 

1. Pacia Pasal 5 UU No. 1 (i Tahun 2004 menyebuikan bahwa, ''Dalam 

membentuk peraturan perundang-undangan harm berdasarkan pada asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik" 

2. Pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 201 1 mcnyebutkan bahwa: " rialam 

membentuk Perahnan ]Pcrundang-undangan harus dilakukan berdasarkan 

pada as-as Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan yang baik". 

3. Pak P a d  137 IiIJ No. 32 Tahun 2004 menyebutkan babwa, "Perda 

dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang 

meliputi" 

Menurut Rony Saillma EJotrna Bako, asas huhm terhadap pcrnbentukTln 

peraturan perundang-undangan dihagi menja~ii'~~: 

a. Undang-undang yang bersifat khusus rnengenyarnpingkan undang-undang 
yang bersifat urnum,; 

b. IJndmg-mdaqg tidak &pat berlakrr s m t .  
c. r ~ ~ ~ d ~ ~ ~ - r i n ~ ~ ~  ban1 m~r~eny~rr,pinzka~ ketegh?m r~nda~g-undang lama. 

Pumadi Purbacarakan dan Soerjono Sockartto memperkedkan enam 

asas perundang-undangan, yaitu146: 

1. Undang-undang tidak berlaku surut. 

145 Ronny Sautma Hotma Baka. Penguntar Pembenlukun Undun.~--f Jndmg Republik Indonesia, 
Citra Aditya E&, Bandlmg, 1999, !dm. 6 1. 

146 Rosjidi Ranggawidjaja,. . . @wit, hlm.47. 



2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai 
L&t~duLzn p i g  I&& h g g i  pda. 

3. Undang-udnang yang bersifat khusus menyarnpingkan undang-undang 
yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generali). 

4. Undangundang yang herlakt1 helakangan mcmbatiikan undang *mdatlg 
yang berl aku terdahulu ( L a  posteriore derogat l a  priori)- 

5. Undang-undang tidak dapat diganqgu gugat. 
5. Ui~~g-wf i laag  scbagai sarana untuk scmaksimal mungkin dapat 

mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyardat maupun 
InclividuS melalui pc=mbak~-rl1ar1 atau pe1est;irian !zsas WeEvnrs!al). 

Ddam kaitan ini Amiroeddin Syarif menetapkan adanya kima asas 

a. Asas tingkatan Hirarki 
b. Undang-undang ti& dapat diganggu gugat 
c. Uailtriig-iuidc'ig ymg krsifiit Elus-cis r"r1efiymphgkan ui~dang-~~1ci~g  

ymg bersifat umurn (Lex specialis derogat lex generalis) 
d. Undang-~mdang tidak bed& swut 
e. Undang-undang yaw h m  rncn$enyzmpingkan ~mdang-imdang y a a ~  lama 

( L a  posterior derogde l a  priori). 

Adapun, untuk berlakunya suatu undang-undang dalam art i  materiil 

dikenal beberapa ass, '" mtara lain: 

1. Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 3 
t i  t i  +Q?i Wieigtvkg (dibhgkat A.3.) yaig teijcaahanuya 
berbunyi sebagai berikut: "Undang-undang hanya mengikat untuk masa 
mendatang dm tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut." P w 3  I 
Ayat (5) Kiiab Undan~-\Jnbg Eiaktm P ~ d i l ~ ~ q  yang berb~~nyi scba&?j 
berikut "Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas d a m  kekualan sualu 
alrrrm pamdmg-mdan,gan pidana ymg mendahulukan." Artinya dari 
asas ini &ah, bd?-a-a r ; i ~ b g - ~ ~ h g  kimya blch  dipcrgmdcm tcrhdap 
peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah 

147 lbid,hlm. 47-48. 
148 Ni'matul dan. Nazriyah, . . . Op, cit, hln 12- 13 



undang-undang itu dinyatakan berlaku.'" Asas tidak berlaku surut 
(nonretroakti f). Sccara asasi, semua aturan hukum hanya berlaku keciepan 
(prospckiif). Hal ini, antara lain bertalian dengan salah satu prinsip negara 
berdasarkan atas hukum. Suatu hubungan atau peristiwa hukum hanya 
akan mempunyai akibat Sukum, berdasmka atwar: h.&s &csiGf) yang 
ada pada saat hubungan atau peristiwa hukum itu terjadi. Walaupun 
(3rniGm1, dal~m hal-ha1 thataq- rlimungk'im penerapan hukum krlaku 
surut, antara I&. 
a. Penerapan hukum secara berlaku surut akan mcmberikan madidat 

7. GT..--,-m$- .7= (meapI&q$a) sei;.(A k&z~~~cs,  pbhw =. --a 

pendapatan (kenailcan gaji yang berlaku surut) bagi mereka yang 
terkena aman hukum tersebut. Atman hukum tidak boleh berlaku 
siirrit. kaiaa &aa rrie~rirr~b&ii bebail (bi"~ ataii l210ih 'hat) bagi ymg 
terkena. 

b. Penerapan hukum secara berlaku s w t  diperlukan sebagai cara 
nerndZ&an dm rii~ne~akhdit hcaiiih-t atiiS Lscb&gai '&i.;f&ii jdig 

sangat merugikan atau melukai secara medalam m a  keadilan dan 
kemmwiam suatu l inmgan masyamkat. Inilah dasar yang 
mmmgl;ir?an Fncrapao hublm -herlake atas ~elanggaran HAM -herat 
(gross viulution of human rights) dimasa-rnasa lalu Namun, untuk 
mecegah kcsewenang-wenangan. penerapmnya harus ditentulrm 
sccars k,.-tta 5aik nlengcnai pcrbuata m m  tats c z i i  
p e l b m y a  Tanpa pem-pembatasau tersebut &pat 
n ~ n i w b n k z ~  kesex,~e~8tlg-~7~na4@~n datam p e x r a p i  ( ~ ~ U S ~ ~ L S  

pnegakan) hukum. 
c. Penerapan hukurn secara krlaku surut b y a  dapat diI&&an 

berJwlcxl pcrjnL&L Liir&pk-=d4 -a-6. - c ; , .  U ~ L L  .=.1- 1 - - & - ' - I  \iG141u .-fqlr t.-&.. --, 

penerapan hukum seacara berlaku sum. Undang-undang harus 
mcngatur mars rinci objek dan tata cara penerapan hukum bcrlaku 
suixt. 

2. Undang-undang yang dibuat okh penguasa yang lebih tinggi mempunyai 
kedudukan ymg lebih tinggi pula 

3. Ilndang-i~ndmg yme hmlfat khns~rs rnenjrmpingkm ~rndang-wdang 
yang bersifat urnum, jika pembuatnya sama (lex specialis derogate Iex 
gwra!iS). Malaud dari asas ;hi adalah bahwa terhadap peristiwa khusus 
r ,..G *. ;ib &pi-l&L;Ca lm&itg-tg+iifhg yq n;cny ,,,. -I--.+ pcristiwa itu, 

walaupun untuk peristiwa yang lebih luas atau lebih umum ymg &pat 
jl.ga rnencak~tp peristitus ~ ~ T I S K ,  tc~seb~~? 9 ~ h ~ g a i  crb?:tr?h_ klacik 
hubungan aturan hukum mum dan aturan hukum khusus &ab antara 
ketentmm dalam KWerdata (BW) dcngan (KUHDagang) (WvK). 
sa> agz2d  &isi wag5i+ial x%ari bdZka da1m b&2saL; &&tejnis, 



apa lagi praktek yang ditonjolkan mengenai hubungan lex specialis dan 
It* gdszefulis, ha ja  ierkdap k e r i l ~ g ~ l ~ l - k e n l u 1 1 W 1 a  atxiran llikurn 
yang khusus mengkesampingkan aturan hukum yang umum. Ada 
beberapa yang harus diperhatjkan dalarn asas lex specialis derogate legi 
gcneralis : 
a Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukurn umum tetap 

berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukurn tersebut. 
Mcngapa p g  d i t o ~ j o l h ~  prinsip atwan hukUtl2 umum tetap berlaku? 
Karena aturan hukum khusus merupakan pengecualian dari aturan 
hvhun Innurn. 

b. Ketentuan-ketentuan lex specialis hams sederajat dengan ketentuan- 
ketentuan lex generalis (undang-mdang dengan undang-undang). 

c. ~ ~ c ; c t l ~ ~ ~ - & & e f l t ~  jenY AFZCi&iA BzP& a2x11 jh&mgal 
hukum (regim) yang sama dengan lex generalis. 

4. Undang-mdang yang berlaku belakangan membatalkan undang-&g 
ymg bcIk&-u ter1&& (Icx pcsgcTiGf &i=ogGj6 icx p-,-ior$m >-zjg 
dimaksudkan oleh asas ini adalah, bahwa undang-undang lain ( yang lcbih 
dulu krlaku) dharaa di& &lam hal tertentu, tidak herlaku lagi jika ada 
undaug-imd4n.g hanl eang k l a k u  belakanzan) yane mcngatur pula ha1 
tertentu tersebut, akan tetapi malcna atau tujw berlainan atau berlawanan 
dengan undang-wmdang - lama tcrsebut (pencabutan un0ang-undang secaT2 
diam-dim). §epe,rti asas lex spcicrlis &rc;gatc legi gencr"aIis, asas inipun 
memuat prhsipprinsip: 
a: P,tT.!m3 )IT-$C!.IM ~ Z P J  ~ederejat atat? !ebib t.i.~zzi d ~ ~ i  %?wan Ixh-~rn. lama. 
b. Aturan hukum baru dan lama, mengatur obyek yang sama. 

Asas ini antara lain bemaksud mencegah dualisme yang dapat 
rneriiri~tuuk~ k~dJ& pdst i i  ~i&ilih. L3ewdi Lei pv~~= :~ io i .  &3'r)&iicz 

legi priori, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu pcraturan 
penud.ang-Wgm st:bemnya ti& kgitu penting. Secara hukum, 
kctentx~an lama y2ng smqa tidak akan 'bm1ak11 i@ pada smt aturan 
h&um baru mulai b e r l h  Tetapi telah menjadi kelaziman teknik 
pnmdang-undangan m c m t  ketentum pmcab~dm sebagiu' smtn bentak 
penzcgzhul kcrimcum .dm dcnG kcpastia;; %;k~m~. Adz konsek-~casi 
metzmt klmula pencabutan. lM-hal ymg tidak secara tegas 
. I k e ~ t % ~ . . r r $ ~ ~  s~h~gais1m2 tef?h dir-?b!~t dapat dieot-gap tetap br lah ,  
kauaii wars nyata bcrtentangan dcngdn ahtran h u h  baru atau 
bertentangan dengan kepentingan baru yang menjadi dasar atat: 
fibcilxkwl o ~ c ~ l  z e ~ a  &d;~-; bZc. $cGG<,i& k& LcLci-irab!iL;:%a i&g 
memberlakukan ketentuan-keientm yang tidak cukup diatur Marn aturan 
hukum baru tetapi didapati dalam aturan hukum lama. 



5. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat 
iiicr1capai kdsejahieraiiii sipii4tuil 1mtei.ii1 bagi nusyarakat maupii 
individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas welvaarstaat). 

a. Asas yang bersumber pada politik konstitusi dan ketentuan UUD (asas 

konstitusional dan ketentuan UUD (asas konstitusional dalam penerapan 

h~kum).'~' 

b. Asas Peralihan hukurn 

Asas ini merupakan kebalikan dari asas berlaku sumt. Asas berlaku surut 

mengandung arti, menerapkan huinun baru terhadap hubungan atau 

peristiwa hukum sebelum peraturan perundang-undangan baru ditetapkan. 

Asas dalam hukum p e r a l i i  (transitory law), adalah asas tetap 

menerapkan hukum lama terhadap hubungan dan peristiwa hukurn yang 

telah ada atau akan ada aturan hukum baru. Aturan peralihan mengandung 

muatan politik hukum yaitu untuk mencegah kekosongan hukurn dan 

'holitik seleksi" dalam penerapan hukum. Mencegah kckosongm huicum 

dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum. 

Sedangkan "politik seleksi" dimaksudkan untuk menyesailcan penerapan 

hukum lama dengan dasar-dasar, suasana, dan tuntutan baru. Tanpa aturan 

p e r a l ' i  aturan hukurn lama tidak boleh diterapkan lagi, walaupun tidak 

secara nyata dicabut oleh aturan hukum baru. Dalam sistem pembentukan 

peraturan perunciang-undangan berlaku prinsip mum "peraturan baru 



(secara hukum) meniadakan aturan hukum lama." Hakim akan 

menetiipkan hukum lama yang tidak diatur dalam aturan aturan peralihan, 

hanya dirnungkinkan mclalui penemuan hukum dengan alasan penerapan 

hukum baru secara nyata akan menimbulkan dan bertentangan dengan 

kepatutan, keadilan, kesusilaan, suatu kepentingan umum atau ketertiban 

c. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Makna dari asas ini adalah 

1. Adanya kemungkinan bahwa isi undang-undang menyimpang dari 
Undang-Undang Dasar; dan 

2. Hakim atau siapapun jugs tidak mempunyai hak uii materiil terhdap 
un@-undang terscbut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh Pembuat 
Undang-undang tersebut. 

d. Asas pertingkatan peraturan perundang-undangan (lex superior derogate 

legi inferioro. Yang dimaksud hukum tertib hukum yaitu asas 

pertingkatan atau hirarki peraturan pemdang-undangan. Penerapan 

h u b  positif harus memperhatikan dengan sung@-sungguh sistem 

pertingkatan atau tata urutan peraturan pcrundang-undangan. Peraturan 

perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengkesampingkan peraturan 

perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi 

peraturau pemdang-undangan lebih tinggi mengatur hal-ha1 yang oleh 

undang-undnag ditetapkan menjadi wewenang peraturan pemdang- 

unciangan yang lebih rendah. Peraturan Pemerintah (PP) bertingkat lebih 



atas dari Peraturan Daerah (Perda). Tetapi Per& yang bertentangan 

dengan PP tidak serta merta kalah sehingga dinyatakan batal atau tidka 

sah. Kalau ternyata materi muatan PP mengatur hal-hal yang menjadi 

wewenang daerah, dan materi muatan Perda berada dalarn wewennag 

daerah, maka PP yang mengalah, buka Perda. Asas pertingkatan hanya 

berlaku untuk hukum perundang-undangan dan aturan kebijakan, b a s  

hukum-hukum lainnya, asas pertingkatan tidak berlaku, karena tidak ada 

ukuran pertingkatannya. ' 52 

Menurut Bagir Manan, agar pembentukan undang-undang menghasih  

suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga 

landasan dalarn menyusun undang-undang, yaitu landasan yuridis (iuridische 

geidingj, landasan sosiologis (sociologische geidzng), dan ketiga, landasan 

fdosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang 

tersebut, agar undang-undangan yang dibentuk, merniliki kaidah yang sah 

secara hukum ( legal validity), dan mampu beriah efektif karena dapat atau 

akan diterirna rnasyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang 

panjang. Menurut Jimly Asshidiqie, berkaitan dengan landasan pembentukan 

undang-undang, dengan melihat dari sisi teknis pembentukan undang-undang, 

landasan pernbentuk undnag-undang, dengan melihat dari sisi teknis 

pembentukan undang-undang, landasan pernbentukan undang-undang haruslah 



tergambar dalam "kosiderans7' suatu undang-undang.lS Dalam konsiderans 

suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik, yang menjadi 

landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut,'j4 yaitu terdiri dari: 

1. Landasan filosofis, undang-undang selalu mengandung norma-norma 

hukurn yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah cita- 

cita luhus kehidupan bermasyarakat bernegara hendak di~irahkan.~" 

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai 

moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak 

baik. Nilai yang baik adalah pandangan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di 

dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai 

lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila 

tersebut menurut takaran yang dimiliki ybs. Hukum yang baik harus 

berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa 

mempeshatikan moral bangsa akan sia-sia ditesapkannya tidak akan ditaati 

atau dipatuhi. Semua niiai yang ada di Indonesia t e r h u i a s i  dalam 

Pancasila, karcna Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, 

falsafah atau jalan kehidupan (way of life) dan berbagai sebutan lainnya. 

Apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, hams menjadi rujukan dalarn 

membentuk h u h  yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa 

153 Yuliandri,. . .Op,cit. hlm.29. 
154 Ibid 
15' Ibid 



tersebut. Oleh karena itu kaidah hukurn yang dibentuk (yang termuat 

dalarn peraturan perundang-undangan) harus mencermjnlcan filsafat hidup 

bangsa itu, Sehg-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-niIai 

moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral;156 

2. Ladasan Sosilogis, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam 

undang-undang haruslah mencenninkan tuntutan kebutuhan masyarakat 

sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan dengan realitas kesadaran 

hukum m a ~ ~ a r a k a t . ' ~ ~  Suatu perahran perundang-undangan dikatakan 

mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai 

dengan keyakinanan urnum atau kesadaran hukum masyarakat, sesuai 

dengan kenyataan hidup masyarakat ybs. Membuat suatu aturan suatu 

aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran 

masyarakat yang tidak aka nada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan 

karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukurn yang dibentuk hams sesuai 

dengan "hukum yang hidup" (living iaw) dalam masyarakat. W-aiaupun 

demikian, tidak berarti tidak berarti bawha apa yang ada pada suatu saat 

dan masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk 

perundang-undangan tidak sckedar m e r e b  keadaan seketika (moment 

opname). Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan 

Rosjidi Ranggawidjaia,. . .Op,cit, hlm.43. 
157 Y uliandri,. . . Op, cif. hlm.29-30. 



dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam 

peraturan perundang-undangan yang baorientasi masa dePan.l5' ; 

3. Landasan politis, bahwa dalam konsiderans hams pula tergambar adanya 

sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang 

erkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau 

sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang 

bersangkutan. 

4. Landasan yuridis, dalam perumusan setiap undang-undang, landasan 

yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsiderans "Mengingat." 

Kelima, landasan administrative. Dasar ini bersifat "kualitatif' (sesuai 

kebutuhan), dalam pengertian tidak semua undang-undang mencantumkan 

landasan ini. Dalarn teknis pembentukan undang-undang, bias anya 

l a n b  dimasukkan dalam konsiderans "Memerhatikan." Landasan ini 

berisi pencantuman rujukan dalam ha1 adanya perintah untuk mengatur 

seacara admini~trative."~ Landasan yuridis adalah landasan hukum 

(yuridische gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegheid 

cornpetentie) pembuatzm peraturan perundang-undangan. Apakah 

kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum 

kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat 

diperlukan. Tanpa disebutka. dalam peraturan perundangan, seorang 

158 Rosjidi Rmggawidjaja,.. .Op,cit, Mm.43-44. 
159 Yuliandri,. . . Qp.cit. hlm.30. 



pejabat atau suatu badan usaha adalah tidak bemenang (onbevoegheid) 

rnengeluarkan pemturan. Misalnya dalam Pasal5 ayat (1) Presiden berhak 

untuk mengajukan rancangan undarng-undanga kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat. Kernudian pada Pasal5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada 

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang- 

undang sebagaimana semestinya. Di dalam landasan yuridis formal selain 

menetapkan badan yang bewenangan membentuk, juga secara garis besar 

ditetapkan proses dan prosedur penetapannya. Misalnya, suatu pada Pasal 

22 ayat (2) dijelaskan mengenai Peraturan Pmerintah yang harus 

mendapat persetujuan DPRD, dm Pasal 22 ayat (3) dijelaskan apabila 

Peraturan Pemerintah tersebut tidak mendapat persetujuan DPRD maka 

Peratman Pemerintah tersebut harm dicabut. Begitu juga dalam UU No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 25 huruf (c), 

Kepala Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Perda yang telah 

mendapat persetujuan bersama DPRD. Selain menentukan dasar 

kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau 

pengakuan dari suatu jenis peraturan pemdang-undangan. Landasan 

yuridis demikian disebut landasan yuridis material. Landasan yuridis 

material mcnunjuk kepada materi muatan tertentu yang ham & i t  

dalarn suatu peraturan penmdang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan 

mengehendaki bahwa sesuatu mat& tertentu hendaknya diatur dalam 

suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD 1945 



disebutkan adanya materi-materi tertentu yang hams diatur dengan 

Undang-Undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan 

harus sesuai dengan 'Wadahnya". Selain itu, isi suatu peratwan 

pemdang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan 

dengan isi peraturan perundang-undangan yang derjatnya lebih tinggi (ha1 

ini berkaitan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan.'"O Bagir 

Manan, mengernukakan bahwa dasar yuridis sangat penting dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunj~kkan'~': 

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan p e d a n g -  
undangan- Setiap peratvan perundang-undangan harus dibuat oleh 
badan atau pejabat yang berwenang: 

2. Kehman ada kesesuaian bentuk atau jenis peratumn pemdang- 
undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat; 

3. Kehanlqan mengikutj tata cara tertentu, Apehila tate r a m  tersebut tidak 
diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin b a d  demi hukum 
atau tidak! Mum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4. 1<cb2az1 ti&& 3erk11taga dcfigin pcri~urm p x u h g - u d a ~ a u  
yang lebih tinggi tingkatstnnya. Suatu undang-undang tidak boleh 
mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUZ). Dengan 
den~ikial pdd seiirusr~ya hanlpzd pa& pcrdturm pei mdai~g-uldanga 
tingkatlebih bawah. 

Jadi keempat landasan tersebut terpenuhi dalam setiap proses dan 

substansi pembentukan perundang-undangan, kiranya keseluruhan undang- 

undang yang dihasilkan, menjadi undang-undang yang baik, berkualitas, dan 

Rosjidi Rangzawidjaja,.. .Op,cit, hlm.44. 
161 Supadan Modeong, Tekhnik Perundang-undangan di Indonesia, Percg Jakarta, 2004, hlm.49- 

50. 



berkelanjutan.'" Selain keempat landasan tersebut (filosofis, sosiologis, politis 

dan yuridis) masih terdapat landasan lain yaitu landasan teknik perancangan 

Selain unsw filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknih pernacangan 

merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam perundang-undangan yang 

baik. Peraturan perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena 

tidak jelas perumusannya (amhzg.l~ous) atau nunusannya dapat ditafsvkan 

dalam berbagai arti (interpretative) atau terjadi inkonsistensi dalam 

menggunakan peristilahan atau sistematikan yang tidak baik, bahasa yang 

herbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain ~ebagainya.'~~ 

3.5. fenis-Jenis Peraturan Penmdang-undangan 

3.5.1. Undang-Undang sebagai Peraturan Perundang-undangan di 

Tingkat Pusat 

Undang-Undang di tingkat pusat menurut UUD 1945 dan UU No. 

12 Tahun 201 1 adalah: 

Tabe1.2.4. Jenis Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat 

menurut IJlm 1945 dan IRJ No. 12 l'ahun 201 1 

162 Yuliandri,. . . Op,cit. hlm.30. 
163 Rosjidi Ranggawidjajq.. . Op, ~it~hIm.46. 

Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat 

UUD 1945 UU No. 12 Tahun 20 1 1 



1. Undang-Undang 

2. Peraturan Pemerintah 

Sumber : UUD 1945 

1. Undang-Undang D a m  Negara 
Republik Indonesia 'l'dhun 1945; 

2. ~ e i e t a ~ a n  Majelis 
Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-TJndmgPeraturm 
Pernerintah Pengganti Undang- 
1Jndanz; 

4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peratwm yaig &tetiipkm o!e!s 

Majelis Pennusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilarl Owrail, Mailkatrlil 
Agung, Mahkamah Konstitusi, 
Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank hdonesia, 
Menteri, badan, lembaga, atau 
komisi yang setingkat yang 
dibeittuk dengan Undang-Undang 
atau Pemerintah atas perintab 

I 
. . - .  . L 

dan U U No. 12 Tahun 201 1 tentang 

Adapun jenis perahran perundang-undangan di Tingkat Pusat 

tersebut apabila dijabarkan secara rinci adalah : 

1. Undang-Undang dm Peraturan Pemerintah Penggauti Undang- 

Undang (PERPU) 

Undang-Undang adaiah peraturan perundang-undangan yang 

tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang di daiam 

pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan persctujuan Presiden seperti ciitekapkan 



dalam Pasal5 ayat (1) dan Pasal20 UUD 1945. '~ Undang-undang 

disebutkan dalam UUD 1945 antara lain di Pasal dalam Pasal5 ayat 

(1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukm rancangan 

undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di 

Pasal20 UU D 1 945 yang menyatakan: 

(I j Dewan Penvakilan Raicyat memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang 

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 
Pcrwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendzipat persetujuan 
bersama. 

(3) Jika rancttngan undang-undang itu tidak rnenrlapwt pemefi~juan 
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan 
lagi ciatam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

(4) Prcside:~ ~ ~ e n g e s d k a  ra~ca~gan w~dang-mda~g ymg te1d1 
disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 

(5) Dalam hal rancangan undang-udnang yang telah disetujui 
be~sana tersebut tid& &salrka oleh Pi-esidc'~ ddmi wwii~,iu 
tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut 
disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi 
undang-unciang dan waj i b diundangkan. 

Selain dalam UUD 1945 juga tersebut dalam UU No. 12 

Tahun 201 1, dalam Pasal 3 UU No. 12 Tahun 201 1 Undang- 

Undang adalah Peraturan Perunclangundangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 

Istilah "Undang Undang dalam arti formal" dan "Undang-Undang 

dalam arti material)' ini merupakan terjemahan secara harfiah dari 

"wet in formele zin" dan "wet in materiele zin" yang dikenal di 

Maria Farida Indrati Soeprapto,. . . Op. cit.hlm. 189. 



Belanda. Di Belanda "wet in formele zin" merupakan keputusan 

yang dibuat oleh Regering dan Staten Generaal bersama-sama 

(gezamenlijk) terlepas apakah isinya peraturan (regelingj atau 

penetapan (beschikking), jadi dilihat dari pembentukannya, atau 

siapa yang membentuknya, sedangkan "wet in materiele zin" adalah 

setiap keputusan yang mengikat mum (algemeen verhindende 

voorshriften), baik yang dibuat oleh Regering dan Staten Generaal 

bersama-sama, ataupun yang dibuat oleh lembaga-lemabaga lain 

yang lebih rendah seperti Regering/ Kroon, Minister, Provincie dan 

Gemeente yang masing-masing membentuk Algemene Maatregel 

van Bestuur, Ministeriele Verordening, Provinciale wetten, 

Gemmentelelijke wetten serta peraturan-perturan lainnya yang berisi 

peraturan yang mengikat urnurn (algemeen verbindende 

voorschrijien). Apabila pengertian "wet" di negeri Belanda 

diterjemahkan dengan Undang-Undang, dm Fengertian "Regering 

dan Staten Generaal" dipersmakan dengan "Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat", maka pemakaian istilah "Undang-Undang 

dalam arti formal dan "Undang-Undang dalam arti material" tidak 

tepat digunakan di dalam sistem Pemdang-Undangan di Indonesia 

Di Indonesia hanya Undang-Undang saja yang dapat disetarakan 

dengan "we%' yaitu keputusan yang dibentuk oleh Presiden Dewan 

Perwakilan, yang disetarakan "et in formele zin" apabila Undang- 



Undang itu bersifat mengatur umum (algemeen verbindende 

voorschrijien). Peraturan perundang-undangan lainnya ti& dapat 

disebut sebagai Undang-Undang dalam arti formai, atau Undang- 

Undang dalam arti material. Oleh karena itu peraturan perundang- 

undnagan lainnya di Indonesia ti& dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Raicyat dan Presiden, tetapi dibentuk oleh lembaga lain 

seperti Presiden, Menteri serta lembaga pemerintah lainnya dan 

jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai 

nama sendiri-sendiri.'" Daiam sistem perundang-undangan di 

Indonesia hanya dikenal satu nama jenis Undang-Undang, yaitu 

suatu keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 

dengan persetujuan bersama Presiden, dan disahkan oleh Presiden. 

Selain itu, tidak ada Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga 

lainnya baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga di Indonesia 

tidak ada istilah Undang-Undang Pusat ataupun Undang-Undang 

Lokal 

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam 

UWD 1945, tidak mengenal berbagai jenis undang-undang, yang 

ada hanyaiah satu jenis Undang-Undang, yaitu yang dibentuk atas 

dasar Pasal 5 ayat (1) dan. atau Pasal 20 UUD 1945. Oleh karena 

'65 Maria Farida Indrati Soeprapto, . . . Op, cit, hlm. 189- 190. 
Ihidhb.53. 



itu, baik Undang-Undang biasa atau Undang-Undang Pokok, 

maupun "Undang-undang tentang Pokok-pokok . . ." kedudukan 

atau hierarkhinya adalah setingkat. Undang-Undang yang satu tidak 

lebi tinggi daripada Undang-Undang yang lain, oleh karena itu 

Undang-Undang yang satu tidak dapat "memerintah" Udang- 

Undang yang lain untuk mengatur sesuatu masalah dengan Undang- 

Undang. Di negara Republik Indonesia pembentuk Undang- 

Undang Dasar berbeda dengan pembentuk Undang-Undang. Dan 

pembentuk Undang-Undnag melaksanakan tugasnya hanya atas 

dasar satu ketentuan UUD 1945, yaitu Pasal 5 ayat (I), sehingga 

produknya, apapun namanya, sama saja tingkatannya. 167 

b. "Undang-undang dalam arti formal" dan "Undang-Undang 

dalam arti material." 

Istilah bbUndang-Undang dalam arti formal" dan "Undang- 

Undang dalam arti material" ini merupakan terjemahan secara 

harfiah dari "wet in formele zin" dan "wet in materiele zin" yang 

dikenal di Belanda. Di Belanda "wet formele zin" merupakan 

keputusan yang dibuat oleh Regering dan Staten Generaal bersama- 

sama (gezamenlijk) terlepas apakah isinya peraturan (regeling) atau 

penetapan (beschikking), jadi dilihat dari pembentukamya, atau 

'67 Ibid, hlm. 190-191. 



siapa yang membentukanya, sedangkan "wet in materiele zin" 

adalah setiap keputusan yang mengikat umum (algemeen 

verhindende voorschrzjfen), baik yang dibuat Regering dab Staten 

Generaal bersarna-sama, ataupun dibuat oleh lembaga-lembaga lain 

yang lebih rendah seperti Regeringl fioon, Minister, Provincie dan 

Gerneente yang masing-masing membentuk Algemene Maategrel 

van Bestuur, Ministeriele Verordening, Provinciale wetten, 

Gemeentelijke wetten serta peraturan-perahran lainnya yang berisi 

peraturan yang mengikat mum (algemeen verhzndende 

voorschrz~en). Apabila pengertian "wet" di negara Belanda 

diterjemahkan dengan Undang-Undang, dan Pengertian "Regering 

dan Staten Generaar' dipersamakan dengan "Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat", maka pemakaian istilah "Undang-Undang 

dalam arti formal" dan "Undang-Undang dalam arti material" tidak 

tepat digunakan di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. 

Di Indonesia hanya Undang-Undang saja yang dapat disetarakan 

dengan "wef' yaitu suatu keputusan yang dibentuk oleh Presiden 

dengan Dewan Penvakilan Rakyat, yang disetarakan dengan "wet in 

formele zin" di negara Belanda, dan sekaligus dapat disetarakan 

dengan "wet in materiele zin" apabila Undang-Undang itu bersifat 

mengatur umum (algemeen verhindende voorschrzjien). Peraturan 

perundang-undangan lainnya tidak dapat disebut sebagai Undang- 



Undang dalam arti formal, atau Undang-Undang dalam arti 

material, oleh karena p e r a m  perundang-undangan lainnya di 

Indonesia tidak dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Presiden, tetapi dibentuk oleh lembaga lain seperti Presiden, 

Menteri serta lembaga pemerintah lainnya, dan jenis-jenis peraturan 

perundang-undangan tersebut mempunyai nama sendiri-sendiri.16' 

Adapun Bagir Manan mengemukakan bahwa dalam ilmu hukurn 

dibedakan undang-undang dalam arti material dengan undang- 

undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti materiil 

adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang 

berisi aturan tingkah laku yang bersifat dan dikeluarkan pejabat 

yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara 

umum yang dinamakan peratmm perundang-undangan. Sedangkan 

undang-undang dalam arti formal adalah peraturan perundang- 

undangan yang dibentuk presiden dengan persetujuan DPR. Atas 

dasar pemahaman terhadap undang-undang tersebut, maka jelas 

bahwa undang-undang dalam arti formal adalah bagian dari 

undang-undang dalam arti material, yaitu badan dari peratusan 

perundang-undangan. 

'"]bid. hlm. 190-191. 
lbS Saifudin, Partisipmi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undaw, FH UII 

Press, Yogyakarta 2009, hlm.23-24. 



Apabila dilihat ketentuan-ketentuan dalarn Undang Undang 

Dasar 1945, diketahuin bahwa sistem perundang-undangan di 

negara Republik Indonesia tidak dikenal istiiah Undang-Undang 

Pokok, dalam arti Undang-Undang sebagai "induk" dari Undang- 

Undang yang lain. Semua Undang-Undnag di Negara Republik 

Indonesia mempunyai hierarki yang sama, dan semua dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Di Indonesia tidak 

dikenal pengertian "raamwet", "kaderwet" ataupun "moederwet" 

seperti di negara Beianda. Hal lain yang dianggap tidak tepat ialah 

pemahaman tentang "Undang-Undang Pokok" dan "Undang- 

Undang tentang Pokok-pokok ...". Negara Republik Indonesia sesuai 

dengan ketentuan dalam UUD 1945, tidak mengenal berbagai jenis 

undang-undang, yang ada hanyalah satu jenis Undang-Undang, 

yaitu yang dibentuk atas dasar Pasal5 ayat (1) danl atau Pasal20 

uuD 1045. Oleh karena itu, baik Undang-Undang biasa atau 

Undang-Undang Pokok, maupun "Undang-undang tentang Pokok- 

Pokok.. ." kedudukan atau hierarkhinya adalah setingkat. Undang- 

Undang yang satu tidak lebih tinggi daripada Undang-Undang yang 

lain, oleh karena itu Undang-Undang yang satu tidak dapat 

"memerintahn Undang-Undang ang lain untuk mengatur sesuatu 

masaiah dengan undang-undang. Di Negeri Belanda ada yang 

disebut raamwet, basiswet, atau moederwet. Pembentuk wet di 



negeri Belanda adalah juga pembentuk gronhvet (undang-undang 

dasar) dan pemebntuk beasiswet, sehingga hierarkhienya dapat 

diatur oleh pembentuk wet sendiri. Di negara Repbulik Indonesia 

pembentuk Undang-Undang Dasar berbeda dengan pembentuk 

Undang-Undang. Dan pembentuk Undang-Undang m e l h a k a n  

tugasnya hanya atas dasar suatu ketentuan UUD 1045, yaitu Pasal5 

ayat (I), sehingga produknya, apapun namanya, sama saja 

tingkatannya. '" 

2. PERPU 

Di samping Undang-Undang yang merupakan peraturan peumdang- 

undangan yang tertinggi di Indonesia, dikenal pula danya peraturan yang 

mempunyai hierarki setingkat dengan Undang-Undang yaitu Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sesuai ketentuan Pasal22 UUD 

1945. Pasal22 Undang-Undang Dasar 1 945 menentukan sebagai berikut: 

(1) Dalarn hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang- 
Undang. 

(2) Peraturan Pemerintah itu hams mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 

(3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu 
dicabut. 

Maria Farida Indrati Soeprapto, . . . Op. cit, hlm 190- 19 1. 



Dari ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dapat ditarik kesirnpulan 

bahwa,Peratwan Pemeruntah Pengganti Undang-Undang (PERPU) 

sebenarnya merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang bertindak 

sebagai suatu Undang-Undang atau dengan perkataan lain PERPU adalah 

Peratwan Pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan Undang- 

Undang. Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang ini ditetapkan 

oleh Presiden dalam "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" yang hams 

segera diatasi, karena pada saat itu Presiden tidak dapat mengaturnya 

dengan Undang-Undang, yang untuk membentuknya memerlukan waktu 

yang relatif lebih lama dan melalui prosedur yang bemacam-macam."' 

Hak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang itu hanya dapat dilakukd di lhmakan dalm hal 

ikhwal kegentingan yang memaksa. Dalam Penjelasan Pasal 22 UUD 

1945 dikatakan bahwa pasal ini mengenai " noodverordeningsrechf' atau 

"hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa." 

Pengertian "hal ikhwal kegentingan yang mernaksa" tersebut tidak selalu 

ada hubungannya dengan keadaan bahaya, tetapi cukup kiranya apabila 

menurut keyahan Presiden terdapat keadaan bahaya, tetapi cukup 

kiranya apabila keyakinan menumt keyakinan Presiden terdapat terdapat 

keadaan yang mendesak, dan keadaan itu perlu segera diatur dengan 

peraturan yang mempunyai derajat Undang-Undang. Pengaturan terhadap 

"' Ibid, hlm. 191. 



keadaan tersebut tidak dapat ditangguhkan sampai adanya sidang Dewan 

Perwakilan Rakyat yang akan membicarakan pengaturan keadaan 

te r~ebut . '~~  PEWU juga diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, dimana 

dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa PERPU adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal 

kegentingan yang mernaksa. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini seringkali 

dikatakan tidak sama dengan Undang-Undang, oleh karena belum 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang itu jangka waktunya terbatas (sementara), sebab secepat 

mungkin hams dimintakan persetujuan pada Dewan Perwakilan Rakyat, 

yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang itu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

maka akan dijadikan Undang-Undang, sedangkan kalau tidak disetujui 

maka akan dicabut, oleh karena itu hierarkinya adalah setingkat! sama 

dengan Undang-Undang, sehingga h g s i  materi muatan dari Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan h g s i  

maupun materi muatan dari Undang-Undang. Perbedaan antara Undang- 

Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) 

adalah bahwa, Undang-Undang itu dibentuk oleh Dewan Perwakilan 



Rakyat dengan persetujuan Presiden dan dalam keadaan pemerintah yang 

norma, sedangkan Perahran Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(PERPU) dibentuk oleh Presiden sendiri tanpa persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam keadaan pemerintahan tidak normal (dalam 

kegentingan yang memak~a).~~' Pada saat ini, hampir tidak pernah terjadi 

bahwa Dewan Perwaicilan Rakyat tidak menyetujui suatu Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan Pemerintah untuk 

dijadikan Undang-Undang, oleh karena Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

hal memberikan persetujuan tersebut &pat mengpakan hak 

amandemennya (hak untuk mengubah), sehingga Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang yang diajukan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat saat ini biasanya selalui disetujui walaupun terdapat 

penyempurnaan-penyempurnaan sesuai pemufakatan dalam sidang 

Dewan Perwakilan Rakyat, sebab Peratwan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang (PERPU) itu diaujkan ke Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagai suatu Rancangan ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . " ~  

3. Peraturan Pemerintah (PP) 

Peratman Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan .yang 

dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan ~ n d a n ~ - ~ n d a n ~ , ' ~ ~  

173 Maria Farida Indrati,. ... Op,cit, hlm. 193. 
1bid,hlm. 193-194. 

'" IbidJh.194-195 



berdasarkan ketentuan Pasal5 ayat (2) UUD 1945 (sebelum dan sesudah 

perubahan) dikanyatakan bahwa, Presiden menetapkan Peraturan 

Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 

Dalam Pasal 1 angka 5 UU No.12 Tahun 201 1 dikatakan bahwa 

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang 

ditetapkan oleh Presiden unhlic menjalankan Undang-Undang 

sebagaimana mestinya. 

Peraturan Pemerintah ini berisi peraturan-peraturan untuk 

menjalankan Undang-Undang, atau dengan perkataan lain P e r a m  

Pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan- 

ketentuan dalam suatu Undang-Undang bisa berjalad diperlakukan. Suatu 

Peratman Pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada Undang- 

Undangnya, tetapi walaupun demikian suatu Peraturan Pernerintah dapat 

dibentuk meskipun dalam Undang-Undangnya tidak ditentukan secara 

tegas supaya diatur lebih lanjur ddam Peraturan Pemerintah. Dalarn 

hubungamya dengan ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi 

pemaksa, pada dasarnya suatu Peraturan Pemerintah hanya boleh 

mencantumkan sanksi pidana ataupun sanicsi pemkasa apabila ditentukan 

dalam Undang-Undang yang dilaksanakannya. Apabila Undang- 

Undangnya tidak mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksa 

daiam ketentua pasal-pasalnya, maka dalam ketentuan-ketentuan 



Peraturan Pemerintahnya tidak boleh mencantumkan sanksi pidana 

rnaupun sanksi pemaksa 176 

A. Hamid S Attamimi, mengemukakan beberapa karakteristika 

Peraturan Pemerintah sebagai berikut17': 

a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dulu ada 
Undmg-Ufidang ymg ~nmjiidi i n d h y a ;  

b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana 
apabila Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan 
sanksi pidana; 

c. Kententuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau 
mengurangi ketentuan Undang-Undnag yang bersangkutan; 

d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang- 
Undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan 
IJndang-undang tersebatt tidak memntanya secara tegas-tegas; 

e. Ketentuan-ketentuan Peratwan Pemerintah berisi p e r a m  atau 
gabungan peraturan dan penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi 
peuekpan seli~ata-mat& 

4. Peraturan Presiden (PERPRES) 

Peraturan Presiden (dulu Keputusan Presiden) merupakan peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan ketentuan 

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebelum dm sesudah Perubahan yang 

berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintah menurut I jndang-l Jndang Dasar." 



Selain terdapat ketentuannya dan defhisinya di UUD 1945, maka 

Perpres diatur pula dalam UU No. 12 Tahun 201 1. Menurut Pasal 1 

angka6, dikatakan bahwa Perpres adalah Peraturan Perundanpdangan 

yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan paintah Peraturan 

Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan 

kekuasaan pemerintahan. Sebagaimana pemegang kekuasaan pemerintah 

tertinggi di Negara Republik Indonesia, Presiden adalah pemegang 

kekuasaan eksekutif dan sekaligus pemegang kekuasaan legislatif 

(bersama Dewan Perwakilan Rakyat). Hal ini bida disirnpulkan 

berdasarkan pendapat dari Jellinek yang mengatakan bahwa pemerintah 

dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur (Verordnungsgewalt) 

dan kekuasaan memutus (Entscheidung.rgewadt), sedangkan pemerintahan 

dalam arti material mengandung unsur melaksanakan (das Element der 

Regierung und das der Vollzeihung). Van Vollenhoven juga berpendapat 

bahwa pemerintahan dalam arti luas itu meliputi fungsi ketataprajaan 

(bestuur), k e a m d  kepolisian (politic) dan pengaturan (regeling), 

sedangakan fhngsi peradilan (rechtspraak), itu dipisahkan karena adanya 

wawasan negara berdasar atas huku~n."~ Dengan adanya kekuasaan 

pemerintahan tersebut, Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengatur 

segala sesuatu di Negara Republik Indonesia, hanya saja kekuasaan 

mengatur ini mempunyai suatu batasan sesuai dengan Pasal 5 ayat (I) 

Maria Farida Indrati Soeprapto,. . . Op.cit, hlm. 198. 



UUD 1945, yang menyebutkan bahwa, apabila Presiden akan membentuk 

Undang-Undang harus dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat, dengan perkataan lain apabila Presiden &an mengatur dengan 

jalur Undang-undang, Presiden hams membentuknya bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat, sedangkan apabila Presiden hendak mengatur dengan 

jalur eksektuif, dapat dilaksanakan dengan pembentukan suatu Keputusan 

Presiden atau sekarang disebut Peraturan presiden.17' 

Suatu Keputusan Presiden dapat merupakan pengaturan secara 

langsung berdasarkan atribusi dari Pasal4 ayat (1) UUD 1945, Keputusan 

Presiden ini disebut Keputusan Presiden yang mandiri, dan Keputusan 

Presiden dapat juga merupakan peraturan yang bersifat pelimpahan 

wewenang (delegasi) dari suatu Peraturan Pemerintah dan Undang- 

Undang dilak~anakann~a. lS0 Penj elasan Pasal 1 3 UU No. 12 Tahun 20 1 1 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden 

dibentuk untuk menyelenggarakan pengatwanlebih lanjut perintah 

Undang-Undang atau Peraman Pemerintah secara tegas maupun tidak 

tegas diperintahkan pembentukannya. 

Zbid, hlm. 198-199. 
Ibid,hlm. 199. 



5. Peraturan MPR, DPR, DPD, MA dan MK 

Dalam UUD 1945 khususnya Pasal3 dan Pasal8, sesuai fungsi dan 

wewenang tersebut dapat disimpulkan bahwa MPR tidak mernpunyai 

kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

DPR yang diijelaskan fungsi dan wewenangnya dalam Pasal20-21 UUD 

1545 pun tidak mempunyai kewenangan dalam pembentukan petundang- 

undangan, hanya membentuk undang-undang dengan Persetujuan 

Presiden. DPD dalam Pasal 22 D UUD 1945 apabila dilihat dari fungsi 

dan wewenangnya pun tidak mempunyai kewenangan dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian Mahkamah 

Agung apabila dilihat fungsi dan wewenanganya dalam Pasal24 A ayat 

(I j uUD 1345 tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan 

peraturan perundang-undangan atau peraturan yang mengikat umum, 

namun demikian MA tetap berwenang mernbentuk peraturan yang 

mengikat ke dalam. Sedangkan MK apabila dilihat wewenang dan 

fungsinya dalam Pasal 24 C UUD 1945, maka sama dengan MA yang 

mana tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan 

peraturan perundang-undangan atau peraturn yang mengikat umum, 



namun demikian MK tetap berwenang membentuk peraturan yang 

mengikat ke dalam. Is' 

6. Peraturan Badan Hukum Negara 

Peraturan Badan Hukum Negara adalah salah satu jenis peraturan 

perundang-undangan yang kewenangan pembentukannya ditentukan 

dalam Undang-Undang Pembentukan dari Badan Hukum Negara tersebut 

secara atribusi. Kewenangan yang diberikan pada Badan Hukum Negara 

tersebut adaIah kewenangan untuk mengatur hal-hai yang termasuk 

bidang tugas dan wewenanganya. Peraturan tentang Badan Hukum ini 

dalam UU No. 12 Tahun 201 1 Pembentukan Peraturan Pemdang- 

undangan dijeiaskan pada Pasal 8 ayat (l).'" Dalam Pasai 8 ayat (I), 

antara lain disebutkan peraturan yang dibentuk oleh BPK dan Bank 

Indonesia. 

Berkaitan dengan UUD 1945 dan Ketetapan MPR, maka sebenarnya 

keduanya tidak dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan, 

sebagai jenis peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 3 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan, 



kemudian dijelaskan pada Peqjelasan Pasal 3 Ayat (I), bahwa yang 

dimaksud dengan "hukum dasar" adalah norma dasar bagi Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukurn bagi 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945. 

Tap MPR merupakan keputusan bukan peraturan, juga merupakan 

Staatsgrundgesetz dan Aturan Dasar N e g d  Aturan Pokok Negara, 

seperti juga dengan Batang Tubuh UUD 1945. Maka Ketetapan MPR ini 

juga berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara, sifat 

norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukurn 

tinggal dan dapat dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi. Batang 

tubuh UUD 1945, serta Ketetapan MPR tidak termasuk dalam jenis 

Peraturan Perundang-undangan, tetapi termasuk dalam Staatsgrundgesetz, 

sehingga menempatkan keduanya ke dalam jenis Peraturan Perundang- 

undangan adalah sama dengan menempatkannya terlalu rendah. Batang 

Tubuh UUD 1945 clan Ketetapan MPR pada hakikatnya tidak dapat 

digolongkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan karena 

mengandung jenis norma yang lebih tinggi dan berbeda daripada norma 

yang terdapat dalam Undang-Undang. Para ahli menyebut norma 



semacam itu dengan Staatsgrudgesetz, yang diterjemabkan dengan 

Aturan Dasar Negaral Aturan Pokok ~ e ~ a r a . ' ~ ~  

Sifat-sifat norma Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketatapan MPR 

sebagai norma konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga tertinggi dan 

tinggi dalam negara, serta tata cara pembentukannya, tata hubungan 

sesamanya, dan lingkup tugas masing-masing, serta mengatur secara 

dasar tata hubungan antara warga negara dengan negara secara tirnbal 

balik. Hal-hal tersebut yang membedakannya dari norma Undang- 

Undang, oleh karena pengaturan dalam Undang-Undang dapat mengatur 

warga negara dan penduduk secara langsung, dan juga dapat melekatkan 

sanksi pidana dan sanksi pemkasa terhadap pelanggaran norma- 

normanya. Para ahli menyebut Undang-Undang dengan fomrell Gesetz. 

Sebagai catatan perlu dikemukakan bahwa norma-norma hukum yang 

terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibedakan antara 

norma yang terdapat dalam Pembukaan dan norma yang terdapat dalam 

Batang Tubuh. Penjelasan ULTD 1945 sendiri menegaskan, Pokok-pokok 

Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan yang tidak lain melainkan 

Pancasila itu di satu pihak merupakan Cita Hukurn (Rechtsidee) dan di 

din pihak merupakan Norma Tinggi dalam negara yang oleh Hans 



Nawisky disebut Staatsfindamentalnorm (diterjemahkan oleh Prof. 

Notonagoro dengan Kaidah Pokok Fundamentil ~ e ~ a r a ) . ' "  

Norma yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 merupakan 

Aturan Dasar Negaral Aturan Pokok Negara. Norma-norma yang terdapat 

dalam Ketetapan MPR juga merupakan Aturan Dasar Negaral Aturan 

Pokok Negara, meskipun kedudukannya setingkat lebih rendah daripada 

norma-norma dalam Batang Tubuh UUD 1945. Hal itu disebabkan karena 

norma-norma dalam Batang Tubuh UUD 1945 dibentuk oleh MPR ketika 

Lembaga Negara Tertinggi ini melaksanakan kewenangan selaku 

Konstituante yang berkedudukan "di atas" dalam arti lebih tinggi 

daripada Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan norma-norma dalam 

Ketetapan MPR dibentuk oleh MPR ketika Lembaga NegaraTertinggi ini 

melaksanakan kewenangan selaku lembaga Penetap Garis-Garis Besar 

Haluan Negara, dan selaku Lembaga Pemilih (Elektorat) Presiden dan 

Wakil Presiden yang menjalankan ketentuan-ketentuan Undang-Undang 

Dasar 1945. Oleh karena itu, Ketapan MPR berkedudukan "di bawah" 

dalam arti lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Namun 

demikian sifat-sifat norma dalarn Batang Tubuh UUD dan dalam 

'" Zbid, hlm.76-77. 



Ketetapan MPR sama jenisnya. Itu sebabnya pula norma Ketetapan MPR 

dapat "mengisi" atau "melengkapi" norma UU. 18' 

Kemudian setelah diketahui apa saja peraturan Perundang-undangan 

di Tingkat Pusat, maka perlu diketahui apa saja Peratwan Perundang- 

undangan di Tingkat Daerah. Adapun sebelum dijelaskan secara rinci 

perlu diketahui apa yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan 

T i a t  Daerah. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah diartikan 

sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah 

Daerah atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang berwenang 

membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. 18' Menurut 

Hamid S.Attamimi, "Peraturan perundang-undangan ialah apa yang ada 

dalarn Bahasa disebut wetten in materiele zin atau padanannya di negara 

kita berujud dalam peraturan-peraturan negara negara yang berupa 

undang-undang ke bawah. Dalam arti luas, peraturan perundang- 

undangan yang dibentuk oleh unsur Pemerintah Pusat di Daerah (Kepala 

Wilayah) atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Pemerintah Pusat yang untuk daerah atau wilayah tertentu. Peraturan 

perundang-undangan daerah, pada hakikatnya meliputi semua peraturan 

lb id ,b .77 .  
la6 Supardan Modeong, Tekhnik Perundang-undangan di Indonesia,. . . ,op, cit, hlm.57. 



yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang ada baik dalam lingkup 

provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa.18' 

Adapun macam-macam Peraturan Perundang-undangan Tingkat 

Daerah baik di dalam UUD 1945, UU No 12 Tahun 201 1, UU No. 32 

Tahun 2004 dan Permendagri No. 53 Tahun 201 1 adalah: 

Tabel 2.5. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah Menurut 

UUD 1945, W No. 12 Tahun 2011, W No. 32 Tahun 2004 dan 

Permendagri No. 53 Tahun 201 1 

UUD1945 

1. Peratwan 
Daerah 

Peraturan Perundang-undangan 
UUNo.12Tahun 
201 1 

1. Peraturan 
Daerah Provinsi 
(termasuk 
Qanun, Perdasus 
dan Perdasi) 

2. Peratman 
Daerah 
Kabupatenl 
Kota. (Tennasuk 
Qanun>- 

3. Peraturan yang 
ditetapkan oleh 
Dewan 
Perwakilan 
Rakyat Daerah 
Provinsi, 
Gubernur, 
Dewan 

Tingkat Daerah 
UUNo.32 
Tahun 2004 

1. Peraturan 
Daerah 

2. Peraturan 
Kepala 
Daerah 

3. Peratwan 
Desa dan 
Peraturan 
Kepala 
Desa 

Permendagri 
No. 53 Tahun 
201 1 
1. Peratwan 

daerah 
2. Perkada 

atau 
Peraturan 
Kepala 
daerah, 
dan 

3. PB KDH 
atau 
Peratman 
Bersarna 
Kepala 
Daerah 



Perwakilan 
Rakyat Daerah 
Kabupatenf 
Kota, 
BupatiNalikota, 
Kepala Desa 
atau yang 
setingkat. 

I I I I I 

Sumber: UUD 1945, W No. 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan Pennendagri No. 53 Tahun 201 1 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah. 

Apabila dijabarkan secara rinci maka: 

1. Peraturan Daerah 

Peratman Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang- 

undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai 

kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional 

yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.'" Ketentuan yang terkait 

dengan Peraturan Daerah juga terdapat dalarn W No. 12 Tahun 201 1, 

lB8 Sasmita, dkk (Tim Editorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal 
Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1 dan UNDP, Panduan 
Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- 
undangm Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009, hlm. 13. 



UU No. 32 Tahun 2004 dan Peremendagri No. 53 Tahun 201 1. Peraturan 

Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan 

perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan kepala daerah. Baik UU 

No. 32 Tahun 2004 maupun UU No. 12 tahun 201 1, tidak memberikan 

definisi tentang Perda, tetapi hanya menegaskan lembaga 

pembentukannya di tingkat Provinsi, kotal kabupaten, dan desalg9 

Namun dalam Permendagri No 53 Tahun 2011 tentang Permbentukan 

Produk Hukurn Daerah pada Pasal 1 angka 5 dijelaskan mengenai Perda, 

yang mana adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

DPRD dengan persetujuan bersama Kepala daerah. 

Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004, yang mana tidak secara eksplisit 

menyebutkan defhisi Perda, hanya menyebutkan syarat-syarat 

pembentukan Perda, yaitu190: 

1. Sebagai penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi, kabupatenl kota 
dan tugas pembantuan; 

2. Penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi; 

3. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang 
lebih tinggi. 

Terkait dengan pembentukan Perda berdasarkan Undang-undang 

UU No. 12 Tahun 201 1 tersebut ada kriteria yang dalam rancangan Perda 

tidak bertentangan dengan19' : 

RSiti Z h  dan Eko Prasojo, Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalahnya dan 
Solusinya, The Habibie Center, Yogyakarta, 2010,hIm. 12-1 3. 

'90 Ibid 



1. Prinsip hak asasi manusia, termasuk kesetaraan gender; 
2. prinsip good sustainable development; 
3. prinsip dan arahan penyusunan rancangan P e r a m  Daerah, 

mengenai APBD, pajak dan retribusi daerah, dan tata ruang; 
4. arahan materi Peraturan Daerah yang mengatur perangkat organisasi 

daerah. 

P e r a m  Daerah (Perda) adalah produk politik dibuat dan didesain 

oleh dua badan politik, yaitu Kepala Daerah dan Dewan Pawakilan 

Rakyat Daerah, bukan badan peradilan. Setelah sah dan dimuat dalarn 

lembaran daerah barulah menjadi bagian dari sistem hukum. Dalam pada 

itu, tidak tepat menepatkan Perda (als lokale wet) di urutan "terbawah" 

hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) W No.12 

Tahun 2011 tentang pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan, menempatkan Perda di bawah Peratwan Presiden. 

Seyogyianya Perda berada sejajar dengan Peraturan Pemerintah. Rujukan 

normativ Perda adalah UUD 1945 dan W Pemerintahan ~ a e r a h . ' ~ ~  

Mengenai Peraturan Daerah (Perda) ini, sejalan dengan agenda 

densentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas, perlu makin 

dikukuhkan kedudukannya yang dapat bersifat mandiri. Dari segi 

pembuatannya, kedudukannya yang dapat bersifat mandiri. Dari segi 

pembuataannya, sudah semestinya kedudukan Peraturan Daerah ini, baik 

Perda tingkat provinsi maupun Perda tingkat kabupaten atau kota, dapat 

l9' Utang Rosidin ... Op,cit, hlm. 128. 
Ig2 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar G r a m  Jakarta, 2010, hlm. 11 1. 



dilihat setara dengan undang-undang dalam arti sama-sama merupakan 

produk hukum lembaga legislatif. Namun dernikian, dari segi isinya 

sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang lebih sempit dianggap 

mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan 

ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, 

Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya daripada Perda Provinsi, dan 

Perda Kabupaten atau Perda Kota. Oleh karena itu, sesuai prinsip hierarki 

peraturan perundang-undangan, peratvan yang lebih rendah dari itu tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.lg3 

Dalam rangka menetapkan peratvan daerah yang sesuai dengan 

aspirasi masyrakat dan bertentang dengan kepentingan nasional, perturan 

daerah harus memenuhi syarat-syarat, baik materiil maupun formal. 

Syarat materiil antara laidg4: 

1. Sesuai dengan kewemmgan daerah b e r k k a n  peraturan pemdang- 
undangan yang berlaku; 

2. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; 
3. Sesuai dengan aspirasi dm materi-materi yang berkembang dalam 

masyarakat; 
4. Tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang sederajatnya; 
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan urnum. 

Adapun persyaratan formal, antara lain: 

1. Di buat oleh pejabat yang berwenang; 
2. Meliputi tata cara yang sudah ditetapakna berdasarkan peraturan 

perundang-undang yang berlaku. 

193 Jimly Asshiddiqie,. . . Op, cit,hlm.263. 
" Utang Rosidin,. . . Op,cit, hlm. 123. 



3. Bentuk dan jenis hams sesuai dengan pedoman yang sudah 
ditetapkan pemerintah. 

Urgensi pembentukan peraturan daerah dapat ditinjau dari 2 (dua) 

dimensi, yaitu195: 

a. Peraturan Daerah yang berfhgsi memberi landasan dan arah 
dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah secara 
benar; d m  

b. Peraturan Daerah yang mewadahi kepentingan serta memenuhi 
tuntutan kebutuhan masyarakat akan instrument aturan yang 
operasional (sesuai kebutuhan objektif masyarakat). 

Adapun Perda terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupatenl 

Kota: 

a Peraturan Daerah Provinsi 

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubemur, atau 

dengan kata lain Peratman Daerah Provinsi adalah peraturan yang 

dibentuk oleh Gubemurt Kepala Daerah Provinsi bersama-sama dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah @PRD) Provinsi, dalam 

melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah 

provinsi. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi ini 



merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur 

daerahnya sesuai Pasal 136 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, namun demikian pembentukan suatu peraturan 

daerah ini dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.196 Pasal 1 angka 5 

Permendagri No. 53 Tahun 201 1 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah 

Provinsi sama halnya dengan Peraturan Daerah Kabupated Kota adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah. 

b. Peratman Daerah Kabupated Kota 

Peraturan Daerah Kabupated Kota adalah peraiman yang dibentuk 

oleh Bupati atau Walikotal Kepala Daerah Kabupated Kota bersama- 

sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupated Kota, dalam 

melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada P e m e ~ t a h  Daerah 

Kabupated Kota, yaitu Bupati atau Waliiotal Kota Daerah Kabupated 

Kota clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupated Kota 

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupated Kota ini 

merupakan suatu pemberian wewenang (atribusian) untuk mengatur 

daerahnya sesuai Pasal 136 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah kabupaten kota 

dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu 

 aria Farida Indrati Soeprapto,. . . op, cit, hlm. 202. 



peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.19' Seperti yang telah 

dijelaskan diatas pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Peraturan 

Daerah Kabupatenl Kota sama halnya dengan Peraturan Daerah Provinsi 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah. 

2. Qanun, Perdasi dan Perdasus 

Setelah mengetahui tentang Peraturan Daerah, maka peraturan lain 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah 

Qanun disebutkan dalarn Penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 pada 

penjelasan Pasal7 ayat (1) huruf f dan g. Dalam penjelasan itu disebutkan 

antara lain pada huruf f, bahwa termasuk dalarn Peraturan Daerah 

Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh, kemudian 

disebutkan pula pada huruf g, yaitu termasuk dalam Peraturan Daerah 

Kabupateflota adalah Qanun yang berlaku di KabupatenIKota di 

Provinsi Aceh. Perihal Qanun terdapat pada Undang-undang Nomor 18 

tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai 

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,di mana dalam peraturan itu 

dijelaskan adanya dua yaitu peraturan yang disebut Peraturan Daerah 

19' Maria Farida Indrati Soeprapto,. . .Op,cit, hlm. 202-203. 



(Perda) dan yang disebut ~anun. '~ '  Persamaan dan Perbedaan adalah 

peraturan yang dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur guna mengatur 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan fasilitasi 

pembinaan kehidupan berbangsa dan bemegara dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berbagai urusan rumah tangga daerah yang 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi. Di Provinsi 

Nangroe Aceh Darussalam, peraturan yang dibentuk secara demikian 

disebut Qanun. Jika ditinjau dari sudut Prosedur pembuatan peratwan, 

antara Perda dan Qanun adalah ma, namun ditinjau dari sudut 

kompetensi mengaturnya, Qanun berbeda dengan Perda. Qanun 

merupakan pelaksana langsung dari undang-undang dan tidak tunduk 

pada PP dan Keppres sedangkan Perda tunduk. (Vide Ketentuan Pasal 1 

butir 8 Undang-undang Nomo 18 Tahun 2001). Peraturan Daerah sebagai 

layaknya Undang-undang di Daerah, mempunyai kekuatan mengikat yang 

mutlak kepada seluruh rakyat, institusi pemerintahan dan swasta, serta 

kepada pendatang yang berinteraksi di Daerah, demikian pula Qanun 

untuk daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan ketentuan 

P e r a m  Daerah dan Qanun dapat dipaksakan. Oleh karena itu semua 

pihak wajib menghormatinya, dan aparat penegak hukum secara arif 

harus antisipatif dalam mempergunakan Peraturan Daerah dan Qanun 

sebagai dasar dalam upaya menegakkan supremasi hukurn baik di dalam 

198 Supardan Modeong, Tekhnik Penmdang-undangan di Indonaria,. . . op, cit, hlm.57-58. 



maupun di luar lembaga pengadilan.l" Tata cara pembentukannya di atur 

dalam Qanun No. Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pembentukan Qanun. 

Sedan- Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus dalam Pasal 1 

huruf UU No. 21 Tahun 2001 disebutkan bahwa Peraturan Daerah 

Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah 

Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam 

Undang-undang No. 21 Tahun 2001. Kemudian Peraturan Daerah 

Provinsi menurut Pasal 1 hurufj adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua 

dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Kemudia dalam Penjelasan UU No.12 

Tahun 201 1 pada penjelasan Pasal7 ayat (1) huruf f dikatakan bahwa, 

"Termasuk dalam Peratwan Daerah Provinsi adalah Qanun yang 
berlaku di Provinsi Aceh dm Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) 
serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi 
Papua dan Provinsi Papua Barat." 

3. Peraturan Gubemurl Kepala Daerah 

Dalam Pasal32 Tahun 2004, Peraturan Kepala Daerah disebutkan 

pada pada Pasal 1 angka 11 UU No.32 Tahun 2004, yaitu Peraturan 

kepala daerah adalah p e r a m  Gubemur ddatau peraturan 



BupatitWalikota. Peraturan Kepala Daerah ini diatur bersama Peraturan 

Daerah dalam Bab VI UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan Gubernurl 

Kepala Daerah adalah Peraturan perundang-undangan di Daerah yang 

merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah , yang dibentuk 

berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 146 tersebut, untuk 

melaksanakan Peraturan Daerah atau kuasa peraturan perundang- 

undangan (yang lebii tinggi) Kepala Daerah dapat juga membentuk 

Keputusan Kepala Daerah tersebut hanya yang bersifat penetapan. 

Pennendagri No. 53 Tahun 201 1 juga mengatur tentang Peraturan Kepala 

Daerah ini, dimana pada Pasal 1 angka 6 dinyatalcan bahwa, Perkada 

adalah Peraturan Gubernur dad atau Peraturan Bupatil Walikota. 

4. Peraturan Bupati. WaIiotd Kepala Daerah Kabupated Kota 

Peraturan Bupati atau Walikota Kepala Daerah Kabupated Kota 

adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan 

pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupatenl Kota, yang dibentuk 

berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang No. 32. Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, jadi kewenangannya merupakan pelimpahan 

(delegasi) dari P e r a m  Daerah Kabupated Kota, ataupun untuk 

mengatur urusan-man dalam rangka tugas pembantuan 



(rnedebe~ind).~'' Ketentuan yang mengatur tentang Pertauran Bupatil 

Walikota juga diatur dalam Permendagri No. 53 Tahua 2011 Peraturan 

Bupatil Walikota, dalam Pasal 1 angka 6 dalam Permendagri dinyatakn 

bahwa Peraturan Bupatil Walikota adalah termasuk Peraturan Kepala 

Daerah sama seperti Peraturan Gubemur. 

5. PeraturanDPRD 

Dalam Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, salah satu tugas dan wewenang DPRD Provinsi atau DPRD 

Kabupatenl Kota adalah membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala 

Daerah untuk mendapat persetujuan bersama, dan selain itu tidak ada 

wewenang lain dalam fungsi pengaturan yang mengikat umum. Sebagai 

wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat DPRD Provinsi tidak mempunyai 

kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur 

rakyat. 

6. Peraturan Desa 

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 rnasih disebutkan Peraturan Desa 

antara lain pada Pasal 209, dirnana dikatakan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan 

Desa adalah peraturan perundang-undangan, yaitu produk hukurn yang 

*%aria Farida I n d d  Soeprapto.. . Op,,cit, hlm. 203. 



dibuat oleh lembaga pemerintahan desa yang disebut Badan Perwakilan 

Desa atau dengan nama lain (tidak seragam di tiap daerah). 20' Namun 

pada UU No. 12 Tahun 20 1 1 Peraturan Desa sudah tidak disebutkan 

sebagai jenis peraturan perundang-undangan dan dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan. Dalam ha1 ini Perdes di buat oleh Badan 

Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama kepala desa, kedalam jenis 

dan hierarki peraturan perundang-undangan.202 Namun menurut Maria 

Farida Indrati, Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan dalam bidang 

pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi sebatas peraturan yang 

bersifat admini~tratif .~~~ 

C. Materi Muatan Peraturan Daerah 

Dalam sistem demokrasi dan negara hukum modem, sudah umum diketahui 

bahwa kekuasaan negara dibagi dan dipisah-pisahkan antara cabang-cabang 

kekuasaan legislatif, eksekutif, clan yudikatif. Pada pokoknya, kekuasaan untuk atau 

membuat aturan dalam kehidupan bemegara diionstruksikan berasal dari rakyat yang 

berdaulat yang dilembagakkan dalam organisasi negara di lembaga legislatif sebagai 

lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan cabang kekuasaan pemerintahan negara 

sebagai organ pelaksana atau eksekutif hanya menjalankan peraturan-peratuan yang 

201 Supardan Modeong, Tekhnik Perundang-undangan di Indonesia,. . . Op, ~i t~hlm.6 1 .  
202 Lihat P a d 7  ayat (2) UCT. No. 10 Tahun 2004. 
203 Maria Farida Indrati Soeprapto, ... Op,cit,hlm. 108. 



ditetapkan oleh cabang legislatif. Sementara itu, cabang kekuasaan kehakiman atau 

judikatif bertindak sebagai pihak yang menegakkan peraturan-peraturan itu melalui 

proses peradilan yang independen dan imparsial. Berdasarkan paradigm pernikiran 

yang demikian, maka satu-satunya sumber legitimasi organ negara untuk menetapkan 

sesuatu norma hukum yang berbentuk peraturan (regeling) adalah organ yang bekerja 

di cabang kekuasaan legislatif. Norma-norma hukurn yang bersifat dasar biasanya 

dituangkan dalam undang-undang dasar sebagai "de hoogste wet" atau hukum yang 

tertinggi, sedangkan hukum yang tertinggi di bawah undang-undang dasar adalah 

undang-udnang (gezets, wet, law) sebagai bentuk peraturan yang ditetapkan oleh 

legislator (legislator act). Namun, oleh karena materi yang diatur dalam undang- 

undang itu hanya terbatas kepada sod-sod yang mum,  diperlukan pula bentuk- 

bentuk peraturan yang lebih rendah (subordinate legislation) sebagai p e r a m  

pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan. Lagi pula, sebagai produk lembaga 

politik, seringkali undnag-undang hanya dapat menampung materi kebijakan yang 

bersifat umum. Dorum legislatif bukanlah forum teknis, melainkan forum politik, 

sehingga sudah sewajarnya apabila perhatian dan kemampuan para wakil rakyat 

mengenai sod-sod teknis yang rinci tidak dapat diandak~n?'~ 

Sudah menjadi kenyataan umum di semua negara bahwa kewenangan untuk 

mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis itu kepada lembaga eksekutif untuk 

menetapkan peraturan yang lebii rendah sebagai peraturan pelaksana (subordinate 

Ni'matul Huda dan Nazriyah,. . . .Op,cit,bfm.92-93. 



legislation). Namun, karena sumber kewenangan mengatur tersebut pada pokoknya 

berada di tangan para wakil rakyat sebagai legislator, sekiranya berada di tangan para 

wakil rakyat sebagai legislator, sekiranya diperlukan peraturan yang lebih rendah 

untuk mengatur pelaksanaan suatu rnateri undang-undang, maka pemberian 

kewenangan untuk lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana, 

haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan. Hal 

inilah yang biasa dinamakan "legislative delegation of rule-makingprower". Dengan 

penegasan itu berarti kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu secara tegas 

didelegasikan oleh legislator utama (primary legislator) kepada legislator sekunder 

(secondary legislator). Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi 

inilah yang disebut pendelegasian kewenangan legislatif (legislative delegation of 

r ~ l e - r n a k i n ~ ~ o w e r ) . ~ ~ ~  

Berdasarkan prinsip pendelegasian ini, norma hukum yang bersifat pelaksanaan 

dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari 

peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, Peraturan Presiden dibentuk tidak atas perintah 

UU atau PP, Maka Peraturan Presiden tersebut tidak dapat dibentuk. Peraturan 

Menteri, jika tidak diperintahkan sendiri oleh Peratwan Presiden atau Peraturan 

Pemerintah, berarti peraturan dirnaksud tidak dapat dibentuk sebagaimana mestinya. 

Demikian pula bentuk-bentuk peraturan lainnya, jika tidak didasarkan atas perintah 

peraturan yang lebih tinggi rnaka peraturan itu dianggap tidak memiliki dasar yang 



melegitimasi pembentukannya. Dengan demikian, kewenangan lembaga pelaksana 

untuk membentuk peraturan pelaksana undang-undang sebagai ketentuan menganai 

pendelegasian kewenangan legislasi (legislative delegation of rule-making power) 

dari pembentuk undang-undang kepada lembaga pelaksana undang-undang atau 

kepada pemerintah?06 

Sebagian terbesar undang-undang mendelegasikan kewenangan selanjutnya 

kepada Peraturan Pemerintah (PP), tetapi ada pula yang memberikan delegasi 

langsung kepada Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah provinsi, 

ataupun Peraturan Menteri, Peraturan Daerah provinsi, ataupun Peraturan Daerah 

Kabupatenl Kota. Bahkan, Undang-Undang tentang Perpajakan sejak dulu juga biasa 

memberikan delegasi untuk pengaturan lebih lanjut langsung kepada Direktur Jendral 

Pajak. Akibatnya, banyak produk hukurn yang berbentuk Keputusan Direktur 

Jenderal yang berisi materi pengaturan yang seharusnya dituangkan dalam bentuk 

Peraturan Menteri. Ini dikarenakan Direktur Jendral adalah jabatan struktural 

tertinggi pegawai negeri sipil, sehingga sudah seharusnya tidak diberi kewenangan 

politik untuk menetapkan sesuatu pertauran tidak diberi kewenangan politik untuk 

menetapkan sesuatu peraturan yang mengikat umum. Narnun, terlepas dari ha1 itu, 

yang jelas dalam praktik sekarang, masih banyak produk hukum yang bersifat 

mengatur yang dituangkan dalam bentuk keputusan Direktur Jendral mengatur yang 

dituangkan dalam bentuk keputusan Direktur Jendral, seperti Dirjen Pajak, Direktur 



Bea dan Cukai, Dirjen Imigrasi dan Direktur Jenderal di lingkungan departemen 

lainnya, dan ~eba~a in~a .~ ' '  

Setelah terbentuk UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembetukan P e r a m  

Pemdang-undangan, semua bentuk peraturan oleh Direktur Jendral tersebut sudah 

seharusnya ditertibkan. Di masa yang akan datang, jangan lagi uudang-undang yang 

memberikan delegasi untuk pengaturan lebih lanjut sesuatu materi undang-undang 

langsung kepada Menteri, apalagi kepada Direktur Jendral yang hanya merupakan 

jabatan kepegawaian administrasi. Menteri memang merupakan jabatan politik, tetapi 

materi Undang-Undang yang dibentuk bersarna oleh DPR dan Presiden, sebaiknya 

dijabarkan lebih lanjut, bukan oleh Menteri, melainkan oleh Presiden sebagai kepala 

pemerintahan atau pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden dapat 

menetapkan peraturan pelaksanan itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau 

Peraturan Presiden (Perpres). Kalaupun karena pertimbangan-pertirnbangan teknis 

tertentu, materi tertentu dalam undang-mdang dianggap tepat untuk dijabarkan lebih 

lanjut oleh peraturan menteri, maka hal dirnaksud haruslah benar-benar ditentutkan 

dengan tegas dan terbatas. Misalnya, materi yang perlu pengaturan lebih lanjut itu 

memang benar-benar tidak berkaitan dengan departemen atau kementrian yang lain 

kecuali hanya berkaitan dengan satu urusan kementrian tertentu saja, sehingga 



karenanya dapat diatur lebih lanjut oleh menteri yang bersangkutan tanpa keterlibatan 

menteri lain208 

Istilah "materi muatan" pertarna kali dipergunakan oleh A. Hamid S Attamimi, 

yang menurut pengakuannya mulai diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 

1979 sebagaimana dimuat dalam Majalah Hukurn dan Pembangunan No. 3 Tahun 

1979. Menurutnya, istilah "materi muatan" sebagai pengganti atau alih bahsa dari 

istilah (kata) Belanda "het ondenverp" dalam ungkapan Thorbecke "het eigenaardig 

ondenverp der wet" yang diterjemahkan dengan "materi muatan yang khas dari 

undang-undang", yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata 

dimuat dalam Undang-undang dan oleh karena itu menjadi materi muatan undang- 

undang. Yang dirnaksud adalah isi kandungan atau substansi yang dirnuat dalam 

undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada urnurnnya. 

Sebagaimana dimaklumi, setiap jenis peraturan perundang-undangan memuat materi 

tertentu, yang satu berbeda dengan yang lain. Hal ini mengandung arti bahwa secara 

substansial pembedaan jenis suatu peraturan perundang-undangan, tidak semata-mata 

didasarkan pada bentuk, syarat dan cara pembentukan, serta badan pembentukannya, 

tetapi juga didasarkan kepada isi yang terkandung di dalamnya. Pada hakekatnya 

jenis peraturan perundang-undangan mencerminkan sebagai suatu wadah. Pembedaan 

wadah disebabkan oleh pembedaan mauatan yang d i~adah i .~ '~  

208 IbidJdm.94-95. 
'09 Rosjidi Ranggawidjaja,. . .,Opt cihhlrn. 53. 



Pada Pasal 1 angka 13 UU No. 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi 

yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi,dan 

hierarki Peraturan Perundang-undangan. Bagir Manan mengartikan materi muatan 

adalah muatan yang sesuai dengan bentuk peraturan perundang-undangan tertentu. 

Lebih lanjut Bagir Manan menyatakan sehingga saat ini belum pemah ada satu 

ketentuan atau ajaran yang memastikan materi muatan suatu peraturan perundang- 

undangan. Ajaran mengenai materi muatan lebih bersifat asas-asas urnum daripada 

materi kaidahnya. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memuat materi 

tertentu, yang satu berbeda dengan yang lain. Hal ini mengandung arti bahwa secara 

substansial pembedaaan jenis suatu peraturan perundang-undangan tidak semata-mata 

didasarkan kepada bentuk, syarat dan cara pembentukan, serta badan 

pembentukannya, tetapi juga didasarkan isi yang terkandung di dalarnnya Pada 

hakikatnya jenis peraturan perundang-undangan mencerminkan sebagai sutau wadah. 

Pembedaan suatu wadah disebabkan oleh pembedaan muatan yang d i ~ a d a h i . ~ * ~  

Adapun menurut Ronny Sautma Hotma Bako asas hukum terhadap materi 

muatan dapat digolongkan, sebagai beriku2": 

a. Asas tingkatan hierarki 

210 ~i'matul Huda dan Nazriyah,. . . .Op,cit,hlm.96. 
211 Ronny Sautma Hotma Bako, Penguntar Pembentukan Undang-Unhg Republik 

Indonesia,. ..Op,cit, hlm. 61. 



1) Perundang-undangan yang rendah tingkatnya ti& dapat mengubah atau 
mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih 
tinggi tingkatnya. 

2) Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau 
dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatnya. 

3) Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak 
mempunyai kekuatan hukum dan ti& mengikat, apabila bertentangan dengan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. 

4) Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih itnggi 
tingkatnya ti& dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah, tetapi yang sebaliknya dapat. 

b. Berdasarkan asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat, maka a& dua 
macam hak menguji perundang-undangan, yaitu: 

1) Hak menguji secara materiil, yaitu hak menguji materi atau isi perundang- 
undangan, apakah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang 
lebih tinggi tingakatnya. 

2) Hak menguji secara formil, yaitu hak menguji apakah semua formalitas atau 
tata cara pembentukannya sudah terpenuhi. 

Terkait dengan materi muatan Perda, maka materi muatan Perda dapat 

diartikan, yaitu seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus di daerah serta penjabaran 

lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.212 Menurut UU No. 12 

Tahun 201 1 Pasal 14, rnateri muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupatenl Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dad atau penjabaran 

lebih lanjut peraturan perundang-undnagan yang lebih tinggi. Adapun menurut UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka 

212 Utang Rosidin,. . .Op,cit,hlm. 123. 



penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut 

peraturan lxmmdang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirri khas 

masing-masing daerah. Dengan dernikian, materi muatan Perda tidak semata-rnata 

dibentuk oleh UU No. 32 Tahun 2004, tetapi dapat pula untuk melaksanakan perintah 

UU lain, bahkan perintah dari konstitusi sepanjang menyangkut kekhasan masing- 

masing daerah.213 Meski materi muatan penyelenggaraan oronomi daerah dan tugas 

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah, tetapi materi muatan peraturan 

tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 20 1 1 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , yaitu tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi214 

Asas-asas materi muatan Perda diatur pada Pasal 138 UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan pada Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 201 1 

tentang Pembentukan Peraturan. Dimana asas yang diatur isinya sama dalarn UU No. 

32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2004, namun terdapat perbedaan dalam kedua 

peraturan tersebut, ini dikarenakan UU No. 32 Tahun 2004 masih mengacu pada UU 

No. 10 Tahun 2004 yang telah dicabut oleh UU No. 12 Tahun 201 1. Dalam Pasal 138 

W No. 32 Tahun 2004 maka disebutkan bahwa materi muatan peratman perundang- 

undangan mengandung asas. 

a. pengayoman; 

~i'matul Huda dan Nazriyah,. . . .Op, cit,hltn. 1 10. 
214 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dun Retribusi Daerah, Sinar Graflka, Jakarta, 

2012,hlm. 179. 



Tabel 2.6. Perbedaan Penjelasan Asas-Asas Materi Muatan pada UU No.10 

Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun 2011 

Perbedaan Penjelasan Asas-Asas 

UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) 

1. Materi Muatan Peraturan Perundang- 
undangan mengandung asas. 

2. Huruf a : Yang dirnaksud dengan "asas 
pengayoman" adalah bahwa setiap 
Materi Muatan Perahran Pemdang- 
undangan hams berfhgsi memberikan 
perlindungan dalam 
menciptakan ketentraman masyarakat. 

3. Huruf c : Yang dirnaksud dengan "asas 
kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peratman Perundang-undangan 
hams mencerminkan sifat dan watak 
bangsa Indonesia yang pluralistik 
(kebhinekaan) dengan tetap menjaga 
prinsip negara kesatuan Republik 
Indonesia. 

4. Huruf e: Yang dimaksud dengan "asas 
kenusantaraan" adalah bahwa setiap 
Materi Muatan Peraturan Perundang- 
undangan senantiasa memperhatikan 
kepentingan seluruh wilayah Indonesia 
dan materi muatan P e r a m  Perundang- 
undangan yang dibuat di daerah 
merupakan bagian dari sistem hukum 
nasional yang berdasarkan Pancasila. 

5. Huruf f : Yang d i i s u d  dengan "asas 
bhinneka tunggal ika" adalah bahwa 
Materi Muatan Peraturan Perundang- 
undangan harus memperhatikan 
keragaman penduduk, agama, suku dan 
golongan, kondisi khusus daerah, dan 
budaya khususnva vane menvanekut 
masalah-masalah sensitif dalam 
kehidupan. Bermasyarakat berbangsa, 
dan bernegara. 

Materi Muatan 

UU No. 12 Tahun 201 1 Pasal6 
ayat (1) 

1. Materi muatan Peraturan 
Perundang-undangan harm 
mencenninkan asas. 

2. Huruf a : Yang dimaksud 
dengan "asas pengayoman" 
adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan 
Perundangundangan harus 
berfimgsi memberikan 
pelindungan - untuk 
menciptakan ketentrarnan 
masyarakat. 

3. Huruf c : Yang dimaksud 
dengan "asas kebangsaan" 
adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan 
Perundang-undangan harus 
mencerminkan sifat dan 
watak bangsa Indonesia yang 
maiemuk dengan tetap 
menjaga prinsip Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia. 

4. Huruf e : Yang dimaksud 
dengan "asas kenusantaraan" 
adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan 
Pemdangundangan 
senantiasa memperhatikan 
kepentingan seluruh wilayah 
Indonesia dan Materi Muatan 
Peraturan Perundang- 
undangan yang dibuat di 
daerah merupakan bagian 
dari sistem hukum nasional 



6. Huruf g :Yang dimaksud dengan "asas 
keadilan" adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan keadilan secara 
proporsional bagi setiap warga negara 
tanpa kecuali. 

7. Huruf h : Yang dimaksud dengan "asas 
kesarnaan kedudukan dalam hukum dan 
pemerintahan" adalah bahwa setiap 
Materi Muatan Peraturan 
Perundangundangan tidak boleh berisi 
hal-ha1 yang bersifat membedakan 
berdasarkan latar belakang, antara lain, 
agama, suku, ras, golongan, gender, atau 
status sosial. 

8. Huruf i : Yang dimaksud dengan "asas 
ketertiban dan kepastian hukum" adalah 
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
Perundang-undangan harus dapat 
menimbulkan ketertiban dalam 
masyarakat melalui jaminan adanva 
kepastian hulcum. 

9. Huruf j : Yang dimaksud dengan "asas 
keseimbangan, keserasian, dan 
keselarm" adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan keseirnbangan, 
keserasian, dan keselarasan, antara 
kepentingan individu, masyarakat dan 
kepentingan bangsa dan negara. 

yang berdasarkan Pancasila 
dan Undane-Undane Dasar 
Nwara Re~ublik Indonesia 
Tahun 1945. 

5. Huruf f : Yang dimaksud 
dengan "asas bhinneka 
tunggal ika" adalah bahwa 
Materi Muatan Peraturan 
Perundangundangan h a s  
memperhatikan keragaman 
penduduk, agama, suku clan 
golongan, kondisi khusus 
daerah serta budaya dalam 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bemegara. 

6. Huruf g: Yang dimaksud 
dengan "asas keadilan" 
adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Perahmu 
Perundang-undangan harus 
mencermjnkan keadilan 
secara proporsional bagi 
setiap warga negara. 

7. Huruf h : Yang dimaksud 
dengan "asas kesamaan 
kedudukan dalm hukum dan 
pemerintahn" adalah bahwa 
setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang 
undangan tidak boleh 
memuat ha1 yang bersifat 
membedakan berdasarkan 
latar belakang, antara lain, 
agama, suku ras, golongan, 
gender, atau status sosial. 

8. Huruf i : Yang dimaksud 
dengan "asas ketertiban dm 
kepastian hukum" adalah 
bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang- 
undangan harus dapat 
mewuiudkan ketertiban 



dalam masyarakat melalui 
jaminan kepastian hukum. 

9. Huruf j : Yang dimaksud 
dengan "asas keseirnbangan, 
keserasian, dan keselarasan" 
adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan 
Perundang-undangan hams 
mencerminkan 
keseirnbangan, keserasian, 
dan keselarasan, antara 
kepentingan individu & 
masyarakat denean 
kepentingan bangsa dan 

I I negara. I 
I I I 

Sumber: UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan 
Peraturan Pemdang-undangan. 

Bagir Manan memberikan petunjuk mengenai materi muatan Per& yaitu 

sebagai berik~?'~: 

1. Sistem rumah tangga daerah. Dalam sistem rumah tangga formal, segala urusan 
pada dasarnya dapat diatur oleh daerah selama belum diatur atau tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada 
sistem rumah tangga materiil, hanya urusan yang ditetapkan sebagai urusan 
m a h  tangga daerah yang dapat diatur dengan Perda. 

2. Ditentukan secara tegas dalarn undang-undang pemerintahan daerah, seperti 
APBD, Pajak, dan retribusi. 

3. Urusan pemerintahaa yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah 
daerah yang lebih tinggi tingkatannya. 

Lebih khusus lagi, muatan materi muatan Perda provinsi adalah sebagai 

beriku?16: 

*I5 Utang Rosidin,.. .Op,cit,hlm.l24. 
*I6 Zbid 



1. Kewenangan yang diperoleh dalam bidang otonomi yang berisikan kewenangan 
yang bersifat lintas kabupated Kota, kewenangan di bidang pemerintahan 
tertentu, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat d i l h a k a n  oleh 
kabupatenl kota. 

2. Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di 
m y a ,  termasuk tugas pembantuan. 

3. Untuk menampung dan mengekpresikan kondisi khusus di daerah yang lintas 
kabupated kota. 

Adapun muatan materi peraturan daerah kabupated kota adalah sebagai 

a) Kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan otonomi daerah yang berisikan 
kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. 

b) Berdasarkan penjabaran lebih dari peraturan perundang-undangan di atasnya, 
termasuk tugas pembantuan. 

c) Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah. 

Selain asas (UU Pemda dan No 12 Tahun 201 1) dan materi muatan di atas, 

DPRD dan pemerintah daerah dalam menetapkan Perda harus mempertirnbangkan 

keunggulan lokall daerah sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Dari beberapa asas teresebut, 

dapat disimpulkan bahwa Perda yang baik memuat ketentuan2'*: 

1. Memihak kepada kepentingan rakyat banyak; 
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
3. Bemawasan lingkungan dan budaya. 

'I7 Ibid 
Ibid,hlm.125-126. 



Sementara itu, tujuan utama ditetapkannya Perda adalah mewujudkan 

kernandirian daerah dan memberdayakan masyarakat daeral~.~'~ Agar Perda bisa 

berhgsi  secara efektif, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, yaitu220: 

1. Menyosialisasikan per& dengan menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat, 
terutama stake holders yang bersangkutan; 

2. Melakukan upaya penegakan hukum khusus Perda. Untuk itu, dibentuk satuan 
polisi pamong praja. Di samping menyelenggarakan ketetiban umum dan 
ketentraman masyarakat, polisi pamong praja juga bertugas melakukan upaya 
penegakkan hukum, khusus Perda. Selain itu, melalui Perda, @at juga ditunjuk 
pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
atas ketentuan yang termuat dalam Perda. 

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Perda 

ditentukan sebagai be r ik~ t~~ ' :  

a. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama 
DPRD. 

b. Perda dibentuk dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas 
pembantuau dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing-masing 
daerah. 

c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dad atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 

d. Perda dibentuk b e r h k a n  pada asas pembentukan peraturan penmdang- 
undangan. 

e. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 
penyiapan atau pembahasan Raperda. 

f. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau 
pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh) juta rupiah. 

g. Peraturan kepda daerah clan atau keputusan kepala daerah ditetapkan untuk 
melaksanakan Perda 

h. Perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah. 

Ibid,hlm. 126. 
"O Ibid. 
"'Jbi4hlm.110-111. 



i. Perda daerah menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran 
Perda (PPNS Perda). 

j. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 
dalam Berita Daerah. 

Berbicara mengenai materi muatan, maka terkait pula dengan h g s i  Perda. 

Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bemifat atribusi yang diatur 

berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

terutama Pasal 136, dan juga memiliki h g s i  delegasian dari peraturm perundang- 

undangan yang lebih Fungsi yang bersifat atribusi ini terkait dengan atribusi 

kewenangan yang dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (attributie van 

wetgevingsbevoegheid) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan 

perundang-undangan yang diberikan oleh Grondivet (Undang-Undang Dasar) atau 

wet (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negaraf pemerintah. Kewenangan 

tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap 

waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Kemudian h g s i  

delegasi terkait dengan delegasi kewenangan, yang mana pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (delegatie van wetgevingsbevoegheid) ialah pelimpahan 

kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peratman perundang- 

222 Maria Farida Indrati Soeprapto,. . . Op,cit, hlm.232. 



undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun 

tinc-M~an.~~~ 

Fungsi Peraturan Daerah ini dinunuskan dalam Pasal 136 Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain sebagai berikd4: 

a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonorni daerah 

provinsil kubupatenikota dan tugas pembantuan. 

b. Menyelenggarakan peratman sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- 

masing daerah. 

c. Menyelenggarakan pemgaturan hal-ha1 yang tidak bertentangan dengan 

kepentingan mum. Kemudian dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) dikatakan 

bahwa, yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" dalam 

ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar 

warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya 

ketenteramadketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. 

d. Menyelenggarakan pengaturan hal-ha1 yang tidak bertentangan dengan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud di sini adalah tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Tingkat Pusat, maka 

misalnya Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila Perda 



kedudukannya daripada Perda Propinsi, dan Perda Kabupaten atau Perda Kota 

Karena itu, sesuai prinsip himki peraturan perundang-undangan, peraturan yang 

lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih 

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di provinsi 

maupun di kabupaten dan kota jelas merupakan lembaga yang menjalankan 

kekuasaan legislatif di daerah. Di samping itu, pengisian jabatan keanggotaanya juga 

dilakukan melalui pernilihan mum. Baik DPRD maupun Kepala Daerah, yaitu 

Gubemur, Bupati, dan Walikota sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya, 

lembaga legislatif dan eksekutif, sama-sama dipilih langsung oleh m a t ,  dan sama- 

sama terlibat dalam proses pembentukan suatu Peraturan Daerah. Karena itu, seperti 

halnya Undang-Undang di tingkat pusat7 Peraturan Daerah dapat diiatakan juga 

merpakan produk legislatif di tingkat daerah yang bersangkutan, dan tidak disebut 

sebagai produk regulative atau executive 

Lebih lanjut Jirnly Asshidiqie mengatakan, berkaitan dengan pengertian "local 

constitution" atau "local gronhuet", maka Peraturan Daerah juga dapat dilihat 

sebagai bentuk Undang-Undang yang bersifat lokal. Seperti Undang-Undang maka 

organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah itu adalah 

lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Jika Undang-Undang dibentuk 

* Ni'matul Huda dan Nazriyah, . . . Op,cit.hlm. 1 1 1- 1 12. 
226 Ibid 



oleh lembaga legislatif pusat dengan persetujuan bersama Presiden selaku kepala 

pemerintahan eksekutif, maka Peraturan Daerah dibentuk oleh lembaga legislatif 

daerah bersama-sama dengan kepala pemerintahan daerah setempat. Dengan 

perkataan lain, sama dengan Undang-Undang, Peraturan Daerah juga merupakan 

produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih secra langsung 

oleh rakyat yang berdaulat. Sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan 

pemerintah, maka Peraturan Daerah itu seperti halnya Undang-Undang dapat disebut 

lative act), sedangkan peratwan-peram dalam bentuk 

- - - '-, regulasi atau produk regulative (executive acts). Perbedaan 
- 

dengan Undang-Undang hanya dari segi lingkup teritorial 

~turan itu bersifat nasional atau lokal. Undang-Undang 
\ 

&an Peraturan Daerah hanya berlaku di dalam wilayah 

pemerintahan her& yang bemgkutan saja, yaitu dalam wilayah daerah propinsi, 

wilayah daerah kabupaten, atau wilayah daerag kota yang bersangkutan masing- 

masing. Karena itu, Peraturan Daerah itu tidak ubahnya adalah "local law" atau 

"local wet", yaitu Undang-Undang yang bersifat lokal (local legislation).227 

Menurut Laica M a d ,  tidak tepat Peraturan Daerah (Perda) ditempatkan pada 

M k i  peraturan perundang-undangan terbawah, di bawah Peraturan Presiden (UU 

No.10 Tahun 2004). Locale wet atau Per& dibuat guna melaksanakan Undang- 

Undang, wet atau Gesetz. W No.32 Tahun 2004 belum sepenuhnya menerangkan 



hakikat desentralisasi. Jadi, Perda seharusnya ditempatkan di bawah UU atau 

setidaknya di bawah PP. Oleh karena Peraturan Perda dan produk-produk legislasi 

daerah lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional secara 

keseluruhan, jika dilihat dari sisi pandang kesisteman, maka produk legislasi daerah 

ini adalah salah satu bagian dari sistem hukum nasional, khususnya pada sub-sistem 

peraturan perundang-undangan atau ,, substansi hukum. Mengingat kedudukannya 

tersebut, penyusunan atau pembentukan Peraturan Daerah tunduk kepada aturan- 

aturan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk pembentukan peraturan 

daerah dalam rangka otonomi daerah semakin berat, maka pembentukan peraturan 

daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah memerlukan perhatian 

yang ~ e r i u s . ~ ~ ~  

Proses harmonisasi, pembulatan dan pembantapan konsep rangcangan Perda 

merupakan hal yang harus ditempuh. Pengharmonisan adalah merupakan upaya untuk 

menyelaraskan sesuatu, dalarn hal ini Perda sebagai salah satu untuk menyelaraskan 

sesuatu, dalam hal ini Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan 

yang tersusun secara sistematis dalam suatu hiersrki maupun deengan asas peraturan 



perundang-undangan agar tergambar dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian 

bahwa Perda merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan 

perundang-undangan. Pengharmonisan dilakukan untuk menjaga keselarasan, 

kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan 

perundang-undangan berhgsi  secara efektif. Di samping itu pengharmonisan 

peraturan perundang-undangan sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventif 

untuk mencegah adanya pembatalan oleh pemerintah atau pun diajukannya 

permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Kekuasaan 

Menurut Abdul Bari Bazed dalam Ni'rnatul Huda dan Nazriyah, potensi 

timbulnya ketidak tertiban dalam pembangunan hukum dan pembuatan produk 

legislasi di daerah perlu menjadi perhatian utama. Dalam kaitan dengan pembentukan 

peraturan daerah, ha1 ini dapat menimbulkan ketidakserasian atau disharmoni antara 

peraturan daerah dengan peraturan tingkat pusatm atau antara peraturan daerah yang 

satu dengan daerah yang lain. Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu 

kondisi ketidakharrnonisa atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang- 

undangan dengan p e r a m  yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang 



dibawah~~a .~~ '  Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan timbul karena 

satu dan lain sebab, antara lain. 

a. Kebijaksanaan-kebijaksanaan antar instansi Pemerintah Pusat yang saling 
bertentangan; 

b. Adanya perbedaan antara kebijaksanaan yang dikelwkan oleh Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah daerah; 

c. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas 
atau jelad dan mengundang perbedaan penafsiran, dan 

d. ikkmya bentwan an- WW- h$ami-hstansi Pemerintah karena 
pembagian wewenang yang tidak sisternatis dan jelas. 

Salah satu upaya untuk menjaga agar produk hukurn daerah tetap berada dalan 

dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan ketntuan daerah lainnya yang 

lebih tinggi.231 Di samping itu, ada beberapa ha1 yang patut dicatat dalam kaitan 

upaya harmonisasi produk hukum Pusat clan Daerah? antara lain, yakni232: 

a. Peraturan substansi hukum di Daerah harus dapat memperkuat sendi-sendi 
negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum, sendi kerakyatan (demokrasi) 
dan sendi kesejahteraan sosial, dan berdasarkan pada asas pembentukan 
peraturan pemdang-undangan yang baik; 

b. Pengaturan substansi produk legislasi Daerah harus diupayakan sedemikian rupa 
agar tetap berada di dalam biigkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi- 
kondisi kekhususan atau keistimewaan daerah, keberadaan dan penerapa hukurn 
agama dan hukurn adat, serta kearifan lokal yang akan lebih memperkaya sistem 



hukum nasiona, ahrus mendapat lebih memperkaya sistem hukum nasional, hams 
mendapat tempat yang wajar dalam pengembangan hukum di daerah. 

c. Dari segi pembuatannya, kedudukan Peraturan Daerah, baik Perda Provinsi 
maupun KabupatenKota, dapat dilihat setara dengan undang-undang, dalam arti 
semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun, dari segi 
isinya, sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam 
ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih sempit dianggap mernpunyai 
kedudukan lebih rendah dibanding dengan peraturan dengan ruang lingkup 
wilayah pemberlakuan lebih luas. Dengan dernikian, Undang-undang lebih tinggi 
kedudukannya daripada Perda (Provinsi/ Kabupaten, Kota). Karena itu, sesuai 
prinsip M k i  peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak 
boleh bertentangan dengan peratwan yang derajatnya lebih tinggi. 

d. Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan hukum, tennasuk badan 
legislatif Daerah, mutlak dilakukan sesuai dengan tugas dan h g s i  yang menjadi 
tanggungjawabnya sepanjang yang menyangkut pengaturan bidang pemerintah 
yang menjadi urusan rurnah tangga Daerah, dengan memperhatikan prinsip- 





PENGUJIAN NORMA HUKUM DAN KEWENANGAN PENGUJIAN 

PERATURAN DAERAH 

A. Hierarki Norma Hukum 

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan 

dengan ajaran Hans Kelsen menganai Stufenbau des Recht atau The Hierarchy of Law 

yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap 

kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Untuk 

-- 

4-Q - - 
norma yang dinarnik (nomodynamics) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus 

oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, 

sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi 

berlakunya atau pembentukannya. Hukurn itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh 

lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang 

lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk 

oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan 

berlapis-lapis membentuk hirarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, 

bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi 



berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya 

samapai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat 

hipotesis clan fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm)?3 Norma Dasar yang merupakan 

norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu 

norma yang lebih tinggi lagi, sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi 

norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan 

presupposed. Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang 

muridnya yang bemama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma 

Recht). Dalarn "Stufentheorie"-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak 

''shfenbau'' terdapat kaedah dasar dari suatu tata hukum, nasional yang merupakan 

suatu kaedah fundamental. Kaedah dasar tersebut disebut "grundnorm" atau 

"urspnmgnorm". G d n o r m  merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, 

bersifat umum atau hipotesis. Sistem hukum suatu negara merupakan proses yang 

terus menerus, dimulai dari abstrak, menuju ke hukum yang positif dan seterusnya 

sampai menjadi nyata. Semua norma merupakan satu kesatuan dengan struktur 

piramida. Dasar keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma yang paling tinggi 

233 Ni'matul Huda clan Namiyah,. . . .Op,cit,hlm.23-24. 

U4 Maria Fan'& Indrati Soeprapto, . . . Op, cif,hlm.4 l . 



tingkatannya. Jadi menurut Hans Kelsen urutan norma itu dimulai dari Grundnorm 

atau Ursprungnorm ke Generallenorm, kemudian dipositifkan. Sesudah itu akan 

menjadi norma nyata (Concretenorm). Norma nyata lebih bersifat individual. Oleh 

karena norma positif merupakan "perantara" dari norma dasar dengan norma 

individual, maka disebut juga norma antara (Tussenorm). Hal yang merupakan norma 

dasar adalah bahwa dimana pun juga orang tidak boleh mencuri, orang tidak boleh 

menuduh, orang tidak boleh menghina, dsb. Norma dasar tersebut dalam hukurn 

positif Indonesia diatur dalam KUHPidana, rnisalnya mengenai pencurian diatur 

- -  

judul "Law state and International Legal Order". Benyamin Azkin mengemukakan 

bahwa pembentukan norma-norma hukuk Publik itu berbeda dengan pembentukan 

norma-norma hukum Privat. Apabila dilihat pada struktur norma (Norma Structure), 

hukum Publik itu berada di atas hukum Privat, sedangkan apabila dilihat dari stuktur 

lembaga (Institusional Structure) maka lembaga=lembaga negara (Public Authorities) 

terletak di atas masyarkat (Population). Dalam hal pembentukannya, norma-norma 

hukum Publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara ( penguasa negara, wakil- 

wakil rakyat) atau disebut juga supra struktur, sehingga dalam hal ini terlihat jelas 

235 Rosjidi Ranggawidjaja,. . . Op, cit,hlm.26-27 



bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh lembaga-lembaga negara ini 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma-norma hukurn yang dibentk 

oleh masyarakat atau disebut juga infra struktur. Oleh karena norma hukum Publik itu 

dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, maka sebenarnya dalam pembentukannya 

hams dilakukan secara Mih berhati-hati, sebab nornipnorma hukum W l i k  ini h m  

dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarkat, jadi berbeda dengan 

pembentdan norm-ma hukum Privat. Noma-norma d a l m  h h  Privat itu 

biasanya selalu sesuai dengan kehendak atau keinginan masyarakat oleh karena 

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata 

susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda 

ataupun adanya jumlah norma hukurn yang berbeda dalam tiap k e l ~ m ~ o k n ~ a . ~ ~ '  Perlu 

dicatat bahwa norma dalam Negara, d i a  pun adanya, selalu akan berjenjang, 

bertingkat dan merupakan suatu "regessus", demikian Hans Kelsen. Menurut Hans 

Kelsen, norma hukum (Legal Norm) tersebut dapat dibedakan antara general norm 

dan individual norm. Termasuk dalam general norm adalah Custom dan Legislation. 

Hukurn yang diciptakan oleh badan legislative (law created by legislative) disebut 

236 Maria Farida Indrati Soeprapto, . . . Op, cit,hlm.43. 
"' Ibid,hlm.45. 



Statute. Kemudian, norma-norma individual meliputi "putusan badan yudisial" atau 

disebut "judicial acts", "putusan badan administrasi" disebut "administrative acts", 

dan "transaksi hukum" atau "Legal Transaction" yaitu berupa contract dan treaty. 

Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans ~ a w i s k y . ~ ~ ~  Menurut 

Hans Nawisky norma-norma hukum dalam negara berjenjang sebagai b e r i k ~ t ~ ~ ~ :  

1. Norma Dasar dan Grundnorm; 
2. Aturan-aturan Dasar Negara atau Staatsgrundgesetz; 
3. Aturan Formal atau Undang-undang atau Formellegesetz; 
4. Peratwan Pelaksanaan di bawah Undang-undang atau Verornungen. 

- - - - -- -- - -- - -- - . .-- . 

manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, 

bersumber dan berdasar pa& norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi 

berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada 

norma yang tertinggi yang disebut Norma ~ a s a r . ~ ~ '  Hans Nawiasky juga berpendapat 

bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukurn dari 

"* Ibid,hlm.27. 
239 Ibid 
240 Ibid,hlm.44. 



suatu negara itu juga berkelompok-kelompok dan pengelompokkan norma hukum 

dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu241: 

1. Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara); 
2. Kelompok I1 : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara Aturan Pokok 

Negara); 
3. Kelompok I11 : Formell Gesetz (Undang-Undang "formal"); 
4.  Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana & 

Aturan otonom). 

Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki 

hukum negara adalah "Staatsfindamentalnorm". Istilah Staatsfindamentalnorm ini 

- - 

sedangkan A. Hamid S. Attamimi menyebutkan istilah "Staatsfindamentalnorm" ini 

dengan "Norma Fundamental Negara". Norma Fundamental Negara yang merupakan 

norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak diberntuk oleh 

suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat "pre-supposed" atau "ditetapkan 

terlebih dahulu" oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang 

menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Norma yang 

tertinggi ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, oleh karena jika norma yang 

tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi maka ia bukan merupakan 

241 Ibid. 



norma yang tetinggi. Menunrt Hans Nawisky, isi Staatsfindamentalnorm ialah 

norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar 

dari suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Hakikat 

hukum suatu Staatsfindamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi 

atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi atau 

undang-undang dasar. Konstitusi menurut Carl Schrnitt merupakan keputusan atau 

konsensus bersarna tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik (eine 

Gesammtentscheidung Uber Art und Form einer politischen Einheit), yang disepakati 

-- - 

sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, sebagai suatu hipotesa, sesuatu yang 

fiktif, suatu aksioma. Ini diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis bangunan 

tata hukurn yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri kepadanya. 

Di dalam suatu negara Norma Dasar ini disebut juga Staatsfundamentahorm. 

Staatsfindamentalnorm suatu negara merupakan landasan filosofinya yang 

mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih l a n j ~ t . ~ ~  



Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya persarnaan dan perbedaan antara 

teori jenjang norma (Stufentheorie) dari Hans Kelsen dan teori jenjang noma hukum 

(die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen) dari Hans ~ a w i a s k y ? ~  

Persamaanya adalah bahwa keduanya menyebutkan bahwa norma itu berjenjang- 

jenjang dan berlapis-lapis, dalam suatu norma itu berlaku, bersurnber dm berdasar 

pada norma yang diatasnya, norma yang di atasnya berlaku, bersurnber dan berdasar 

pada norma yang di atasnya lagi, dernikian seterusnya sampai pada suatu norma yang 

tertinggi dan tidak dapat ditelusuri lagi sumber dan asalnya, tetapi bersifat "re- 

HipusE%, y g h  dihubUn@a dengan s m  negarx 
Didalam teorinya Hans Nawiasky menyebutkan Norma Dasar itu tidak dengan 
sebutan Staatsgrundnorm melainkan dengan istilah Staatsfindamentalnorm. 
Hans Nawiasky berpendapatan bahwa istilah Staatsgrundnorm tidak tepat 
apabila dipakai dalam menyebut Norma Dasar Negara, oleh karena pengertian 
Grundnorm itu mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah, atau bersifat 
tetap, sedangkan di dalam suatu negara Norma Dasar Negara itu dapat berubah 
sewaktu-waktu karena adanya suatu pemberotakan kudeta dan sebagainya. 
Pendapat Nawiasky ini dinyatakan sebagai berikut: 

" Norma tertinggi dalam negara sebaiknya tidak disebut Staatsgrundnorm 
melainkan Staatsfindamentalnorm, norma fundamental negara. 
Pertimbangannya adalah karena Grundnorm dari suatu tatanan norma pada 
dasamya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi suatu negara 
mungkin berubah-ubah oleh pemberontakan coup d' etat, Putsch, 
Anschluss dan sebagainya." 



Teori tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dilansir oleh 

Adolf Merkel dan Hans Kelsen serta Hans Nawiasky tersebut, kemudian "menjalar" 

ke berbagai negara yang ada di Eropa Kontinental, dan kemudian "menjalar" lagi ke 

negara-negara lain di luar benua Eropa. Hal tersebut sebelum sarnpai ke Indonesia 

diserap oleh para pakar dan negarawan Belanda dan kemudian dibawa ke Indonesia. 

Oleh para sarjana Indonesia hal itu dikembangkan dan diterapkan dalam hukum 

positif Indonesia. Seperti yang telah disebutkan di atas, diantaranya oleh Natanagoro. 

Kemudian oleh para ahli berikutnya dikembangkan dan "direkayasa" sehingga 

2. Batang Tubuh UUD 1945; 
3. Ketetapan MPR; 
4. Undang-Undang; 
5. Peraturan Pemerintah; 
6. Keputusan Presiden; 
7. Keputusan Menteri; 
8. Kep. Ka. LPND; 
9. Kep. Badan Negara; 
lo. Perda Tingkat I; 
11. Kep. Gub. KDH Tingkat I; 
12. Perda Tingkat 11; 
13. Kep. Bupatil Walikotamadya KDH Tk.11. 

Menurut Bagir Manan, tidak ada suatu sistem hukum positif di dunia yang 

secara khusus mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada 

Zbid 



pengaturan hanya terbatas pada asas yang menyebutkan misalnya: " Peraturan Daerah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya" atau dalarn hal UUD ada ungkapan "the supreme law of the Land." Hal 

ini tidak diatur karena, tata urutan itu mempunyai konsekuensi, bahkan setiap 

peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-undangan 

tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Apabila 

temyata peratura perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan 

dan KRIS) disebutkan "undang-undang tidak dapat diganggu gugat". Di sini prinsip 

tata urutan tidak berlaku Undang-undang (formal) akan tetap berlaku dan hams 

diterapkan walaupun bertentangan dengan UUD sebagai peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi tingkatanya. Prinsip atau ketentuan yang menyebutkan : 

"undang-undang tidak dapat diganggu gugat" bertalian dengan ajaran "supremasi 

parlemen". Di sini, UUD lebih dipandang sebagai "asas-asas urnum" daripada 

sebagai kaidah hukum. Faktor lain yang menyebabkan tidak ada kelaziman mengatur 

tata urutan peraturan perundang-undangan, karena sistem hukum positif tidak hanya 

berupa peraturan perundang-undangan, melainkan meliputi juga hukum-hukum tidak 

tertulis (yurisprudensi, hukum adat, atau hukum kebiasaan). Kaidah hukum tidak 



tertulis ini dapat juga dipergunakan untuk menguji peraturan perundang-undangan 

atau sebaliknya, walaupun tidak bertalian dengan tata urutan peraturan perundang- 

undangan. Di Inggris, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

(delegated legislation) dapat diuji terhadap common law dan prinsip-prinsip urnurn 

seperti prinsip "bias ultra vires" dan lain-lain. Di Belanda, peraturan atau keputusan 

administrasi negara dapat diuji terhadap asas-asas urnurn penyelenggaraan 

administrasi negara yang baik (beginselen van behoorlijk b e s t ~ u r ) ? ~ ~  

Di dalam tata hukum, terutama yang berorientasi pada sistem Eropa Kontinental 

lebih tinggi. Jika suatu peraturan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih 

tinggi, maka cara memastikan keabsahannya biasanya dilakukan melalui uji materi 

oleh lembaga yudikatif atau y~disial?47 Ajaran tentang tata urutan peraturan 

perundang-undangan demikian mengandung beberapa prinsip248: 

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan 
landasan atau dasar hukurn bagi perutan perundang-undangan yang lebih rendah 
atau berada di bawahnya; 

2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah hams bersurnber atasu 
memiliki dasar hukurn dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih 
tinggi; 

246 Ni'matul Huda clan N a y a h , .  . . .Op,cit,hlm.3 1. 
247 IbidJdm32-33. 

lbidhlm.33. 



3. Isi atau muatan peraturanperundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 
menyimpangi atau bertentangan dengan peratman perundang-undangan yang 
lebih tinggi tingkatannya; 

4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut diganti atau diubah 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak dengan yang 
sederajat; 

5. Peraturan-peraturan perundang-undangan yag sejenis apabila mengatur materi 
yang ma, maka peraturan yang terbaru diberlakukan, walaupun tidak dengan 
secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, 
peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih umum. 

Konsekuensi penting dari prinsip-prinisp di atas, harus diadakan mekanisme 

yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar. 

J"".. "-' '- r- ----------- ------ -' 

peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih 

Pada tanggal 12 Agustus 20 1 1, Pemerintah telah mengundangkan UU No. 12 

Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan UU 

No. 10 Tahun 2004. Dengan berlakunya UU yang baru ini otomatis UU No.10 Tahun 

2004. Dengan berlakunya UU yang baru ini otomatis UU No. 10 Tahun 2004 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku 1a~i.2~' 



Maka berkitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sekarang ini di 

Indonesia diatur dalam Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, dimana pada Pasal 7 ayat (I), terdapat jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-UndangJPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah KabupatenKota. 

uaun ~ l l u v u ~ ~ r a ,  ~ v r w u w r s ,  ucluuu, xwuruufju, uruu n v u u u r  J-6 u v b u r v c  ~ u s r g  

dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perjntah Undang- 
Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubemur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKota, BupatitWalikota, Kepala Desa atau 
yang setingkat. 

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukurn mengikat sepanjang 
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 
dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Adapun dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut ditakan Peraturan Perundang- 

undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan 

mempunyai kekuatan hukurn mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dan 



pada penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan 

"berdasmkan kewenangan" adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. maka dalam hal ini asas 

lex superiori derogate lex inferiory berarti menunjukan bahwa suatu peraturan yang 

lebih tinggi akan mengesampingkan p e r a m  yang tingkatannya lebih rendah, 

kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal- 

ha1 yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang- 

undangan tingkat lebih ting@. .25 

Tabel3.1. Perbedaan Hierarki Peraturan Perundang-undangan pada UU No. 

10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011 

251 Bagir Manan, Hukum Positiflndonesia, ... Loc, cit. 

UU No. 10 Tahun 2004 Pasal7 ayat (1) 
dan (2) 

UU No. 12 Tahun 201 1 Pasal7 ayat 
(1) 



1. UU D RI Tahun 1945 
2. UURERPU 
3. Peraturan Pemerintah 
4. Peraturan daerah 

a. Perda provinsi dibuat DPRD 
Provinsi dengan Gubrnur 

b. Perda Kabupated kota dibuat oleh 
DPRD Kabupated Kotabersama 
Bupatil Walikota 

c. Peraturan Desaf Peraturan yang 
setingkat dibuat oleh BPD atau 
nama lainnya bersama dengan 
Kepala Desa atau nama lainnya. 

a. Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-UndangPeraturan 
Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; 

dan 
g. Peraturan Daerah 

KabupatenKota 

UU P W  adaTali masmya Ketetapan MPK R1 seDaga salah satu jems da[am hierarlu 

peraturan pemdang-undangan. Masuknya Ketetapan MPR RI di bawah hierarki UU 

NRI Tahun 1945 mungkin dianggap kemunduran, mengingat sistem tata negara kita 

dan fimgsi MPR sudah berubah serta ketentuan bahwa Ketetapan MPR RI ada di 

dalam hierarki peratman pemdang-undangan didasarkan pada Ketetapan MPR RI 

No : IIVMPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- 

undangan yang sidah dikeluarkan berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004. 

Lebih dari itu, perubahan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan hilangnya 

yang sudah dikelaurkan berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 2004. Lebih dari itu, 

perubahan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan hilangnya kewenangan 



MPR 3 UUD NRI 1945 megakibatkan hilangnya kewenangan MPR untuk 

membentuk ketetapan-ketetapan MPR yang berisi peraturan yang berlaku keluar 

(sebagairnana amanat Presiden). Menurut Maria Farida Indrati S., hilangnya 

kewenangan untuk membentuk ketetapan-ketetapan MPR yang mengatur keluar 

tersebut merupakan akibat adanya ketentuan Pasal6A UUD NRI Tahun 1945 yang 

menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung oleh rakyat tersebut mempunyai 

akibat bahwa presiden tidak lagi mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab 

KeIerapan lvrrn yang am ~~irr-UKU IIIGIII~WSYCU ruIF ru5wllDl -.- 
d i p e r t a h d  eksistensinya mengingat kepentingan politik kenegaraan, ekonomi, 

sosial dan hukum dalam rangka merujudkan kesejahteraan rakyat. Ketetapan MPRS 

dan Ketetapan MPR yang masih berlaku merupakan pedoman dan arahan dalam 

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang secara 

nyata masih menjadi rujukan bagi para penyelenggara negara dan masyarakat dalam 

menyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu mempertegas daya 

laku (validity) dan daya guna (eflcacy) Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR guna 

252 Ahmad Y ani, . . . Op, cit, hlm. 19-20. 



lebih menjamin kepastian hukum pemberlakuannya. Karena itu, Pasal7 ayat (1) huruf 

b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) memasukkan Ketetapan 

MPR ke dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Namun dengan 

menyadari bahwa kewenangan MPR sudah berubah pasca amandemen UUD NRI 

Tahun 1945, maka Ketetapan MPR tersebut dikunci hanya berlaku terhadap 

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketatapan MPR No. I/ MPRI 2003 tentang Peninjauan 

Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

lUlUZtIlgZtIl W z m l  Uu rrr 1111 QUIUQLL C G L ~ ~ L C  U G ~ ~ C U I  nwuuuunuu A W ~ U U  J-16 I~~~~~~~ 

diperinci ke dalam Perda provinsi dan Perda Kabupaten / kota, serta dikeluarkannya 

peraturan desa dari klasifikasi Perda. Peraturan desa dikeluarkan dari jenis peraturan 

perundang-undnagan di dalam UU ini ditujukan untuk efelctivitas dan upaya lebih 

mendorong kejelasan posisi p e r a m  desa atau nama lain yang setingkat. 

Keberadaan peraturan desa atau nama lain yang setingkat. Keberadaan peraturan desa 

atau nama lain yang setingkat secara khusus diatur nantinya di dalam UU tentang 

Desa. Selnajutnya, yang termasuk Perda provinsi yang diakui adalah Qanun yang 

berlaku di Provinsi Aceh dan Perda khusus (Perdasus) serta Perda Provinsi (Perdas) 



yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sedangkan yang terrnasuk 

dalam Perda kabupatenl kota adalah Qanun yang berlaku di kabupatenl kota di 

Provinsi Aceh. Selain jenis peraham perundang-undangan tersebut di atas diakui 

keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 

kewenangan. Misalnya PP yang diperintahkan pembentukannya berdasarkan UU, 

Perahran Pemerintah (Permen) dibentuk berdasarkan perintah PP atau dalam hal lain 

pembentukan suatu peraturan "berdasarkan kewenangan", yakni berdasarkan 

power) dan tumpang tindih dengan jenis peraturan yang ada dan lebih tinggi 

hierarkinya. 254 

Dalam konteks jenis dan herarki, sekalipun Permen tidak masuk dalam jenis 

dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal7 ayat 

(1) UU PPP, namun posisi Permen menjadi lebih jelas dan kuat di dalam aturan UU 

ini. Permen yang sebelumnya di dalam UU 10 Tahun 2004 hanya terdapat di dalam 

penjelasan pasal, justru di dalam UU ini Permen dan peraturan perundang-undangan 

lain merupakan norma tersendiri di luar peraturan perundang-undangan yang terdapat 



di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7. Selain itu, adanya penjelasan tersendiri mengenai Permen di dalam 

penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan penjelasan tentang "berdasarkan kewenangan" pada 

ayat (2) , serta contoh bentuk rancangan Permen di dalam Lampiran I1 dan IV huruf j 

menunjukkan betapa kuatnya posisi permen tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan dapat 

menimbulkan kerawanan dan subordinasi terhadap peraturan di bawahnya terutama 

Perda provinsi maupun Perda kabupatenl kota. 

Hierarki merupakan perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan 

Sa[l&lL UGlUZZ;li&UALUl L l U ~ 4 l C U l  IUQlPS-ya, L~LU L W ~ U W W U C  w a - y u .  y-u p*.yrruvul - 
7 ayat (2) . Dalam Pasal7 ayat (2) ditegaskan bahwa : 

"Dalam ketentuan ini yang dirnaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan 
setiap Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan 
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang- 
undangan yang lebih tinggi." 

Ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut sesuai dengan asas lex 

superiori derogate lex inferirory yaitu peraturan dapat juga ditentukan tidak berlaku 

bila nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi. Dalam 

prespektif teori, asas lex superiori derogate lex inferiory dikembangkan oleh Kelsen 

dan Nawiasky melalui norma hukurn berjenjang yang telah disebutkan sebelumnya, 



dengan demikian terdapat kesamaan konsepsi teori Kelsen dan Nawiasky dengan 

hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7.'55 

Berbicara mengenai Perda, maka sesuai dengan hierarki pada Pasal 7 Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara 

normative dan umum, pernyataan tidak boleh Perda yang tidak boleh bertentang 

dengan yang l eb i  tinggi terdapat pada Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang No.32 

Tahun 2004, dimana Pasall36 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyebutkan bahwa, 

- - - - 
khas masing-masing daerah. 

(4) Perda sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan 
kepentingan umum danlatau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi." 

Kemudian pada penjelasan Pasal 136 ayat (4) dijelaskan tentang maksud 

bertentang dengan kepentingan umum yaitu kebijakan yang berakibat terganggunya 

kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan 

terganggunya ketentemanketertiban umum serta kebijakan yang bersifat 

diskriminatif. Konsekuensi dari peraturan daerah yang bertentangan dengan 

255 Imam Soebechi,. . . Loc, cit. 



kepentingan urnurn dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah 

pembatalan Peraturan Derah t e r ~ e b u t ? ~ ~  

B. Pengujian Norma Hukum 

Sebagai sebuah sistem peraturan perundang-undangan, kesatuan tatanan hukum 

seharusnya ti& ada pertentangan antara norma hukum satu dengan lainnya. Dalarn 

praktiknya, ti& dapat dipungkiri bahwa pertentangan antara norma hukurn sering 

terjadi. Menurut Kelsen, ti& ada jaminan absolut bahwa norma yang lebii rendah 

terjadinya konflik antar norma hukum dari berbagai tingktan. Terhadap konflik antara 

norma hukum tersebut dalam dilakukan pengujian (toetsingsl review). Pengujian 

tersebut dapat dilakukan melalui cara yang biasa (ordinary way) yaitu dengan 

mengelwkan norma hukum (perundang-undangan) baru dan juga dapat dilakukan 

dengan cara yang l w  biasa (extra ordinary way) yaitu melalui penunjukkan organ 

tersenidiri melalui k~nstitusi?~' Sebagian besar di negara-negara common law 

maupun negara-negara civil law menerapkan hak menguji (toetsingrecht) yaitu hak 

menguji peraturan perundang-undangan dan keputusan pejabat tata usaha negara 

- -- 

* 6  Utang Rosidin,. . . Op, cit,hlm. 122-1 23. 
257 Imam Soebechi, ... Op, cit, hlm. 180. 



dengan model yang berbeda-beda. Secara keseluruhan pemikiran Kelsen tidak 

diterima semua negara karena perbedaan filosofis dan tradisi hukum di masing- 

masing negara tetapi dalam konteks pengujian norma hukurn sendiri telah diterapkan 

di hampir semua negara dengan model dan alasan yang berbeda-beda. Pengujian 

peraturan perundang-undangan dan keputusan pejabat administrasi sendiri sangat 

dipengaruhi oleh filosofis masing-masing negara?18 

Perbedaan pengujian perundang-undangan terjadi dalam tataran terminology 

dan pendekatan tradisi hukum. Secara terrninologi, istilah hak menguji dipadankan 

I I l ~ I I g G I I ~  laulrul tuctatngar cbnr. m a l l  p l n l x l w c u l ~ a u u y  a IUCIICUI JUHICIIHI I G V I G  w 

constitusional review juga digunakan di negara-negara civil law seperti Jerman dan 

Perancis. 

Adanya pengujian atau menguji ini juga terkait dengan perwujudan demokrasi, 

yang mana ha1 tersebut mengacu pada judicial review sebagai salah satu bentuk 

pengujian, dalam ha1 judicial review merupaka salah satu pelakasanaan independent 

judiciary yang berdasarkan pada doktrin trim politika yang memisahkan kekuasaan 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini berlaku secara universal di negara hukurn 

baik yang menganut sistirn common law maupun civil law. Lingkup judicial review 



tidak hanya sebatas pda pengujian peraturan perundang-undangan, namun mencakup 

pula tindakan hukum penguasa baik tindakan diluar kewenangannya atau karena 

pejabat publik tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Seperti yang 

dikatakan Lee Bridges, George Meszaros dan Maurice Sunkin, dirnana judicial 

review merupakan sarana mendasar bagi pengadilan untuk melakukan supervise 

terhadap tindakan pemerintah pusat maupun daerah dan kewenangan publik 

Namun ada pula yang menentang judicial review sebagai upaya 

mewujudkan demokratisasi, para penentang beranggapan bahwa judicial review tidak 

konstitusional warga negara. Secara umurn hak menguji (toetsingsrecht) lebih luas 

dari judicial review dan constiitusional review. Hak menguji (toetsingsrecht) 

merupakan hak menguji peraturan perunda ng-undangan yang diberikan baik kepada 

kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan ek~ekutif.~~' 

Istilah mengguji peraturan perundang-undangan digunakan dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan kewenangan kekuasaan kehakiman. UUD NRI Tahun 1945 



menggunakan istilah menguji peratturan perundang-undangan. Pasal24A ayat (1) UU 

NRI 1945 menyebutkan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili tingkat kasasi, 

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- 

undang...". Begitu juga dalam Pasal 24 C ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar ..." Selain UUD 1945, istilah menguji atau dengan varian lain yang sejenis 

seperti pengujian atau hak uji, juga ditemukan di beberapa peraturan perundang- 

istilah uji atau menguji sering dipadankan dengan toetsing (Belanda) seperti yang 

digmakan dalam istilah toetsingrecht, formiletoetsingrecht atau 

materiiltoetsingrechts. Kata menguji juga dipadankan dengan kata review (bahasa 

Inggris) seperti dalam istilah judicial review, executive review, atau legislative 

review. Review dalam frasa tersebut berarti memandang, menilai menguji kembali, 

yang berasal dari re dan view. Iatilah toetsingrecht adalah menguji peraturan 

perundnag-undanga yang telah disahkan dan diundangkan. Istilah lain yang hampir 

sama adalah preview, dirnana preview tidak dapat diartikan sebagai menguji tetapi 

menelaah. Preview berkaitan dengan kewenangan menilai atau menelaah rancangan 



peraturan pemdang-undangan sebelum disetujui atau disakan legislatif dan 

ek~ekutif.2~~ 

Maka terkait dengan pengujian ini, dalam praktek dikenal adanya tiga macam 

nonna hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai norm control 

mechanism. Ketiganya sama-sarna merupakan bentuk norma hukum sebagai hail  

dari proses pengarnbilan keputusan hukum, yaitu: keputusan normative yang berisi 

dan bersifat pengaturan (regeling), keputusan normative yang berisi dan bersifat 

---A 

penetapan administrative (beschikking) dan keputusan normative yang berisi dan 
I - 

bersifat individual and cocrer, seaangum regerzng sc~iuu m;lauaL p r r c ; r u r  

abstract?63 Terhadap berbagai bentuk norma hukurn tersebut di atas dapat dilakukan 

kontrol atau pengawasan melalui apa yang biasa disebut sebagai mekanisme kontrol 

norma hukurn (legal norm control mechanism). Kontrol terhadap norma hukum itu 

dapat dilakukan melalui pengawasan atau pengendalian politik, pengendalian 

administrative atau melalui kontrol hukum (judicial). Kontrol politik dilakukan oleh 

lembaga politik. Dalam hal ini, mekanisme kontrolnya disebut sebagai "legislative 

control" atau "legislative review." Demikian pula, apabila upaya kontrol terhadap 

norma hukum dimaksud dapat pula dilakukan oleh lembaga adrninistrasi yang 

Ibid,hJm. 190-1 91. 
263 Ni'matul Huda dan Nazriyah,. . ..Op,cit,hlm.123. 



menjalankan fimgsi "bestuur" di bidang eksekutif. Badan-badan yang memang secara 

langsung diberi delegasi kewenangan oleh undang-undang yang berasaugkutan dapat 

saja menganmbil prakarsa untuk mengevaluasi dan apabila diperlukan memprahsai 

usaha untuk mengadakan perbaikan atau perubahan atas undang-undang yang 

bersangkutan. Jika upaya tersebut berujung pada kebutuhan untuk mengubah atau 

merevisi undang-undang, maka tentunya lembaga ekesekutif dimaksud berwenang 

melakukan langkah-langkah sehingga perubahan itu dapat dilakukan sesuai ketentuan 

yang berlaku. Mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga eksekutif semacam 

perundang-undangan maupun dalam bentuk tindak-tin- pemerintah lainnya), 

perlu ada badan serta tata cara mengawasinya.26s Dalam literatur yang ada terdapat 

tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan 

adminitrasi negara), yaitu2G: 

1. Pengujian oleh badan peradilan (judicial review); 
2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political review); dan 
3. Penguj ian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative review). 



Cappeletti, membedakan dua sistem pengawasan yang lazim di lakukan, yaitu 

pengawasan secara yudisial (judicial review) dan pengawasan secara politik (political 

review). Pengawasan secara yudisial artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan 

atau badan-badan yudisial. Sedangkan pengawasan secara politik artinya pengawasan 

yang dilakukan oleh badan-bdan nonyudisial (lazimnya adalah badan politik). Baik 

pengawasan secara politik atau pun pengawasan secara yudisial dilakukan dengan 

cara menilai atau menguji (review), apakah suatu undang-undang atau peraturan 

perundan-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada (existing) 

menguji" (toet~in~srecht).~~' Hak menguji tersebut didasarkan pada organ 

pengujinya dan dapat dilihat dari substansianya. Secara substansial hak menguji 

meliputi hak menguji terhadap undang-undang dasar (constitusional review), 

peraturan perundang-undnagan terhadap undang-undang dan pengujian terhadap 

keputusan tata usaha negara. 268 

Sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan "constitutional review" di 

dunia berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam di setiap 

negara. Ada yang melembagakan fungsi pengujian konstitusional itu dalam lembaga 

267 Ni'matul Huda, Hukwn Pemda,. . . Op,cit,hlm.113-114. 
Imam Soebechi,. . .Op,cit,htm. 183. 



yang mengaitkan h g s i  pengujian itu kepada lembaga yang sudah ada, yaitu 

Mahkamah Agung. Ada pula yang memberikan tugas yang sudah ada, yaitu 

Mahkamah Agung. Ada pula yang memberikan tugas untuk menjalankan fungsi 

pengujian itu kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga-lembaga lain 

seperti badan-badan pengadilan yang sudah ada; dan ada pula yang tidak menerima 

adanya fungsi pengujian semacam itu sama sekali. Pengalaman di berbagai negara di 

dunia memperlihatkan bahwa tradisi yang mereka ikuti tidak sama dari satu negara ke 

negara lain. Pada umumnya, mekanisme pengujian hukurn ini diterima sebagai cara 

dilalcukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, "constitutional review" 

selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau 

pengadilan, tergantung kepda lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk 

melakukannya. Kedua, dalam konsep "judicial review" terkait pula pengertian yang 

lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan dibawah UU 

terhadap W, sedangkan "constitutional review" hanya menyangkut pengujian 

konstitutionalitas, yang terhadap W D . ~ ~ ~  



Berkenaan dengan hal tersebut, memang dapat dikemukakan pula bahwa 

pengujian konstitusionalitas itu merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana 

kewenangan untuk diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara. Lembaga- 

lembaga dimaksud tidak selalu merupakan lembaga peradilan seperti sistem Perancis, 

disebut "Coenseil Constitutioner' yang memang bukan "Court" atau pengadilan 

sebagai lembaga hukum, melainkan Dewan Konstitusi yang merupakan lembaga 

politik. Jika dipakai istilah 'yudicial review", maka dengan sendirinta berarti bahwa 

Dalam hubungannya dengan penilaian atau pengujian (review) itu, pada 

umumnya negara-negara di dunia mempergunkana berbagai cara. Ada negara yang 

menyerahkan penilaian tersebut kepada salah satu badan peradilan atau semua badan 

peradilan yang lazim dikenal dengan sebutan hak menguji oleh badan peradilan atau 

judicial review.271 Judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan 

kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. 

Brewer- Carrias memandanganya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk 

- - 

''O Ibid,hlm.114-115. 
271 Sri Soemantri M., Hak Menguji Material di Indonesia, Ahmi, Bandung, 1997,hlm. 15. 



menjamin tindakan hukurn legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi. 

Tepatnya dikatakan: ". .. the same inherent duty of courts to ensure that each legal 

action conforms to a superior  la^".^^^ Menurut Maurice Duverger, judicial control 

adalah penting agar undang-undang atau peraturan perundang tidak menyimpang dari 

undang-undang dasar atau konstitusi. Undang-undang dasar akan kehilangan asas- 

asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada artinya sarna sekali 

kalau tidak ada lembaga-lembaga yang memperhhankan dan menjaga kehormatan 

hukum tersebut. Selain itu, kontrol terhadap tindakan badan eksekutif bertujuan agar 

dengan nama sistem "sentralisasi", sedangkan metode pengujiannya disebut 

"principaliter". Di beberapa negara lainnya yang menganut sistem common law, 

judicial review diberikan kepada para hakim yang bertugas untuk menguji apakah 

peraturan yang dipermasalahkan dalam kasus yang sedang diperiksa bertentangan 

dengan konstitusi. Oleh karena prosedur pengujian tersebut dapat dilakukan oleh para 

hakirn dalarn pemeriksaan perkara secara konkrit, maka sistem ini disebut sistem 

"desentralisasi" dan metode pengujiannya disebut "incidenter". Atas putusan hakim 

rendahan dapat dimintakan banding sampai ke Pengadilan Tertinggi di negara 

tersebut (Mahkamah Agung-Supreme Court). Indonesia termasuk negara yang 

272 Ni'matul Huda dan Nazriyah,. . . .Op,cit,hlm. 126-127. 



menganut sistem tersentralisasi, yaitu untuk undang-undang terpusat di Mahkamah 

Konstitusi, sedangakan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-wdang dipusatkan di Mahkamah ~ ~ u n ~ . "  Dalam prakteknya judicial 

review berbeda-beda antara negara. Amerika Serikat, misalnya memberikan 

wewenang pengujian kepada semua badan peradilan umurn (Ordinary Law Courts) 

untuk menguji praturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah. Di Indonesia, 

sepanjang mengenai peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah 

dari undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh badan peradilan umum, badan 

Terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan, maka terkait pula 

dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tiga landasan, yaitu l a n a  

sosiologis, formil dan materiil. Landasan yuridis disini terkait dengan suatu peraturan 

perundang-undangan ham mempunyai landasan atau dasar hukum atau legalitas 

yang terdapat dalarn ketentuan lain yang lebih ting~gi.~'' Landasan yuridis dapat 

dibedakan dua ha1 berikut, yakni276 : 

a. Landasan yuridis yang beraspek formil yakni ketentuan yang memberikan 
wewenang (bewegheid) kepada suatu lembaga yang membentuknya; d m  

273 Ibfd,hlm. 127. 
274 Sri Soemmtri M., . . .OD, cit,hlm. 16. 
275 Imam Soebechi, : . . & &h.lm23 8. 
276 Ibid. 



b. Lanadasan yuridis beraspek materiil berupa ketentuan tentang masalah atau 
persoalan yang harus diatur. 

Landasan yuridis berasapek formil dapat dilakukan pengujian secara formal 

peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan landasan yuridis beraspek 

materiil yang dapat dilakukan pengujian secam materiil peraturan perundang- 

undangan. 

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal adanya dua macam hak 

meng~j i ,2~~ yaitu278: 

formal (@male toetsingsrecht) yang berkaitan dengan pengujian terhadap prosedur 

dan cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan dalam bentuk menguji 

materiil (materiele toetsingsrecht) berkaitan dengan pengujian terhadap substansi 

peraturan perundang-undangan. Pengujian dapat didasarkan pada prinsip lex specialis 

derogate lex generalis, di mana suatu peraturan yang bersifat khusus dapat 

dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun substansinya bertentangan dengan 

materi peraturan yang lebih umum. Dernikian pula sebaliknya, suatu peraturan dapat 

277 Srl Soemantri M.,. ..Op,cit,hlm.B 
278 Ibid 



juga dinyatakan tidak berlaku bila nyata-nyata bertentangan dengan norrna aturan 

yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip lex superior derogate lex inferi~ry?~ 

Yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai. 

apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara- 

cara seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) 

sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku ataukah tidak. Dari pengertian hak menguji formal di atas, tarnpak jelas 

bahwa yang dinilai atau diuii adalah tatacara (procedure) ~embentukan suatu undang- --- 

dibentuk oleh institusi yang menurut undang-undang dan menurut p r o s e d ~  yang 

tepat pula. Pengujian formil juga meliputi bentuk atau struktur dari undang-undang 

sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011. Majelis hakim 

yang memeriksa pengujian suatu peraturan harm menilai apakah peraturan tersebut 

telah melalui tata cara yang tepat untuk membentuknya baik dalam pembahasan 

maupun pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undangan.281 

Sebagai contoh adalah tatacara (procedure) pembentukan Undang-undang di 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di dalam Pasal5 ayat (1) 

279 Imam Soebechi, . . . Op,.cit, hlm. 18 1 .  
280 Sri Soemantxi M ,  . . .Op,cit, hlm.6-7. 
281 Imam Soebechi, . . . Loc, cit. 



Undang-Undang Dasar 1945, urnpamanya, ditentukan, bahwa Presiden memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat. Kemudian Pasal20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pula, 

bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Jadi menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang 

itu adalah suatu bentuk peraturan yang dihasilkan oleh Presiden bersama-sama 

Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perkataan lain suatu peraturan dinamakan 

undang-undang, apabila peraturan tersebut merupakan produk bersama kedua 

------a ----a. a-r- ,-= -----uU'I- U ..- YUy... I..... ..w-IU u I I a 5 -  

adanya kata-kata "dengan persetujuan". Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan 

syarat ditetapkannya undang-undang. Artinya tanpa persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat, peraturan yang berasal dari Presiden, Pemerintah itu tidak dapat dinamakan 

undang-undang. Dan kalau peraturan itu akan dinyatakan berlaku tanpa persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat, ha1 itu hams diberi nama Peraturan Pemerintah sebagai 

pengganti Undang-undang (Perpu) sebagaimana diatur dalam Pasal22 ayat (1). Akan 

tetapi apabila demikian halnya haruslah dipenuhi syarat lain, yaitu " dalam hal ikhwal 

kegentingan yang memaksa", atau seperti ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1). 

asti Soemantri M,. . .Loc,c~l. 



Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 "karena keadaan-keadaan yang 

77 283 mendesak . 

Dari lintasan sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1 945 kita mengetahui 

bahwa para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 pada umurnnya terdiri dari 

pemimpin bangsa yang mengetahui dengan baik doktrin atau teori tentang pemisahan 

atau teori pembagian kekuasaan. Dari pemahamannya terhadap doktrin atau teori 

tersebut, para penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 &tang pada kesimpulan 

"kekuasaan bersama7' (sharing power) dalam pembentukan undang-undnag antara 

Presiden dan DPR. Jadi tidak semata-mata kekuasaan DPR sebagaimana dikehendaki 

oleh doktrin Trias Politica. Bahwa pembentukan undang-undang merupakan 

kekuasaan Presiden dan DPR, terbukti pula dari bunyi Penjelasan Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan: "kecuali Executive Power, Presiden 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan "Legislatifpower" 

dalam neg,ara. Dengan dernikian, kekuasaan legislatif sesuai dengan doktrin aslinya 

ada pada badan perwakilan (dalam hal ini DPR) hanya menurut ketentuan Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan 



DPR. Atas dasar uraian di atas, apabila suatu peraturan yang diberi nama undang- 

undang ditetapkan tidak menurut cara-cara (procedure) yang telah ditentukan, hak 

menguji dapat dilakukan. Hak menguji demikian itu disebut dengan hak menguji 

formal (fhrmde t ~ e t s i ~ s r e c h t ) . ~ ~ ~  

Aspek formal pembentukan peraturan perundang-undangan juga hams mengacu 

pada asas-asas urnurn dalam pembentukan perundang-undangan yang baik. Secara 

yuridis formal, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 201 1 tentaug Pembentukan Peraturan 

1. Apabila pembentuk Perda memiliki kewenangan untuk membentuk Perda 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

2. Apakah terdapat kesesuaian bentuk atau jenis Perda dengan materi muatau yang 
diatur, terutama bila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 

3. Apakah proses-proses pembentukan Perda telah mengikuti tata cara tertentu yang 
diatur dalam peratwan perundang-undangan. 

Adapun menurut Jimly Asshidiqie, pengujian formil tidak hanya menyangkut 

proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, melainkan mencakup 

pengertian yang lebih luas. Pengujian formil itu mencakup pengertian yang lebih 

2&4 Ibid,hh 9- 10. 
Imam Soebechi,. . .Op,cit,hlm.24 1 .  

286 Zbid,hlm.24 1-242. 



luas. Pengujian formal itu mencakup juga pengujian mengenai aspek bentuk undang- 

undang itu, bahkan mengenai pemberlakuan undang-undang, yang tidak lagi 

tergolong sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang. Lebih lanjut 

Jimly menyatakan, secara urnurn kriteria yang dapat dipakai untuk menilai 

konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya (formele toetsing) adalah 

sejauhmana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate 

form), oleh instansi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang 

tepat (appropriate procedure).2" Jika dijabarkan, dari ketiga kriteria ini, pengujian 

3. pengjian yang berkenaan dengan keberwenan& lem6aga yang mengambil 
keputsuan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 

4. Pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk penguj ian materiil. 

Sedangkan Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki 

dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai 

atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu 

kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan 

tertentu. Jadi hak menguji material ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan 

dalam hubungannya dengan peratwan yang lebih tinggi derajatnya. Apabila suatu 



undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka 

undnag-undang tersebut harus dinyatakan ti& mempunyai daya m e r ~ ~ i k a t ? ~ ~  

Keberadaan hak menguji material berkaitan dengan tata urutan (petala) peraturan 

perundang-undangan yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa tata 

hukurn dalam suatu negara merupakan "the hierarchy of the norms coordinated to 

each other, standing, so to speak, side by side on the same level, but a hierarchy of 

diyerent levels of norms."2w 

tinggi. Lebih-lebih paling utarna agar peraturan perundang-undangan di bawah 

Undang-undang Dasar ti& bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai 

"the supreme law". Dalam hal ini agar Undang-undang Dasar dapat dilindungi atau 

terproteksi atau menurut konsepsi Hans Kelsen keberadaan hak menguji material 

sebagai bagian dari "the guarantees of the constitution". Undang-undang Dasar 

sebag,ai hukum sebagai hukum tertulis tertinggi harus menjadi sumber dari 

pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Secara a contrario 

p e r a m  perundang-undangan di bawah Undang-undang Dasar tidak boleh 

menyirnpangi, bertentangan atau tidak konsisten dengan Undang-Undang Dasar 



(khususnya). Oleh karena keberadaan hak menguji material tersebut pa& hakekatnya 

berupa alat kontrol atau pengendali terhadap kewenangan dari badan atau pejabat lain 

yang diberi wewenang untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, maka 

jika ada perndapat yang menyatakan bahwa hak menguji material berkaitan dengan 

konsep khususnya konsep "separation of powers77, h g s i  satu badan terpisah dari 

fungsi badan lain dan oleh karenanya satu badan tidak dibenarkan melakukan 

"intervensi" terhadap badan lain. Keberadaan hak menguji material adalah koreksi 

terhadap konsepsi "separation of powers". Kelihatannya keberadaan hak menguji 

dilakukan pengujian apakah satu kaidah hukurn tidak berlawanan dengan kaidah 

hukurn lain, dan terutama apakah satu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat 

menyisihkan kaidah hukurn yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya. Perbedaan 

dan pertentangan antara kaidah-kaidah hukum dalam satu tata hukum harus 

disediakan dm diakhiri oleh lembaga peradilan yang berwenang menentukan apa 

yang menjadi hukum positif dalam satu negara. Pekerjaan mengambil keputusan 

tentang sesuai tidaknya kaidah hukum dengan undang-undang dasar atau dengan 

kaidah kontitusi yang setaraf dengan itu, oleh Usep Ranuwijaya disebut pengujian 

konstitusional secara material. Pengujian konstitusional secara material ini mendapat 



dasar yang kuat dalam negam yang mempunyai undang-undang dasar sebagai satu 

kumpulan kaidah fundamental yang dianggap supreme dibanding dengan kaidah- 

kaidah lain. Dalam negara serikar pengujian konstitusional mempunyai arti tarnbahan 

yang penting dilihat dari segi keperluan menjamin hak negara bagian. Dalam rangka 

gagasan trim politika dengan sistem checks and balances pengujian konstitusional 

mempunyai arti lebih memperkuat lagi kedudukan lembaga peradilan sebagai jabatan 

yang bebas dari pengaruh jabatan eksekutif dan legislatit Secara umum dengan 

pengujian konstitusional ini jabatan peradilan dapat membatasi atau mengendalikan 

Dalam rangka judicial review ini hakim berhak melarang dan membatalkan 

tindakan=tindakan pemerintah yang293: 

1. Dilakukan secara sewenang-wenang (arbitrary),, semau-maunya dan berganti- 
ganti (capricious), penyalahgunaan wewenang diksioner (abuse of direction) dan 
lain-lain tindakan yang tidak sesuai dengan hukum; 

2. Bertentangan dengan hak-hak konstitusional, bertentangan dengan wewenand 
kekuasaan, privilege atau itnunitas; 

3. Melampau batas wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang atai tidak 
didasarkan pada suatu hak apapun; 

4. Dilakukan tanpa memperhatikan atau menuruti prosedur yang telah ditentukan 
oleh h b ;  

5. Tidak didukung oleh kebenaran di dalam fakta-fakta persoalan yang 
bersangkutan yang merupakann suatu "substansial evidence" dalam tindakan 
pemerintah tersebut. 

292 Ibid 
293 Ibidhlm. 130. 



Kontrol yang dilakukan oleh hakirn dalam judicial review itu meliputi juga 

putusan-putusan-putusan/ produk pemerintah yang bersifat mengatur (reglementer) 

ataupun yang bersifat perseorangan (individual). Namun demikian dikenal pula 

beberapa perkecualian di mana hakim tidak dapat melakukan judicial review,. yaitu 

putusan yang menyangkut masalah hubungan intemasional, masalah grasi dan 

ratifikasi dari suatu amandemen terhadap konstitusi. Selain itu pula kontrol hakim 

tidak boleh memasuki ruang lingkup yang terrnasuk dalam wewenang direksioner 

hak-hak asasi seseoran individu, maka hakirn dapat melarang1 membatalkannya 

dengan alasan "abuse of direction" seperti disebutkan di atas. Untuk sarnpai pada 

alasan ini maka dalam prakteknya hakim tidak cukup hanya menilai segi-segi 

hukunya saja, tetapi dalam kasus-kasus tertentu sampai meluas pada penilaian 

terhadap fakta-fakta juga, sehingga batas-batas antara legaliy control dengan 

opportunity control menjadi kaburl s a m a r - ~ a m d ~ ~  

Maka dapat disimpulkan berbeda dengan pengujian forrnil, dalam pengujian 

materiil secara esensial berkaitan dengan keselarasan norma suatu aturan h u h  



dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya Berkaitan 

dengan Perda materi muatan Perda adalah dalam rangka peneyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan, dan menamping kondisi khusus daerah serta 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Sebagairnana 

yang terdapat asas-asas materiil menurut Van der Vlies, Dirnana asas-asas materiil 

menurut Van der Vlies ini telah dibahas sebelumnya dalam Bab tentang Asas-asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan Pasal 6 W No. 12 

Tahun 201 1 serta Pasall38 W No. 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan asas-asas 

a. Tidak melampaui wewenang yang diberikan oleh suatu lembaga kepada lembaga 
tersebut; 

b.Sudah logis dan bermanfaat sehingga secara moral dapat 
diperatanggungiawabkan; 

c. Ti& bedentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi derajatnya; 
d. Tidak melanggar asas-asas pembentukan aturan hukum yang patut (asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undang yang baik); 
e. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPB). 

Terhadap terakhir, A. Mukti Arto tidak secara cermat membedakan an tm aturan 

hukum sebagai wewenang aturan hukurn yang dapat diuji oleh lembaga yudisial 

dengan wewenang administrative yang dipegang oleh badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang melahirkan kebijaksanaan (beleidsregels) dan keputusan tata usaha 

295 Imam Soebechi,. . . Op. cit,hlm.240-24 1. 
2% Zbiw.244.  



negara (beschikking). Alasan kelima tersebut menjadi tidak relevan sebagai alasan 

untuk menyatakan aturan hukum tersebut bertentangan dengan undang-undang. 

Memutusa kesesuaian materi asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) 

merupakan kewenangan dari Peradilan Tata usaha ~egara.~'' 

C. Pengujian Peraturan Daerah 

Mekanisme pengujian Perda mengacu pada kontruksi pengujian sebagai 

Pasal-Pasal tersebut memberi kewenangan pada pemerintah pusat dan MA untuk 

menguji Perda. Ukuran yang digunakan dalam menguji Perda adalah kesesuaian 

Perda dengan kepentingan umum danl atau kesesuaian Perda dengan peratruan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian dari prespektif teori, terdapat 

pengujian peraturan perundang-undangan termasuk Perch meliputi pengujian (review) 

oleh kekuasaan eksekutif (executive review), kekuasaan legislatif (legislative review) 

dan kekuasaan yudikatif (iudicial review). Sebelum diundangkan, rancangan 

peraturan perundang-undangan termasuk Perch juga &pat dilakukan penelaahan 

(preview) oleh kekuasaan eksekutif (executive preview), kekuasaan legislatif 



(legislative preview) dan kekuasaan yudikatif (judicial preview). Dalam UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan 3 (tiga) mekanisme 

pembatalan Perda, yaitu : 1) mekanisme executive preview; 2) mekanisme executive 

review; dan 3) mekauisme judicial review yang melakukan dua pihak yaitu judicial 

review oleh pemerintah daerah atas putusan pemerintah yang membatalkan Perda dan 

judicial review oleh m a ~ ~ a r a k a t ? ~ ~  Kemudian tentang pengujian Perda ini, pada 

pembahasan berikutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai judicial review, 

legislative review dan eksekutive review. 

peraturan perundang-undangan dengan, baik dari segi materinya atau pun 

pembentukannya. Dalam hubungan ini, judicial review itu dipahami hanya 

dalam pengertian pengujian peraturan perundang-undangan. Jika pengujian itu 

ditujukan untuk menilai materi, isi dan substansi peraturan itu, maka pengujian 

demikian dhamakan pengujian material (material toetsing). Jika yang 

dipersoalkan bukan sod materinya, melainkan sod lain seperti bentuk, format 

dan prosedur pembentukaunya, maka pengujian demikian disebut pengujian 

formal (formale t o e t ~ i n ~ ) ? ~ ~  Dalam Encyclopedia Americana (Vo1.6) dijelaskan 

298 Imam Soebechi,. . . Op, cityhlm. 196-197. 
299 Jimly As~hiddiqie~Xomtitusi Ekonomi,. . . Op,cit&.42. 



bahwa Judicial Review merupakan kekuasaan pengadilan dari sebuah neg.ara 

untuk menentukan apakah sebuah peraturan perundang-undangan, baik itu 

merupakan produk legislatif ataupun eksekutif, sesuai atau tidak dengan 

konstitusi?OO Judicial review adalah pengujian isi peraturan perundang- 

undangan oleh lembaga yudisial yang dapat diberi pengertian spesifik ke dalam 

judicial review dan constitusional review. Judicial review secara umum adalah 

pengujian oleh lembaga yudisial atas peraturan perundang-undangan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (di sini mencakup Kompetensi 

A w ., 

review itu bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan yang tersususun 

hiemkis. Pengujian oleh lembaga yudisial dalam judicial review adalah untuk 

menilai sesuai atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hiemkis. Judicial 

review tidak bisa dioperasionalkan tanpa peraturan perundang-undangan yang 

tersusun secara hierarkis?" Uji materi mengacu pada kesesuaian suatu 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perunda- 

Siti Fatimah, Praktik Judicial Review di Indonesia : Suatu Penguntar, Pilar Media, 
Yogyakarta, 2005, hlm.47 

M a d  MD, Membangun Politik Hukum Menegakkun,. . . Op, cit,hlm. 122. 
'02 Zbid,hlm. 123. 



undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya. Menurut Pasal7 UU No. 

10 Tahun 2004 juncto No 12 Tahun 201 1, hierarki peraturan perundang- 

undangan adalah303: 

(1) Undang-Undang Dasar Negam Republik Indonesia Tahun 1945; 
(2) Ketetapan Majelis Permusyawamtan Rakyat; 
(3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
(4) Peraturan Pernerintah; 
(5) Peraturan Presiden; 
(6) Peraturan Daerah Provinsi; clan 
(7) Peraiman Daerah KabupateniKota. 

Maka terkait dengan Perda ataupun peraturan perundang-undangan di 

dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A Ayat (1) 

menegaskan: " Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan 

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". 

Wewenang MA melakukan pengujian terhadap peratman pemdang-undangan 

di bawah Undang-Undang selama ini diatur dalam di bawah undang-undang 

dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". 

Wewenang MA melakukan pengujian terhadap peraturan pemdang-undangan 



di bawah Undang-Undang selama ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 Ayat (1) 

yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah 

semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari 

undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebi t h ~ ~ ~ i . " ~ "  Wewenang tersebut dipertegas kembali dalam Ketetapan 

MPR No. IV/MPW 1973 dan Ketetapan MPR No.1111 M P W  1978, Pasal 1 1 ayat 

(4) menyatakan: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara 

0 0 0 ,  0 0 --. -- 

2004 tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah d gun^."'^ Dirnana perubahan tersebut dilakukan pula karena setelah 

adanya perubahan UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan 

juga didasarkan atas UU No. 4 Tahun 2004. Berkenaan dengan perubahan 

tersebut, maka hukum cara pelaksanaan Hak Uji Materiil pun kembali diubah 

dengan PERMA No. 1 Tahun 2004, terakhir dengan PERM. No.1 Tahun 

201 1 ."06 Jadi batu uji yang dijadikan oleh MA dalah peraturan yang hierarkinya 

lebih tinggi dari peraturan yang diuji yang berpuncak kepada undang-undang 

304 Ni'matul Huda dan Nazriyah,. . .Op, cit.hlm. 134. 
30' Ibid,hIm. 135. 
306 Ibid,hlm. 140. 



sebagai rujukan, pengujian oleh MA merupakan pengujian legalitas peraturan 

atau peraturan perundang-undangan ( judicial review on the legality of 

reg~lation).~~' 

C.1.2. Political Review/ Legklative Review 

Mekanisme kontrol nonna urnurn yang biasa disebut dengan sistem 

"abstract review" atau pengujian abstrak dapat dilakukan oleh lembaga 

eksekutif, legislative ataupun oleh lembaga pengadilan. Jika "abstract review" 

mekanisme peninjauan kembali semacam itu disebut "legislative review" yang 

dapat m e n g h a s i  perubahan (amandement) peraturan. Jika pengujian itu 

dilakukan oleh pengadilan, maka ha1 itulah yang biasa disebut sebagai "judicial 

99 308 review . 

Disamping melalui badan peradilan, terdapat negara-negara yang 

melakukan pengujian terhadap undang-undang yang sudah berlaku atau undang- 

undang yang belum diundangkan kepada badan yang bukan judicial. Badan 

yang emikian lazimnya adalah badan politik. Negara-negara yang tidak 

307 Jimly Asshiddiqie, Komtitwi Ebnarni,. . .Lac,cit. 
308 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang,. . . hlm. 177. 



memiliki judicial review, belurn tentu tidak memiliki mekanisme constitusional 

review. Bisa saja di satu negara tidak dikenal adanya judicial review dalam arti 

pengujian konstitusionalitas oleh hakim, tetapi justru menerapkan pengujian 

oleh lembaga legislatif, atau bahkan oleh lembaga eksekutif. Di lingkungan 

negara-negara seperti ini, ada yang sama sekali tidak mengijinkan dilakukannya 

pengujian konstitusionalitas kecuali oleh lembaga legislatif yang ditentukan 

untuk itu. Sebagian besar, negara-negara yang menganut paham komunisme 

termasuk kategori demikian. Tetapi selain itu, banyak juga negara yang tidak 

- - - - * 

supremacy of the Parliament), dimana konsepsi kedaualatan rakyat secara 

kolektif selalu dilembagakan ke dalam konsep Dewan Rakyat Tertinggi yang 

memiliki susunan kelembagaan negara. Lembaga tertinggi inilah yang selalu 

dianggap paling berwenang untuk menjadi penafsir Undang-Undang Dasar, 

sehingga pengujian konstitusionalitas atas suatu undang-undang menjadi 

kewenangan mutlak lembaga tertinggi ini. Kalaupun suatu undang-undang akan 

direvisi, di ubah atau dibatakan, maka yang dianggap berwenang untuk itu 

hanyalah lembaga yang membuatnya sendii, bukan lembaga kekuasaan 

309 Nl'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, ... Op, cit, hlm. 123-124. 



Terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undang di atasnya dapat diubah atau dibatalkan dengan 

cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru. Cara dernikian 

dalam pandangan Kelsen adalah cara biasa (the ordinary way]). Berbagai 

literature menyebutkan bahwa model pengujian tersebut dinamakan pengujian 

oleh legislatif (legislative review). Legislative review merupakan hak pengujian 

yang dimiliki lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang untuk 

melakukan peninjauan atau perubahan perundang-undangan. Istilah lain yang 

perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutif. Apabila suatu peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang membentuknya (DPR 

bersama Presiden atau DPRD bersama Kepala daerah) sehingga undang-undnag 

atau p e r a m  daerah dimaksud dicabut dan diterbitkan undang-undang atau 

peraturan daerah yang baru maka hal ini disebut legislative review.310 Mahfud 

MD mengatakan bahwa legislative review merupakan kewenangan untuk 

menguji tidak hanya undang-undang tapi juga terhadap peraturan daerah (Perda) 

oleh legislatif sesuai tingkatannya. Peninjauan atau perubahan dilakukan karena 

isisnya dianggap tidak sesuai dengan hukum dan falsafah yang mendasarinya 

'la Imam Soebechi, . . .Op, cit, hlm. 185-186. 



atau karena terjadi perubahan kebutuhan bertentangan dengan hukum dan 

falsafah yang mendasarinYaa3 

Maka dapat dikatakan kembali pengujian atas peraturan sebagai produk 

pengaturan atau regeling, jika dilakukan oleh lembaga yang membuatnya 

sendiri, maka pengujian semacam itu disebut legislative review atau regulative 

review. Jika perangkat hukurn yang diuji itu merupakan produk lembaga 

legislatif (legislative acts), maka pengujiannya dilakukan melalui proses 

legislative review. Baik judicial review maupun political review keduanya 

maupun atas perintah MPR, maka ha1 itu bukan dalam rangka hak menguji 

material, melainkan suatu proses legislatif biasa seperti membuat, mengubah 

dan mencabut undang-undang. Apalagi dengan adanya ketentuan bahwa 

pernyataan tidak berlaku efektif itu pada saat undang-undang penggantinya 

mulai berlaku. Dengan dernikian, legislative review yang dilakukan oleh 

pernbentuk undang-undang sendiri bukan merupakan suatu kekuasaan yang 

baru diberikan tetapi memang sudah termasuk dalam pengertian membuat 

sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Kekeliruan perundang-undangan sebagai 

produk hukum politik di mana kedaulatan politik ada di tangan rakyat dan 



dilakukan di tingkat tertinggi oleh MPR dan di di tingkat Pusat dilakukan oleh 

Presiden bersama DPR, dan di tingkat DPR oleh Pemerintah Daerah bersama 

DPRD, seharusnya diuji melalui melalui legislative review oleh badan legislatif 

yang membuatnya atau oleh badan legislatif yang lebih tinggi tingkatannYa?l2 

Legislatifreview merupakan upaya politik dengan maksud mempengaruhi 

lembaga legislatif sebagai lembaga pemegang kewenangan membentuk dan 

mengubah undang-undang dan pemerintah yang juga berwenang mengambil 

prakarsa pembentukan atau pun perubahan suatu undang-undang. Apabila 

maksud mempengaruhi lembaga legislatif sebagai lembaga pemegang 

kewenangan membnetuk dan mengubah undang-undang dan pemerintah yang 

juga berwenang mengambil prakarsa pembentukan atau pun perubahan suatu 

undang-undang. Apabila kedua lembaga ini, yaitu DPR dan Presiden dapat 

dipengaruhi, maka sudah tentu proses legislative review berhasil melakukan 

perubahan atas noma hukum yang dipanclang merugikan?13 Ketentuan atau 

tata cara perubahan dalam suatu teknik penyusunan peraturan perundang- 

undangan diatur dalam Lampiran I1 UU No. 12 Tahun 20 1 1 dalam BAB IV 



tentang Hal-Hal yang Khusus pada huruf D, yaitu tentang Perubahan Peraturan 

perundang-undangan. 

C.1.3. Administrative Review 

Upaya kontrol terhadap norma hukum dapat pula dilakukan oleh lembaga 

administrasi yang menjalankan fhgsi  "bestuur" di bidang eksekutif. Badan- 

badan yang memang secara langsung diberi delegasi kewenangan oleh undang- 

undang untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan dapat saja 

dirnaksud berwenang melakukan langkah-langkah sehingga perubahan itu dapat 

dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme kontrol yang dilakukan 

oleh lembaga eksekutif semacam inilah yang dapat kita sebut sebagai 

"administrative control" atau "executive control".314 

Secara umum dapat disebutkan, bahwa pengawasan sebagai pranata yang 

melekat pada desentralisasi bukanlah sesuatu yang mesti dihindari. Namun 

dernikian, pengawasan tidak boleh mengakibatkan pengurangan atau 

penggerogotan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam dasar-dasar 

desentralisasi serta patokan-patokan sistem rumah tangga daerah (seperti dasar 

314 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, ... Op,cit, hlm. 129. 



kerakyatam dan kebebasan daerah untuk berprakarsa). Pengawasan harus 

disertai pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan akan mencakup 

pembatasan macarn atau bentuk pengawasan, yang sekaligus mengandung 

pembatasan tata cara menyelenggarakan pengawasan, ruang lingkup 

pengawasan, dan pejabat atau badan yang berwenang melakukan pengawasan. 

Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonomi yaitu 

pengawasan preventif (preventief toezicht) clan pengawasan represif (repressief 

toezicht). Pengawasan ini berkaitan dengan produk hukum dan tindakan tertentu 

atau memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 

(detournement de pouvoir) atau kelalaian dalam administrasi yang dapat 

merugikan daerah danf atau negara maka dianggap perlu untuk 

menyelenggarakan pengawasan secara preventif terhadap keputusan-keputusan 

kepala Daerah dan Peratwan ~ a e r a h . ~ ' ~  

Pengawasan preventif itu berbentuk memberi pengesahan atau tidak 

memberi (menolak) pengesahan. Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif 

315 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi H u h  Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia, Y ogyakarta, 200 1, Hlm. 154. 

316 Ni'matul Huda dan Naniyah, Teori dun Pengujian Peraturan Perundang- 
undangan, . . . Op, ciit,hlm 1 73. 



dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan, tetapi sebelum keputusan itu 

mulai berlaku. Dengan kata lain, suatu keputusan daerah dalam arti luas, 

termasuk juga peraturan daerah, yang dikenakan pengawasan preventif hanya 

dapat mulai berlaku apabila keputusan itu telah terlebih dahulu disahkan oleh 

penguasa yang berwenang mengesahkan. Bagi Peraturan Daerah, pengawasan 

preventif terhadap Peraturan Daerah tertentu, dilakukan sesudah peraturan- 

peraturan itu ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi sebelum Peraturan Daerah itu diundangan. 

- -  - - - -  - - - - * Y 

terutama bagi daerah clan penduduknya, sehingga dengan meletakkannya di 

bawah pengawasan preventif itu diharapkan sudah dapat ditutup sebelumnya 

kemungkinan timbulnya kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan bagi 

daerah tersebut. Bagi pengawasan preventif alasan-alasan yang dapat dipakai 

oleh pejabat yang berwenang tidak disebutkan secara tegas, sehingga secara 

teori pejabat tersebut dapat rnisalnya tidak member pengesahan berdasarkan 

alasan lain daripada alasan adanya bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi tingkatanya atau dengan kepentingan umum. Di 

dalam praktek tidaklah mudah untuk menemukan alasan yang dernikian itu. 

Pejabat yang berwenang mengesahkan atau tidak membri pengesahan itu 



biasanya juga hanya meninjau apakan keputusan itu bertentangan dengan 

kepentingan urnurn atau dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau 

tidak.317 

Pelakmaan pengawasan preventif berada pada posisi "lebih awal" dari 

pengawasan represif. Daya campur tangan terhadap daerah juga menjadi lebih 

besar. Pengawasan preventif mengandung "prasyarat" agar keputusan daerah di 

bidang atau yang mengandung sifat tertentu dapat dijalankan. Selama prasyarat 

tidak atau belum terpenuhi, keputusan tersebut tidak dapat dijalankan. Pada 

jenis clan macam keputusan daerah yang memerlukan pengawasan. Pengawasan 

represif dilaksanakan dalam bentuk menangguhkan berlakunya suatu peraturan 

daerah dan keputusan kepala daerah, dan membatalkan suatu peraturan daerah 

dan atau keputusan kepala daerah. Berbeda dengan pengawasan preventif yang 

hanya dapat dilakukan terhadap peraturan daerah atau keputusan kepala daerah 

tertentu, yang disebut dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, 

pengawasan represif dapat dijalankan terhadap semua peraturanl keputusan itu 

dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 



tingkatannya atau dengan kepentingan Tentang sifat pembatalan, 

dibedakan antara hak pembatalan karena bertentangan adengan peraturan yang 

lebih tinggi tingkatannya dan karena bertentangan dengan kepentingan umum. 

Hak pembatalan oleh pejabat yang berwenang tidak boleh digunakan 

sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu usaha mencampuri urusan rumah 

tangga daerah secara berlebihan, sebab hak pembatalan akan merupakan senjata 

yang amp& di tangan pejabat tersebut yang dapat mernatikan otonomi daerah, 

untuk memaksa pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya menghti  

"keleluasaan" kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah 

taugganya sendiri taupa ada campur taugan yang terlalu jauh dari Pemerintah 

Pusat. Akan tetapi, 'kelonggaran" yang diberikan kepada Daerah Otonom untuk 

mengurus urusan rumah tangganya sendiri ternyata berisiko terhadap hubungan 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Di dalam praktelcnya terlihat kecenderungan 

Pemerintah Daerah untuk membuat Perda sebanyak-banyaknya tanpa 

mengindahkan rambu-rambu perundang-undangan yang lebih tinggi dan 

kepentingan urnurn c h p  tinggi.)20 Ketika berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 



Pemerintah mulai melakukan koreksi terhadap UU No.22 Tahun 1999 dengan 

menerapkan empat model pengawasan terhadap produk hukum daerah3": 

1. Executive preview, yakni terhadap rancangan Peraturan Daerah yang 
mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum 
disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam 
Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda 
Kabupatenl kota. 

2. Executive review (terbatas), yakni apabila hasil evaluasi Raperda tentang 
APBD dan rancangan Peraturan Gubernur/ Peraturan B u p d  Walikota 
tentang penjabaran APBD dinyatakan bertentangan dengan kepentingan 
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak 
ditindaklanjuti oleh Gubernurl Bupati.1 Walikota, Menteri Dalam Negeri 
untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupatenl kota membatalkan 

kota. 

Disamping menerapkan empat model pengawasan oleh pemerintah, UU 

No 32 Tahun 2004 juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk 

mengajukan keberatan atas Peraturan Presiden yang membatalkan produk 

hukurnnya melalui judicial review di Mahkamah Agung. Ada segi positif dan 

negative meniadakan pranata pengesahan Peraturan Daerah. Segi Positif, karena 

pengawasan preventif dapat menjadi daya kendaliatau belenggu terhadap 

inisiatif daerah. Melalui pengawasan preventif, daerah "dipaksa" selalu tunduk 

pada kemauan pihak yangberwenang member pengesahan. Segi negative, tidak 



ada unsur pencegahan terhadap kekeliruan, kecerobohan, atau kesalahan suatu 

peraturan daerah, misalnya ternyata bertentangan dengan kepentingan umum, 

atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya. Keadaan ini tetap dapat sewaktu-waktu membatalkan Peraturan 

Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan 

umum, atau suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya atau suatu peraturan perundang-undangan lain. Pembatalan 

dilakukan terhadap Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang 

- - - - 
dengan kepentingan umum atau lebih tinggi tingkatannya atau suatu peraturan 

perundang-undangan lain, maka peraturan tersebut berlaku terus dengan segala 

akibat yang bertentangan dengan umum atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingakatannya.322 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Perda yang sudah 

disahkan ditingkatkan Daerah dapat dibatalakan atau diiyatakan batal demi 

hukum. Dibatalkan berarti ketidaksahannya berlaku sejak tanggal ada 

pembatalan; sedangkan batal demi hukurn berarti ketidakabsahannya berlaku 



sejak peraturan itu ditetapkan (yang berarti membatalkan pula akibat-akibat 

hukum yang timbul sebelum ada pembatalan). Dalam hubungan itu, 

pengawasan terdiri dari dua jalur, yakni pegawasan melalui jalur ekesekutif 

(Pemerintah Pusat) dan pengawasan melalui jalur yudikatif (Mahkamah 

Agung). Pengawasan jalur eksekutif berdasarkan jenjang hierarki diatur dalam 

Pasal 145 UU No.32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 yang b e r i ~ i ~ ~ ~ :  

1. Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 hari setelah ditetapkan. 

5. Kepala daerah dapat mengajukan k e b e r a t .  kepada M A  atas Perpres yang 
membatallcan Perda jika ada alasan yang bisa dibenarkan. 

6. Jika MA mengabulkan permohonan itu maka Perpres menjadi batal dan talc 
punya kekuatan hukum. 

7. Jika pemerintah tidak mengeluarkan Perpres pembatalan dalam 60 hari 
maka Perda dinyatakan berlaku. @i sini berlaku otomoatis tanpa 
pengesahan seperti layaknya pengawasan preventif). 

31 k o h .  MahfUd MD, Membangun Poiitik Hukum, Menegakkan Konstitusi,. . . Op, cit,hlm.235. 





BAB IV 

ANALISIS KEABSAHAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2005 

TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL 

PASCA BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 14 TAHUN 2008 

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

A. Penyajian Data 

akuntanbilitas p~blik.324 Akses publik atau hak keterbukaan Informasi publik juga 

merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal28 F Undang-Undang Dasar 

1945, yaitu setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Kebebasan 

mendapatkan informasi adalah merupakan h a .  asasi manusia yang dijarnin dalam 

negara hukum yang demokratis, dimana demokrasi itu sendiri merupakan bentuk atau 

324 Agus Dwiyanto Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik Gajah Ma& 
University Press, Yogyakarta, 2008, hlm 19. 



mekanisme dalam sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk menumbuhkembangan 

partisipasi, memberikan perlindungan jaminan hak-hak dasar dan kesejahteraan yang 

berekadilan sosial bagi seluruh rakyat ~ndones ia .~~~  

Terkait dengan Bdanya jaminan hak keterbukaan informasi publik ini, 

Kabupaten Bantul yang hingga saat ini merupakan satu-satunya kabupaten di DIY 

yang merniliki Perda tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan, sehamnya menjadi salah satu kabupaten yang dapat 

memberikan akses tentang keterbukaan informasi dengan baik, namun ternyata 

Tahun 2005 tersebut sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan UU No 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana UU No 14 Tahun 2008 ini 

memang lahir pasca adanya Perda No 7 Tahun 2005, maka memang Perda menjadi 

otomatis tidak sesuai dengan undang-undang. Perda dan undang-undang tersebut 

sama-sama mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Transparansi, 

dimana seharusnya substansi dari Perda sesuai dan tidak bertentangan dengan 

undang-undang selain itu seharusnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tersebut 

hams dijadikan dasar hukum yang kemudian tercantum dalam bagian "Mengingat" 

325 Green Mind CommuniCy, Teori PoIiriR H u h  Tara Negara, Total Media,Yogyakatta, 2009, 
hlm.150. 



Perda No 7 Tahun 2005. Namun sampai sekarang, walaupun bertentangan Perda No 7 

Tahun 2005 tersebut masih dapat digunakan dan jelas menjadikan halangan bagi 

masyarakat untuk mengakses informasi publik, belum lagi terdapat dualisme dalam 

mekanisme yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik tersebut. Pada tahun 

2012, sewaktu LSM IDEA akan melakukan akses mengenai keterbukaan publik di 

sekertarian Kabupaten Bantul, sekertariat bertele-tele pada dimintai data, padahal 

sebagai leading sektor dalam bidang sosialisasi dan ketika ditanya tentang 

implementasi UU No 14 tahun 2008 di Bantul, mereka mengatakan bahwa sudah 

uji akses dokumen tentang KKAS dan SPJ tahun 2012 yang dilakukan di beberapa 

SD dan SMP menuai berbagai kendala dan justru bertele-tele. Dari kurang lebih 4 SD 

dan 4 SMP, hanya 1 yang memberik informasi tentang RKAS dan SPJ tahun 2012, 

yaitu SMPN 2 Bantul, kemudian juga infomasi berupa akses dokumen RKAS dan 

SPJ tahun 2012 tersebut apabila yang merninta masyarakat sendiri sangat susah 

bahkan langsung ditolak."'' Apalagi jika Perda N0.7 Tahun 2005 ini terus 

diberlakukan, akan terus terjadi dualisme dalam peraturan mengenai Keterbukaan 

326 Wawancara dengan Wiji LSM IDEA, 11 November 2012, Pukul11.00. 
327 Wawancara dengan Isna dari LSM IDEA, 18 Desember 201 3, Pukul15.00. 



Publik di Bantul dan membuat ketidakpastian untuk Pengguna Zaformasi Publik dan 

juga Badan Publik. 

Pemberlakuan Perda No 7 Tahun 2005 hingga tahun 201 3 dan 2014 masih 

digunakan, ha1 ini terlihat pada waktu DPRD Mojokerto melakukan studi banding 

yang salah satunya mengenai inisiatif penyusunan Raperda Transparansi dan 

Partisipasi Publik, dirnana Sekda Kabupaten Bantul sendiri mengatakan bahwa di 

Bantul untuk Transparansi dan Partisipasi Publik di Bantul di gunakan Perda No 7 

Tahun 2005.'~~ Humas dari Sekertariat Kabupaten Bantul mengatakan bahwa Perda 

Mormasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ~ a n t u l ? ~ ~  Adapun Perbup No.48 

Tahun 2011 dibentuk sudah sesua. UU No.14 Tahun 2008 dan Peraturan 

Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, namun tidak 

mencantumkan Perda No. 7 Tahun 2005, padahal Perda ini masih digunakan. 

328http pn&id-kunjungan-studi-banding~rd-kab-mojokerto-ke~ 
bantul, diakses 23 November 2013, Pukul.16.00. Namun saat diakses, tertulis bahwa Perda 
Transparansi dan Partisipasi di sahkan tahun 2007, padahal sepengatahuan penulis berdasar membaca 
produk-produk hukum di Kabupaten Bantul (dalam http://bantulkab.go.id , Produk Hukum DPRD 
Kabupaten Bantul) Perda Transparansi dan Partisipasi Publik disahkan Tahun 2005, yaitu Perda No.7 
Tahun 2005, b e e  pula saat ditanyakan pada Humas SetKab Bantul terkait dengan Perda 
Transparansi dan Partisipasi Publik hanya a& Perda No. 7 Tahun 2005, kemudian penulis mengakses 
pa& Januari 2014 di dalam http:/hantulkab.u,o.id , Produk Hukum DPRD Kabupaten Bantul) masih 

at Perda No. 7 Tahun 2005. 
terda"pp Wawancara Tinuk Wusri Arliani, IOsubag Penerangan dan Promosi Bagian Humas Setda Kab. 
Bantul, Selasa 29 Oktober 2013, Pukul 1 1.00. 



Apabila diuraikan pertentangan atau ketidaksinkronan antara Undang-Undang- 

Undang dan Perda No. 14 Tahun 2008 dan Perda no 7 Tahun 2005 secara garis 

besarnya adalah sebagai berikut: 

Tabel.4.1 Ketidaksinkronan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan Perda No. 

7 Tahun 2005 

PERIHAL 

1. Mengenai 

Hak dm 

Undang-Undang No. 14 Tahun 

Publik serta 

hak dan 

kewaj iban 

Badan 

publik. 

2. Mengenai 

alasan 

penolakan 

pemberian 

informasi 

Perda No. 7 Tahun 2005 

Pasal4 sampai dengan Pasal8 Pasal6 sampai dengan 

Pasal8 

Pasal17 sampai dengan Pasal 

20 

Pasal6 ayat (3) 



3. Mengenai 

keberatan dan 

Penyelesaian 

Sengketa 

I I I 

Sumber: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perda 
No. 7 Tahun 2005 tentang Transparami dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Bantul. 

4. Mengenai 

Sanksi 

Pemohohon dan Pengguna Informasi Publik serta hak dan kewajiban Badan 

Pasal35 sampai dengan Pasal 

39 

Publik terdapat pada Pasal4 sampai dengan Pasal8, yaitu: 

Pasall 1 sampai dengan 

Pasall2 

Pasal5 1 sarnpai dengan Pasal 

5 7 

Pasal4 
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Inforrnasi Publik sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang ini. 
(2) Setiap Orang berhak: 

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; 
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk 

memperoleh Infomasi Publik; 
c. mendapatkan salinan Inforrnasi Publik melalui permohonan sesuai 

dengan Undang-Undang ini; dad atau 
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan perrnintaan Informasi 

Publik disertai aiasan permintaan tersebut . 

Pasal13 



(4) Setiap Pemohon Idonnasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan 
apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau 
kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini. 

Pasal5 
(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Idormasi Publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia 

memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepent ingan 
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan I 

- -- - - 
---=- 

I 

persaing&usaha tidak sehat ; 
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 
d. inf'ormasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; clan/ atau 
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. 

Pasal7 
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan. atau menerbitkan 

Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon 
Infonnasi Publik, selain informasi yang diiecualikan sesuai dengan 
ketentuan. 

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang h a t ,  bena., 
dan tidak menyesatkan. 

(3) Untuk m e l h a k a n  kewajiban sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) , 
Badan Publik hami membangun clan mengembangkan sistem infofmasi 
dan dokurnentasi untuk mengelola Idormasi Publik secara baik dan 
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 

(4) Badan Publik wajib membuat pert imbangan secara tertulis setiap 
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Idormasi 
Publik. 



( 5 )  Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat 
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan. atau pertahanan dan 
keamanan negara. 

(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) 
Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dad atau media elektronik dan 
nonelektronik. 

Pasal8 
Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan 
pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraiman 
perundang-undangan. 

Sedangkan dalam Perda No. 7 Tahun 2005 yang mengenai hak dan 
---. I -- - - 

(1) Hak dan kewajiban dalm transparansi penyelenggaraan pernerintahan: 
a. Publik berhak mendapatkan informasi kebijakan publik yang 

dibutuhkan, 
b. Badan informasi publik clan pembuat kebijakau publik berkewajiban 

menyediakan informasi kebijakan publik yang dibutuhkan oleh publik. 
(2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, badan publik menyampakin informasi kebijakan publik 
dengan bahasa dan cara yang mudah dipahami oleh publik. 

(3) Badan publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak permintam 
publik apabila: 
a. Perrnintaan informasi publik tidak disertai alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 
b. Permintaan infonnasi publik berlurn waktunya dapat diinforrnasikan; 
c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal7 
Hak dan kewajiban dalam partisipasi publik: 



a. Publik berhak berperan serta dalam proses perumusan, penetapan, 
pelaksanaan. 

b. Bdan publik dan pembuat kebijakan publik berkewajiban menciptakan 
mekanisme untuk memberikan kemudahan dan kesempatan bagi publik 
untuk berperan serta dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik. 

Pasal8 
Badan publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak partisipasi publik 
apabila tidak sesuai dengan visi dan misi kebijakan dan atau bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Mengenai alasan penolakan pemberian informasi 

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai alasan penolakan 

Mormasi yang dapat : 
1. menghambat proses penyelidikau dan penyidikan suatu tindak pidana; 
2. mengungkapkan ident itas informan, pelapor, saksi, dad atau korban 

yang mengetahui adanya t indak pi*, 
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dm rencanarencana yang 

berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk 
kejahatan transnasiond; 

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dad atau 
keluarganya; dad atau 

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dad atau prasarana 
penegak hukum. 

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat mengganggu kepent ingan perlindungan hak atas 
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ; 

c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi 
Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang 

berkaitan dengan penyelenggmm sistem perlahum clan keamanan 
negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau 
evduasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 



2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan 
taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan 
keamanaan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pengakhiran atau evaluasi; 

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan 
dalam penyelenggaraan sistem pertahanan clan kearnanan negara serta 
rencana pengembangannya; 

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dad atau 
instalasi militer; 

5. data perkiraan kemampuan militer dm pertahanan negara lain terbatas 
pada segala tin- danl atau indikasi negara tersebut yang &pat 
membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia d a d  
atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati 
dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 

6. sistem persandian negara; dad atau 

institusi keuangan; 
3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, 

perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaral daerah lainnya; 
4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 
5. rencana awal investasi asing; 
6. proses dan hai l  pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga 

keuangan lainnya; danl atau 
7. hal-ha1 yang berkaitan dengan proses pencetalcan uang. 

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik, dapat merugikan kepent ingan hubungan luar negeri: 
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh 

negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 
2. korespondensi diplomatik antarnegara; 
3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam 

menjalankan hubungan internasional; dad atau 
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar 

negeri. 
g. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang 

bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 



h. informasi yang apabila dibuka clan diberikan kepada Pemohon Informasi 
Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis 

seseorang; 
3. kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank seseorang; 
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, 

clan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan 

kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 
i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, 

yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Inf'ormasi 
atau pengadilan; 

j . informasi yang t idak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 

c. surat perintah penghen ian penyidikan atau penuntutan; 
d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum 
e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum, 
f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/ atau 
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasalll ayat 

(2) Tidak tennasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : 
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertdis; dan/ 

atau 
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- 

jabatan publik. 
(3) Dalarn hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, danl atau Pimpinan lembaga negara 
penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang 
dapat membuka infonnasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, h u .  e, huruf f, huruf i, dan 
hurufj . 



(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada 
Presiden. 

(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk 
kepent ingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan 
atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa 
Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden. 

(6) Izin tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) , ayat (4) , dan ayat 
(5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 
Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga 
Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkarnah Agung. 

(7) Dengan mempertimbmgkan kepentingan pertahman clan keamanan negara 
dan kepent ingan mum, Presiden dapat menolak permintaan informasi 
yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , ayat (4) dan ayat 
(5) . 

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen. (2) 
Pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dalam 
Peratwan Pemerintah. 

Dalam Perda No. 7 Tahu. 2005 mengenai alasan penolakan pemberian 

informasi terdapat pada Pasal6 ayat (3) berbunyi: 

"Badan publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak permintaan 

publik apabila: 

a. Permintaan informasi publik tidak disertai alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Permintaan informasi publik berlum waktunya dapat diinformasikan; 
c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



Kemudian dalam penjelasan Pasal 6, dikatakan pada ayat (3) huruf a, yaitu 

yang dimaksud alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi 

pencantuman identitas yang jelas, maksud pennintaan informasi, serta 

permintaan informasi dilakukan oleh pihak-pihak yang benar-benar 

berkepentingan terhadap informasi dimaksud, kemudian pada ayat (3) huruf b 

dikatakan bahwa, yang dimaksud informasi publik belurn waktunya untuk 

diinfomrasikan adalah apabila berdasarkan pertimbangan badan publik dan 

pembuat kebijakan publik. Hal tersebut disampaikan kepada publik yang 

Dalarn W No. 14 Tahun 2008 mengenai keberatan dan penyelesaian sengketa 

terdapat pada Pasal35 sampai dengan Pasal39, yaitu: 

Pasal35 
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
berdasarkan alasan berikut : 
a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal17; 
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal9; 
c. tidak ditanggapiaya permiatam informasi; 
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dirninta; 
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi 
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; danl atau 
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam 

Undang-Undang ini. 



(2) Alasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf 
g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. 

Pasal36 
(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan 
sebagajmana dimaksud dalam Pasal35 ayat (1) . 

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 
memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon 
Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh) hari 
kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang 
ditetapkan oleh bawahannya 

dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal36 ayat (2) . 

Pasal38 
(1) Komisi Znformasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi 

Informasi kabupatenl kota hams mulai mengupayakan penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dad atau Ajudikasi nonlit igasi 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan 
penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling 
lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (sera-) hari kerja. 

Pasal39 
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi 
bersifat final dan mengikat . 

Sedangkan dalam Perda No.7 Tahun 2005 tentang keberatan terdapat 

pada Pasall 1, yaitu: 



1. Publik dapat mengajukan keberatan kepada badan publik dan pembuat 
kebijakan publik apabila: 
a. adanya penolakan terhadap permintam informasi publik tanpa disertai 

alasan yang jelas; 
b. tidak disediakannya informasi publik yang merupakan kewajiban 

pembuat kebijakan publik; 
c. adanya pengenaan biaya yang tidak wajar; 
d. tidak diberikan kesempatan menyampaikan partisipasi publik; 
e. tidak setuju dengan prosedur partisipasi publik; 
f. tidak pernah ada tanggapan atas partisipasi publik yang disampaikan. 

(2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kebijakan publik diumufnkan 

(3) Dalam waktu 7 ( tujuh) hari setelah pembuat kebijakan publik penerima 
keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memberikan tanggapan 
secara tertulis yang disampaikan kepada pihak yang mengajukan 
keberatan. 

Kemudian mengenai penyelesaian sengketa, dalam Perda N O . ~  Tahun 

2005 terdapat pada Pasal 12 , yaitu: 

"Apabila publik tidak dapat menerima tanggapan yang diberikan oleh 
pembuat kebijakan publik sebagaimana yang dimaksud dalam pasall1 
ayat (3), maka publik dapat menyampaikau pengaduan kepada pejabat 
yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku" 

Kemudian dalam penjelasan Pasal 12 dalam Perda No. 7 Tahun 2005 

ini, dijelaskan bahwa: 

"Mekanisme yang disediakan dalam Perda ini bersifat mum, apabila 
melcanisme yang ada telah dijalankan secara optimal, narnun publik mash 
merasa belum mendapat kepuasan atas tanggapan dari pembuat kebijakan 



publik, maka keberatan &pat disampaikan pejabat yang berwenang 
sebagai upaya pengawasan melekat (waskat)." 

4. Mengenai Sanksi 

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengenai sanksi terdapat pada Pasal51 sampai 

dengan Pasal57, yaitu 

Pasal5 1 
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara 
melawan hukurn dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dad atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah) . 
Pasal52 
Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyedialcan, tidak memberikan, dad 
atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara 

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 
merusak, dad atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalarn bentuk 
media apa pun yang dilindungi negara dad atau yang berkaitan dengan kepent 
ingan umwn dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dad 
atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) . 
Pasal54 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dad atau 

memperoleh dad atau memberikau informasi yang dikecualikan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf 
g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah) . 

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dad atau 
memperoleh dad atau memberikan informasi yang dikecualikan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

Pasal55 
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidakbenar 
atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dipidana 



dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dad atau denda paling banyak 
Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah). 
Pasal56 
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan 
juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat 
khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih 
khusus tersebut. 
Pasal57 
Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan d e l i  aduan dan 
diajukan melalui peradilan pidana. 

Sedangkan dalam Perda No.7 Tahun 2005 mengenai penyelesaian 

sengketa terdapat pada Pasal 13 , yaitu: 

yang terlihat tidak sinkron, maka terdapat beberapa hal yang lain yang sekiranya 

perlu di tambahkan atau dirubah juga dalam substansi Perda No.7 Tahun 2005 setelah 

adanya Undang-Undang 14 Tahun 2008, hal-ha1 tersebut adalah : 

a. Pada bagian "Mengingat" belum mencantumkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008; 

b. Pada bagian "Mengingat" 1 angka 6: Masih menggunakan UU Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

c. Bagian "Mengingat" 1 angka 8: Masih menggunakan UU No. 10 Tahun 2004; 

d. Bagian "Mengingat" angka 19: Belurn ditambahkan PP no 61 Tahun 201 0 tentang 

Pelaksanaan UU KIP; 



e. Bagian "Mengingat" angka 21:Masih menggunakan KePres No. 80 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan PerPres No. 32 Tahun 2005 ( lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 36); 

f. Pasal 3 tentang transparansi dan partisipasi memiliki substansi yang berbeda, jadi 

tidak dapat disarnakan. Keduanya diatur dalam payung hukum yang berbeda. 

Substansi tmuparansi mengadopsi UU KIP dipisahkan dari pengaturan substansi 

Anggota DPR dari Komisi A yaitu Batman Sebayang menyampailcan bahwa 

Perda sampai saat ini belum direvisi, direvisi jika ada yang mendesak untuk 

dilakukan revisi, masalahnya selama ini belum ada yang mendesak atau belum ada 

usulan Perda untuk direvisi, belum ada usulan. Terkait dengan itu pula di bantul 

orang-orang yang secara akadernik dan concern terhadap Perda memang kurang, 

DPRD juga mempunyai banyak kegiatan dan jadwal yang harus dilaksanakan terkait 

dengan TUPOKSI, maka apabila ada yang mengusulkan revisi mungkin bisa 

dijadikan acuan untuk revisi dan kemudian nanti akan ada Perda Perubahan untuk 

330 Wawancara Anang Zubaidy, Direktur IUinik KIP UII, Jum'at, 25 Oktober , Pukul10.00. 



Perda No 7 Tahun 2005 ini.331 Perda No 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan 

Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bantul 

memang dibentuk dan disahkan sebelum adanya UU No 14 Tahun 2008, namun 

Perda sangat kurang disosialisasikan. Mengenai pembentukannya, Raperda.No 7 

Tahun 2005 pada waktu itu merupakan inisiatif eksekutif. Pada waktu pembahasan 

Raperda di DPRD berjalan secara normatif dan sesuai dengan prosedur, namun pada 

saat itu belum ada public hearing, Naskah akademik, dan lain sebagainya 

dikarenakan dalam Undang-Undang belum di wajibkan ada, maka karena hal tersebut 

menjadi motihya. DPRD hanya mendukung insiatif Pemerintah Daerah untuk 

membentuk Perda ini, maka secara prosedur bisa dikatakan sudah sah namun secara 

konstruksi hukum tidak sah karena banyaknya materi yang tidak sarna dengan 

331 Wawancara dengan Batman Sebayang Komisi A DPRD Bantul, 7 Nobember 2013, Pukul 
10.00 

332 Wawmara (Oral History) Agus Sumartow, Komisi A Fraksi PKS DPRD Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta ( dahulu adalah salah satu anggota Pansus Raperda Kabupaten Bantul pada tahun 
2005), 6 November 2013, Pukul. 10.00. 



B. Keabsahan Perda No. 7 Tahun 2005 Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 

14 Tahun 2008 Ditinjau dari Teori Hierarki 

Perda merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, peraturan 

perundang-undangan bersifat mengatur (regelling) secara urnurn dan abstrak 

(general and abstract norms), dimana peraturan berbeda dengan ketetapan atau 

keputusan (beschikking) yang mana isi normanya bersifat individual dan konkrit. 

Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi 

hukum dari pembentukan Perda terdapat dalam W No. 12 Tahun 201 1, W No. 32 

Tahun 2004 dan Permendagri No. 53 Tahun 201 1. 

Perda No. 7 Tahun 2005 ini merupakan Perda Kabupatenl Kota tepatnya Perda 

yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bantul dengan persetujuan Pemerintah 

Kabupaten Bantul. Adapun terkait dengan keabsahan Perda No 7 Tahun 2005 dapat 

dilihat dari segi formal yang meliputi wewenang dan prosedur dan segi material yang 

berkaitan dengan isi substansinya. Berbicara tentang wewenang dan prosedurnya 

Perda dibentuk sudah sesuai prosedurnya. Dasar hukum pembentukan Perda No. 7 

333 Pasal 1 Huruf 10 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 5 
Pennendagri No. 53 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Produk Hukum di Daerah. 
334 Pasall huruf 8 UU No.12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 



~ a h u n  2005 ini adalah w No. 10 Tahun 2004 dm UU No. 32 Tahun 2004, 

walaupun dalarn ha1 banyak PengaWannYa Ymg tidak sama dengan UU No. 12 

~ h m  201 1 yang dipakai xkmang ini se~erti halnya public hearing atau naskah 

m e m i k  yang belum diatur dalam UU 10 Tahun 2004, maka Perda No. 7 T&un 
\ 

2005 ini juga belutn m e m u  Nwkah Akdemik. secara yuridis f o d ,  pa& p& 

137 Undang-Undang Nomor 32 T a b  2004, ddam membentuk p e r a h m  

perundang-undangan harus d~~* ber&arkan asaS pembentukan p e r a b  

perundang-undanga~ yang baik, ymg meli~i : 

1. kejelasan tujuan; 
2. kelembagaan atau pej 

5. kedayagunaan dan 
6. kejelasan rumusan; d m  -- 
7. keterbukaan. 

Kemudian menurut Van Der Vlies yangatip oleh A. Hamid Attamimi ada 

lima asas formil ,seperti yang telah & j e l a s b  P bab lain ddam ini, yaib . 

1. asas tujuan yang jelas; 
2. asas organ/ lembaga yang tepat; 
3. asas perlunya pengaturan; 
4. asas dapatnya d i l h a k a n ;  
5. asas konsensus. 

perda No 7. Tahun 2005 sudah memenuhi pernbentukan p w d a n g -  

"clangan seperti di am,  dengan &juan antarin untuk menyelenggarakan 

~ernerintahan yang a b a h l y  eansparan dr(emokratis di Kabupaten 



~antul,3~~dibentuk oleh lembaga yang tepat yaitu DPRD dan Kepala Daerah 

Kabupaten Bantul serta mengikuti prosedur sesuai dengan apa yang ada dalam UU 

No. 10 Tahun 2004 dan UI-1 No. 32 Tahun 2004 Pasall35 sampai dengan Pasal147. 

Berbicara tentang substansinya sebelum adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 

2008 mungkin tidak menjadi permasalahan, namun setelah lahirnya Undang-Undang 

ini isi substansi atau materi muatan Perda banyak yang bertentangan dengan Undang- 

Undang. Terkait dengan isi dan substansi Perda, maka terkait pula dengan materi 

muatan, dimana tiap peraturan perundang-undangan merniliki materi yang berbeda- 

beda. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

KabupatenIKota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah ddatau  penjabaran 

lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.336 Kewenangan 

pembentukan Perda ini merupakan atribusi k e ~ e n a n ~ a n . ~ ~ ~  Ditinjau dari materi 

muatan Perda KabupatenIKota ini adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah. Dalam UU No.32 Tahun 2004 diaturnya disebutkan pada Pasal 10 sampai 

dengan Pasal 18 tentang pembagian urusan yang berkaitan dengan materi muatan, 

dimana Perda No. 7 Tahun 2005 sebagai Peraturan Daerah Kabupated Kota juga 

mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004, tepatnya pada Pasall4 yang mengatur urusan 

wajib Pemerintah Daerah Kabupatenl Kota, ha1 ini juga berkaitan pada kewenangan 

335 Bagian Menimbang Huruf a Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Transparanis dan Partisipasi 
publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul. 

336 Pasal14 UU No. 12 Tahun 201 1 tentang P e m b e n h  Peraturan Perundang-undangan. 
337 Terkait kewenangan Perda lihat Pasal 136 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 



yang diatur oleh Perda sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 14 tersebut. 

Narnun setelah adanya UU No. 14 Tahun 2008 karena mengatur tentang materi yang 

sama, yaitu tentang transparami maka perlu adanya penyesuaian pula dengan apa 

yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 tersebut, maka materi muatan tidak semata- 

mata ditentukan oleh apa yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2004 agar tidak terjadi 

ketidaksinkronan dalam satu peraturan dengan peraturan yang lain. Mengenai materi 

muatan dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengatur tentang hak asasi manusia yaitu 

keterbukaan atas informasi publik, yang memang termasuk materi muatan yang diatur 

oleh undang-undang, maka dalam hal kewenangannya pun UU No. 14 Tahun 2008 

telah sesuai, bukan mengatur tentang kewenangan daerah. 

Materi muatan memilik asas-asas, pada Pasal 138 UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah: 

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas: 
a. pengayoman; 
b. kemanusiaan; 
c. kebangsaan; 
d. kekeluargaan; 
e. kenusantaraan; 
f. bhineka tunggal ika, 
g. keadilan; 
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
i. ketertiban dan kepastian hukurn; danlatau 
j . keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Kemudian penjelasan dari Pasal ini ~idalah~~*: 

338 Penjelasan Pasal6 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004. 



Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang-undangan harus berfimgsi memberikan perlindungan dalam 
rangka menciptakan ketentraman masyarakat. 
Hurufb 
Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang-undangan hams mencerminkan perlindungan dan penghormatan 
hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk 
Indonesia secara proporsional. 
Hurufc 
Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang-undangan hams mencerminkan sifat dan watak bangsa 
Indonesia yang pluraiistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara 
kesatuan Republik Indonesia. 
Hurufd 
Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang-undangan harus mencenninkan musyawarah untuk mencapai 
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 
Hurufe 
Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 
wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di 
daerah merupakan bagian dari sistem hukurn nasional yang berdasarkan Pancasila. 
Huruf f 
Yang dirnaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan 
Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, 
suku dan golongan, kondisi khusus daerab, dan budaya khususnya yang menyangkut 
masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Hurufg 
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
Perundang-undangan harus mencerminkan keadilaa secara proporsional bagi setiap 
warga negara tanpa kecuali. 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" 
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 
berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, 
agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 
Hurufi 
Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap 
Materi Muatan P e r a m  Perundang-undangan hams dapat menimbulkan ketertiban 
dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 
Hurufj 
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah 
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 



keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan 
masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. 

Macam-macam asas tentang materi muatan dalam UU No. 12 Tahun 201 1 

sarna dengan macam-macam asas materi muatan dalam UU No. 32 Tahun 2004, 

namun dalam penjelasannya cukup banyak yang berbeda, karena UU No. 32 Tahun 

2004 mengacu pada UU No.10 Tahun 2004. Dalam ha1 perbedaan ini dapat dilihat 

pada BAB I11 dalam sub bab Materi Muatan Perda tentang Perbedaan Penjelasan 

Asas-Asas Materi Muatan dalam tulisan ini. 

Dalam pembentukannya, Perda hams memperhatikan materi muatan sesuai 

jenis dan hierarki perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan Perda harus memperhatikan 

materi muatan sesuai jenis dan hierarki perundang-undangan agar nantinya tidak 

boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi diatur dalam Pasal 136, yaitu: 

Pasal 136 
(1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersarna 

DPRD; 
(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonorni daerah provinsil 

kubupatenkota dan tugas pembantuan; 
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri 
khas masing-masing daerah, 

(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan 
kepentingan mum danlatau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; 

(5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berlaku setelah diundangkan dalam 
lembaran daerah. 



Dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pernerintahan Daerah tersebut dikatalcan bahwa Peraturan Daerah dilarang 

bertentangan dengan kepentingan mum dad atau p e r a k a  perundang-undangan 

yang lebih tinggi, begitu juga menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

antara lain menentukan bahwa, penjenjangan setiap jenis Peraturan Pemdang- 

undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih 

tinggi." Perjenjangan ini sesuai dalam asas-asas pembentukan perundang-undangan, 

yaitu adanya asas pertingkatan peraturan perundang-undangan (lex superior derogate 

Iegi inferiori). Yang dimaksud hukum tertib hukum yaitu asas pertingkatan atau 

hirarki peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum positif hams 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh sistem pertingkatan atau tata urutan 

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih 

tinggi mengkesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, 

kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal- 

ha1 yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang- 

undangan yang lebih r e r ~ d a h . ~ ~ ~  

Perjenjangan peraturan perundang-undangan ini pun berkaitan dengan teori 

jenjang norma atau teori hieraski, dimana menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, 

maka suatu norma hukurn dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang- 

33 %agir Manan, Hukum Posit~Zndonesia,. . . LOC, cit. 



jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norrna yang 

lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma 

yang lebih tinggi lagi, sampai pada norma yang tertinggi yang disebut Norma 

~asar.3~' 

Maka Materi Muatan atau isi peraturan penmdang-undangan yang lebih rendah 

tidak boleh menyirnpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatannya, peraturan perundang-undangan tingkatannya lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Walaupun materi muatan 

dari Perda tersebut adalah menyelenggarakan otonorni dan tugas pembantuan namun 

harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) 

UU No. 12 Tahun 2011 dan tidak boleh betentangan dengan perahran di atasnya. 

Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan 

perundang-undangan tingkatan lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan 

batal demi hukum (van rechtswege nietig).341 

Adapun jenis hierarki perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia 

kini diatur dalam p a d 7  undang-undang 12 Tahun 201 1 ini adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat; 
3) Undang-UndangfPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4) Peraturan Pemerintah; 
5) Peraturan Presiden; 
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 

'40 Maria Farida In@ Soeprapto,. . . LOC, cit. 
341 Ni'matul Huda dan Nazriyah,. . . .Loc, cit. 



7) Peratman Daerah KabupatenKota. 

Kemudian pada Pasal8, tercantum bahwa: 

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 
ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 
Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah KabupatenKota, Bupati/WaIikota, Kepda Desa atau yang setingkat. 

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 
dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (2), dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 

"berdasarkan kewenanganyy adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pada Perda No 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bantul banyak substansinya yang tidak 

sinkron dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008, padahal menurut teori jenjang 

norma di atas suatu isi atau materi peratman perundang-undangan tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingga 

tingkatannya, juga dalam pembentukannya materi muatan harus sesuai dengan jenis 

dan hierarki perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan pertentangan antara 

suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Namun karena Perda 

No.7 Tahun 2005 yang mengatur tentang hal yang sama dengan Undang-Undang 



No. 14 Tahun 2008 yaitu Keterbukaan Publik lebih dahulu dibentuk daripada Undang- 

Undang No. 14 Tahun 2008, maka banyak ketidaksinkronan yang terjadi pada Perda 

No. 7 Tahun 2005. Dilihat dari substansinya, maka Perda No. 7 Tahun 2005 tentang 

Transparmi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di 

Kabubupaten Bantul dan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

mempunyai banyak perbedaan dan ketidak sesuaian, seperti yang telah dijelaskan 

perbadingannya pada bab sebelumnya yaitu antara lain tentang: 

1. Mengenai Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta hak 

dan kewajiban Badan publik. Disebutkan dalam undang-undang pada Pasal 4 

sampai dengan Pasal8 dan pada Perda disebutkan dalam Pasal6 sampai dengan 

Pasal 8. Dimana dalam undang-undang hak dan kewajiban pemohon dan 

pengguna informasi publik serta badan publik berbeda dengan apa yang ada 

dalam Perda , dirnana, hak dan kewajiban pemohon informasi publik serta badan 

publik ini dalam Perda tentang transparansi hams dibedakan dengan partisipasi. 

Hak dan kewajiban pemohon informasi atau badan publik tentang transparansi 

sendiri hams mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik kemudian hak dan kewajiban pemohon Informasi atau Badan 

Publik tentang partisipasi publik diadopsi dan mengacu pada UU No. 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik. 

2. Mengenai alasan penolakan, yang mana pada undang-undang disebutkan dalam 

Pasal 17 sampai dengan Pasal20 dan dalam Perda disebutkan dalam Pasal6 ayat 

(3). Terkait dengan alasan penolakan pemberian informasi ini, maka terlihat 



ketidak sinkronan antara Undang-undang dan Perda, dalam Perda No. 7 Tahun 

2005 tidak disebutkan dan dibatasi secara rinci hal-hal yang dikecualikan dan 

tidak ada mekanisme seperti misalnya uji konsekuensi yang dilakukan oleh 

Pejabat Pengelola Informasi Daerah. Dalm Perda hanya disebutkan kecuali 

informasi yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, namun dalam penjelasanpun tidak secara jelas disebutkan apa yang 

menjadi batasan dan mekanismenya. Semestinya acuan kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku adalah pada UU. No 14 Tahun 2008, namun 

dalam Perda belum W tersebut belum ditambahkan pada bagian mengingat. 

3. Mengenai Keberatan dan Penyelesaian Sengketa, yang dalam undang-undang 

disebutkan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 dan pada Perda disebutkan 

dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12. Maka apabila dilihat dalam hal 

pengaturan untuk keberatan, dalam Perda No. 7 Tahun 2005 berbeda dengan W 

No.14 Tahun 2005, keberatan dalam W disampaikan pada Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi sedangakan dalam keberatan tersebut disampaikan 

kepada Badan Publik bukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah, hal ini jelas 

berbeda.Pengaturan keberatan ini pun bersinggungan dengan infomasi yang 

dikecualikan dalam W No. 14 Tahun 2008, yang mana disebutkan hal-hal apa 

saja yang temasuk informasi yang dikecualikan, namun dalam Perda tidak 

terdapat hal-hal tersebut secara jelas dan rinci, seharusnya pengaturan tentang 

keberatan dalam konteks transparansi h a m  mengacu pada W No. 14 Tahun 

2008, namun dalam konteks partisipasi mestinya mengacu ke mekanisme 



Ombudsman Daerah (LOD) atau lembaga lain yang memiliki kewenangan 

tupoksi setara L O D . ~ ~ ~  Kemudian mengenai penyelesaian sengketa yang 

disebutkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 diselesaikan melalui jalur yang telah 

khusus disediakan yaitu melalui Komisi Informasi;'" namun berbeda dengan 

Perda No.7 Tahun 2005 yang melalui pejabat yang berwenang. Dalam ha1 

mekanisme penyelesaian sengketa, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

telah ada Komisi Informasi dimana Putusan Komisi yang memiliki kekuatan 

setara dengan putusan pengadilan. Dalam penjelasan pasal 23 dijelaskan bahwa, 

''Ajudikasi nonlitigasi" adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan 

yang putusaunya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.344 

Kemudian berkaitan dengan gugatan, dapat di diselesaian melalui jai. 

pengadilan, seperti yang terdapat pada Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008, dimana pada Pasal 47 ayat (I), dikatakan bahwa 

pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang 

digugat adalah Badan Publik negara. Kemudian pada ayat (2) dikatakan bahwa 

pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat 

342 Perkumpulan IDEA, Hasil Seri Diskusi Kelompok Terarah Prosepek Pemajuan Hak Atas 
Informasi di Kabupaten Bantul: Antara Perda No. 7 Tahun 2005 dun UU. No, I4 Tahun 2008, ... 
LOC, cit. 

343 Lihat Pasal 39, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Mengenai penyelesaian sengketa 
informasi publik yang diselesaiakan melalui Komisi Informasi, maka dapat d i i a t  pula pada Pasal4 
Peraturan Makhakamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan , Peraturau Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 
Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraman Komisi Informasi Nomor 1 
Tahun 20 10 Tentang Standar Layanau Informasi Publik. 

344 Lihat Pasal 23 dan penjelasannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi 
Publik. 



adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). Kemudian pada Pasal 48 ayat (I), tertuang bahwa pengajuan gugatan 

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat 

ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis 

menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Maka apa 

yang tertuang pada pasal48 ayat (1) ini memberikan pengertian bahwa pengajuan 

gugatan yang dilakukan melalui PTUN maupun PN hanya dapat dilakukan 

adanya putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi, yang berarti alur penyelesaian 

sengketa dilakukan melalui Komisi Informasi baru setelah ada pihak yang tidak 

menerima putusan A j u d i i i  Komisi Informasi bisa mengunggat ke PTUN atau 

PN. 

4. Mengenai Sanksi, yang dalam undang-undang disebutkan pada Pasal51 sampai 

dengan Pasal57 dan dalam Perda disebutkan dalam Pasal 13. Sanksi dalam Perda 

dan Undang-Undang jelas berbeda, Perda menggunakan sanksi administrasi, 

sedang undang-undang menggunakan sanksi Pidana. Seharusnya dalam hal 

substansi transparansi sanksi harus mengacu pada W No. 14 Tahun 2008 beserta 

Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No.61 Tahun 2010,3~' kemudian mtuk 

substansi Partisipasinya sendiri mengacu pada W. RI. No. 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik clan Peraturan Pelaksanaanya. Maka dalam ha1 sanksi 

345 Lihat dalam Pasal 16 sampai dengan 20 PP No.61 Tahun 2010 mengenai Tata Cara 
Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara dm Pembebman Pidana Denda 



ini pada Perda sudah ada substansi yang harus dipisahkan antara Partisipasi dan 

Transparansi, dimana ha1 tersebut membuat pula ketidak sinkronan dengan 

Undang-Undang No 14. Tahun 2008. 

Selain perbedaan yang telah disebutkan di atas, maka seperti pada bab 

sebelumnya juga terdapat beberapa perihal dalarn Perda yang ham diubah atau 

ditambahkan agar dapat sesuai dengan undang-undang, yaitu: 

a. Pada bagian "Mengingat" belum mencantumkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008; 

b. Pada bagian "Mengingat" angka 6: W Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah diubah dengan W Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas W Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

c. Bagian "Mengingat" angka 8: Dalam W sudah diganti dengan UU No 12 Tahun 

20 1 1 maka Perda juga seharusnya begitu; 

d. Bagian "Mengingat" angka 19: Perlu ditambahkan PP no 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan UU KIP; 

e. Bagian "Mengingat" angka 21 : sudah ada Perpres No. 54. Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, Pergub DIY tentang KIP, Pergub 

DIY tentang Lembaga Ombudsman Swasta; 

Kemudian seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah substansi 

dalam Perda tentang tramparansi hams dibedakan dengan partisipasi, karena 



keduanya mempunyai payung hukum yang berbeda. Transparansi mengacu pada W 

No. 14 Tahun 2008 dan partisipasi mengacu pada W No. 25 Tahun 2009. 

Terkait dengan keabsahan Perda No. 7 Tahun 2005 apabila tidak sinkron 

dengan W No. 14 Tahun 2008 menurut teori hierarki, maka dikatakan Perda 

tersebut sah secara formil atau prosedur pembentukannya, dimana Perda ini dibentuk 

oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Bupati atau Kepala Daerah Kabupaten Bantul, 

telah sesuai pula dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan 

proses-proses pembentukan Perda yang telah mengikuti cara-cara tertentu yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, yaitu W No. 12 Tahun 201 1, W No 32 

Tahun 2004 dan Permendagn No. 53 Tahun 201 1. Narnun setelah adanya Undang- 

Undang No.14 Tahun 2008, apabila dilihat adanya ketidaksinkronan dari isi atau 

substansi Perda terhadap undang-undang , maka Perda dapat dikatakan tidak sah 

secara materiil dengan undang-undang. Hal ini dikarenakan setelah adanya setelah 

adanya undang-undang semestinya materi atau substansi Perda tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang . Dirnana Perda No. 7 Tahun 2005 sebagai 

peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari W No. 14 

Tahun 2008, dan berlakulah asas asas lex superiori derogate lex inferirory, peraturan 

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai 

dengan apa yang dimaksud oleh teori hierarki, dan sesuai dengan Pasal 136 ayat (4) 

dimana Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Substansi Perda hams mengacu pada undang-undang sebagai dasar 

hukum pembentukan Perda, karena antara Perda dan undang-undang mengatur 



tentang hal yang sama yaitu tentang Transparami atau Keterbukaan Publik, maka 

Perda harus disesuaikan dengan undang-undang. 

Maka keabsahan Perda dilihat dari teori hierarki dilihat dari dari segi formal 

yang meliputi wewenang dan prosedur adalah sah, namun dari segi material yang 

berkaitan dengan isi substansinya dan norma aturan setelah adanya Undang-Undang 

No. 14 Tahun 2008 tidak sah secara materiil karena terjadi ketidaksinkronan antara 

materi atau isi substansi dalam Perda dengan UU, maka Perda dianggap tidak sah 

secara materiil dan seharusnya dicabut dan tidak digunakan lagi.346 

C. Implikasi hukum terhadap Perda No.7 Tahun 2005 yang tidak sinkron 

dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 

Dalam hal suatu Perda yang bertentangan dengan undang-undang secara 

mareriil, maka implikasi hukurnnya terhadap Perda tersebut adalah Peraturan Daerah 

dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Peraturan Daerah dinyatakan tidak sah dan 

dicabut oleh Mahkamah Agung. Mengenai pengaturan pembatalan oleh Pemerintah, 

maka diatur dalam Pengawasan jalur eksekutif berdasarkan jenjang hierarki diatur 

dalam Pasal 145 UU No.32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 yang berisi : 

Lihat Pasal63 Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008, yang berbunyi, "Pada saat berlakunya 
Undang-Undang ini semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perolehan informasi 
yang telah a& tetap berlaku sepaujang tidak bertentangan dan belum digauti berdasarkan Undang- 
Undang ini." 



a. Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 hari setelah ditetapkan; 
b. Perda yang bertentangan dengan kepentingan m u m  dan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah; 
c. Pembatalan dituangkan dalam Perpres dalam waktu paling lama 60 hari sejak 

diterimanya oleh Pemerintah; 
d. Paling lama 7 hari setelah ada Perpres pembatalan maka Kepda menghentikan 

pelakasanaan Perda tersebut untuk selanjutnya DPRD bersama Kepda 
mencabutnya; 

e. Kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada MA atas Perpres yang 
membatalkan Perda jika ada alasan yang bisa dibenarkan; 

f. Jika MA mengabulkan permohonan itu maka Perpres menjadi batal dan talc 
punya kekuatan hukum. Jika pemerintah tidak mengeluarkan Perpres pembatalan 
dalam 60 hari maka Perda dinyatakan berlaku. @i sini berlaku otomoatis tanpa 
pengesahan seperti layaknya pengawasan preventif). 

Namun pada Perda No.7 Tahun 2005 yang bertentangan dengan UU No.14 

Tahun 2008, pembatalan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah tidak dapat 

dilakukan, karena ketentuannya untuk membatalkan sudah melewati tenggang waktu 

dan hal itupun terjadi karena Perda bermasalah setelah adanya UU No. 14 Tahun 

2008, oleh karena itu Perda sudah diimplementasikau dim dahulu sebelum & UU 

belum bermasalah atau secara muatan materi dan substansi tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan di atasnya. Maka, implikasi untuk Perda No.7 Tahun 

2005 yang bertentangan atau tidak sinkron dengan UU No. 14 Tahun 2008 adalah 

Peraturan Daerah dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Mahkamah Agung. 

Kini Perda yang bertentangan materi atau substansinya dengan undang-undang, 

seperti Perda No. 7 tahun 2005 sudah bisa di uji materiil oleh Mahkamah Agung 

tanpa batasan waktu, kapanpun bisa. Karena peraturan tentang hak uji materiil yaitu 

PERMA Nomor 0 1 Tahun 2004 sudah diganti dengan PERMA No.01 Tahun 201 1. 



Pads Peraturan Mahkamah Agung R.1 Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji 

Materil. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut antara lain ditentukan : 

a. Pada Pasal2 ayat 4 Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 

hari sejak ditetapkan Peraturan Pemdang-undangan yang bersangkutan. 

b. Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara: 

1. Langsung ke Mahkamah Agung; atau 

2. melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat 

kedudukan pemohon. 

Namun sekarang pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 

tenggang waktu permohonan keberatan sudah dihapus, hal ini seperti yang dirnuat 

dalam bagian menimbang PERMA No. 1 Tahun 2004 yaitu: 

a. bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan 
Hak Uji Materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aaturan yang bersifat 
umum (Regelend) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian 
rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi clan tidak 
lagi sesuai dengan "hukum yang hidup (the living law) yang berlaku"; 

b. bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari 
seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut diatas, sudah seharusnya 
dihapuskan danlatau dicabut dari materi Peratwan Mabunah Agung Republik 
Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan 
b u s  demi kasus tentang hak yang diperoleh para pihak-pihak yang terkait 
sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka; 

c. bahwa pencabutan dad atau penghapusan tenggat waktu dimaksud sejalan 
dengan pertimbangan-perthbangan hukum yang tercantum dalam berbagai 
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain: 
1. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 25 P/HUM/2006 tanggal 30 Agustus 2006; 
2. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 41 PI HUM/ 2006 tanggal 21 Nopember 

2006; 
3. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 37 PI HUM/ 2008 tanggal 28 Maret 2009; 
4. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 03 P1 HUMI 201 1 tanggal 25 April 201 1. 



Mengenai hak uji materiil, maka pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (I), 

yaitu Hak uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan 

Perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Kemudian dijelaskan pada pasal-pasal 

berikutnya, yaitu: 

(1) Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat 
urnurn dibawa Undang-Undang; 

(2) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan tahadap 
berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan 
dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan 
ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan; 

(3) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang 
mengajukan permohon keberatan kepada Mahkamah atas berlakunya suatu 
Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang; 

(4) Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Hak uji materiil tersebut berarti Mahkamah Agung berhak menilai Peraturan 

Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang- 

undangan tingkat lebih tinggi dan pemohon keberatan adalah kelompok atau 

perorangan yang mengajukan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang- 

undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang diiana materi muatan atau isinya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ha1 tersebut 

berarti dalam permasalah Perda No. 7 Tahun 2005 yang tidak sinkron atau 

bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2008 dapat diajukan melalui kelompok 



masyarakat atau perorangan dalam hal keberatan atas berlakunya Perda No. 7 Tahun 

Kemudian mengenai tata caranya, tercantum antara lain dalam Pasal 2 

dijelaskan tentang Tata Cara Pengajuan Pemohon Keberatan BAB 11~4" 

(1) Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahakamah Agung dengan cara : 
a. Langsung ke Mahkamah Agung; atau 
b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat 

kedudukan Pemohon; 
(2) Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan 

yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Pemdang-undangan tingkat 
lebih tinggi; 

(3) Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan 
secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh 
Pemohon atau kuasasnya yang sah, 

(4) Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan 
keberatan yang besamya akan diatur tersendii. 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (6) PERMA No 01 Tahun 201 1, dijelaskan bahwa 

susunan rnajelis hakim agung yang akan memeriksa dan memutus perkara uji materiil 

ditetapkan Ketua Muda MA bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah 

Agung. Pasal 5 ayat (2) menyatakan majelis memeriksa dan memutus permohonan 

hak uji materiil dengan menerapkan ketentuan hukurn yang berlaku dalam waktu 

sesingkat-singkatnya sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) PERMA No 01 Tahun 201 1 ditegaskan pula, jika 

dalam waktu 90 hari setelah putusan dikirirn kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang 

mengeluarkan, ternyata pejabat bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, 

maka demi hukum peratman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada 

347 Lihat Pasal2 sampai Pasal4 dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 201 1 tentang 
Hak Uji Materiil yang berkaitan dengan Tata cara Pengajuan Pemohon Keberatan. 



PERMA No. 01 Tahun 201 1 ini ditegaskan tidak ada upaya Peninjauan Kembali (PK) 

terhadap putusan hak uji rnateriil, ketentuan ini terdapat pada Pasal 9, yaitu 

"Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan peninjauan 

kembali." Dalam hal Perda No. 7 Tahun 2005 yang tidak sinkron atau bertengan 

dengan UU No. 14 Tahun 2008 tersebut dapat diajukan permohonan keberatan 

kepada Mahkamah Agung dan apabila kemudian dinilai tidak sah, Perda tersebut 

ham dicabut dan tidak boleh digunakan lagi. Implikasi hukum terhadap Perda No. 7 

Tahun 2005 yang tidak sinkron dengan UU. 14 Tahun 2008 yaitu dapat dinyatakan 

tidak sah secara materiil oleh Mahkamah Agung melalui proses pengujian Peraturan 

Perundang-undangan dibawah undang-Undang terhadap undang-undang. Peraturan 

Daerah yang dinyatakan tidak sah secara materiil oleh Mahkamah Agung tersebut 

tidak mempunyai kekuatan hukurn, yang mana hams dicabut dan tidak dipergunakan 

lagi. 

Implikasi hukum terhadap Perda No. 7 Tahun 2005 yang tidak sinkron dengan 

UU No.14 Tahun 2008, selain dinyatakan tidak sah secara materiil, peraturan 

tersebut oleh Mahkamah Agung maka Perda No. Tahun 2005 ini dapat pula di ajukan 

ke DPRD Kabupaten Bantul untuk diajukan legislative review oleh perseorangan 

atau kelompok masyarakat untuk direvisi. Karena dalam hal ini Kabupaten Bantul 

adalah satu-satunya kabupaten yang sampai saat ini memiliki Perda No. 7 Tahun 

2005 tentang Transparami dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Bantul, oleh karena itu revisi ini dijadikan alternatif agar 



tidak terjadi kekosongan hukum dalam hal Peraturan tentang Transparansi dan 

Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bantul, maka ada baiknya 

agar direvisi isi atau materi yang bertentangan atau tidak sinkron dengan UU. No.14 

Tahun 2008 agar menjadi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tersebut. Dalam hal 

review Perda, dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang menetapkan 

Peraturan Daerah itu sendiri, maka mekanisme peninjauan kembali semacam itu 

disebut cclegislative review" yang dapat menghasilkan perubahan (amandement) 

peraturan?48 Legislative review juga dapat dikatakan pengujian atas peraturan sebagai 

produk pengaturan atau regeling, jika dilakukan oleh lembaga yang membuatnya 

sendiri, suatu proses legislatif biasa seperti membuat, mengubah dan mencabut 

~ n d a n ~ - u n d a n ~ ? ~ ~  Maka implikasi hukum terhadap Perda No.7 Tahun 2005 yang 

tidak sinkron dengan UU No. 14 Tahun 2008 tersebut yaitu diajukan melalui judicial 

review , yang mana dinyatakan sah secara materiil oleh Mahkamah Agung yang 

kemudian diikuti dengan pencabutan Perda dan dapat dilakukan upaya legislative 

review oleh DPRD Kabupaten Bantul revisi atau amandemen untuk disesuaikan isi 

atau rnaterinya dengan UU No. 14 Tahun 2008 yang mana nanti aka nada perda 

perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2005 tersebut. 

348 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang,. . . Loc, cit. 
349 Ni'matul Huda dan Nazriyah,. . . Loc, cit. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Keabsahan Perda No 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul yang tidak sinkron 

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi 

Publik ditinjau dari teori hiemkie adalah sah secara formil, prosedur atau tata 

cara termasuk asas-asas, dan wewenang . Karena dalam pembentukannya yaitu 

dari kewenangan, tata cara dan prosedur pembentukan Perda sudah sesuai dengan 

ada dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 20 1 1, Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 serta Permendagri No. 53 Tahun 201 1. Narnun secara materiil 

tidak sah, karena substansi atau isi Perda banyak yang bertentangan dengan 

undang-undang, walaupun materi muatan dari Perda tersebut adalah 

menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan namun hams sesuai dengan 

hiemki peraturan perundang-undangan dalam Pasal7 ayat (1) dan sesuai dengan 

apa yang disebutkan oleh Pasal 136 ayat (4) dirnana Perda tidak boleh 

bertentangan dengan yang lebih tinggi atau sesuai dengan asas lex superiori 

derogate lex inferirory, peratwan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 



dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teori 

hierarki. 

2. Implikasi hukurn tergadap Perda No. 7 Tahun 2005 yang tidak sinkron dengan 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 adalah Perda yang tidak sinkron substansi 

atau isinya dengan undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak sah secara 

materiil melalui uji materiil, yaitu pengujian peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung atau 

dinamakan Judicial Review oleh MA, kemudian setelah dinyatakan tidak sah 

secara materiil oleh MA maka Perda hams dicabut. Selain melalui uji materiil, 

maka implikasi hukurn terhadap Perda yang tidak sinkron dengan undang-undang 

tersebut juga melalui upaya Legislative Review, dimana Perda diajukan kepada 

pihak yang membuatnya, yaitu DPRD Kabupaten Bantul untuk dilakukan 

perubahan agar isinya sesuai dan sinkron dengan Undang-Undang No.14 Tahun 

2008. 

B. Saran 

Dilakukannya Uji Materiil Perda No. 7 Tahun 2005 terhadap Perda sangat perlu 

bahkan lebih baiknya lagi Legislative Review terhadap Perda tersebut agar isinya 

dapat sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mana kemudian dapat 

menjamin kepastian hukum dimasyarakat dan menghilangkan dualisme dalam dua 

peraturan yang tidak sinlcron satu sama lain,yaitu peraturan yang lebih rendah atau 



Perda tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi atau undang-undang dalarn 

ha1 ini. Perda No. 7 Tahun 2005 di Kabupaten Bantu1 ini merupakan satu-satunya 

Perda yang berkaitan dengan transparami publik yang dimiliki oleh Daerah Istirnewa 

Yogyakarta, dirnana apabila dicabut maka sangat disayangkan, maka ada baikaya 

dilakukan Legislative Review. 
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2005 dun UU. No. 14 Tahun 2008, Rurnah Budaya Tembi 28 September 

2011,27 Januari 2012,16 Maret 2012,20 Maret 2012. 

D. Data Elektronik 

Dinda, Leo, List-, http://Harian Jogja.com, Penerapan UU KIP di Bantul Payah, 

akses Selasa 3 Juli 201 2, Pukul. 17.00. 

http://combine.or.id, Halangi Keterbukaan Informasi Publik Perda Bantul No 7 

Tahun 2005 Harus-dicabut, akses 3 Januari 201 3, Pukul.10.00. 

, peneri--kunjmgan-studi-banding-dprd-kab 

mojokerto-ke-kab-bantul, diakses 23 November 2013, Pukul. 16.00. 



E. Wawancara 

Wawancara dengan Isna dari LSM IDEA, 18 Desember 2013, Pukul15.00. 

Wawancara dengan Wiji LSM IDEA, 1 1 November 2012, Pukul11.00. 

Batman Sebayang Komisi A DPRD Bantul, 7 Nobember 2013, Pukul10.00. 

Wawancara Anang Zubaidy, Direktur Klinik KIP UII, Jum'at, 25 Oktober , 

Pukul 10.00. 

Wawancara Tinuk Wusri Arliani, Kasubag Penerangan dan Promosi Bagian 

Humas Setda Kab. Bantul, 29 Oktober 2013, Pukul 1 1.00. 

Wawancara (Oral History) Agus Sumartono, Komisi A Fraksi PKS DPRD 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ( dahulu adalah salah satu anggota 

Pansus Raperda Kabupaten Bantul pada tahun 2005), 6 November 2013, 

Pukul. 10.00. 



UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2008 

TENTANG 

KETERBUKAAN INFORMAS1 PUBLIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :a. bahwa infonnasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi 
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian 
penting bagi ketahanan nasional; 

b. bahwa hak memperoleh infonnasi merupakan hak asasi manusia dan 
keterbukaan infonnasi publik merupakan salah satu ciri penting negara 
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang baik; 

c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam 
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan 
Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan 
publik; 

d. bahwa pengelolaan infonnasi publik merupakan salah satu upaya untuk 
mengembangkan masyarakat infonnasi; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk UndangUndang tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik; 

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UndangUndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Penetujuan Benarna 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLJK JNDONESJA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan : UNDANGUNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMAS1 PUBLIK. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasa l l  
&lam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. lnformasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung 
. :;-:<.: ..nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, 

$:didengar, dan dibaca' yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai 
: dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun 
nonelektronik. 

2. lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, danlatau 
diterirna oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 
penyelenggaraan negara danlatau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik .' 
lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan . - 
dengan kepentingan publik. 

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fWgsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian at& 
seluruh dananya bersumber dari Anqgaran Pendapatan dan Belania Neaara danlatau 
Anggaran ~ e n d a ~ a t a n  dan Belanja bierah, atau organisasi nonp&merinkh sepanja '6 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anmaran Penda~atan dan Belin?~. 
~ e ~ a r a  danlatau Anggaran ~ e n d a ~ a t a n  dan Belanja ~ae rah ,  sumbangan masyarak$i., 
danlatau luar negeri. 



4. Komisi lnformasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang 
ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan 
informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi danlatau 
ajudikasi nonlitigasi. 

5. Sengketa lnformasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan 
pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan 
hformasi berdasarkan perundangundangan. 

6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui 
bantuan mediator komisi informasi. 

7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang 
diputus oleh komisi informasi. 

8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau 
jabatan tertentu pada badan publik. 

9. Pejabat Pengelola lnfonnasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab 
di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, danlatau pelayanan informasi 
di badan publik. 

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum. atau badan publik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik 
sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. 

12. Pemohon lnformasi Publik adalah warga negara danlatau badan hukum Indonesia 
yang mengajukan permintaan infornlasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- 
Undang ini. 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Asas 

Pasal 2 
(1) Setiap lnformasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna 

lnformasi Publik. 
(2) lnformasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 
(3) Setiap lnformasi Publik hams dapat diperoleh setiap Pernohon lnformasi Publik dengan 

cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 
(4) lnformasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, 

kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang 
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah 
dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup lnformasi Publik dapat melindungi 
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Undang-Undang ini bertujuan untuk: 
a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, 

program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serla alasan 
pengambilan suatu keputusan publik; 

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengarnbilan kebijakan publik; 
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

~enaelolaan Badan Publik van0 baik: - - .  
d. inewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. yaitu yang transparan, efektif dan efisien, 

akuntabel serta dapat di~ertanaaunaiawabkan: 
e. mengetahui alasan kebijakan Gblikyang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; danlatau 
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk 

menghasilkan layanan infomlasi yang berkualitas. 



BAB Ill 
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI 

PUBLlK SERTA HAK DAN KEWAJlBAN BADAN PUBLlK 

Baglan Kssatu 
Hak Pemohon lnformasl Publlk 

Pasal4 
(1) Setiap Orang berhak. rnemperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang- 

Undang ini. 
(2) Setiap Orang berhak: 

a. rnelihat dan rnengetahui lnformasi Publik; 
b. rnenghadiri pertemuan publlk yang terbuka untuk urnurn untuk memperoleh lnformasi 

P u M i  
c. rnendapatkan salinan lnformasi Publik rnelaiui permohonan sesuai dengan Undang- 

Undang ini; danlatau 
d. rnenyebarluaskan lnformasi Publik sesuai dengan peraturan pe~ndangundangan. 

(3) Setiap Pemohon lnformasi Publik berhak mengajukan permintaan lnformasi Publik disertai 
alasan permintaan tersebut. 

(4) Seliap Pemohon lnformasi Publik berhak rnengajukan gugatan ke pengadilan apabila 
dalarn rnernperoleh lnformasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan 
ketentuan UndangUndang ini. 

Baglan Kedua 
Kewajiban Pengguna lnformasi Publlk 

Pasal 6 
(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Infonnasi Publik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 
(2) Pengguna lnformasi Publik wajib mencantumkan surnber dari rnana ia rnernperoleh 

InfoGasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan 
pubiikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Beglan Ketlga 
Hak Badan Publlk 

Pasal6 
( 1  Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 
(2) Badan Publik berhak menolak rnernbenkan lnformasi Publik apabila tidak sesual dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 
(3) lnformasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah: 
a. informasi yang dapat rnernbahayakan negara; 
b. i n f o ~ a s i  yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan 

usaha tidak sehat; 
c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi; 
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; danlatau 
e. lnformasi Publik yang diminta belurn dikuasai atau didokumentasikan. 

Baglan Keempat 
Kewajlban Badan Publlk 

Pasal7 
( 1  Badan Publik wajib menyediakan, mernbenkan danlatau rnenerbiikan lnformasi Publik 

yang berada di bawah kewenangannya kepada Pernohon lnformasi Publik, selaln 
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

(2) Badan Publik wajib rnenyediakan lnformasl Publik yang akurat, benar. dan tidak 
rnenyesatkan. 

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Badan Publik 
harus rnernbangun dan rnengembangkan sistem informasi dan dokurnentasi untuk 



mengelola lnformasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan 
mudah. 

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil 
untuk memenuhi hak setiap Orang atas lnformasi Publik. 

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan 
p o l k ,  ekonomi, sosial, budaya, danlatau pertahanan dan keamanan negara. 

(6) Dalam rangka memenuhl kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana danlatau media elektronik dan 
nonelektronik. 

Pasal8 
Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengar) kearsipan dan pendokumentasian Informasi 
Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan. 

BAB IV 
INFORMAS1 YANG WAJIB DlSEDlAKAN DAN DIUMUMKAN 

Baglan Kesatu 
lnformasl yang Wajlb Dlsedlakan dan Dlumumkan Secara Berkala 

Pasal9 
(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan lnformasi Publik secara berkala. 
(2) lnformasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 
b. i n fmas i  mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 
c. informasi mengenai laporan keuangan; danlatau 
d. informasi lain yang diatur dalam pkturan perundangundangan. 

(3) Kewaiiban memberikan dan menyampaikan lnformasi Publik sebagaimana dirnaksud . . 
pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. 

(4) Kewajiban menyebarluaskan lnformasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa 
yang mudah dipahami. 

(5)  Caracara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat 
Pengdola lnformasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan 
lnformasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. 

Baglan Kedua 
lnformasl yang Wajlb Dlumumkan secara Sertamerta 

Pasall0 
( I )  Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerla suatu infonnasi yang dapat 

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 
(2) Kewajiban menyebarluaskan lnformasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa 
yang mudah dipahami. 

Bagian Ketiga 
Informael yang Wajlb Tersedia Setlap Saat 

Pasal I 1  
( i )  Badan Publik wajib menyediakan lnformasi Publik setiap saat yang meliputi: 

a. daftar seluruh lnformasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, lidak 
termasuk informasi yang dikewalikan; 

b. hasil kepulusan Badan Publik dan perlimbangannya; 
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya: 
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan 

Publik; 
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang 

terbuka untuk umum; 



g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; 
danlatau 

h. laporan mengenai pelayanan akses lnformasi Publik sebagaimana diatur dalam 
UndangUndang ini. 

(2) lnformasi PuMik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme 
keberatan danlatau penyebsaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 
Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai lnformasi Publik yang dapat diakses oleh 
Pengguna lnformasi Publik. 

(3) Ketentuan kbih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik 
menyediakan lnformasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna lnformasi Publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi 
Informasi. 

Pawl  12 
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: 
a. lumlah permintaan lnformasi yang diien'ma; 
b. waktu yang diperlukan   ad an ~ubl ik  dalam memenuhi setiap permintaan informasi; 
c. iumlah pemberian dan penolakan permintaan Informasi; danlatau 
d. alasan benolakan pe&intaan informasi. 

Pasall3 
(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: 

a. menunjuk Pejabat Pengelola lnformasi dan Ddtumentasi; dan 
b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, 

mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan lnformasl Publik yang 
berlaku secara nasional. 

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dibantu oleh pejabat fungsional. 

Pasall4 
lnformasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah dardatau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam UndangUndang ini 
adalah: 
a. nama dan tempat kedudukan. maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu 

pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; 
b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris 

perseroan; 
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba mgl, dan laporan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang telah diaudit; 
d. hasil penilaian oleh auditor ekstemal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga 

pernenngkat lainnya; 
e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisarisldewan pengawas dan direksi; 
f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; 
g. kasus hukum yang berdasarkan UndangUndang terbuka sebagal Informasl Publik; 
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsipprinsip 

transparansi, akuntabilias. pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; 
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; 
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; 
k. perubahan tahun fiskal pemsahaan; 
I. kegiatan penugasan pemerinlah dardatau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; 
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; danlatau 
n. informasi lain yang ditentukan oleh UndangUndang yang berkaitan dengan Badan Usaha 

Milik Negad  Badan Usaha Milik Daerah. 

Pasal l5 
lnformasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam UndangUndang ini adalah: 
a. asas dan tujuan; 
b. program umum dan kegiatan partai politik; 
c. nama, alamat dan susunan kepengumsan dan perubahannya; 
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara danlatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
e. mekanisme pengambilan keputusan partai; 



f. keputusan partai yang berasal dari hasil rnuktamarkongreslmunas danlatau keputusan 
lainnya yang menunrt anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk 
umurn; danlatau 

g. informasi lain yang ditetapkan oleh UndangUndang yang berkaitan dengan partai politik. 

Pasal l6 
lnformasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpernerintah dalarn UndangUndang 
in1 adalah: 
a. asas dan tujuan; 
b. program dan kegiatan organisasi; 
c. nama, alarnat, susunan kepengurusan, dan perubahannya; 
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara danlatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, surnbangan 
rnasyarakat, danlatau sumber luar negeri; 

e. mekanisme ~erwarnbllan keputusan omanlsasi; 
f. keputusankept&san organisasi; dan/aiau 
g. informasl lain yang diletapkan oleh peraturan perundangtmdangan. 

BAB V 
INFORMAS1 YANG DIKECUALIKAN 

Pasall7 
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pernohon lnformasi Publik untuk 
mendapatkan lnformasl Publik, kecuali: 
a. lnformasi Publik vana a~abila dibuka dan diberikan keDada Pernohon lnformasi Publik 

dapat rnengharnbat pk&s penegakan hukurn, yaitu infoiasi yang dapat: 
1. menahambat proses ~envelidikan dan ~envidikan suatu tindak ~idana: 
2. rnengungkapkan ider;tiai informan. pelapbr, saksi, danlatau korban ;ang rnenyetahui 

adanya tindak pidana; 
3. rnengungkapkan data intelljen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan 

pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnaslonal; 
4. rnernbahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum danlatau keluarganya; 

danlatau 
5. mernbahayakan keamanan peralatan, sarana, danlatau prasarana penegak hukum. 

b. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pernohon lnformasi Publik 
dapat rnengganggu kepentingan periindungan hak atas kekayaan intelektual dan 
periindungan dari persaingan usaha tldak sehat; 

c. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik 
dapat membahayakan pertahanan dan kearnanan negara, yailu: 
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, rneliputi tahap 
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalarn kaitan dengan 
anmman dari dalarn dan luar negeri; 

2. dokumen yang mernuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang 
berkailan dengan penyelenggaraan sistern pertahanan dan kearnanan negara yang 
rneliputi tahap perenmnaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 

3. jumlah, kornposisi, disposlsi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalarn 
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana 
pengembangannya; 

4. garnbar dan data tentang situasi dan keadaari pangkalan danlatau instalasi militer; 
5. data perkiraan kernarnpuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala 

tindakan danlatau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia danlatau data terkait kejasarna militer dengan 
negara lain yang disepakatl dalarn pejanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat 
rahasia; 

6. sistem persandian negara; danlatau 
7. sistem intelijen negara. 

d. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik 
dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 

e. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pernohon lnformasi Publik. 
dapat rnerugikan ketahanan ekonorni nasional: 



1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset 
vital milik negara; 

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 
3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, pembahan pajak. . . 

tarif, atau pendapatan negarddaerah-laihnya; 
4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; . . 

5. rencana awal investasi asing;. 
6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; 

dadatau 
7. haChal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 

f. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik, 
dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : 
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam 

hubungannya dengan negosiasi intemasional; 
2. korespondensi diplomatik antamegara; 
3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan 

intemasional; danlatau 
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. 

g. lnformasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan Isi akta otentik yang bersifat 
pribadi dan kemauan terakhir ataupun waslat seseorang; 

h. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik 
dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 
2. riwayat, kondisl dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 
3. kondlsi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 
4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualaas. dan rekomendasi 

kemampuan seseorang; dadatau 
5. catatan yang menyangkut pribadl seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan 

pendidlkan formal dan satuan pendidikan nonformal. 
i. memorandum atau surakurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik. yang menumt . -  - 

sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi lnformasl atau pengadilan; 
j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang. 

Pasall8 
(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut: 

a. putusan badan peradilan: 
b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran. ataupun bentuk kebijakan lain, baik 

yang tidak berlaku mengikat maupuri mengikat ke dalam ataupun ke luar scrta 
pertimbangan lembaga penegak hukum; 

c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; 
d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; 
e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum; 
f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; danlatau 
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasalll ayat (2). 

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagalmana dimaksud dalam Pasall7 huruf 
g dan huruf h, antara lain apabila : 
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; danlatau 
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik. 

(3) Dalam ha1 kepentingan pemeriksaan perkara pidana dl pengadilan. Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia, Jaksa Agung. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi, danlatau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya 
yang diberi kewenangan oleh UndangUndang dapat membuka informasi yang 
dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, humf c, huruf d, 
huruf e, humf f, huruf i, dan huruf j. 

(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden. 

(5 )  Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan 
pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di 
pengadilan, permintaan bin diajukan oleh Jaksa Agung sebagal pengacara negara 
kepada Presiden. 

(6) lzin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3). ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh 
Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jaksa Agung, Ketua Komisi 



Pernberantasan Korupsi, Pirnpinan Lernbaga Negara Penegak Hukurn lainnya, atau Ketua 
Mahkarnah Agung. 

(7) Dengan rnernpertirnbangkan kepentingan pertahanan dan kearnanan negara dan 
kepentingan urnurn, Presiden dapat rnenolak permintaan informasi yang dikecualikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4). dan ayat (5). 

Pasall9 
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokurnentasi di setiap Badan Publik wajib rnelakukan 
pengujian tentang konsekuensl sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 17 dengan saksarna dan 
penuh ketelitian sebelurn menyatakan lnformasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh 
setiap Orang. 

Pass120 
(I) Pengewallan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 17 humf a, humf b, humf c, huruf d, 

huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen. 
(2) Ketentuan lebih hnjut rnengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan 

Pernerintah. 

BAB VI 
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI 

Pasal 21 
Mekanisme untuk msmperoleh ln fmas l  Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu. 
dan biaya ringan. 

Pasa122 
(1) Setiap Pernohon lnformasi Publik dapat rnengalukan perminlaan untuk rnernperoleh 

lnformasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. 
(2) Badan Publik wajib rnencatat narna dan alarnat Pemohon lnformasi Publik. subjek dan 

format informasi serta cara penyarnpaian informasi yang dirninta oleh Pernohon lnformasi 
Publik. 

(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan lnformasi Publik yang 
diajukan secara tidak tertulis. 

(4) Badan Publik terkait wajib rnernberikan tanda bukti penerirnaan permintaan lnformasi 
Publik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nornor pendatiaran pada 
saat permintaan diterirna. 

(5) Dalarn ha1 permintaan disarnpaikan secara langsung atau rnelalui surat elektronik, nornor 
pendaftaran diberikan saat penerirnaan permintaan. 

(6) Dalarn ha1 permintaan disarnpaikan rnelalui surat, pengirirnan nornor pendaftaran dapat 
diberikan bersarnaan dengan pengirirnan informasi. 

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) harl keqa sejak diierimanya permintaan, Badan PubJik yam - - 
beGngkutan wajib menyampaikan krnberitahwn tedulis yang berisikan : 
a. informasl yang dirninta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; 
b. Badan ~~bl ik-waj ib  rnernberitahukan Badan Publik rnenguasai informasi yang 

dirninta apabila informasi yang dirninta tidak berada di bawah penguasaannya dan 
Badan Publik yang rnenerirna permintaan rnengetahui keberadaan informasi yang 
dirninta: 

c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercanturn sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal17; 

d. dalam hal permintaan diterima s e l ~ ~ h n y a  atau sobagian dicantumkan materi 
informasl yang akan diberikan; 

e. dalarn ha1 suatu dokurnen rnengandung rnateri yang dikecualikan sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 17, rnaka informasi yang dikecualikan tersebut dapat 
dihiiarnkan dewan disertai alasan dan rnaterinya: 

f. alat penyampaidan format informasl yang akan dibelikan; danlatau 
g. biaya serta cara vernbayaran untuk rnernperoleh informasl yana dirninta. 

(8) Badan -~ubl ik yang' bersangkutan dapat mernperpanjang wak6 untuk rnengirirnkan 
-pemberitahuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (7), paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja 
berikutnya denganmemberikan alasan secara tertulis. 

(9) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik 
diatur oleh Kornisi Informasi. 



BAB VII 
KOMISI INFORMASI 

Baglan Kesatu 
Fungsi 

Paw1 23 
Komisi lnformasi adalah lembaga mandin' yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan 
peraturan pelaksanaannya me&tapkan petunjuk teknis standar layanan lnformasi Publik dan 
menyelesaikan Sengketa lnformasl Publik melalui Mediasi dadatau Ajudikasi nonlitigasi. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasa124 
(1) Kornisi lnformasi terdiri atas Komisi lnformasi Pusat, Komisi lnfonnasi provinsi, dan jika 

dibutuhkan Komisi lnformasi kabupatenkota. 
(2) Kornisi lnfonnasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara. 
(3) Kornisi lnfonnasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi lnformasi 

kabupatenkota berkedudukan di ibu kota kabupatenkota. 

Baglan Ketlga 
Susunan 

Pasa125 
(1) Anggota Komisi lnformasi Pusat bejumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur 

pernerintah dan unsur masyarakat. 
(2) hggota Komisi lnformasi provinsi danlatau Komisi lnfonnasi kabupatenkota be jurnlah 5 

(lirna) orang yang rnencerminkan unsur pernerintah dan unsur rnasyarakat. 
(3) ~omis i  lnformad diplrnpln oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh 

seorang wakil ketua merangkap anggota. 
(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Infonnasi. 
(5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan rnusyawarah seluruh 

anggota Komisi lnformasi dan apabila Bdak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan 
suara. 

Baglan Keempat 
Tugaa 

Pasa126 
(1) Kornisi lnformasi bertugas : 

a. rnenerirna, rnemeriksa, dan mernutus permohonan penyelesaian Sengketa lnformasi 
Publik melalui Mediasi danlatau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap 
Pemohon lnformasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalarn Undang- 
Undang ini; 

b. rnenetapkan kebijakan umum pelayanan lnformasi Publik; dan 
c. rnenetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

(2) Kornisi lnformasi Pusat bertugas: 
a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi danlatau 

Ajudikasi nonlitigasi; 
b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa lnformasi Publik di daerah selama 

Komisi lnformasi provinsi danlatau Komisi lnformasi kabupatenkota belum terbentuk; 
dan 

c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UndangUndang ini 
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali 
atau sewaktvwaktu jika dirninta. 

(3) Komisi lnfonnasi provinsi danlatau Komisi lnformasi kabupatenkota bertugas menerima, 
memeriksa, dan mernutus Sengketa lnformasi Publik di daerah melalui Mediasi danlatau 
Ajudikasi nonlitigasi. 



Baglan Kellma 
Wewenang 

Pasa127 
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komlsi lnfomasi memliki wewenang: 

a. rnernanggil danlatau mernpertemukan para pihak yang bersengketa; 
b. rnerninta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk 

rnengarnbil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa lnformasi Publik; 
c. rnerninta keterangan atau rnenghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang 

terkait sebagai saksi dalarn penyelesaian Sengketa lnfoimasi Publik; 
d. rnengarnbil surnpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi 

nonlitigasi penyelesalan Sengketa lnformasi Publik; dan 
e. rnernbuat kode etik yang diurnumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat rnenilai 

kine ja Komisi Informasl. 
(2) Kewenangan Komlsi lnformasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa 

lnformasl Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi 
danlatau Badan Publik tingkat kabupatenkota selama Kornisi lnformasi di provinsi atau 
Komisi lnformasi kabupatenkota tersebut belurn terbentuk. 

(3) Kewenangan Komisl lnformasi provinsl rneliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang 
rnenyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. 

(4) Kewenangan Komisi lnformasi kabupatenkota rneliputi kewenangan penyelesaian 
sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupatenkota yang bersangkutan 

Baglan Keenam 
Pertanggunglawaban 

Pasa128 
(1) Kornisi lnformasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan 

tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 

(2) Kornisi lnformasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyarnpaikan 
laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan. 

(3) Kornisi lnformasi kabupatenkota bertanggung jawab kepada bupatihvalikota dan . . 
rnenyarnpaikan laporan tentang pelaksanaan f;ngsi, tugas, ban wewenangnya kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupatenl kota vans bersangkutan. 

(4) Laporan lengkap ~omis i  lnformasi sebagaimana dimaksud pads ayat (I), ayat (3, dan 
ayat (3) bersifat terbuka untuk urnum. 

Baglan Ketujuh 
Sekretariat dan Penatakelolaan Komlsi lnformasl 

Pasal29 
(1) Dukungan administratii, keuangan. dan tata kelola Komisi lnformasi dilaksanakan oleh 

sekretariat komisi. 
(2) Sekretariat Komisi lnformasi dilaksanakan oleh Pernerintah. 
(3) Sekretariat Komlsi lnformasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri 

yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan infonnatika berdasarkan usulan 
Komisi Informasi. 

(4) Sekretariat Kornisi lnformasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan 
wewenangnya dl bidang kornunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. 

(5) Sekretariat Komisi lnformasi kabupatenlkota dilaksanakan oleh pejabat yang rnempunyai 
tugas dan wewenang di bidang kornunikasi dan informasi di tingkat kabupatenntota yang 
bersangkutan. 

(6) Anggaran Kornisi lnformasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, anggaran Kornisi lnformasi provinsi danlatau Komisi lnformasi kabupatenlkota 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi danlatau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupatenkota yang bersangkutan. 



Baglan Kedelapan 
Pengangkatan den Pemberhentlan 

Pasel30 
(1) Syaratsyarat pengangkatan anggota Kornisi Informasi: 

a. warga negara lndonesla; 
b. memiliki integritas dan tidak tercela; 
c. tidak pemah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

5 (lima) tahun atau lebih; 
d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik 

sebagai bagian dari hak asasl rnanusla dan kebijalran publik; 
e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik; 
f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila 

diangkat rnenjadi anggota Komisi Informasi; 
g. bersedia beke j a  penuh waktu; 
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan 
i. sehat jiwa dan raga. 

(2) Rekrutmen calon anggota Komisi lnformasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka. 
jujur, dan objektif. 

(3) Daftar calon anggota Komisi lnformasl wajib diumumkan kepada masyarakat. 
(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi 

lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan. 

Pasel31 
(1) Calon anggota Komisi lnformasi Pusat hasil rekrutrnen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia oleh 
Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia mernilih anggota Kornisi lnformasi Pusat 
melalui uji kepatutan dan kelayakan. 

(3) Anggota Komisi lnformasl Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik lndonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. 

Pasa132 
(1) Calon anggota Komisi lnformasi provinsi danlatau Komisi lnformasi kabupatenlkota hasil 

rekrutrnen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi danlatau Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah 
kabupatenlkota oleh gubernur danlatau bupatihvalikota paling sedikit 10 (sepuiuh) orang 
calon dan paling banyak 15 (lima betas) orang calon. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi danlatau kabupatenlkota memilih anggota 
Komisi lnformasi provinsi danlatau Komisi lnformasi kabupatenikota melalui uji kepaMan 
dan keiayakan. 

(3) Anggota Komisi lnformasi provinsi danlatau Komisi lnformasi kabupatenikota yang telah 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi danlatau Dewan Pe~wakilan 
Rakyat Daerah kabupatenlkota selanjutnya ditetapkan oleh gubemur danlatau 
bupatihvalikota. 

Pasa133 
Anggota Komisi lnformasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 
kembali untuk satu periode berikutnya. 

Pasal34 
(1) Pemberhentian anggota Komisi In fmasi  dilakukan bedasalltan keputusan Komisi 

lnformasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi 
lnformasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi lnformasi provinsi, dan kepada 
bupatialikota untuk Komisi lnformasi kabupatenlkota untuk ditetapkan. 

(2) Anggota Komisi lnformasi bementi atau diberhentikan karena: 
a. meninggal dunia; 
b. telah habis masa jabatannya; 
c. mengundurkan diri; 
d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukurn tetap dengan 

ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara; 



e. saki jiwa dan raga daMatau sebab lain yang mengakibalkan yang bersangkutan tidak 
dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturutturut; atau 

f. melakukan tindakan tercela danlatau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan 
oleh Komisi Informasi. 

(3) Pemberhentian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan 
Presiden untuk Komisi lnformasi Pusat, keputusan gubemur untuk Komisi lnformasi 
provinsi, danlatau keputusan bupaliialikota untuk Komisi l n fmas i  kabupatenntota. 

(4) Pergantian antarwakb anggota Komisi lnformasi dilakukan oleh Presiden setelah 
berkonsultasi dengan pimpin$ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi 
lnformasi Pusat. oleh gubemur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah provinsl untuk Komlsi lnformasi provinsi, ban-oleh bupatihvalikota setelah 
berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupatenlkota untuk 
Komisi lnformasi kabupatenrkota. 

(5) Anggota Komisi lnformasi pengganti antanvaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan 
hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan 
anggota Komisi lnformasi pada periode dimaksud. 

BAB Vlll 
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 

MELALUI KOMlSl INFORMASl 

Baglan Kesatu 
Keberatan 

Pasa135 
(1) Setiap Pemohon lnformasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada 

atasan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: 
a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal17; 
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; 
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; 
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; 
f. penge[laa~i biaya yang lidak wajar; danlatau 
g. penyampaian informasi yang melebihiwaktu yang diatur dalam UndangUndang ini. 

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat 
diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. 

Pasal36 
(1) Keberatan diajukan deh Pemohon lnfonnasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 

(tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (1). 

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (1) memberikan tanggapan 
atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon lnformasi Publik dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang dletapkan oleh 
bawahannya. 

Baglan Kedua 
Penyelesaian Sengketa Melalul Komisl lnformasl 

Pasal37 
(1) Upaya penyelesaian Sengketa lnformasi Publik diajukan kepada Komisi lnformasi Pusat 

danlatau Komisi lnformasi provinsi danlatau Komisi lnformasl kabupatenntota sesuai 
dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola lnformasi dan 
Dokumentasi dalarn proses keberatan tidak memuaskan Pemohon lnformasi Publik. 

(2) Upaya penyelesaian Sengketa lnformasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 
(ernpat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal36 ayat (2). 



Pasal38 
(1) Kornisi lnformasi Pusat dan Kornisi lnformasi provinsi danlatau Kornisi lnformasi 

kabupateaota hams rnulai mengupayakan penyelesaian Sengketa lnformasi Publik 
rnelalui Mediasi danlatau Ajudikasi nonlitigasi paling larnbat 14 (ernpat belas) han keja 
setelah menerima pemhonan penyelesaian Sengketa In fmas i  Publik. 

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling larnbat dapat 
diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) han keja. 

Pasal39 
Putusan Komisl Informasi.yang berasal dan kesepakatan rnelalui Mediasi bersifat final dan 
rnengikat. 

BAB IX 
HUKUM ACARA KOMlSl 

Bagian Kesatu 
Md ias i  

Pasal4O 
(1) Penyelesaian sengketa rnelalui Mediasi rnempakan pilihan para pihak dan bersifat 

sukarela. 
(2) Penyelesaian sengketa rnelalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara 

yang terdapat dalam Pasal35 ayat (I) hutuf b, huruf c, hwuf d, huruf e, hutuf f, dan huruf 
9. 

(3) Kesepakatan para pihak dalarn proses Mediasi dituangkan dalarn bentuk putusan Mediasi 
Kornisi Informasi. 

Pasal41 
Dalarn proses Mediasi anggota Kornisi lnformasi berperan sebagai mediator. 

Baglan Kedua 
Ajudikasl 

Pasa142 
Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik rnelalui Ajudikasi nonlitiiasi oleh Kornisi lnformasi 
hanya dapat diternpuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh 
salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang 
bersengketa rnenarik diri dan pemndingan. 

Pasal43 
(1) Sidang Komisi hfonnasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) 

orang anggota kornisi atau lebih dan hams be jurnlah gasal. 
(2) Sidang Kornisi lnformasi bersifat terbuka untuk umurn. 
(3) Dalarn ha1 perneriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalarn 

pengecualian sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal17, rnaka sidang perneriksaan perkara 
bersifat tertutup. 

(4) Anggota Kornisi lnformasi wajib rnenjaga rahasia dokurnen sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (3). 

Baglan Ketlga 
Pemerlksaan 

Pasal44 
(1) Dalarn ha1 Kornisi lnformasi rnenerirna permohonan penyelesaian Sengketa lnformasi 

Publik. Kornisi lnformasi rnernberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak 
termohon. 

(2) Pihak termohon sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah pirnpinan Badan Publik 
atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalarn proses 
pemeriksaan. 

(3) Dalarn ha1 pihak terrnohon sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), Kornisi lnformasi dapat 
rnernutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. 



Pemohon lnformasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara 
khusus dikuasakan untuk Ru. 

Baglan Keempat 
Pembuktian 

Badan Publik hams membuktikan halhal yang mendukung pendapatnya apabila 
menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasall7 dan ~ a s a l 3 5  ayat (1) huruf a. 
Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon 
lnformasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa lnformasi Publik 
sebagaimana diatur dalam Pasal35 ayat (1) huruf b sampai dengan humf g. 

Bagian Kellma 
Putusan Kornlsl lnformasl 

Pasal46 
Putusan Komisi lnformasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau 
sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini: 
a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan 

sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon lnformasi Publik sesuai 
dengan keputusan Komisi Informasi: atau 

b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi 
untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal17. 

Putusan Komisi lnformasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (1) huruf b sampai dengan huwf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini: 
a. memerintahkan Pejabat Pengelola lnformasl dan Dokumentasi untuk menjalankan 

kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang ini; 
b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 

pemberian informasi sebagalmana diatur dalam UndangUndang ini; atau 
c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya 

penelusuran danlatau penggandaan informasi. 
Putusan Komisi lnformasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan 
yang menyangkut informasi yang dikecualikan. 
Komisi lnformasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang 
bersengketa. 
Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang 
berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam 
putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut. 

BAB X 
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASl 

Baglan Kesatu 
Gugatan ke Pengadilan 

Pasal47 
Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat 
adalah Badan Publik negara. 
Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah 
Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasa148 
Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal47 ayat (1) dan ayat (2) hanya 
dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis 
menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi lnformasi paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. 
Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi lnformasi dan di 
pengadilan bersifat tertutup. 



Pasal49 
(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian 

Sengketa lnformasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap SeluNh 
atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: 
a. membatalkan putusan Komisi Infcfmasi dadatau mernerintahkan Badan Publik: 

1. memberikan sebaglan atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon 
lnformasi Publik; atau 

2. menolak memberikan sebagian atau SeluNh informasi yang diminta oleh 
Pemohon lnformasi Publik. 

b. menguatkan putusan Komisi lnformasi danlatau memerintahkan Badan Publik: 
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon 

lnformasi Publik; atau 
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh 

Pemohon Infcfmasi Publik. 
(2) Putusan pengadilan tab usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian 

Sengketa lnformasl Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (1) huruf b sampai dengan hurufg berisi salah satu perintah berikut: 
a. memerintahkan Peiabat Penaelola lnformasi dan Dokumentasi untuk menialankan 

kewajibannya sedagaimana- ditentukan dalam UndangUndang ini danlatau 
memerintahkan untuk memenuhi ianaka waktu ~emberian informasi sebagaimana - - - 
diatur dalam UndangUndang ini; 

b. menolak permohonan Pemohon lnformasi Publik; atau 
c. memutuskan biiya penggandaan infonnasi. 
b. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan 

putusannya kepada para pihak yang bersengketa. 

Baglan Kedua 
Kasasl 

Pasal50 
Pihak yang tldak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri 
dapat mengajukan kasasl kepada Mahkamah Agmg paling lambat dalam waktu 14 (empat 
belas) hari sejak diterimanya pulusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal51 
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan lnformasi Publik secara melawan hukum 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun danlatau pidana denda paling 
banyak Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah). 

Pasal52 
Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, danlatau tidak 
menerbitkan lnformasi Publik berupa lnformasi Publik secara berkala. Informasi Publik yang 
wajib diumumkan secara sertamerta, lnformasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, danlatau 
lnformasi Publik yang hams diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, 
dan mengakibatkan kenrgian bagi orang lain dikenakan pidana kumngan paling lama 1 (satu) 
tahun danlatau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta mpiah). 

Pasa153 
Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, memsak, danlatau 
menghilangkan dokumen lnformasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara 
danlatau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun danlatau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta 
rupiah). 

Pasel54 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses danlatau memperoleh 

danlatau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 
huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, humf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan 



pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses danlatau memperoleh 
dantatau membenkan infonnasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 
huruf c dan huruf e. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp20.000.000,OO (dua puluh juta rupiah). 

Pasal65 
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat lnforrnasi Publik yang tidak benar atau 
menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara 
pallng lama 1 (satu) tahun danlatau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

Pasal56 
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam UndangUndang ini dan juga diancam 
dengan sanksi pidana dalam UndangUndang lain yang benifat khusus. yang berlaku adalah 
sanksi pldana dari UndangUndang yang lebih khusus tersebut. 

Pasa157 
Tuntutan pidana berdasarkan UndangUndang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui 
peradilan umum. 

BAB XI1 
KETENTUAN W N W N  

Pasal58 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB Xlll 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal59 
Komisi Jnformasi Pusat harus sudah dibentuk paling hmbat I (satu) tahun sejak 
diundangkannya UndangUndang ini. 

Pasal 60 
Komisi lnfonnasi probinsi h a ~ s  sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak 
diundangkannya UndangUndang ini. 

Pasal61 
Pada saat diberlakukannya UndangUndang ini Badan Publik harus melaksanakan 
kewajibannya berdasarkan UndangUndang. 

Pasa162 
Peraturan Pemenntah sudah h a ~ s  diietapkan sejak diberlakukannya UndangUndang ini. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal63 
Pada saat beriakunya Undang-Undang ini semua peraturan penmndang-undangan yang 
berkaitan dengan perolehan inforrnasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. 

Pasal64 
(1) UndangUndang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. 
(2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, soslalisasi, sarana 

dan prasarana, serta halhal lainnya yang terkait dengan perslapan pelaksanaan Undang- 
Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak UndangUndang ini 
diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 30 April 2008 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd 
DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta . 
pada tanggal 30 April 2008 
MENTERl HUKUM DAN HAK ASASl MANUSlA 
REPUBLIK INDONESIA, 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2008 

TENTANG 
KETERBUKAAN INFORMAS1 PUBLIK 

I. UMUM 
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F 
disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh lnfonasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari. 
memperoleh, memiliki, dan menyimpan lnformasi dengan menggunakan segala jenis saluran 
yang tersedia. Untuk mernberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh 
Informasi, perlu dibentuk undangundang yang mengatur tentang keterbukaan ln fmasi  
Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh lnfonasi 
merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehMupan berbangsa dan 
bernegara yang demokratis. 
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka 
adalah hak publik untuk memperoleh lnformasi sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. Hak atas lnformasi menjadi sangat penting karena makin terbuka 
penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin 
dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh lnformasi juga relevan 
uniuk meningkatkan-kualitas pelibatan masyarikat dalam proses pengambilan keputusan 
publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan . . 
Informasi ~ublik. 
Keberadaan Undangundang tentang Keterbukaan lnfonasi Publik sangat penting sebagai 
landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang uf~tuk memperoleh Informasi; 
(2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan lnformasi secara =pat, 
tepat waktu, biaya ringatVproporsional, dan cara sederhana; 
(3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi 
sistem dokumentasi dan pelayanan Infonasi. 
Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas ln fmasi  Publik 
yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik 
dalam Undangundang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatii, legislatii, serta penyelenggara 
negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)IAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi 
nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti 
lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau 
menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBNIAPBD, 
sumbangan masyarakat, danlatau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip 



keterbukaan, akan terapta kepernerintahan yang baik dan peran serta rnasyarakat yang 
transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk rnewujudkan 
dernokrasi yang hakiki. 
Dengan rnernbuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi 
untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakya! yang sebailrbaiknya. 
Dengan dernikian, ha1 itu dapat rnernpercepat perwujudan pernenntahan yang terbuka yang 
rnerupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisrne (KKN), dan 
terciptanya kepernerintahan yang baik (good governance). 

II. PASAL DEMl PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal2 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dirnaksud dengan "tepat waktu" adalah pernenuhan atas permintaan lnformasi 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Undar~gUndang ini dan peraturan 
pelaksanaannya. 
'Cara sederhana' adalah lnformasi yang dirninta dapat diakses secara rnudah 

dalarn ha1 prosedur dan rnudah juga untuk dipahami. 
'Biaya ringan' adalah biaya yang dikenakan semra proporsional berdasarkan 
standar biaya pada urnurnnya. 

Ayat (4) 
Yang dirnaksud dengan 'konsekuensi yang timbul' adalah konsekuensi yang 
rnernbahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan UndangUndang ini 
apabila suatu lnformasi dibuka. Suatu lnformasi yang dikategorikan terbuka atau 
tertutup hams didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang 
lebih besar dapat dilindungi dengan rnenutup suatu Infonnasi, lnformasi tersebut 
hams dirahasiakan atau ditutup danlatau sebaliknya. 

Pasal3 
Cukup jelas. 

Pasal4 
Cukup jelas. 

Pasal5 
Cukup jelas. 

Pasal6 
AYat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Huruf a 
Yang dirnaksud dengan 'rnernbahayakan negara" adalah bahaya terhadap 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
keselarnatan bangsa dari ancarnan dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan 
negara. Lebih lanjut rnengenai lnformasi yang mernbahayakan negara ditetapkan 
oleh Kornisi Informasi. 

Huruf b 
Yang dirnaksud dengan 'persaingan usaha tidak sehat" adalah persaingan antar 
pelaku usaha dalarn rnenjalankan kegiatan produksi danlatau pernasaran barang 
danlatau jasa yang dilakukan dengan cam tidak jujur, rnelawan hukurn, atau 
rnengharnbat persaingan usaha. Lebih lanjut rnengenai lnformasi persaingan usaha 
tidak sehat ditetapkan oleh Kornisi Informasi. 



Huruf c 
Cukup jelas. 

Hunrf d 
Yang dirnaksud dengan 'rahasia jabatan" adalah rahasia yang menyangkut tugas 
dalam suatu jabatan Badan Publik aiau tugas negara lainnya yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan pe~ndang-undangan. 

Hunrf e 
Yang dimaksud dengan 'Infonasi Publik yang dlminta belum dikuasai atau 
didokumentasikan' adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai danlatau 
mendokumentasikan lnformasi Publik dirnaksud. 

Pas17 
Cukup jelas. 

Pasal8 
Cukup jelas. 

Paw l9  
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan 'berkala" adalah secara  tin, teratur, dan dalam jangka waktu 
tertentu. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan 'Informasi yang berkaitan dengan Badan PubliK adalah 
lnforrnasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, 
ruang lingkup kegiatan, dan lnformasi lainnya yang merupakan lnformasi Publik 
yang sesuai dengan ketentuan pe~ndang-undangan 

Huruf b 
yang dimaksud kineja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang 
bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kernampuan 
kerjanya. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

AYat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

PasallO 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 'sertamerta" adalah spontan, pada saat itu juga. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasa l l l  

Cukup jelas. 
Pasal I 2  

Cukup jelas. 
Pasal I 3  

Cukup jelas. 
Pasal14 

HuNf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 



Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan: 
rransparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan 
dan keterbukaan dalam mengemukakan lnformasi materiil dan relevan mengenai 
perusahaan; 
'kemandin'an" adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional 
tanpa benturan kepentingan dan pengaNhltekanan dari pihak mana pun yang tidak 
sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat; 
'akuntabllitas" adalah kejelasan fungsi. pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ 
perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana semra efektit 
'pertanggungjawaban" adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; 
'kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam mernenuhi hak-hak pemangku 
kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan praturan perundang- 
undangan. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Huruf I 
Cukup jelas. 

Huruf m 
Cukup jelas. 

Huruf n 
Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan badan 
usaha milik negamlbadan usaha milik daerah' adalah UndangUndang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UndangUndang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang 
yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik negaralbadan 
usaha milik daerah yang berlaku umum bagi selumh pelaku usaha dalam 
sektor kegiatan usaha tersebut. 

Pasal 15 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Yang dimaksud dengan "undangundang yang berkaitan dengan parlai 
politik" adalah UndangUndang tentang Parlai Politik. 

Pasal l6 
Yang dimaksud dengan 'organisasi nonpemerintah" adalah organisasi baik 
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, 
lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian 



atau selumh dananya bersumber dari APBNIAPBD, sumbangan masyarakat, 
danlatau luar negeri. 

Pasal17 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Angka 1 
Yang.dimaksud dengan 'Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan 
dan keamanan negara" adalah lnformasi tentang: 
1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi 

strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, pusat 
pemandu, dan pengendali operasi militer; 

2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan 
kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang 
digelar, misi taktis operasi milder, gelar taktis operasi militer, tahapan 
dan waktu gelar taktis operasi militer, tiiiktitik kerawanan gelar militer, 
dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan 
moral musuh; 

3. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat 
persenjataan militer, kineja dan kapabilias teknis operasional alat 
perssnjataan militer. kerawanan sistem persenjataan militer, serta 
rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer, 

Angka 2 
Cukup jelas. 

Angka 3 
Cukup jelas. 

Angka 4 
Cukup jelas. 

Angka 5 
Cukup jelas. 

Angka 6 
Yang dimaksud dengan 'sistem persandian negara" adalah segala 
sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Infonnasi rahasia negara 
yang meliputi data dan lnformasi tentang material sandi dan janng yang 
digunakan, metode dan teknik aplikasi peysandian, akuvitas 
penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pLgupasan lnformasi 
bersandi pihak lain yang meliputi data dan lnformasi material sandi yang 
digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber lnformasi bersandi, 
serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan. 

Angka 7 
Yang dimaksud dengan "sistem intelijen negara" adalah suatu sistem 
yang mengatur aM~ tas  badan intelijen yang disesuaikan dengan strata 
masingmasing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, 
sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat 
potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analislsnya 
secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan 
menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
'Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau suratsurat 
antarBadan Publik atau intraEadan Publik yang menurut sifatnya tidak 



disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan 
hubungan dengan Badan Publik dirnaksud dan apabila dibuka dapat 
secara serius rnerugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 
1. rnengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan 

crsul, kornunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan 
proses pengambilan keputusan; 

2. rnenghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan 
secara prematur; 

3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan 
afau sedang dilakukan. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasall9 
Cukup jelas. 

Pasal20 
Cukup jelas. 

Pasal21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal23 
Yang dimaksud dengan 'mandiri" adalah independen dalarn 
menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam 
mernutuskan Sengketa lnforrnasl Publik dengan berdasar pada 
Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum. dan kepentingan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Yang dimaksud 'Ajudikasi nonlitigasi" adalah penyelesaian sengketa 
Ajudlkasl di luar pengadilan yang putusannya rnerniliki kekuatan 
setara dengan putusan pengadilan. 

Pasal24 
Cukup jelas. 

Pasa125 
Cukup jelas. 

Pasa126 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "prosedur pelaksanaan penyelesaian 
sengketa' adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian 
sengketa lnformasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal27 
Ayat (1 1 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 



Huruf e 
Yang dimaksud dengan 'kode etik" adalah pedoman perilaku 
yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang 
penetapannya dilakukan oleh Komisi lnformasi Pusat. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal28 
Cukup jelas. 

Pasal29 
Ayat (1) 

'Pejabat pelaksana kesekretariatan' adalah pejabat struktural 
instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang 
komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan 'pemerintah" adalah menteri yang 
mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan 
informatika. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal30 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
"Sehat jiwa dan raga" dibuktikan keterangan tim penguji ditetapkan 
oleh pemerintah. 
Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah bahwa lnformasi setiap 
tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi publik. 
Yang dimaksud dengan "jujur" adalah bahwa proses rekrutmen 
berlangsung adil dan nondiskriminatii berdasarkan UndangUndang 
ini. 
Yang dimaksud dengan "objektiP adalah bahwa proses rekrutmen 
harus mendasarkan pada kriteria yang diatur oleh UndangUndang 
ini. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 



Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal31 
Cukup jelas. 
Pasa132 
Cukup jelas. 
Pasal33 
Cukup jelas. 
Pasal34 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Hunrf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Hunrf f 
Yang dimaksud dengan "tindakan termla" adalah moncemarkan 
martabat dan reputasi danlatau rr~engurangi kemandirian dan 
kredibilitas Komisi Informasi. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan "penggantian antarwaktu anggota Komisi 
Informasi" adalah pengangkatan anggota Komisi lnformasi baru 
untuk menggantikan anggota Komisi lnformasi yang telah berhenti 
atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) 
sebelum rnasa jabatannya berakhir. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal35 
Ayat (1) 
Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat 
Pengelola lnformasi dan Dokumentasi sekurangkurangnya berisikan 
nama danlatau instansi asal pengguna Informasi, 
alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan lnformasl, dan 
kasus posisi permintaan lnformasi dimaksud. Yang dimaksud 
dengan 'atasan Pejabat Pengelola lnformasi 
dan Dokumentasi" adalah pejabat yang mempakan atasan langsung 
pejabat yang bersangkutan danlatau atasan dari atasan langsung 
pejabat yang bersangkutan. 
Huwf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Humf c 
Yang dimaksud dengan "ditanggapi" adalah respons dari Badan 
Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam 
petunjuk teknis pelayanan lnformasi Publik. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Hunrf e 
Cukup jelas. 



Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
AYat (2) 
Cukup jelas. 
Pasa136 
Cukup jelas. 
Pasal37 
Ayat (1) 
Upaya penyelesaian Sengketa lnformasi Publik melalui Komisi 
lnfomasi hanva d a ~ a t  diaiukan setelah melalui proses keheratan 
kepada atasan ~e jaba t  ~ e n ~ e l o l a  lnfomasi dan Dokumentasi. 
~ y a t  (2) 
Cukup jelas. 
Pasal38 
Cukup jelas. 
Pasal39 
Cukup jelas. 
Pasal40 
Cukup jelas. 
Pasal41 
Cukup jelas. 
Pasa142 
Cukup jelas. 
Pasal43 
Cukup jelas. 
Pasal44 
Cukup jelas. 
Pasat 45 
Cukup jelas. 
Pasat46 
Cukup jelas. 
Pasa147 
Ayat (1) 
Gugatan tehadap Badan Publik negara yang terkait dengan 
kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan 
Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasat48 
Cukup jelas. 
Pasal49 
Cukup jelas. 
Pasal 50 
Cukup jelas. 
Pasal51 
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang 
perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik 
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. 
Pasal52 
Yang dapat dikenakan sanksi pidana tehadap tindak pidana yang 
dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: 
a. badan hukum, perseroan, perkurnpulan, atau yayasan; 
b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau 
yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; 
atau 
c. keduaduanya. 



Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang 
perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan 
Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 
Pasal54 
AYat (1) 
Yang dikenakan sanksi dalarn ketentuan ini rneliputi setiap orang 
perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan 
Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 
Ayat (2). 
Yana d~kenakan sanksi dalam ketentuan ini meli~uti set ia~ orang 
.per&orangan atau kelompok orang atau badan h;kum atau   ad an 
Publik sebagaimana dimaksod dalam UndangUndang ini. 
Pasal55 
Yano dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang 
perskrengan atau kelompok orang atau badan hukum atau   ad an 
Publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. 

Pasal56 
Cukup jelas. 
Pasa157 
Cukup jelas. 
Pasa158 
Cukup jelas. 
Pasa159 
Cukup jelas. 
Pasal GO 
Cukup jelas. 
Pasal61 
Cukup jelas. 
Pasal62 
Cukup jelas. 
Pasal63 
Cukup jelas. 
Pasat64 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 61 TAHUN 2010 

TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan 

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 

BAB I . . . 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 2 - 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yarlg dirnaksud dengan: 

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, danlatau diterima oleh suatu 

Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara danlatau penyelenggara dan 

penyelenggaraan Badan mtblik lainnya sesuai dengan 

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik 

serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan 

pu blik. 

2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara danlatau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi 

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

danlatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 

3. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara danlatau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

4. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi 

tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada 

Badan Publik. 

5. Pejabat . . . 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya 

disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di 

bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 

dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. 

6.  Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau 

badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan 

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

7. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak 

dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

8. PengMasifikasian Informasi Publik adalah penetapan 

informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan 

berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. 

9. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang 

konsekuensi yang timbul apabiIa suatu informasi 

diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan 

secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat 

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada 

membukanya atau sebaliknya. 

10. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu 

tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat 

diakses oleh Pemohon Informasi Publik. 

11. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang lrepada 

orang atau badan hukum perdata atas beban Badan 

Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang 

diderita oleh penggugat. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

BAB I1 . . . 



PRESIDEN 
REPUBLlK INDONESIA 

BAB I1 

PERTIMBANGAN TERTULIS KEBIJAKAN BADAN PUBLIK 

(1) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh 

Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat 

pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil 

untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik. 

(2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh PPID atas persetujuan pimpinan 

Badan Publik yang bersangkutan. 

(3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat di&.ses oleh setiap Pemohon Informasi Publik. 

BAB I11 

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN 

TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

Bagian Kesatu 

Pengklasifikasian Informasi 

Pasal3 

(1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap 

Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara 

saksarna dan penuh ketelitian sebelum menyatakan 

Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses 

oleh setiap orang. 

(2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan 

pimpinan Badan Publik yang bersangku tan. 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

(I) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ditetapkan dalarn bentuk surat penetapan 

klasifikasi. 

(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; 

b. identitas pejabat PPID yang menetapkan; 

c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang 

menetapkan; 

d. Jangka Waktu Pengecualian; 

e. alasan pengecualian; dan 

f. tempat dan tanggal penetapan. 

Bagian Kedua 

Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan 

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi 

Publik dapat menghambat proses penegakan hukum 

ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. 

(2) Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah 

dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk 

umum. 

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat 

mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan 

intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal7 . . . 



PRESlDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

(I) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi 
Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan 
negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan 
untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara. 

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi 
Publik dapat mengungkapkam kekayaan dam Indonesia 
ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk 
perlindungan kekayaan darn Indonesia. 

(3) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemol~on Informasi 
Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional 
ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk 
perlindungan ketahanan ekonomi nasional. 

(4) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 
apabila dibuka dam diberikan kepada Pemohon Informasi 
Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar 
negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan 
untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri. 

(5) Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan 
Publik yang bersangkutan. 

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 
apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik 
yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun 
wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi 

Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 

ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

perlindungan rahasia pribadi seseorang. 

(3) Informasi . . . 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

(3) Informasi Publik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dapat dibuka jika: 

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan 

persetujuan tertulis; dan/atau 

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang 

dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat 
antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan 
dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

(1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik ymg 
bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang 
Dikecualikan. 

(2) Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi. 

Pasal 11 

(1.) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka 
Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang 

dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan 

penetapan dari PPID. 
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum 
berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian. 

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi 

Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu 

Pengecualian. 

BAB IV . . . 
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BAB IV 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 12 

(1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan 

Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah 

merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik. 

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh 
pimpinan setiap Badan Fublik Negara yang bersangkutan. 

(3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik 

Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang 

bersangkutan. 

Pasal 13 

(1) PPID dijabat oleh seseorang yang merniliki kompetensi di 

bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. 

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang 

bersangku tan. 

Bagian Kedua 

Tugas dan Tanggung Jawab 

Pasal 14 

PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam: 

a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan 

pengarnanan informasi; 

b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang 

berlaku; 

c. pelayanan Informasi l b l i k  yang cepat, tepat, dan 

sederhana; 

d. penetapan . . 
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d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan 

Informasi Publik; 

e. Pengujian Konsekuensi; 

f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau 

pengubahannya; 

g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah 

habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai 

Informasi Publik yang dapat diakses; dan 

h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap 

kebijakan yang diarnbil untuk memenuhi hak setiap 

orang atas Informasi Publik. 

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

PPID dapat menjalankan tugas ' d m  tanggung jawabnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat 

fungsiond di Badan PubIik yang bersangkutan. 

BAB V 

TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUG1 OLEH 
BADAN PUBLIK NEGARA DAN PEMBEBANAN PIDANA DENDA 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan l b l i k  Negara 

(1) Ganti x-ugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang 

mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita 

oleh Penggugat dilaksanakan berdasaxkan tata cara 

pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara 

dengan ganti rugi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima 

juta rupiah). 

(2) Ganti rugi . . . 
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(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara jika terbukti terjadi kerugian materiil akibat 

adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

Badan l b l i k  Negara. 

(3) Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak 

berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal 

ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu 

pembayaran ganti rugi. 

Pasal 17 

(1) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Publik 

dibebankan pada keuangan Badan Publik yang 

bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

D d a m  hal pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksmakan 

oleh Badan l b l i k  Negara dalarn tahun anggaran yang sedang 

berjalan, pembayaran ganti rugi dimasukkan dan 

dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya. 

Bagian Kedua 

Pembebanan Pidana Denda 

Pasal 19 

(1) Pernbayaran pidana denda bagi Badan Publik dibebankan 

pada keuangan Badan nb l ik  yang bersangkutan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pidana . . . 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

(2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi tanggung jawab Pejabat Publik dan tidak menjadi 

beban keuangan Badan Publik jika dapat dibuktikan 

tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan 

fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang 

ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan ketentuan Badan Publik yang 

bersangkutan. 

Putusan pengadilan yang membebankan pidana denda kepada 

Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak 

mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi 

administratif terhadap Pejabat Publik berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUANPENUTUP 

(I)  PPlD harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun 

terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 

(2) Dalam ha1 PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung 

jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di 

bidang informasi, komunikasi, danlatau kehumasan. 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar. . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Agustus 20 10 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR.H. SUSILO BAMBANG WDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Agustus 2010 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

PATRIALIS AKBAR 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 99 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Peraturan Pemndang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

Wisnu Setiawan 
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PENJELASAN 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 61 TAHUN 2010 

TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik merupakan rezim hukum barn yang mengusung prinsip 

transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi 

pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi nonpemerintah yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sumbarigan masyarakat, maupun sumber luar negeri. 

Untuk pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik mengarnanatkan pembentukan 

peraturan pemerintah yang rnengatur mengenai Jangka Waktu 
Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan dan tata cara 

pembayaran Ganti Rugi oleh Badan mtblik Negara. Narnun, Peraturan 
Pemerintah ini tidak hanya mengatur mengenai kedua ha1 tersebut, tetapi 

mengatur juga mengenai pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, 

Pengklasifikasian Informasi yang Dikecualikan, kedudukan dan tugas 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan pembebanan pidana 

denda. 

Pengaturan tersebut diperlukan agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan 

sebagaimana . . . 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

memberikan dasar hukum pendelegasian kewenangan kepada pemerintah 

untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalarn penyelenggaraan 

pemerintahan negara tidak atas permintaan secara tegas dari suatu 

undang-undang. 

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat 

publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan 

berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena 

pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas 

Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya. 

Dengan demikian pelaksanaan keterbukaan Infonnasi Publik diharapkan 

dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara 

menjadi lebih demokratis. 

11. PASAL DEMI PASAL 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "Pengklasifikasian Informasi" adalah 

Informasi Publik yang Dikecualikan, antara lain yang terkait 

dengan proses penegakan hukum, pertahanan dan keamanan 

negara, dan ketahanan ekonomi nasional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat 

proses penegakan hukum" yaitu informasi yang dapat: 

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak 
pidana; 

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, danlatau 
korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana 
yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala 
bentuk kejahatan transnasional; 

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum 
danlatau keluarganya; danlatau 

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, danlatau 

prasarana penegak hukum. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" 

antara lain peraturan perundang-undangan mengenai rahasia dagang, 

peraturan perundang-undangan mengenai paten, peraturan 

perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat, dan peraturan perundang-undangan 

mengenai dokumen perusahaan. 

Ayat (1.) 

Yang dimaksud dengan "Informasi l b l i k  yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi PubIik dapat membahayakan 

pertahanan dan keamanan negaran adalah: 

a. informasi . . . 
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a. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan 

keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan 

dan pengakhiran atau evaluasi dalarn kaitan dengan ancaman 

dari dalam dan luar negeri; 

b. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, 

teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 

c. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan 

kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan 

keamanan negara serta rencana pengembangannya; 

d. garnbar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan 

dan/atau instalasi militer; 

e. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain 

terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara 

tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama 

militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian 

tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 

f. sistem persandian negara; dan/atau 

g. sistem intelijen negara. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memgikan 

ketahanan ekonomi nasional" adalah: 

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional 

atau asing, saham dan aset vital milik negara; 

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model 

operasi institusi keuangan; 

3. rencana . . . 
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3. rencana awal perubahan s u h l  bunga bank, pinjaman 

pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan 

negara/ daerah lainnya; 

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 

5. rencana awal investasi asing; 

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau 

lembaga keuangan lainnya; dan/atau 

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 

Ayat (4) 

Yang dirnaksud dengan 'Informasi Publik yang apabila dibuka d m  

diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik dapat merugikan 

kepentingan hubungan luar negeri" adalah: 

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil 

oleh negara dalam hubungannya dengari negosiasi 

internasional; 

2. korespondensi diplomatik antarnegara; 

3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam 

menjalankan hubungan internasional; d m /  atau 

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis 

Indonesia di luar negeri. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan 'ketentuan peraturan perundang- 

undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai 

kearsipan. 

Yang dimaksud dengan "Informasi PubIik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap 

rahasia pribadi" adalah: 

1. riwayat . . . 
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1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, 

dan psikis seseorang; 

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank 

seseorang; 

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, 

intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; 

dan/atau 

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan 

dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan 

pendidikan nonformal. 

Ayat (3) 

Huruf a. 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- 

undangan" antara lain peraturan perundang-undangan 

mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan 

peraturan perundang-undangan mengenai kornisi 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangann 

antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan dan 

peraturan perundang-undangan meilgenai dokumen perusahaan. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "mengubah Masifikasi infomasi yang 

dikecualikan" misalnya Informasi Publik yang semula 

diklasifikasikan sebagai Informasi yang Dikecualikan berkaitan 

dengan proses penegakan hukum lalu klasifikasinya diubah 

menjadi Informasi yang Dikecualikan berkaitan dengan 

pertahanan dan keamanan negara. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Ayat (I) 

Penetapan dalarn ketentuan ini dibuat dalam bentuk daftar 

informasi yang dapat diakses berdasarkan permintaan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- 

undangan" antara Iain peraturan perundang-undangan mengenai 

kepegawaian. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) . . . 
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Yang dimaksud dengan "jumlahnya tetap dan tidak berubah" 

adalah bahwa sekalipun terdapat tenggang waktu antara saat 

ditetapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan 

pelaksanaan pembayaran ganti rugi, hal itu tidak nlempengaruhi 

jumlah ganti rugi yang telah diputuskan oleh Hakim Tata Usaha 

Negara. Dengan demikian, terhadap jumlah ganti rugi tersebut 

tidak dimungkinkan untuk dimintakan bunga sebagai tambahan 

atas nilai ganti rugi. 

- Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Y m g  dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- 

undangan* antara lain peraturan perundang-undangan mengenai 

pembayaran ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada 

peradilan tata usaha negara. 

Pasal 18 

Apabila memungkinkan bagi Badan Publik Negara, pembayaran ganti 

rugi dilaksanakan segera setelah diajukan permintaan pelaksanaan 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang bersangkutan. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- 

undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai 

keuangan negara dan peraturan perundang-undangan mengenai 

pembayaran ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada 

peradilan tata usaha negara. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- 

undangan" . . antara lain peraturan perundang-undangan mengenai 

kepegawaian. 
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Pasal20 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" 

antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5149 



PERATURANDAERAHKABUPATENBANTUL 

PIOMOR 07 TAHUN 2005 

T E N T A N G  

TRANSPARANSI DAN PARTlSlPASl PUBLIK 
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Dl KABUPATEN BANTUL 

OENGAN RAHPAAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 
yang transparan, akuntabel. aspiratif dan demokratis perlu 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan seca 
dalam setiap pengambilan kebijakan publik di Kabupaten Ban!ul: 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud huruf a, serta memenuhi tuntutan dinamika 
perkembangan masyarakat di Kabupaten Bantul, perlu adanya 
transparansi dan partsipasi publ~k dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Kabupaten Bantul: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 
tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Da!an: 
Penyelenggaraan Pernerintahan di Kabupaten Bantul: 

Alleqgingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Ist~mewa 
Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus :950): 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilar Tata 
Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomsr 77, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) sebagaimana te!ah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ten:ang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 (Lenbaian 
Negara Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negaya 
Nomor 43801: 

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15. Tambahan Lernbaia:: 
Negara Nomor 3501); 

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara 
Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nonc; 
97on t .  



. urlclang-unaang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggayaaci 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Neqotlsme 
(Le,abaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tarnbahan L?c ta ;w  
Negara Nomor 3851): 

6 .  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan:asan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Norncr ' L C .  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874): 

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manus:? 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Len?Saian 
Negara Nomor 3886): 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tertang Pernben!~ika- 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2C'C.: 
Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 

9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2C04 :en tay  S s:e- 
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tat-un 2 3 Z  Xo-c- ' Z - :  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2C34 ten:ar,g Pe-5:::-:a~s- 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 N c n s i  125, TarSa:- ,a~ 
Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Perrerir!z- 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20CS :entaq< 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahz-; 2,20:, 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38. Tambahar Lerrkara? 
Negara Nomor 4493): 

11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ter;:a?cj Pe- - - c - r . . -  .dY y e  

Keuangan kntara Pemerintah Pusat dan Pemer:-:ar?- Z ? P - ~ - -  
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor :26 Tarha%: Lev:?-?- 
Negara Nomor 4438): 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 7350 :e?!ang Pe:-e:a;a- 
Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 72. ':3. : L  62- '5 
(Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Ta:a Ca-a 
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalarn Penye:eq~a;aa.- 
Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 12% Ta-r::a::a-, 
Lembaran Negara Nomor 3866): 

14. Perati~ran Pernerintah Nomor 69 Tahun 1595 ie:tang Pe:a<sscaz.- 
Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Per?!; SF;?: 

- .  hlasyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Neaara ; e- . ; -  
1999 Nomor 130. Tambahan Lembarar: Negara N o ~ o i  C E 5 -  

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor :05 Ta-L- 235: --- '- .-- . -  \.. .* 

Pengelolaan dan Pertanggungjawa;;an Ke>ar,car, CacPan- 
!Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 232 Ta lkahan Lc-c2.a- 
Negara Nomor 4022); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahuri 2000 tentang Tata Za:a 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara T?!iur 
2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027): 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pernb~ras- 
dan .Pengawasan atas Penyelenggaraan PemerintaP,an Das:a- 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Norno: 41. Tambat-,an Le-v",-s- 
Negara Nomor 4090): 

18 Peraturan Pemer~ntah Nomor 24 Tanun 2004 ten.ang Ke:..7,/?- 
Keuangan dan Protokoler Ketua dan Anggota Dewan Peq/:a/ a- 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 N c l c -  F 3  
Tambahan Lembaran Negara Nornor 4416): 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pescn-,a- 
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Ra4ya: 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91. Tarr.b?"a-? 
Lembaran Negara Nomor 44 17); 

20. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tats Ca-a 
Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerali: 

21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pecz-2- 
Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemer~ntah (Le-i-ba-~- 
Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Ne,-2-2 
Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pe-Z:L-a- 
Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lernbaran Negara Tahun 2CC5 
Nomor 36): 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2351 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah K a b u ~ a t e ~  
Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42 ) :  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahu- 2C.2: 
tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2DCJ.-23:5 
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 61); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 
dan 

BUPATI BANTUL, 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTiSIPA.SI 
PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Dl 
KABLIPATEN BANTUL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerat~ ini yang dimaksud dengan . 
I. Daerah adalah Kabupaten Dantul; 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah; 

3. Buoati adalah Keoala Daerah Kabu~aten Bantul. 



4 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan peranakat daerah sebaga~ ~7s;: 

penyelenggara Pernerintahan Daerah; 
5. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Bantul; 
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perviakiia-. 

Desa di Kabupaten Bantul; 
7. Lurah Desa adalah Lurah Desa di Kabupaten Bantul; 
8. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa; 
9. Penyelenggaraan pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan I:?erah 

dan pernerintahan desa; 
10. Publik adalah orang per-orang, kelompok masyarakat yang bersifat sosio!cgis. 

profesional, fungsional dan badan hukum; 
11. Badan Publik adalah sernua lembaga pembuat kebijakan publik, yang melipu!; 

a. DPRD; 
b. Pemerintah Daerah; 
c. Badan Perwakilan Desa; 
d. Pemerintah Desa; 

12 Kebijakan publik adalah'kebijakan yang diputuskan oleh Bupati. DPRD. Lurah. dan 
BPD baik bcrupa Peraturan Daerah. Peraturan Bupati. Keputusan DPRD. 
Peraturan Desa, Keputusan Lurah, Keputusan BPD serta perjanjian dengan pihak 
lain yang berlmplikasi pada hak dan kewajiban publik; 

<3.  Pembuat kebijakan publik adalah Bupati dan atau DPRD, Lurah dan atau BPD: 
14. lnformasi kebijakan publik adalah segala bentuk penyampaian dokumen kebijakan 

publik yang dibuat dan diberikan oleh pembuat kebijakan publik untuk dapat 
diakses oleh publik; ... 

15. Transparansi adalah keadaan dimana publik dapat mengetahui proses perunqusan 
penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik; 

16. Partisipasi publik adalah bentuk peran serta publik baik langsung maupun tidak 
langsung. untuk memberikan pikiran dan pendapatnya dalam proses perumusar: 
penetapan. pelaksanaan. dan evaluasi kebijakan publik: 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal2 

Transparansi dan partisipasi publik berazaskan : 
a. keterSukaan melalui informasi publik yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 
3. kepatutan, dengan memperhatikan perlindungan hak azasi. pribadi, golongzn. d ~ r  

rahasia negara; 
c fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat, tepat waktu, murah da? 

sederhana, kecuali informasi yang bersifat rahasia .berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

d. kemerdekaan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan atau tu:isan yans 
bertanggung jawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral: 

e yasional, efektif dan efisien. 

Pasal 3 

Transparansi dan partisipasi p ~ ~ b l i k  bertujuan : 
a. rneningkatkan daya tanggap badan publik dan pejabat pembuat kebijakan pubI;k 

akan makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan keputusanlke5ijakan 
publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. transparan. dan 
partisipatif; 

b. meningkatkan peran dan fungsi badan publik dalam mengemban amanat publik a!as 
penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partis~patif: 

c. menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap tahapan 
penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik. untuk 
memhancltrn nemerintahan vann haik hersih dan h~hr~ihawa. 



- P. -- 

d meningkatkan peran serta dan tanggung jawab publik terhadap keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Desa; 

e meningkatkan peran serta publik dalam menentukan arah masa depar 
kehidupannya, sesuai dengan nilai budaya lokal maupun kebijakan daerah dan 
nasional. 

BAB Ill 
RUANG LINGKUP TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup Bidang Transparansi dan Partisipasi Publik 

Pasal4 

Transparansi dan partisipasi publik wajib dilakukan terhadap kebijakan publik yanc 
menyangkut materi sebagai berikut : 
;I, visi, misi, rencana strategis dan penyusunan program pembangunan daerah dan 

desa: 
L.. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan APBD desa; 
c. tata ruang daerah: 
d.  Peraturan Daerah dan Peraturan Desa yang mengatur hak dan kewajiban publik: 
c. kebijakan publik lainnya yang mengatur hak dan kewajiban publik. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup Kegiatan Transparansi dan Partisipasi Publik 

Pasal5 

Ruang lingkup kegiatan transparansi dan partisipasi publik meliputi seluruh kegistar 
proses perurnusan, penetapan. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik. 

BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Dalam Transparansi Publik 

Pasal6 

( Hak dan kewajiban dalam transparansi penyelenggaraan pemerintahan : 
a. publik berhak mendapatkan informasi kebijakan publik yang dibutuhkan: 
I.. badan publik dan pembuat kebijakan publik berkewajiban menyediaka- 

informasi kebijakan publik yang dibutuhkan oleh publik. 

(2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimakscrd pada ayat (1: 
huruf b, badan publik dan pembuat kebijakan publik menyampaikan inforxas- 
kebijakan publik dengan bahasa dan cara yang mudah dipahami oleh publik. 

(3)  Badan publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak permin;aan 
informasi publik apabila : 
a. permintaan informasi publik tidak disertai alasan yang d a ~ a l  

dipertanggungjawabkan: 
b. permintaan informasi publik belum waktunya dapat diinformasikan; 
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terlaku. 

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Dalam Partisipasi Publik 

Pasal 7 

Hak dan kewajiban dalam partisipasi publik : 
a ,  publik berhak berperan serta dalam proses perumusan. Denetapan. pe[aksan?an 

. ... 



i. Sadan publik dan pembuat kebijakan publik berkewajiban menciptakan mekan is r .~  
ilntilk memberikan kemudahan dan kesempatan bagi publik untuk berperan sertz 
dalam setiap per.umusan dan pe8etapan kebijakan publik. 

Pasal 8 

Dadan publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak partisipasi publik apabila 
fidak sesuai dengan visi dan misi kebijakan publik dan atau bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 
TATA CARA TRANSPARANSI DAN PARTlSlPASl PUBLIK 

Pasal 9 

r 1 ) Dalam rangka memberikan kesempatan kepada publik untuk dapat menyampaikan 
pikiran dan pendapatnya pembuat kebijakan publik harus mengurnumka? 
mekanisme peran serta pilblik dalam proses perumusan dan penetapan kebijakar! 
publik. 

i 2 \ Mekanisme peran serta publik sebagaimana dimaksud aya: (I )-adalah : 
a penyampaian k 0 n s e ~  kebijakan publik yang akan dirumuskan dan ditetapkan 

kepada publik: 
b penyampaian jadual agenda perumusan dan pembahasan kebijakan pub!ik. 

peran serta publik serta bentuk media penyampaian aspirasi dari publik; 
c. penetapan kebijakan publik; 
d. pengumurnan kebijakan publik. 

( 3 )  Setiap dokumen yang terkait dengan proses transparansi dan partisipas1 pu'sli4 
didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum 

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi : 
il. konsep kebijakan publik dan final kebijakan publik yang sudah ditetapkan: 
17, publikasi, tata cara, tanggapanlpendapat publik, tanggapan pembuat kebijakan 

publik, keberatan publik, dan notulensi pengambilan keputusan. 

Pasal 10 

(1) Prosedur dan mekanisme leknis dalam proses transparansi dan partisipas; di 
lingkungan Badan Publik ditetapkan oleh masing-masing pembuat kebijakan 
publik. 

(2) Prosedur dan mekanisme proses tranparansi dan partisipasi di lingkungan 
Pemerintah Desa diatur oleh L.urah sesuai dengan situasi, kondisi, asal usul Desa. 
adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
\<ERERATAN DAN PENGADUAN 

Pasal 11 

i 1 I Publik dapat mengajukan keberatm kepada badan publik dan pembuat kebijakan 
publik apabila : 
a .  adanya penolakan terhadap permintaan informasi publik tanpa disertai alasa!: 

yang jelas; 
17. tidak disediakannya informasi publik yang merupakan kewajiban pernbuat 

kebijakan publik; 
c .  adanya pengenaan biaya yang tidak wajar; 
d tidak diberikan kesernpatan menyarnrsaikan oartisloasi oublik: 



c :idak setuju dengan prosedur partisipasi publik; 
I. tldak pernah ada tanggapan atas partisioasi publik yang disarnpaikan. 

, ' I  Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lzma 2 2  
( t i p  puluh) hari setelah kebijakan pi~blik diurnumkan. 

.:I Dalam waktu paling lama 7 (tujull) hari setelah pernbuat kebijakan publik ~ ~ n s i ' - : a  
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan tanggasan 
secara tertulis yang disarnpaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan. 

1 4 )  Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) publik tida4 
menyampaikan keberatan, maka kebijakan publik yang ditetapkan dianggap 
diterima. 

i .= I Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembuat 
kebijakan publik tidak menyampaikan tanggapan, maka keberatan diangga;, 
diierima. 

Pasal 12 

Apabila publik tidak dapat menerima tanggapan yang diberikan oleh pembuat ket:i;a?a:! 
publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), maka publik dapat 
menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang sesuai perattiran 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 
SAhl KSl 
Pasal 13 

Pernbuat kebijakan yang tidak melaksanakan ketentuan transparansi dan partisipasi 
publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi 
administratif oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yzng 
berlaku. 

Pasal 14 

Kebijakan Publik yang diterbitkan tanpa melalui proses transparansi ban paCis12asi 
~ub l i k  dapat dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB Vlll 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 

i) Ketentuan yang rnengatur tentang transparansi dan partisipasi publik dalam 
penyelenggaraan penerintahan di Daerah yang telah ditetapkan sebelurn 
Se:!akunya Peraturan Daerah ini. dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) 
t::ian haius rnenyesuaikan dengar; Pe:aturan Daerah ini. 

(2) Penyusunan prosedur dan mekanisme transparansi dan partisipasi publik di 
lingkungan Badan Publik harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah 
diundangkannya Peraturarl Daerah ini. 



-. 
BAB IX 

I<ETENTUAN PENUTUP 
Pasal 16 

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan z'eb, 
Bupa?~. 

Pasal 17 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. 

Diundangkan di Bantul 
pada tanggal I ' b w  ~ Q O S  

LEMBARAN DAERAH KABLIPATEN BANTUL 
SERl C NOMOR 0 1 TAHUN 2005 



PENJELASAN 

NOMOR 0 7 TAHUN 2005 

TENTANG 

TRANSPARANSI DAN PARTlSlPASl PUBLIK 
DAlAM PENYELENGGAWN PEMERINTAHAN Dl UBUPATEN BANTUL 

!. PENJEIASAN UMUM 

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul 
dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalarc 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Peran serta masyarakat 1e:seSu: 
dijamin dalam, berltuk antara lain mencari. memperoleh, dan mernberikan data a:ac 
informasi mengenai penyelenggaraan pernerintahan dan hak menyampaikan sarzr 
dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyetmncaaraay 
pemerintahan di Daerah 

Sesuai dengan prinsip transparansi dalam demokrasi yang mengharus4an 
penyelenggara pemerintahan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
rnemperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif rne?ycal  
penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nonc: 58 
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyaral.a! dalax 
Penyelenggaraarl Negara, maka dalam Peraturan Daerah ini menga:ur mengenai hak 
dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan penyelenggara perneriztahan 
secara seimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh Car. 
rzenyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Katuca:en 
Ba?!ul dengan optimal. 

Kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan langguncj 
jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya serta mentaaii t a n  
menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta peraturan perundang- 
undangan. Penggunaan hak secara bebas tanpa batas diyakini dapat rnengganGsc 
kepentingan umum, sehingga penggunaan hak dallam ketentuan Peratura~ Daerah 
ini dimaksudkan untuk mendukung upaya terwujudnya sebuah pernerintakan yang 
bersih dan bertanggung jawab. 

Di sisi lain tanggung jawab pembuat kebijakan publik untuk berceri!aku 
transparan, partisipatif dan akuntabel dalam setiap menjalankan peran dan fungsinya. 
dimaksudkan untuk mernpcrcepat upaya pemulihan kepercayaan publik :erliaSa? 
penyelenggara pernerintahan yang beberapa waktu yang lalu mengalami penu- , ~ n a n .  , 

Perilaku transparan dan partisipatif serta akuntabel dalam setiap proses pen~am!$la- 
kebijakan publik di satu sisi memang disadari akan rnernakan waktu dan pikiran set% 
Siaya yang tidak kecil. namun di sisi lain akhirnya hasilnya akan sangat iuar Siasa 
kc!ika tingkat kepercayaan ptlblik terhadap penyelenggara pemerintahan semak:: 
besar. Hal ini menzndakan bahwa legitimasi publik terhadap penyelerggara 
ze-erintahan sudah optimal. 

Dalam Peraturan Daerah ini diatur ha!-ha1 y a ' y  bersifat pokok. r',enga-, 
maksud agar hal-ha1 yang bersifat teknis dapat d~atur iebih ianjut olen B ~ p ~ t i .  DPRD. 
Lurah dan BPD berdasarkan Peraturan Paerah ini dan disesuaikan dengar, 
oerkembangan keadaan dan dinarnika masyarakat. Ketentuan teknis yang lebi5 rinci' 



jugs dimaksudkan untuk mempertegas agar tidak terjadi kekeliruan penafsirar. dala- 
ceraksanaan Peraturan Daerah ini. 

1 1 .  PENJEIASAN PASAL OEM1 PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas 
Pasal 2 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
1 a T i -  Mengeluarkan pikirah baik secara lisan maupun tulisan sudat; d j  

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga rjdjii.. 

merniliki kemerdekaan untuk menyarnpaikannya kepada w e ~ t g a :  
kebijakan publik. 

Huruf e 
Asas rasional, efektif dan efisien aninya jaminan adanya t r a x ~ t r s - : l  
dan partisipasi publik ini untuk mernberikan keleluasaan peia? F L ~  - 
yang optimal. Asas rasional mengandung arti bahwa ac=Y ;/a; 
disampaikan adalah berdasarkan bukti yang nyata. Efektif dan  itfis;z- 
mengandung arti bahwa dalarn menyampaikan inforrnasi ocS!;-. 
dengan cara sederhana. tepat waktu dan tepat sasaran. 

Pasal3 
Tujuan dari transparansi dan partisipasi publik adalah untuk mengubah Fez:- 
aktif publik dalarn menggunakan haknya, dan mengandung kewajiban bas: 
penyelenggara pemerintahan untuk lebih transparan dalam mengelcia 
kewenangannya. Selama ini publik hanya menjadi obyek dari sebi:aL 
kebijakan, akan berubah menjadi subyek dari kebijakan. Posisi nsnjac 
subyek dari sebuah itebijakan berarti ikut rnernpengaruhi dan menent~ke- 
kearah mana kebijakan akan diputuskan. 

Pasal4 
Beberapa kebijakan publik disebutkan dalam Pasal ini tidak dirnaksurjka- 
untuk membatasi peran serta publik, namun leb~h pada upaya i;c:~;;. 
memberikan arah yang jelas, bahwa kebijakan publik yang disebutkan dala- 
Pasal ini sangat penting dan berkait dengan hak dan kewajiban publ.,.  
Kebijakan publik tersebut juga menentukan arah Kabupaten Bantul ke depar 
kewajiban yang dibebankan kepada pernbuat kebijakan publik juga 
mernberikan jaminan dan batasan bawha pembuat kebijakan pcrb!ik ti??, 
akan keluar dari semangat transparansi dan akuntabilitas dalam menyus,.- 
kebijakan publik. 

Pasal5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Ayat ('1 

Hak dan kewajiban dalam trans~aransi dan partisipasi meneri?p:.ca- 
hak kepada publik dan kewajiban daii pembuat kebijakar; publi.. Fa 
lni terkait dengan kev~enangan yang dimiliki oleh pembuat keSi;aka- 
publik yang harus dikelola dengan transparan dan akuntaSel. A ~ E -  
tetapi yang terkaii dengan publik meruoakan hak sehinscs sac':' 
dipergunakan atallpun tidak dipergunakan. 

Ayat (2) 
lnformasi kebijakan publrk disarnpaikan dengan bahasa yang rru15ab 
dipahami oleh publik. Mudah dipahami dalarn arti bahwa bahasa da- 
m*-?+ di~amnaikan tidak terlalu sulit untuk dicerna oleh puS:i4 



lnformasi tersebut juga mudah untuk diaksesldidapatkan oleh p~;C!i'd, 
Mekanisme penyampaian informasi, jenis-jenis informas yang  
disediakan dengan sendirinya akan rrlenjadi kewajiban percSua: 
kebijakan publik untuk rnenyediakannya. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Yang dimaksud alasan yang dapat dipertanggungja\.raSkz- 
meliputi pencaturnan identitas yang jelas, maksud perrnin:asr, 
informasi, serta permintaan inforrnasi dilakukan oleh pihak-pi'?a% 
yang benar-benar berkepentingan terhadap informasi dirnaksud 

Huruf b 
Yanc dimaksud informasi publik belum waktunya ~ n t u ? :  
diinforrnasikan adalah apabila berdasarkan pertirnbangan Sadtr. 
publik dan pembuat kebijakan publik, informasi publik dinaksu? 
apabila diinformasikan . dapat rnenimbulkan keresahan 
masyarakat, atau masih perlu dirahasiakan oleh badar: ~;5!i '( 
dan pembuat kebijakan publik. Hal !ersebut disarnpaikan kepa5e 
publik yang rneminta informasi sebagai alasan belun Aacet 
dipenuhinya permintaan informasi yang bersangkutan. 

Huruf c 
Cukup jelas 

Pasal7 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Mekanisme peran serta publik dalam perurnusan dan penetapan 
kebijakan publik akan dilakukan sesuai dengan kondisi lokal yang ada. 
Pembuat kebijakan publik juga berkewajiban untuk mernSuat 
mekanisme yang mudah dipaharni dan dicerna oleh publik. 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Ayat ( 4 )  

Cukup jelas 
Ayat (2j 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Permintam informasi harus secara tertulis, dan tidak boleh dencar. 
menggunakan media lisan, karena untuk rneningkatkan budaya Ig l~s  
bepada publik serta pertanggungjawabannya jelas. Demikian juga 
tanggapan yang diberikan oleh pembuat kebijakan pub!ik 3a:vs 
tertulis. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Ayat(1) . 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Mekanisrne dan prosedur pelaksanaan transparansi dan paRisipasr s: 
tingkat Desa akan diatur sendiri o!eh masing-masing Desa karena 
setiap desa memiliki Situasi dan kondisi yang berbeda. Hal ini daian 
kerangka sernangat otonomi desa, dinana desa merupakan kess:uan 
rnasyarakat h ~ k u m  yang rnemiliki batas-batas wilayah y a r g  
berv~enang mengatur dan mengurus kepentingan rnasyarakaf 
seternpat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. 



Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukup jslas 
Ayat (2) 

Pembaiasan wakh 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan keSeratan 
bertujuan ..~ntuk rnengoptimalkan peran publik dalam rnengawacl 
kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan publ~k Hsli 
ini juga untuk mernberikan kepastian hukum terhadao lakrrya 
kebijakan publik. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Waktu 30 (tiga puluh) hari adalah ivaktu yang disediakan ole3 
pembuat kebijakan publik untuk menunggu apakah ada keberatar da:i 
kebijakan yang dikeluarkan atau tidak. Pembatasan waktu ini j ~ g a  
untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan publik yang 
sudah ditetapkan. 

Ayat (5) 
Keberatan dari publik atas ditetapkannya kebijakan publik namun :!$a?\ 
ada tanggapan dari pembuat kebijakan pilblik, maka denga;: 
sendirinya keberatan tersebut diterima, dan materi keberatan ?L;ar, 
menjadi acuan baru atas kebijakan yang telah dikeluarkan. Keberaian 
yang diterima bukan berarti menyebabkan suatu kebijakan publik yang 
telah ditetapkan menjadi batal, karena batalnya suatu kebijakan ?ublik 
dilakukan dengan pembatalan oleh pembuat kebijakan publik it; 
sendiri atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang yang lebih tinggi 
sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan. 

Pasal 12 
Mekanisme yang disediakan dalam Pera!uran Daerah ini bersifat umum. 
spabila 'mekanisme yang ada telah dijafankan secara optimal, namun pvblik 
masih merasa b e l ~ ~ m  mendapat kepuasan atas tanggapan dari perxbua: 
kebijakan publik.. maka keberatan dapat disampaikan pejabat yanr; 
benvenarlg sebagai upaya pengavlasan melekat (Waskat). 

Pasal 13 
Sanksi dalam Peratirran Daerah ini bersifat administratif, karena terkait 
dengan mekanisme ketatanegaraan dari lahirnya sebuah kebijzkan publik. 
dan bukan merupakan sanksi pidana maupun perdata. Pelanggaran da:i 
pelaksanaan Peraturan Daerah ini berimplikasi pada penyelesaian 
administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sanksi administrasi akan diberikan oleh pejabat yang berwenang. kepada 
pejabat pembuat kebijakan publik yang tidak mengindahkan kewajiban 
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik. Bentuk sanksi administrasi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 14 
Upaya untuk membatalkan sebuah kebijakan publik yang ?roses 
pembuatannya tidak mendasarkan Peraturan Daerah ini dapat dimohcnkan 
oleh publik dengan melakukan upaya pelapoian kepada pejabat yang 
berwenang untuk membatalkan suatu kebijakan i):~blik. 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 



Rangkuman Seri  Diskusi I<elompolc Terara l i  I'rospel< Pemajuan I.Ial< ~ t s s  
Informasi Di Icabupaten Bantul  : Autal-a Pe rda  Kabupaten  Bantul  No. 7 T a h u n  
2005 d a n  UU No. 14 T a h u n  2008 

Runiah Buclaya Tembi ,  28 September  201 1; 
Coebog Resto, 27 J a n u a r i  2012; J u m a t  Wage, 16 Mare t  2012; Selasa Pon, 20 Mare t  
2012 

Pengalama11 fal<tual al<ses informasi tel-l<ait perencanaan clan penganggaran : 
1. Pengalaman warga saat n~ela l t~~l<an audit sosial selttor pendidiI<an : 

walaup~111 warga sudali berusaha mengakses inlbrrnasi yalig termasi~lt 
inforniasi publilt berdasarltan U U  I<IP. tetap harus mendapatltan darl 
riielampi~.ltan silrat dari Bappeda I<abupaten atau dari provinsi. Butuh 
\ ~ a l t t i ~  IlleliilnggiI S L I I . ~ ~ .  Warga jugs liari~s n~elanipirlta~i surat kesanggupan 
dari dinas clan sekolall. 

2. Al<ses dolti~nicn desa non-Al'DDes masih nlengandall<a~~ lobi. 
3 .  Doltilmen perencanaan desa terbatas distribusinya di wat-ga 
4. Dolti~~iien pelaksanaan progran~ belum 17ienjadi pi-ioritas untulc 

dipi~bIil<asil<ar~ kepada warga 
5. Al<ses doltumen di kabupaten lebili mudah Itarena relasi, bultan dengan 

prosedur forn~al .  Namun ada juga warga yang mendapatltan inforniasi 
dengan mengiltuti prosedur, dengan niemberiltan identitasjelas dan juga 
~iienyampail<an tujuan pemanfaata~i informasi yang jelas. 

6. Distribusi informasi I~asil Musrenbang mengandalltali waltil 1 partisipan 
yang I~adir,  tidalt dipastilcar~ distribusi~~ya, tidak seniua orang 
1i7e1igetaliuinya. 

7. Siapa saja yang Iiadir dalam Musrenbang dali ada apa pertirnbangan 
dipililinya orang-orang it11 juga tidal< diltetaliui warga. 

8. l'ihak desa tidal< tnliu pagu ungg:llan yang dialokasil<a11 ~11iti11t dcsa dalnni 
taliun ~ertentu;  pemerir~tal~ desa juga tidal< taliu panduati pelal<sanaali 
Mussenbang 

9. Warga belum sadar Ilcllcnya, bingung mail mengusull<a~l penienuha~i 
I<ebutitlia~i dalam Musrenba~ig; ilsulal~ yang mu~icul  dalarli Musrenbang 
lebil~ banyalt usula~i i~ifrastruktur fisil<. 

10. RP.IMDes terlupalta~i, pel.elicaliaan 'lepas' dari RPJMDes. 
1 1 .  Banyal< Itepala dusiln yang tidal< talii~ doki~men-dolti~men perellcallaall: 

jika Itepala dusun saja tidal< lahu, a ~ a l a g i  warga. 
I2.'l'ada tahun 2004, DPA SKPD Dinas l<eseliatan lnasili rahasia. 
13. DPA SI<PD Dinas PU taliul~ 2004 juga tidal< bisa dialcses. 
14. I 'amon~ desa tidal< tahu ada Perda No. 7 Tah i~n  2005 apalagi infor~iiasi 

pi1 blilt. 
15. TJroyelt talud di DUSLIII Samin talii~n 2009 tidal< bisa dialtses spel<-nya. 
16. Dol<umen I,I<1'.1 APBD dipesoleh warga dengal1 lobi Ice DPRD dengan 

nie~iga~idalkan Itedeltatan e~nosional 
17. LI<P di DPPICAD jugs masili diltatal<an sebagai dol(i1111en rahasia Negara - -- 
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peringatan Iiari TB dengan meriali. Pemohon informasi Ikenal secara 
pribadi dengan pejabat, Iiamun dua I<ali mengirimkan surat (terakliir 25 
April 201 1) dan I<eduanya dil<atal<a~i tidal< diterima. lnformasi tidal< 
diberikan. 

3 1. Pengalaman audit sosial pupul< bersubsidi : Petani dali gabungan 
I<elonipol< tani membeli pupul< tanpa informasi yang ~iiemadai. 

32. Ballyak pe-jabat pemerintalia~i dan lembaga negara belum tahi~ pengertian 
dan cal<upa~i infor~nasi publil<, cara menyedial<an infro~iiasi publil<, da~ i  
juga filosofi infoniiasi publil<. 

lnl'orlnasi tcntang I<cbcracIaan 1'1'11) I<ahupaten Uuntul : 
a. Pada 10 Si111i  201 I ada Ici~~i.ji~~iga~i Ice I<abupaten .lepara i11ituk bela.jar tentang 

PPlD 
b. Pe~iibenti~ltan I'I'ID I<abupaten Uantul sempat ~iienenii~i I<endala di aliggaran 

peri~balia~i 20 1 I .  namun al<liirnya diseti!jui Bulan September 201 1 . 
c. PPlD I<abupate~i Bantul : I<epala Bagian I-Ii~~iias dita~iibali PPlD Pe~iiba~itu 

yalig adalali orang I<edua di masing-niasing SKPD (biasanya sekretaris). Per 
28 September 201 I, SK PPlD masili menunggu pengesalian. 

d. Per 27 Januari 2012, Perbup tentang KIP di Bantul (pe~ii~~iji~I<an PPID?) masili 
dala~n proses. 

Tinjauan batang tubuli Perda : 
a, bagian 'Menimbang7 belum mencanti~~nl<an U U  KI No. 14 Tahun 2008 
b. bagian 'Mengingat' angl<a 6 : U U  Nomor 3 1 tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana I<orupsi sudali diubali dengan U U  Nomor 20 Ta l i~~n  2001 tentang 
Perubalian atas U U  Nomor 3 1 taliun 1999 Tentang Pemberantasan Tindalc Pidana 
Korupsi 

c, bagian 'Mengillgat' angl<a 8 : U U  tersebut sudali diganti dengan U U  No. 12 Taliun 
201 1 

d. bagian 'Mengingat' angl<a 19 : perlu dita~iibalil<a~i P P  6 I Taliu~i 201 0 tentang 
Pelaksanaan U U  I<IP 

e. bagian 'Mengi~igat' angl<a 21 : sudah ada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentalig 
Pengadaa~i Barang dan Jasa Secara Elel<tronil<, Pergi~b DIY tentang 1<1P, Pergi~b DIY 
tentang Lem baga Ombudsman Swasta 

f. Pasal I (1 I) Badan publil< tidal< sesuai dengall Pasal I ayat 3 UU KIP 
g. Bab I 1  Asas dan Ti jua~i  tidal< sesuai UU I<IP, termasul< idiom 'informasi raliasia' 

tidal< sesuai deligan UU KIP 
11. Pasal 3 : liak atas informasi tidal< perlu dibatasi dengan dalili-dalili atau mekanisme 

perl<ecualian yang dinamai sebagai "kearifan lol<al" atau "muatan lol<al" 
i .  Pasal 3 : transparansi da~ i  partisipasi adalali substansi berbeda, diatur dalam payilng 

Iii~l<i~~ii yang berbeda pula. 
. Bab I11 : transparansi dan partisipasi adalali substansi berbeda, diatur dala~ii payung 

hulc~~m yang bcrbcda pi~la. Substansi tl'al~spr~l'at~si hisu ~i ic~ig; ldqsj  1 I1 I I< [P 
dipisahkan dari pengaturan suhstalsi nart~siwasi. 
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I<. Pasal G (3) tidal< sesi~ai Pasal 17 UU I<IP dan PERICI nolner 11201 0. Alasan-alasa~i di 
Perda tidal< dibcnarltan. 

I. Pasal 7 : silal<a~i mengacu ( I )  Undang-undang R1 No. 25 Tahu~i  2004 tentatig Sistem 
Perencanaan Pembangi~na~i Nasiolial, (2) UU RI No. 25 Taliun 2009 tentang 
Pelayana~i Publik, terutama Pasal 39, Ayat 1, 2, 3, dan 4 beserta peraturan 
pelaltsanaan~iya d a ~ i  Iiasil Judicial Review 201 1. 

111. Pasal 8 tidal< sesi~ai dengan Iiak asasi maliusia: tidal< ada I<ewenangan badan pirblic 
mana pi111 me~iolal< partisipasi publik. 

n. Bab V tidal< sesi~ai dengall pasal-pasal UU 1<1l' tentang pencarian inlb oleli 
masyaral<at. Tra~ispara~isi d a ~ i  partisipasi adalali si~bsta~isi berbeda, diat i~r dala~n 
pay i~~ig  l i i~ I< i~~n  yalig berbeda pula. Substansi transparansi di Perda Iiari~s me~igadopsi 
UU KIP, dipisalil<a~i dari pengatura~i substansi partisipasi. Bab V ~iieri~jul< Ice ( I )  
Undang-i~ndang Rl No. 25 Taliirn 2004 tentang Siste~n Perencanaati Pemba~igi~na~i  
Nasional, (2) UU R1 No. 25 Taliirn 2009 tentang Pelayanan Publil<, teriltania Pasal 39, 
Ayat 1, 2, 3, dan 4 beserta peratiIrali pelaltsa~iaannya d a ~ i  Iiasil Suclicial Revieiv 20 1 1. 

o. Dab V juga perlu ~ne~iegaskan ltc\\e:!jiban badan pirblil\ men unji~k I'PID. atail 
rne~igopcrasionaII~a~i peni~~i.ii~l<an I'irn~si I'I'ID. 

p. I)asal I 1 tidal< sesi~ai deligall ~iiel<anis~iie U U  I < I  I )  di I'asal 35 - Pasal 37, juga I'ERI<I 
No. 2 Taliun 20 10. Pengaturan i~nti~lt  Iteberatan dalalii Itontelts transpara~isi 1iierigaciI 
mel<anisme Iteberatan yang diatul- dala~ii UU I<lP. Unti~lc Iceberatan dalaln I<ontel<s 
partisipasi merigacu Ice mel<anisme pengaduari lie O~nbudsman Daerali (LOD) atau 
le~iibaga lain yang memilil<i I<ewenangari ti~poltsi setara LOD. Meltanisme terltait 
pelaya~ian pu bIiI< jugs perlu mengacu UU RI No. 25 Taliun 2009 tentang Pelaya~ian 
Publilt, terutama Pasal 39, Ayat 1, 2, 3, d a ~ i  4 beserta peratusan pelaksanaan~i~a dan 
Iiasil Judicial Review 20 1 I. 

q .  Bab VI I : Sanl<si substansi transparansi mengacu Ice UU KIP dan aturan 
pelal<sanaannya (PP 6 1/20 10). Sanl<si substansi partisipasi mengacu UU RI No. 25 
Taliu~i 2009 tentang Pelayanan Publil< beserta peraturan pelaltsanaan~iya dan Iiasil 
Judicial Review 20 1 I. 

Titi.jai~an atas Perda Kabupaten Banti11 No. 7 Talii~n 2005 tentang Transparansi d a ~ i  
Partisipasi Publilc Dalam Penyelenggaraan Pemerintalian Di Kabupaten Bantill 
(selanjutnya disebut 'Perda') berdasarl<a~i Undang-i~ndang RI No. 14 Talii~n 2008 tentang 
I<eterbukaan I~iforniasi Publil< merekomentlasikan perubt~lian Pertla I<abupatcn 
Bantu1 No. 7 Taliun 2005 yang sel<orang-ltnrangnya mengaI<omotlasi lial-IiaI sbb. : 

a. Substansi transparansi dikeluarl<an dari Perda Itarena sudali diatur dalamUU No. 
1 4 Tali 11 ti 2008 

b. Substa~isi pal-tisipasi diti~i.jau i~lang dari disesuaikan dengall ( I )  Undang-i~ndang 
RI No. 25 Taliu~i 2004 tentang Sistem Perencanaari Pembangi~nan IVasio~ial~ (2j  
UU RI No. 25 Talii~n 2009 tentang Pelayanan Publilt, terutama Pasal 39, Ayat I .  
2, 3, dan 4 beserta peraturan pelaltsa~iaa~inya dan Iiasil Sudicial Review 20 1 I. 

c. UU RI No. 14 TaIii111 2008 tentang I<IP sildali sangat jelas dan implementatif. 
Pasal 63 UU KIP : 'Pada saat berlal<unya Undang-Undang ini selnila peratilran 
peru~idang-undagan yang berltaitan denga~i perolelian informasi yang telah ada 
tetap berlalcu sepa~i-jang tidal< bertenta~igan dan belum diganti berdasarl<ari 
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Undang-U~idang ini.' Jadi, peraturan (termasul< peraturan daerali) d i bawali UU 
KIP yang tidal< sesuai otomatis tidal< berlalcu Kalau Iiak atas inforlnasi diatur 
dalani peraturan daerah, maka yarig sebaiknya diatur adalali l<etentuan spesifik 
~ ~ n t u l <  memperl<uat / me~nperjelas UU. Contoli : penjabarati al<sesibilitas yang 
dalatn UU 1<IP disebutkan ' ~ n ~ ~ d a h  - cepat - ~iii~rali ' .  Perda bisa ~nengatur pililian 
media, pi l ilia11 bahasa, Icetentuan tentang biaya. 

Rel<omendasi lain : 
a. KI Kabupaten / Kota tidal< perlu dibentuk; wilayali DIY relatif masih bisa 

di-jangl<au dengan satu I<ornisi Informasi saja. Rel<omendasi ini juga menimbang 
efisiensi anggaran. 

b. Raperda Provinsi DIY tentang Transparansi dan I'artisipasi diliarapl<an bisa 
dicegali. 1-la1 ini j ~ ~ g a  mengingat partisipasi dan transparansi (yang lebili niengacu 
I<epada pe~iiqii~an Iiak ntas in[-brniasi) berada dnlam dun payung Iii~I<i~~ii yang 
berbeda. 

Rekomendasi FGD 1 u n t ~ ~ k  cakupan Icabupaten Bantul terkait substansi transparansi dan 
partisipasi (belum dipilali; nomor baris tidal< men~~nj~~l<l<al i  hubungan antara Iketiga L I I I S L I ~  

isi / nasltali, budaya, dan tata lakana IILII<LII~) : 

Menggunal<an 
baliasa yang jelas 

No. 

1. 

masyaraltat awaln 
bisa ~iiemaliami & 

IS1 / NASKAH 
HUKUM 
Segera terbitkan 
Perda 1<IP L I ~ ~ L I I <  
pegangan PPID dan 
implenientasi I<IP di 
I<abupaten Bantill 

BUDAYA HUKUM 1 TATA LAKSANA HUKUM 

Penyebaran i n  formasi 
publilt Ikepada warga 
hendal<nya lebili 
ditingl<atl<an 

Prinsipnya adalali bisa diakses 
dengan mudali oleli 
masyarakat 

- - . . . - - . - - - 

I'artisipasi al<an I ~ I L I I ~ C L I I  
jika ada informasi, jadi 
distribusi informasi Iiari~s 
didaliu Ii~l<an. 

detail 

- -- - -- 
Sengketa inli)r~iil-~si y ; ~ ~ i g  
terkait dengan selctor privat 
diI<oordinasiI<an 
penyelesaiannya dengan LOS 

~iie~igerti 
Substansi perda 
lebili spesililc dan 

I<ala~r tidal< puliya 
itiformasi, jadi Iial< \varga 
atas inforniasi Iiar~ls 
dipeni~lii liingga Lvarga 
saliggup ~ne~npet-ii~angl<an 

1 Iiaknya ji~gn. I -- - -- 
Salali sat11 substansi Warga perlu dididilk untulc  Ada identitas jelas pernolion 

Wal-ga tidal< bisa 
~iie~iipe~:j~~il~igl<il~i lid< 

yang perlu ada : 
~newaj  ibl<an desa 
memberiI<an 

Ada ternbusan permolionan 
infor~iiasi lkepada ]<ID 
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informasi publilt 
Itepada masyaraltat ( 
dengal1 Itata lain . 

pe~~lerintah Ilingga 
Ite tingltat desa 
liarus terbulta 
I tepda masyaraltat) 

I 

Pesda No. 7 Taliu~i Besdayalta~l dan fi111gsiIta11 1 Ada maltsud dan alasan jelas 
2005 I ~ a r i ~ s  direvisi / 
dipesballa~.~~i der~gan 
~neniasultlta~i aspelt- 
aspek yang 
tercantum dala~n U U  

meuunjult pejabat 
ya11g 
Itepangltata~inya 
belum rnemenul.li, 
malta ybs harus 
diberi Itewe~iangan 
Itoordinatif yang 
eltsplisit dalam SIC 
seliingga bisa 
1nengltoordi1iasiIta11 
eselon setaraf 
jabata~inya. 
Infor~i~asi Selttor 
Bisnis perlu 
diltoordinasiltan 
dengan LOS 

Ada apresiasi bagi 
~nasyaraltat yang melelt 
informasi publilt 

Meslti partisipasi beluni 
optimal, jilta infor~nasi publilt 
disedialtan sesuai dengan 
~lndang-undang, nialta altar1 
teswujud situasi di riiaria tiap 
pemangltu Itepentit~gan sulit 
bohong dan sekaligus sulit 
di boliongi Itarena informasinya 
setara. 

Proses perencanaan 
penganggaran belum ideal tapi 
doltumen dan informasi publilt 
yang altsesibel altan lnelnbantLr 
mewujudltan Iteadaan yang 
Icbih bail<. 

Sosialisasiltan PP KIP 
11 i ngga \varga b i sa 
mengaltses infor~iiasi 

Ada sosial isasi di berbagai 
~iiedia agar lialt atas informasi 
diltetali~ri sungg~~l i  oleli 

p~~bl i l t  L I I I ~ L I - I ~  memolion 
i~ifostiiasi publilt. besi 
te~nbusan Ite I<onlisi 

9. 
tingkat RT untult menyuaraltarl 
Itepe~~tingan p~~bl i l t  loltal jugs 
sebagai alat Ito~~troI 

publilt 
Setiap menyurati badan 

1 1  1 memperta~~yal ta~~ I f o r ~ ~ n i  infosmasi publik 3 ( 

masyaralr,ai 
Membuat media Itomunitas cli 

10. 

1 I pemenulian Iiak-lialtnya I audiensi DPRD, Dialog 
P ----- 
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In formasi 
Masyaraltat I I ~ I - L I S  Ma~ifaatkan seluruli media dan 



/ melalui desa dan ( Interaldif, Radio Itomunitas, 
pemerintah Itabupaten 
Kerja pasasel : 

( a )  Mengadvoltasi 
pub1 ilt I masyaraltat 
u n t u l t  tali11 
infor~nasi publilt 
sebagai halt 

(b) Mengadvoltasi 
badan publilt unlult 

Buletin pemda. 
Tata laltsana berorientasi pada 
Itepentingan publilt 

~ni~dal i  didapat tanpa peslu 

! 1 1 ( mengandalltan pertemanan, 1 

I ~ I I S L I I I ~  tanpa prosedur 
berbelit-belit 
Sisteln infol-masil ltoniiiniltas~ 
harus dibangi~n secara pararel 
(?/]/ine : mcdia sosial. mcdia 
Ito~ivensional ( cetalt, 
ai~diovisi~al ). 
Online : e - gov yang ~i~udali  

13. 

1 1 dialtses 2 

katebelece, atailpi~n teltanan 
politik. 
Penyediaan dan pemberian 
infos~iiasipr~blikseyogyanya 1 
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